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Nama 
Program Studi 

Judul 

ABSTRAK 

Dewi Kusumaningrum 
Ilmu Administrasi Kekhusususan Administrasi dan 
Kebijakan Perpajakan 
Tinjauan atas Kebijakan Perpanjangan Sunset Policy di Indonesia 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemikiran 
pemerintah mengeluarkan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan sunset policy dan 
pemilihan waktu perpanjangan pelaksanaan sunset policy sampai dengan tanggal 28 
Februari 2009 sehingga terdapat perbedaan batas waktu sunset policy bagi wajib pajak 
lama dan wajib pajak baru, serta menganalisis basil pelaksanaan sunset policy. Metode 
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
kualitatif denganjenis penelitan deskriptif. Metode pengumpulan data yang digunakan 
adalah studi kepustakaan dan studi lapangan dengan melakukan wawacara mendalam 
dengan para informan yang kornpeten. Hasil penelitian rnenunjukkan bahwa dasar 
pemikiran pemerintah melakukan perpanjangan sunset policy adalah: Pertama, 
besarnya antusiasrne wajib pajak untuk memanfaatkan sunset policy di akhir masa 
berlakunya akibat terlambatnya penerbitan aturan pelaksanaan yang menyebabkan bank 
atau kantor pos penerima pembayaran serta kantor pelayanan pajak tidak sanggup 
melayani dengan baik sehingga banyak wajib pajak di akhir masa berlakunya sunset 
policy tidak bisa memanfaatkannya. Kedua, adanya krisis keuangan global yang 
melanda dunia yang juga berpengaruh pada perekonomian Indonesia Ketiga, sunset 
policy sangat efektif untuk memperkuat basis perpajakan nasional. Perpanjangan sunset 
policy bagi wajib pajak lama selama dua bulan dirnaksudkan untuk menghindari 
penumpukan pelayanan di bulan Maret 2009 karena di bulan tersebut terdapat 
penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan orang pribadi dan untuk 
memberi kesempatan yang lebih kepada masyarakat untuk melengkapi dokurnen 
perpajakan dalam rangka pelaksanaan sunset policy. Jangka waktu pelaksanaan sunset 
policy bagi wajib pajak baru sampai dengan 31 Maret 2009 dimaksudkan untuk 
memberikan kesempatan yang lebih lama bagi wajib pajak baru untuk lebih mengenal, 
dan memahami peraturan perpajakan khususnya sunset policy. Hasil pelaksanaan 
sunset policy menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang memanfaatkan sunset 
policy sesudah adanya perpanjangan sunset policy lebih banyak dibandingkan dengan 
wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy sebelum adanya perpanjangan sunset 
policy. Saran yang diberikan terkait dengan kesimpulan yang diperoleh, adalah 
hendaknya Pemerintah hendaknya lebih cermat dalam memperhitungkan waktu 
pelaksanaan suatu kebijakan. Suatu peraturan pelaksanaan perpajakan sebaiknya 
diterbitkan secepat mungkin setelah kebijakan berlaku agar tidak menimbulkan 
kebingungan dan keragu-raguan bagi wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya 
melakukan pengawasan lebih ketat bagi wajib pajak yang tidak memanfaatkan sunset 
policy dibandingkan dengan wajib pajak yang melakukan sunset policy. 

Kata kunci: 
Sunset policy, perpanjangan sunset policy, kebijakan 
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Name 
Program of Study 

Title 

ABSTRACT 

: Dewi Kusumaningrurn 
: Administration Science Specializing '" Taxation 

Administration and Policies 
: Review of Policy on the Extension of the Sunset Policy m 

Indonesia 

The objectives of this research are to ascertain and analyze the background 
behind the government's considerations in issuing the above extension to the term of 
implementation of the sunset policy and behind the extension of its implementation up 
to 28 February 2009 so there are difference in deadlines of such policy between old and 
young tax subjects, and to analyze the results of implementation of such sunset policy. 
The method used in this research is a qualitative research approach of a descriptive type. 
The methods of data collection used are library research and field research, the latter of 
which is carried out through intensive interviews with competent informants who 
represent the various groups related to the theme of this research. The results of research 
indicate that the basis of thought behind the government's extension of the sunset policy 
is: First, the high enthusiasm of tax subjects in making use of the sunset policy at the 
end of its term because the latest of implementation regulation that has resulted in the 
inability of banks or post offices as payment recipients or tax service offices (KPP) to 
effectively serve such subjects, so that many of them could not, at the end of the policy, 
make best uses of the same. Secondly, the global economic crisis which has swept over 
the world has also influenced the Indonesian economy. Thirdly, the sunset policy is 
extremely effective in strengthening the national taxation basis. The two-month 
extension to the policy for old tax subjects is intended to avoid a backlog of services in 
the month of March 2009 due to there being many submissions of individual annual 
income tax notification letters during that month, and to give more opportunities to 
society to complete their taxation documents in order to implement such policy. The 
term for implementing the sunset policy for new tax subjects up to 31 March 2009 is 
intended to give such new subjects more opportunities to better know and understand 
taxation rules, in particular those which related to the policy itself. Results of 
implementation of the policy indicate that the tax subjects who have made good uses of 
the sunset policy in the term of extension implementation more than lhe tax subjects 
who have made good uses of the sunset policy before extension implementation. One of 
the suggestions given is therefore for the Government to be more careful in calculating 
the term of implementation of the policy so that its extension policy could not bring 
about a polemic in society. A taxation implementing regulation on the policy should 
also be issued as soon as possible after its effectiveness so that no confusion and doubt 
should arise as between the tax subjects. The Directorate General of Taxation should 
also place tighter supervision on tax subjects who have not made good uses of the 
sunset policy as compared to those who have already i.mplemented the same. 

Keywords: 
Sunset policy, extension of the sunset policy, policy 
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1.1. Lat~u· Belakang Masalah 

BABJ 

PENDAHULUAN 

Pembangunan negara pada dasamya diselenggarakan bersama-sama antara 

pemerintah dan rnasyarakat sehingga peranan masyarakat dalam pembiayaan 

pembangunan harus: ditumbuhkan dengan mendorong kesadaran dan tanggung jawab 

bahwa pcmbangunan adalah hak dan kewajiban seluruh rakyat. Dalam rangka 

menunjang pembangunan negara, diperlukan adanya sumber penerimaan guna 

membiayai proses pembanglillan, Pajak merupakan sumber penerimaan negara 

terbesar saat ini yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Sesuai dengan 

fungsin.ya sebagai budgetair, pajak dipergunakan untuk memasukkan dana secara 

optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlak:u 

(Nurmantu, 2005, p.30). Berikut ini tabel penerimaan pajak dari tahun 1994 sampai 

dengan tahun 2008: 

1995/1996 
1996/1997 
199711998 
199811999 
1999/2000' 

2000-
2001 

48.686,3 
57.339,9 
70.934,2 

102.394,4 
125.951.0 
115.912,5 
18&540,9 
210.087,5 
242.048,1 
280.558,8 
347.031,1 
409.203,0 
490.988,6 

7.0.1.1.1 
Penerimaan Da1am Negeri 

199411995-2008 

30.290,4 
63,2 41.341,3 
64,8 55.648,0 
61,6 78.481,6 
56,5 89.422,0 
81,7 115.058,6 
70,4 88.440,0 

96.800,2 
122.545,8 
146.888,3 
226.950,1 
215.119,7 

* Disesuaikan dengan klasifikasi baru 

73.013,9 
34,6 87.630,3 
36,8 112275,5 
35,2 158.042,4 
38,4 204.432,6 
43,5 205.334,5 
38,3 300.599,5 
29,6 2913.527,5 
29,0 340.928,3 
30,4 403.104,6 
29,7 493.919,4 
35,1 636.153,1 
30,5 706.108,3 

• 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 

** Periode I April2000 sampai dengan 31 Desember 2000 (9 bulan) 
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Berdasarkan data di atas, kontribusi penedmaan pajak terhadap penerimaan 

dalam negeri adalah lebih dari 50% sehingga dapat dikatakan bahwa pajak 

merupakan sumber penerimaan dan tulung punggung bagi penerimaan dalam negeri 

yang digunakan untuk membiayai pengeluaran ncgara, Mengingat peranan pajak 

yang demikian dominan dalam penerimaan negara maka sesuai dengan fimgsi 

regulerend atau fungsi mengatur, pajak dipergunakan Q!eh pemerintah sebagai alat 

untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut pajak dipakai 

sebagai alat kebijaksanaan (Nunnantu, 2005, p.36), 

Berbicara masalah pajak, sering kali membuat orang yang tidak mengerti akan 

bersikap sinis karena pajak menurutnya merupakan cara merampas hak atau 

kekayaaan seseorang atau badan hukum. Membuat masyarakat sadar pajak tidaklah 

cukup. Sadar pajak haru merupakan tahap awal sehingga masih diperlukan tahap 

berikutnya berupa tindakan nyata. Terkait dengan kesadaran membayar pajak, 

menurut Kelman terdapat dua tipe pembayar pajak: 

"Perta.ma~ orang memhayar pajak karena rasa ketakutan akan mendapat 
hukuman bila dia tidak membayar paja.k. Orang membayar pajak bukan 
dikarenakan adanya kesadaran bahwa membayar pajak itu perlu bagi 
meningkatkan penghasilan negara. Pada tingkatan ini dipcrluk:an banyak 
petugas pajak yang bertugas untuk mernata~matai setiap wajib pajak 
sehingga akan menuntut biaya yang tinggi. 
Kedua, orang membayar pajak karena kesadaran bahwa pajak tersebut 
memang diperlukan bagi pembangunan dan bagi seluruh rakyat Pada 
tingkat ini orang mau membaynr pajak karena didorong oleh keyakinan 
bahwa pajak merupakan kewajiban sebagai \\'arga negara yang tujuannya 
untuk kepentingan o(ang banyak sehingga membayar pajak bukan 
dikarenakan ketakukan akan dihukum oJeh pemerintah. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa orang tersebut sudah mempunyai kesadaran akan 
pentingnya pajak bagi pembangunan" (Ancok, l966). 

Mewujudkan kesadaran untuk membayar pajak bukan merupakan hal yang 

mudah. Banyak orang berpendapat bahwa kesadaran membayar pajak itu sebenamya 

tidak ada, yang ada h!¥1yalah kepatuhan membayar pajak yang timbul sebagai akibat 

diterapkannya sanksi-sanksi perpajakan secara nyata dan taat asas. 
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Kesadaran rnembayar pajak memerlukan adaoya suatu motivasi. Dengan adanya 

motivasi, wajib pajak akan mau secara sukarela melaksanakan kewajiban 

perpajakannya, Motivasi harus ditanarnkan pada diri setiap wajib pajak yang 

didasarkan pada kehanggaan yang timbul karena ia teiah melakukan kewajibannya 

membayar pajak. Kebanggaan membayar pajak dapat terwujud melalui pernberian 

kepercayaan kepada wajib pajak. 

Dalam rangka meningkatkan kepercayaan kepada wajib pajak, pada tahun 1984 

pemerlntah melakukan reformasi perpajakan. Salah satu yang dilakukan pemerintah 

pada reforrnasi perpajakan tahun I 984 adalah melakukan perubahan sistem 

pemungutan pajak dari sistem official assessment menjadi self assessment. Dalam 

sistem official assessment, inisiatif untuk memenuhi kewajiban perpajakan berada dl 

pihak fiskus. Dalam sistem ini fiskuslah yang aktif,. mulai dari mencari wajib pajak 

untuk diberikan nomor pokok w.ajib pajak sampai pada penetapan jumlah pajak yang 

terutang melalui penerbitan surat ketetapan pajak. Dalam sistem official a.sessment, 

besarnya kewajiban pajak wajib pajak ditentukan sepenuhnya oleh fiskus selaku 

pemungut pajak. 

Berbeda dengan sistem official assessment, dalam sistem perpajakan self 

assesment wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, 

menyetor, dan melaporkan sendirj pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang"undangan perpajakan. Pemungutan pajak dengan self asessmenf 

akan berhasil dengan haik apabi!a masyarakat mempunyai pengetahuan, kesadaran, 

kejujuran, keinginan untuk mernbayar pajak dan disip1in dalarn melaksanakan 

peraturan perpajakan, Sebagai konsekuensi pemberian kepercayaan tersebut, wajib 

pajak harus menyampa!kan surat pemberitahuan secara benar, lengkap, dan jelas 

berikut keterangan dan atau dokumen yang h~s dilaporkan. Dalam sistem self 

assessment, fungsi pemerlntah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak hanya sebagai 

fasilitator agar sistem self asessment dapat berjalan dengan baik. Konkritnya 

Direktorat Jenderal Pajak memainkan perannya dengan memberikan penyuluhan 

perpajakan~ pelayanan perpajakan1 dan pengawasan perpajakan. Apabila ketiga fungsi 

di atas dapat dilaksanakan secara bcrsamaan secara optimal maka kepatuhan sukarela 
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(voluntary compliance) wajib pajak di dalam pemenuhan kewajiban dan haknya dl 

bidang perpajakan akan meningkat. (Hutagaol, 2007, p.3). 

Dalam rangka melaksanakan sistem perpajakan yang baik diperlukan adanya 

pangkal tolak yang bersih berlandas:kan kejujuran dan keterbukaan dari masyarakat 

serta itikad baik dari pemerintah. Hal ini menjadi landasan bagi pemberian 

pengampunan pajak. Pengampunan pajak berarti pemberian maaf atas segaia 

kesalahan dalam membayar pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Masyarakat 

yang selama ini bel urn a tau lt.trang patuh dalam membayar paj ak diharapkan da.pat 

memanfaatkan momentum ini dengan membuka lembaran baru ke depan sehingga 

terdapat keterbukaan antara wajib pajak dan petugas pajak. Pengampunan pajak 

diharapkan memberi pengaruh positifterhadap kejujuran dan keterbukaan wajib pajak 

sehlngga pengampunan pajak dapat memperluas jumlah wajib pajak, memperbaiki 

basis data perpajakan dan dapat mendongkrak penerirnaan negara. 

Pengampunan pajak sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Pengalarnan 

pertama pengarnpunan pajak terjadi rnelalui Penetapan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 5 Tahun l964 tangal 9 September 1964 tentang Peraturan Pengarnpunan 

Pajak. Pengampunan pajak di tahun J 964 diberikan untuk kepentingan revolusi 

uasionaJ Indonesia dan Pernbangunan Nasional Semesta Berencana serta untuk 

memperlancar pelaksanaan Deklarasi Ekonorni tanggal 28 Maret 1963. 

Pengampunan pajak dthedkan terhadap modal yang berada pada masyarakat yang 

belum pernah dikenakan pajak dengan dikenakan pungutan satu kali sebesar sepuluh 

persen sebagai tebusan dari jumlah pajak-pajak yang menurut peraturan fiskal 

sebenamya terutang kepada negara. Dalam ha[ modal tersebut telah dan sedang 

ditanam dalam bidang usaha pertanian, perikanan, petemakan, pertambangan, 

perindustrian, dan pengangkutan dikenakan pungutan tebusan atas modal sebesar 

lima persen, Pengampunan pajak rli tahun 1964 berlaku sampai dengan tanggal 17 

Agustus 1965. 

Pengampunan pajak kedua dilakukan pada tahun 1984 melalui Keputusan 

Presiden Nomor 26 Tahun 1984 tanggal 18 April 1984 tentang Pengampunan Pajak. 

Pengampunan pajak di tahun 1984 diberikan kepada wajib pajak orang pribadi atau 
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badan dengan nama dan dalam !xntuk apapun baik yang telah maupun yang belum 

terdaftar sebagai wajib pajak atas pajak-pajak yang belurn pemah atau belum 

sepenuhnya dikenakan atau dipungut, dengan dikenakan tebusan dengan t.arif sebesar 

satu persen dari jumiah kekayaan yang dijadikan dasar untuk mengbitung jumlah 

pa.jak yang dimint.akan pengampunan bagi wajib pajak yang te[ah memasukkan sural 

pe-mberitahuan pajak pendapatan atau pajak perseroan talmn 1983 dan pajak 

kekayaan tahun 1984, Tebusan dengan tarif sepuluh persen dari jumlah kekayaan 

yang dijadikan dasar untuk menghitungjurnlah pajak yang dimintakan pengarnpunan 

bagi wajib pajak yang belum memasukk:an surat pemberitahuan pajak pendapatan 

atau pajak persernan tahun 1983 dan pajak kekayaan tahun 1984. Pengampunan pajak 

ini berlaku sejaktanggal 18 Aprill984 sampai dengan tanggal 31 Desember 1984, 

Berdasarkan basil penelitian Arini {2008) daJam skripsinya yang berjudul kebijakan 

pengampunan pajak di Indonesia (suatu tlnjauan atas kebijakan pengampunan pajak 

tahun 1984 dan pengampunan pajak tahun 2008), 

"Dasar pemikiran dikeluarkannya kebijakan pengampunan pajak pada 
tahun 1984 adalah karena adanya perubahan sistem perpajak:an yang 
dianut di Indonesia dari official asessmenl sy.stem menjadi self 
assessment system. Self assessment system memer1ukan adanya suatu 
kejujuran dan keterbukaan sukareJa dari ma.syarakat". 

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik indonesia nomor 72 Tahun 1984 

tanggal 22 Desember 1984 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 

1984 Tentang Pengampunan Pajak, batas waktu pelaksanaan pengampunan pajak 

diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 198.5. Terkait dengan perpanjangan 

jangka waktu pelaksanaan pengampunan pajak, Sudjono (sinar harapan, 3 Januari 

t 985) sebagaimana dikutip dari buku pajak di mata rnkyat berpendapat: 

"Perpanjangan jangka waktu penyerahan pengampunan pajak 
disebabkan menje!ang berakhirnya batas waktu penyerahan pemyataan 
pengampunan pajak rnasih banyak warga masyarakat yang berduyun­
duyun mendatangi kantor~kantor inspeksi pajak di berbagai daernh 
untuk mengurus dan menyelesaikan masalah pengampunan pajak ... 
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Banyak pihak yang berpendapat bahwa pengampunan pajak di tahun I 984 tidak 

rnemberikan hasll sesuaJ yang diharapkan. Bako seornng pengamat perpajakan 

mengatakan bahwa'1pengampunan pajak di tahun l984 tidak berjalan dengan baik 

karena keengganan wajib pajak dan tidak tertatanya sistem administrasi perpajakan 

yang baik" {Bisnis Indonesia, 8 November 2004). Kegagalan pengampunan pajak 

tahun 1984 juga disinggung oleh Hadi Purnomo yang saat itu masih menjabat sebagai 

Direktur Jenderal Pajak yang mengatakan: 

"KesaJahan utama pernberian pengampunan pajak pada tahun 1984 
adalah minimnya keterbukaan dan peningkatan akses informasi 
masyarakat Disamping itu aparat Direktorat Jenderal Pajak sendiri 
pun tidak bisa mengontro[ kebijakan tersebut Padahal pemberian 
kebijakan pengampunan pajak itu tidak sekedar menghapus hak 
tagih atas wajib pajak tetapi juga memperbaiki sikap wajib pajak, 
sehingga pada masa selanjutnya dapat meningkatkan penerimaan" 
(Bisnis Indonesia, 30 November 2005). 

Seiring dengan berjalannya waktu. wacana pengampunan pajak ke:mbali muncul 

di Indonesia pada tahun 2001. Namun pada akhimya wacana pengampumm pajak 

tersebut tidak dapat terealisir. Tidak tereaiisasinya wacana pengampunan pajak 

tersebut karena banyaknya kekuatan politik yang turut berperan. Salah satll 

penyebabnya adalah Direktorat Jenderal Pajak sebagai otoritas pajak dianggap 

membuat kebijakan di luar koridor kapabilitasnya. Wacana pengampunan pajak tidak 

hanya terkait dengan sanksi administrasi dan tindak pidana pajak, melainkan juga 

tindak pidana lain, yang bukan wewenang Direktorat Jenderal Pajak. 

Belajar dari pengalaman sebelumnya dan dalam rangka era keterbukaan dan 

perbaikan basis data yang ada di Direktorat Jenderal Pajak, pada saat pernerintah 

melakukan reformasi atas Undang-Uttdang Nom or 6 T ahun 1983 menjadi Undang~ 

Undang Nomor 28 Tahun tentang Ketentuan Umurn dan Tata Cara Perpajakan 

(selanjulnya disebut UU KUP) pemerintah mengusulkan ditambahk:annya sa!ah satu 

pasal di dalam UU KUP. yaitu Pasal 35A yang mernberikan wewenang kepada 

Direkto.rat Jenderal Pajak untuk menghimpun data atau inforrnasi untuk kepentingan 

penerimaan negara dimana instansi, lembaga, asosiasi, atau pihak lain baik swasta 

maupun pemerintah wajib menyampaikan data perpajakan ke Direktorat Jenderal 
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Pajak dan apabila dipandang perlu Direktorat Jenderal Pajak dapat secara aktif 

mencari data tanpa adaoya batasan harus sedang dilakukan pemerJksaan. Ketentuan 

Pasal 35A UU KUP ini memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak mengetahui 

ketidakbenaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang te!ah dilaksanabn oleh wa.jib 

pajak untuk tahun-tahun sebeiumnya sehingga wajib pajak dapat dikenai sanksi 

perpajakan. 

Dalam rangka menghindari pengenaan sanksi atas ke\vajiban perpajakan masa 

lalu dan untuk memulai keterbukaan pelaksanaan perpajakan di masa mendatang, 

Direktorat Jenderal Pajak bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat membuat 

salah satu pasal baru, yaitu Pasal 37 A UU KUP. Pasal terse but memberikan 

kesempatan kepada wajib pajak yang hingga saat ini belum memenuhi kewajiban 

perpajakannya soc.ara benar agar melaporkan atau membetulkan surat pemberitahuan 

tahunan pajak penghasilan sooara benar, jelas .. dan lengkap. 

Sesuai dengan Pasal 37A UU KUP~ bagi wajlb pajak yang telah terdaftar 

sebelum tahun 2008 (wajJb pajak lama) yang menyampaikao atau membetulkan surat 

pemberitahuan untuk tahun pajak 2006 dan sebelumnya yang mengakibatkan pajak 

yang masih harus dibayar menjadi Jebih besar diberikan pengurangan atau 

penghapusan sanksi adrninistrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan 

kekurangan pembayaran pajak. Pemerintah juga member! kesempatan kepada wajib 

pajak yang belum memiliki nomor pokok wajib pajak untuk menguros dokumen 

tersebut. Wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk 

memperoleh nomor pokok wajib pajak dalam tahun 2008 (wajib pajak baru) dan 

menyampaikan sural pemberitahuan tahunan untuk tahun pajak 2007 dan sebelumnya 

diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau 

kurang dibayar dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau 

keterangan yang menyatakan bahwa sural pemberitahuan yang disampaikan wajib 

pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar . . 
Pemberian penghapusan atatl pengurangan sanksi administrasi berupa bunga 

.atau yang dikenal dengan istilah sunset policy diberikan kepada wajib pajak sebelum 
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diterapkannya penegakan hukum kepada wajib pajak. Menurut Pakpahan (Bisnis 

Indonesia, 25 Agustus 2006) 

"sunset policy adalah pengampunan pajak dengan tingkat yang paling 
rendah. Sunset policy hanya mernberikan penghapusan atau 
pengurangan sanksi administrasi sedangkan pokok utang pajaknya 
teta.p harus dHunasL Pidana fiskal otomatis gugur jika wajib pajak 
melunasi pokok utang pajak yang belum dilaporkao atau beJum 
dibayarkan untuk tahun-tahun pajak yang mendapat fasHitas sunset 
policy", 

Berdasarkan Pasal 37A UU KUP, sunset policy berlaku dalam periode waktu 

tertentu, yaitu sejak tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008. 

Melewati tanggal 31 Desernber 2008 peraturan sunset policy sudah tidak berlaku lagi. 

1.2. Perumusan Masalah 

Pada saat pelaksanaan sunset policy banyak pthak merasa bahwa jangka waktu 

pelaksanaan selama satu tahun tidaklah mencukupL Mereka meminta agar pemerintah 

memperpanjang pelaksanaan sunset policy. Salah satu pihak yang berpendapat bahwa 

sunset policy harus diperpanjang adalah Eksa se1aku ketua umum HIPMI yang 

mewakili para pengosaha. Menurut Eksa: 

"Kehijakan sunset policy harus diperpanjang hingga tahun depan karena 
peraturan tentang kebijakan ini baru dikeluarkan pad a pertengahan tahun 
2008. Pertimbangan lainnya, kondisi kris.is sekarang belum bisa meng­
cover para pengusaha akibat ekonomi yang lambat sehingga pengusaha 
saat ini sulit memen_uhi kewajiban apatagi pasar berkurang'1 (Okezone 
tanggal 12 November 2008). 

Menanggapi permintaan para pengusaha agar sunset policy diperpanjang jangka 

waktu pelaksanaannya; Direktur Jenderal Pajak Nasution menyatakan: 

"sunset policy tidak akan diperpanjang kendati pihaknya menerima 
banyak permintaan dari kalangan pengusaha karena waktu setahun yang 
diberjkan untuk kebijakan ini sebenarnya lebih dari cukup apabila sedari 
awal dimanfaatkan. Menurutnya perpanjangan ketentuan lni sebenarnya 
dapat dHakukan dengan menerbitkan pernerintah pengganti undang­
undang (perpu ), namun penerbitan perpu sendiri secara substansi tidak 
dapat diiakukan sebab peraturan ini biasanya dikeluarkan dalam kondisi 
darurat.(Bisnis.com tanggal 15 Desember 2008). 
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Hidayat selaku Ketua Umum Kadin, pada tanggal 21 Desember 2008 

mengemukakan pendapatnya mengenai pelaksanaan sunset policy dengan 

mengatakan bahwa "kadin sepenuhnya mendukung sunset policy. Namun 

karena ada krisis yang masih harus ditang~i oleh semua perusahaan, kadin 

merninta agar penutupannya ditunda minimal 3 bulan" (kompas.com, 21 

Desember 2008). Menanggapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak Nasution 

pada tanggal22 Desembe 2008 menyatakan: 

"program sunset policy atau penghapusan sanksi administrasi pajak 
dipastikan tidak akan diperpanjang lebih dari tanggal 31 Desember 
2008, Untuk itu, ~ib pajak diminta memanfaatla!n waktu yang masih 
tersisa guna menghindarkan diri dari berbagai sanksi lain yang 
menunggu bagi warga negara yang tidak melaporkan penghasilannya 
secara jujur. Seperti pengalaman yang ada di semua negara, fasilJtas 
pajak itu seJalu dimanfaatkan di saat mendekati batas akhir. Jadi, 
kemungkinan akan ada lonjakan pembuatan nomor pokok wajib pajak 
pada minggu k<>-3 Desember 2008" (kompas,com tanggal 22 Desember 
2008). 

9 

Sembilan hari sebelwn betakhirnya batas waktu pelaksanaan sunset policy atau 

sampai dengan tanggal 22 Desember 2008 pemerintah masih rnemastikan bahwa 

sunset policy akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2008 sesuai dengan Pasa1 37 A 

UU KUP. Namun satu hari menjelang penutupan sunset policy1 pemerintah 

memutuskan untuk memperpanjang waktu sunset policy atau kebijakan penghapusan 

sanksi adrninistrasi dengan alasan besamya antusiasme masyarakat dalam 

memanfaatkan program tersebut (detik finance, 30 Desember 2008). Keesokan 

harlnya pernerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang·Undang 

Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Perubahan Keempat atas 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

perpajakan yang isinya memutuskan untuk melakukan perpanjangan fasilitas 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi pajak atau yang dikenal dengan 

istilah sunset policy sarnpai dengan tanggal 28 Febfl}ari 2009, Perpanjangan sunset 

policy dati 31 Desember 2008 menjadi 28 Februari 2009 melalui mekanisme 

pembuatlln Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu), cukup 
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mengejutkan karena keputusan itu menganulir pernyataan Direktur Jenderal Pajak 

sebeh.unnya yang jauh-jauh hari menegaskan tidak akan memperpanjang 

pemberlakuan sunset policy. 

Berdasarkan Peraluran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 

Tabun 2008 perpanjangan sunset policy sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 

hanya diberikan kepada wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal37A ayat (I) 

UU KUP~ yaitu wajib pajak yang menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan 

Tahunan Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007 (wajib pajak lama) yang 

mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadl lebih besar. Peraturan 

Pemerlntah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tidak melakukan 

peruhahan terhadap peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A ayat (2) UU 

KUP menyangkut wajib pajak baru. Peraturan mengenai wajib pajak baru masih 

mengacu pada peraturan Pasal37A ayat (2) UU KUP yang menyatakan bahwa wajib 

pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor 

pokok wajlb pajak paling lama I (satu) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini 

(31 Desember 2008) diharikan penghapusru1 sanksi administrasi atas pejak yang tidak 

atau kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh nornor pokok wajib pajak 

dan tidak dilakukan perneriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang 

menyatakan bahwa surat pernberitahuan yang disampaikan wajib pajak tidak benar 

atau mcnyatakan 1ebih bayar. Di daJarn pasal tersebut tidak diatur batas waktu 

penyarnpaian surat pernberitahuan sehingga pemerintah melalui Peraturan Pemerintah 

Nomor 80 Tahun 2007 tanggal 28 Desernber 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Hak dan Kew(\jiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana telah Bebel:'apa 

Kali Diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 memberikan batas 

waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan sampai dengan tMggal 3 J Maret 

2009. 

Sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang~ 

Undang Nomor 5 Tahun 2008 pada tanggal 31 Desember 2008, Direktorat Jenderal 

Pajak mengeluarkan sura! Direktur Jendaral Pajak nomor S-ll/PJI2009 tanggal 23 
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Januari 2009 tenta.ng penegasan wajib pajak yang memperoleh nomor pokok wajib 

pajak dalam bulan Januari dan Februari 2009. Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor 

S-11/PJ/2009 menegaskan lmhwa ternadap wajib pajak orang pribadi yang 

memperoleh nomor pokok wajib pajak dalam bulan Januari dan Pebruari 2009 dapat 

memanfaatkan fasilitas sunset policy dengan menyampaikan surat pemberitahuan 

tahunan pajak penghasllan talmo pajak 2007 dan tahun-tahun pajak sebe1umnya 

paling lambat tanggal 31 Maret 2009. 

Mengacu pada pernyataan di atas) penelitia.n dilakukan untuk mengetahui 

mengapa pemerintah di ak:hir penghujung berlakunya batas waktu sunset policy 

melakukan kebijakan perpanjangan sunset policy padahal sebelumnya pemerintah 

berketetapan tidak akan melakukan perpanjangan sunset policy dan mcngapa 

pemerintah memiUh jangka waktu perpanjangan pelaksanaan sunset policy sampai 

dengan 28 FebruarJ 2009 sehingga terdap.at perbedaan jangka waktu pelaksanaan 

sunset policy bagi wajib pajak yang telah memiliki nomor pokok wajib pajak sebelum 

tahun 2008 {wajlb pajak lama) dan wajib pajak yang memperoleh nomor pokok wajib 

pajak di tahun 2008 (wajib pajak baru). 

Sv.nset policy diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi wajib pajak yang ingin 

mernperbail<i kesalahan di masa laJu melalui penghematan keuangan wajlb pajak 

sehingga wajib pajak yang selama. ini belum melaksanakan kewajiban perpajakannya 

dengan baik dapat berubah menjadi wajib pajak yang baik (wajib pajak patuh). 

Terkait dengan basil yang diperoleh dari pefaksanaan sunset policy penelitian akan 

dilakukan terhadap hasH yang diperoleh untuk mengetahui seberapa besar 

ketertarikan wajib pajak terhadap :sunset policy. 

Berdasarka.n Jatar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya penulis 

merumuskan masalah menjadi sebagai berik:ut: 

1. Mengapa pemerintah menge!uarkan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan 

sunset policy dan memHihjangka waktu perpanjangan pelaksanaan sunset policy 

sampai dengan 28 Februari 2009 sehingga terdapat perbedaan jangka waktu 

pelaksanaan sunset policy bagi wajib pajak lama dan wajib pajak baru? 

2. Bagaimana hasil yang diperoleh pemerintah dari pelaksanaan sunset policy? 
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1.3. Tujuan dan Signifikansi Pcnelitian 

Mengacu pada perurnusan masalah di atas, terdapat tujuan dan signifikasi yang 

ingin diperoleh dari penelitian inL 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

I. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pemikiran pemerintah 

mengeluarkan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan sunset policy 

dan pemilihan waktu perpanjangan sunset policy sampai dengan 

tanggal 28 Februari 2009 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis hasil pelaksanaan sunset policy. 

1.3.2. Signifikansi Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mernbawa manfaat baik bagi 

pembuat kebijakan maupun akademisi; 

L Signifikansi Akademis 

Penelitian ini diharaplcan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan bagi para akademisi yang mcndalami bidang 

perpajakan khususnya kebijakan perpajakan. Di samping itu, 

penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya 

mengenai sunset policy. 

2. Signiftkansi Praktisi 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi 

pemerintah1 khususnya Direktorat Jenderal Pajak apabila 

dikemudian harl ingin membuat suatu kebijakan perpajakan, 

khususnya pengampunan pajak. 
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1.4. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalarn memahami rnmusan masalah dan 

pembahasan, penulis membuat rencana penullsan dengan sistematika scbagai 

berikut; 

BAB I. PENDAHULUAN 

BAB2 

BAB3 

Bab ini akan memaparkan gambaran umum sunset policy dan beberapa 

pendapat yang reJevan dari berbagai sumber yang dikutip guna 

memperkuat dasar pemikiran dari penelitian inL Pada bab ini akan 

diuraikan mengenai !atar belakang masalah, perumusan masaJah, 

tujuan dan signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini akan memaparkan toori~teori yang berkaitan dengan penelitian 

yang diambiJ dad berbagai literatur yang dipakai sebagai dasar 

penelitian seperti penelitian sebelumnya, self assessment system. 

kepatuhan pajak, kebijakan publik, kebijakan perpajakan, 

pengampunan pajak! sunset policy, dan kerangka pemik.iran. 

METODE PENELITIAN 

Bab ini akan dipaparkan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis 

peneJitian, metode pengumpulan data, hipotesis keJja, nara sumber/ 

informan, proses penelitian, penentuan lokasi dan objek penelitian, 

b<itasan penelitian dan keterbatasan penelitian. 
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BAB 4 GAMBARAN UMUM SUNSET POLICY DI INDONESIA DAN 

PEMBARASAN HASIL PENELITIAN 

BAB5 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai gambaran umum sunset policy 

di Indonesia sebelum dan sesudah diberlakukannya kebijakan 

perpanjangan sunset policy termasuk ketentuanffketentuan yang 

mengatur serta melakukan pembahasan mengenai analisis dasar 

pemikiran pemerintah melakukan peq>anjangan sunset policy dan 

pemiliban jangka waktu pelaksanaan pel]lanjangan sunset policy, serta 

analisis hasil pelak.sanaan sunset policy, Bab ini akan terdiri dari dua 

sub bah, yaitu: 

4.1 Gambaran Umum Sunset Policy di Indonesia 

4.2 Pembahasan Hasil Penelilian 

SIMI'ULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup, berisi simpuian dari hasil-hasil 

ana\isis dan pembaha.san yang diuraikan pada bab 4. Bab ini juga 

memuat saran yang relevan dengan simpulan yang sudah di.tarik. 
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2.1 Tinjauan Pustaka 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam melakukan peneJitian, diperlukan adanya teori yang digunakan sebagai 

dasar penelitian untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Beberapa teor:i yang 

akan dibahas berikut ini sangat diperlukan untuk menganalisis data-data penelitian. 

Teorl-teori dimaksud adalah sebagai berikut: 

2.1.1 Penclitian Sebelumnya 

Sebelumnya telah terdapat penelitian yang membahas tentang sunset 

policy khususnya peneHtian yang dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana d[ 

Departemen Ilmu Administrasi daiam rangka pembuatan tesis dan beberapa 

mahasiswa program sarjana dalam rangka pembuatan skripsL Penelitian 

pertama dilakukan oleh Mulyono pa;Ja tahun 2008 dalam tesisnya yang beljudul 

Sunsel Policy di Indonesia: Beberapa Manfa.at dan Kelemahan dalam 

Implementac;inya. 

Penelitian tersebut bertujuan untuk mengana1isis alasan pemerintah 

mennilih sunset policy dibandingkan bentuk-bentuk kebijakan pengrunpunan 

pajak lainnya, menganalisis manfaat-.manfaat dati kebijakan pengampunan 

pajak~ khususnya sunset policy, menganalisis kelemahan~kelemehan dari bentuk 

kebijakan pengampwtan pajak, khususnya sunset policy. Selain itu peneJitian 

tersebut juga bertujuan untuk menganalisis pengalaman negara lain (Amerika 

Serikat sebagai contoh sukses dan Pbilipina sebagai contoh gaga!) dalam 

penerapan kebijakan pengampunan pajak, menganalisis hal-hal yang perlu 

diperbaiki dalam penerapan sunset policy, menganalisis persepsi ma.syarakat 

(wajib pajak yang menunaikan kewajiban pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jakarta Mampang Pmpatan) terhada.p sunset policy, dan menganalisis 
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upaya-upaya apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak 

selain pengampunan pajak dan atau sunset policy. 

Metode penelitian yang digunakan oleh Budi Mulyono adalah 

pendekatan penelitan campuran (mixed approach) yang menggabungkan antara 

penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif, jenis penelitan adalah 

penelitian deskriptif, dan tehnik diskripsi responden kualitatif yang digunakan 

adalah studi kepustakaan dan wawancara, sedangkan metode dan strategi 

penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengelaborasikan survey persepsi untuk 

memperoleh gambaran persepsi wajib pajak secara umurn atas penerapan sunset 

policy yang akan dianalisis dengan menggunakan metode statistik deskriptif. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitan pertama menunjukkan 

bahwa Jatar belakang diterapkannya sunset policy berkaitan erat dengan 

reasonability factor sebagai faktor yang mendorong diterapkannya sunset 

policy, yaitu rendahnya tax ratio, besamya tuntutan target penerimaan pajak, 

dan aspirasi dunia usaha yang menginginkan pengampunan pajak dan feasibility 

factor sebagai faktor yang rnempengaruhi pemilihan bentuk sunset policy, yaitu 

kondisi struktural perekonomian yang masih kurang baik, penegakan hukum 

dan kepatuhan yang masih cukup rendah. Manfaat yang diperoleh dari 

kebijakan pengampunan pajak adalah peningkatan penerimaan negara dan 

sebagai wujud upaya peningkatan kesetaraan wajib pajak dan aparat pajak. 

Kelemahan dari sunset policy adalah peraturan perpajakan yang mengatur 

pelaksanaan sunset policy masih kurang tegas dan jelas serta batas waktu 

pelaksanaan sunset policy yang sangat sernpit. 

Pelajaran yang dapat diambil dari pengalaman negara lain dalam 

penerapan pengampunan pajak menunjukkan bahwa pengampunan pajak perlu 

didahului dengan penegakan hukum yang dramatis dan perlu diikuti oleh 

penegakan hukum yang lebih ketat sesuai periode pengampunan pajak. Hal-hal 

yang perlu diperbaiki dalam penerapan sunset policy adalah kerangka waktu 

sosialisasi kebijakan yang terlalu singkat, pengenaan tarif umum yang bisa 
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mengurangi minat wajib pajak untuk berpartisipas~ dan kurangnya kesiapan 

sistem khususnya lT. 

Hasil survei persepsi yang telah dilalrukan menunjukkan bahwa 

sebagian besar wajib pajak bersikap netraL Di sisi lain sebagian besar responden 

menyatakan akses informasi ke perbankan sudah memadai dan dalam kaitannya 

dengan penegakan hukum, sebagian besar responden tidak setuju terhadap 

pemyataan bahwa penegakan hukum telah memberikan kejelasan akan 

permohonan pengurangan dan penundaan pemhayaran, permohonan banding, 

dan besarnya pajak. Dalam kaitannya dengan kepatuban wajib pajak, hampir 

selumh responden tidak setuju terhadap pernyataan bahwa kepatuhan wajib 

pajak telah tercennin dari adanya ketepatan waktu setor. Upaya-upaya yang 

dapat dilakukan untuk meningketkan kepatuhan pajak selain pengampunan 

pajak dan atau sunset policy adalah perlu mendapat dukungan political will dari 

pemerintah agar mendapat Iandasan produk hukem yang lebili tinggi 

tingkatannya sehingga lebih memiliki kekuatan imperatif. 

Penelitian kedua sehubungan dengan implementasi kebijakan dilakukan 

oleh Perdanawa1i pada tahun 2008 dalam skripsinya yang berjudul Analisis 

Implementasi Sunset Policy 2008 (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Jakarta Tebet). Tujuan penelitian tersebut adalah Wltuk menganalisis 

llnp1ementasi sunset policy di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet 

(Periode Januari-September 2008), mengetahui manfaat fasilitas sunsel policy 

yang diperoleh wajib pajak, mengetahui manfaat fasilitas sunset policy yang 

diperoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet, mengetahui upaya­

upaya yang dilakukan pihak Kantor Pelayanan Pajak l'ratama Jakarta Tebet 

dalam mengoptimalkan pelaksanaan sunset policy, dan menganalisis alasan 

aturan peial<sanaan sunset policy memberikan pengampunan )"Ulg lebih Juas 

daripada undang-undang. Metode penelitian yang digunakan olen Perdanawati 

adalah pendakatan penelitan kualitatif, jenis penelitan berdasarkan tujuan 

peneitian adalah penelitian deskriptif, jenis penelitian berda.sa.rkan manfaat 

penelitian adalah penelitian mumi, jenis penelitian berdasarkan dimensi waktu 
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adalah penelitian cross sectional, dan metode serta. strategi penetitian yang 

digunakan adalah studi lapangan dan studi Hteratur. 

Hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian kedua menunjukkan 

bahwa wajiiJ pajak yang telah memanfaatkan sunset policy se1ama periode 

Januari~Septernber 2008 berjumlah 15 wajib pajak yang terdiri dari 10 wajib 

pajak badan dan 5 wajib pajak orang pribadi dan kendala yang dihadapi Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Pratama Jakarta Tebet dalam implementasi sunset 

policy adalah keterlarnbatan aturan pelaksanaan sunset policy, keterbatasan 

sumber daya manusia, dan keterbatasan data. Manfuat yang diperoleb wajib 

pajak adala.h penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, sanksi administrasi 

barupa kenaikan tidak diberlakukan lagi, penghapusan denda atas keterlambatan 

pcnyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan, data dan 

informasi yang tercantum daJam surat pernberitahuan tahunan pajak penghasilan 

tidak dapat dijadikan dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak pajak 

lainnya, tidak dilakukannya pemeriksaan pajak, dan penghentian pemeriksaan 

pajak. 

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan sunset policy bagi Kantor 

PeJayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet adalah untuk meningkatkan penerimaan 

pajak dan memperoleh basis data wajib pajak. Upaya-upaya yang dilakukan 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet dalam mengoptimalkan 

pelaksanaan sunset policy adalah melakukan pemetaan potensi pajak, 

membuat profil wajib pajak besar, melakukan eksteru;iflkasi wajib pajak, 

menganalisa data internal, dan menindaklanjuti hasil anaJisis data. Aturan 

pelaksanaan sunset policy member.ikan pengampunan pajak yang lebih luas 

daripada undang~undang karena sunset policy bukan untuk menumbah 

penerirnaan pajak tahun 2008 dan sunset policy bertujuan untuk mf'mperkuat 

basis data wajib pajak. 

Penelitian ketiga membahas mengenai perbedaan kebijakan 

pcngampunan pajak di Indonesia pada tahun 1984 dan 2008 dilakukan oleh 

Arini pada tahun 2008 dalam skripsinya yang bcrjudul Kebijakan Pengampunan 
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Pajak di Indonesia (Suatu Tinjauan atas Kebijakan Pengampunan Pajak tahun 

1984 dan Pengampunan Pajak Tahun 2008). Tujuan pene1itian yang dilakuksn 

adalah lilltuk mengetahui dasar pemikiran dikeluarkannya kebijakan 

pengampunan pajak pada taltun 1984 dan tahun 2008, mengetahui kendala­

kendala dalam pelaksanaan pengampunan pajalk talmn 1984, dan untuk 

mengetahui perbedaan kebijukan pengampunan pajak tahun 1984 dan kebijakan 

pengampunan pejak tahun 2008. 

Metode penelitian yang digunakan oleh adalah pendekatan penelitan 

kualitatif, jenis penelltian berdasarkan tujuan penditian adalah pene1itian 

deskriptif, jenis penelitian berdasarkan manfaat penelitian adalah penelitian 

mumi, jenis penelitian berdasarkan dimensi waktu adalah penelitian cross 

sectional, dan metode serta strategi penelitian yang digunakan adalah studi 

lapangan dan studi literatur, Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari 

penelitian ketiga menunjukkan hahwa dasar pemikiran dikeluarkannya 

kebijakan pengampunan pajak pada tahun 1984 adalah karena adanya 

perubahan sistern perpajakan yang dianut di Indonesia dari official assessment 

system menjadi self assessment system, sedangkan dasar pemikiran 

dikeluarkannya pengampunan pajak pada tahun 2008 karena pemerintah 

berusaha untuk mengumpulkan data-data perpajakan dari wajib pajalk yang 

sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar serta dalam rangka meningkatkan 

kepatuhan sukarela dan mernbangun kesadaran rnasyamkat dalam mernbayar 

pajak. 

Kendala-kendaia yang dialami dalam pelaksanaan pengampunan pajak 

tahun 198.4, yaitu keterbatasan data perpajakan, teknologi informasi yang 

masih sangat terbatas, ketidaksiapan otoritas pajak, dan persepsi dari wajib 

paj ak mengenai ketidakadilan dalam pengampunan pajak. Hasil yang 

terakhir, perbedaan kebijakan pengampunan pajak tahun 1984 dan 2008 

adalah bahwa pengampunan pajak tahun 1984 merupakan pengampunan 

pujak sccara penuh karena mengarnplUll pokok pajaknya berikut 

sanksinya, termasuk sanksi pidana dalam bentuk apapun serta 
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dibebaskan dari pengusu!an fiskal dan laporan kekayaan, sedangkan peda 

pengampunan pajak tahun 2008 yang diampuni bukan atas pokok pajaknya 

meiainkan hanya mengarnpuni sanksi administrasi berupa bunga. 

Penelltian-penefitian tersebut di atas teJah selesai dilakukan pada tahun 

200ft Pada umumnya penelitian-peneHtian tersebut melakukan analisis terhadap 

pemilihan bentuk kebijakan pengampunan pajak dan atau sunset policy sertl! 

kendala-kendala pada saat implementasi untuk periode Januari sampai dengan 

Desember 2008. Berheda dengan penelitian sebelumnya, penelitian pada tesis 

ini lebih difokuskan pada kehijakan perpanjangan sunset policy terkait dengan 

dikeluarkannya Peraturan Pemerinlllh Pengganti Undang-Undang Republik 

Indonesia Nornor 5 Tahun 2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Perubahan 

Keempat atas Undang-Uudang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum 

dan Tala Cara Perpajakan yang memberikan perpanjangan waktu bagi 

pelaksanaan sunset policy sampai dengan tanggal28 Februari 2009. 

2.1.2 Self Assessment System 

Menurut Nunnantu (2003, p.l08), self assessment system adalah ~'suatu 

sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk 

memenuhi dan meiaksanakan sendlri kewajiban dan hak perpajakannya". 

Da1am sistem ini, inlsiatif dan kegiatan menghitung. memperhltungk:an, 

menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang berada di tangan wajib pajak. 

Pada sistem pemungutan pajak ini peranan wajib pajak menjadl sangat penting 

dan merupakan penentu dalarn menopang parnbiayaan pembangunan dan 

jalannya pemerintahan melalui pembayaran pajak 

,,Dalam self assessment system, wajib pajak dianggap mampu menghitung 

pajak, mampu memahami peratnran perpajakan yang sedang berlaku, dan 

mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadBii akan arti pentingnya 

membayar pajak" (Widodo dan Djefris, 2008, p. 35). Pada kenyataannya, masih 

ada wajib pajak yang belum memahami dan ruau melaksanakan sistem self 
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assessment secara benar sehingga pada akhimya berpengaruh pada kepatuhan 

wajib pajalc 

2.1.3 Kepatuban Pajak 

Menurut Nurmantu (2005, p.l48) kepatuhan pajak adalab 

"suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhl semua kewajiban 
perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua 
macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. 
Kepataban formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak 
mernenuhl kewajiban perpajakan secara foxmaJ sesuai dengan 
ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan 
material edalab suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif 
atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan~ 
yakni sesuai isi danjiwa Wld.ang~undang perpajakan". 

Kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari sistem self assessment yang 

diberikan kepadanya, dimana negara telah memberikan kepercayaan kepada 

wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan1 menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. Dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

dan penerimaan negara tanpa menambah jenis pajak barn, pemerintah 

melakukan kebijakan publik berupa sunset policy selama periode satu tabun, 

yaitu sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2008. Menjelang 

berakhimya kebijakan sunset pvlicy pada tanggal 31 Desember 2008, 

pemerintab melakukan kebijakan perpanjangan sunset policy yang merupal<an 

sebagai salab satu bentuk dari kebijakan pajak yang termasuk dalam kebijakan 

publik. 

2.1.4 Kcbijakan publik 

Sunset policy merupakan salah satu kebijakan perpajakan pemedntah yang 

termasuk dalam kebijakan publik. Menurut Nugruho (2008, p.55) keunggulan 

suatu negara ditentukan oleh kemampuan negara tersebut untuk 

mengembangkan kebijakan publik yang unggul. Menurutnya kebijakan publik 

adalab: 
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"Keputusan yang dibuat o!eh negara khususnya pemerintah 
sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan negara yang 
bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar 
masyarakat pada masa awa11 memasuki masyarakat pada masa 
transisi untuk menuju pada masyarakat yang dicita~citakan", 
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Kebijakan publik adalah sebuah ful<ta srategis daripada falcta pulitis 

ataupun teknis. Sebagai sebllilh strategi, dalam kebijakan publik sodah 

terangkum preferensi-preferensi politis dari para aktor yang terlibat dalam 

proses kebijakan, khususnya pada proses perumusan. Sebagai sebuah strategi~ 

kebijalum publik tidak saja bersifat positif namun juga negatif, dalam arti 

pilihan keputusan selalu bersifat menerirna salah satu dan menolak yang lain. 

(Nugroho, 2008, p.56). 

Istilah keputusan di atas terkait dengan pengertian kebijakan publik 

menurut Dye, sebagaimana dikutip oleh Winarno (2007 p.l7) yang mengatakan 

behwa "kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk 

dilakukan dan tidak dilakukan". Walaupun bata'an yang diberikan oleh Dye ini 

dianggap agak tepat, namun batasan ini tidak cukup mernberikan pemhedaan 

yangjelas antara apa yang diputuskan oleh pemerintah untuk dilakukan dan apa 

yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. 

Menurut Winarno (2007, p.l8) definisi kebijakan publik yang lebihjelas 

diberikan oleh Anderson behwa kebijakan merupakan arah tindakan yang 

mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor 

dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini 

dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya 

dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, 

konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan 

di antara berbagai alternatif yang ada. 

Sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan yang baik menurut Anderson 

sebagaimana dikutip oleh Winarda (2007, p.2!) adalah: pertama, tuntutan­

tuntutan kebijakan, keputusan kebijakan dan pemyataan kebijakan, hasH 
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kebijakan1 dan dampak kebijakan. Tuntutan kebijakan adalah tuntutan-tuntutan 

yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah yang ditujukan kepada 

pejabat·pejabat pemerintah daiam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan 

tersebut berupa desakan agar pejabat -pej a bat pemerintah mengambil tindakan 

atau tidak rnengambil tindakan mengenai suatu masalah tertenlu. 

Keputusan kebijakan didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang 

dlbuat oleh pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan 

substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik. Sedangkan pernyataan 

kebijakan adalah pernyataan~pemyataan resrni pemerintah. Termasuk dalam 

kategori ini adalah undang-undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit 

presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilen, maupun perayataan­

pemyataan atau pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud 

dan tujuan peraerintah dan apa yang ekan dilekekan untuk meneapai tujuon­

tujuan tersebut 

Hasil-basil kebijakan lebih merujuk pada rnanifestasi nyata dad kebijakan 

publik, yaitu hal-hal yang sebenamya dilakukan menurut keputusan-keputusan 

dan pernyataan-pemyataan kebijakan. Dampek kebijekan lebih merujuk pada 

akibat-akibatnya bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidek diingiekan 

yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah. 

Menurut Nugroho (2008, p.62) rentetan kebijakan publik sangat banyek, 

namun secara sederhana dapat dikeiompokkan menjadi tiga, yaitu: 

''Pertama, kebijnkan publik yang bersifat makro atau umum, atau 
mendasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia tahun 1945, Undang-Undang/ Peraturan Pemcrintah 
Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan 
Presiden, dan Peraturan Daerah. 

Kedua, kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah, atau 
penjelas pelaksanaan, yaitu Peraturan Menteri Keuangan, Surat 
Edaran Menteri, Peraturan Gubemunn Peraturan Bupati, dan 
Peraturan Wali Kota. Kebijakan ini dapat pula berbentuk Surat 
Keputusan Bersama atau SKB antar-menteri, gubernur, dan bupati 
atau wali kota. 
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Ketiga, kebijakan publik yang bersifat mikro ada!ah kebijakan 
yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebjiakan di 
atasnya. Bentuk kebijakannya adalah pemturan yang dikeluarkan 
oleh aparat publik di bawah menterl, gubemur, bupati, dan waH 
kota'~. 
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Kebijakan yang sifatnya makro dan messo kadang bersifat implementasi 

langsung dan ini tidak berarti merupakan suatu kekeliruan. Kebijakan seperti 

ini dapat dikatakan lebih efisien karena tidak rnemerlukan peraturan 

penjeiasan tambahan yang akan menjadikan kebijakan tersebut secara 

formu[asi saja sudah high cost economy, dan dalam pelaksanaannya akan 

semakin high cost secara ekonomi. 

Tidak ada preferensi yang terbaik akan bentuk kebijakan. Tren ke depan 

adaJah kebijakan yang detail sampai implement.asi sehingga tidak menambah 

kebijakan baru dibawahnya. Kelemahan utama yang dllni[iki adalah jika 

diperlukan _perubahan prosesnya sangat sulit, berat, lama, dan mahal, karena 

yang diubah adalah induk kebijakan. Berbeda jika yang hendak diubah adalah 

kebijakan dibawahnya, yaitu tingkat penjelasan atau pelaksanaan. Terkait 

dengan perpanjangan sunset policy, kebijakan mengenai perpanjangan jangka 

waktu sunset policy di atur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­

Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang­

Undang. Nomor 6 Tahun !983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sehingga termasuk dalam kebijakan publik yang bersifat makra. 

Menurut Dunn sebagaimana dikutip dari Rahayu (2008. p.35) proses 

pembuatan kebijakan divisualisasikan sebagai serangkaian tahap yang saling 

bergantung yang diatur m:enurot urutan waktu sebagai beril'Ut: 

1'Pertama, tahap penyusunan agenda. Pada tahap ini pejabat yang 
dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. 

Kedua, tahap formulasi kebijakan. Pada tahap ini masa!ah yang 
telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para 
pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut didefinisikan untuk 
kem:udian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah 
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tersebut berasal dari berbagai altematif atau pilihan kebijakan yang 
ada, 

Ketiga, tahap adopsi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif 
kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada 
akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi. 
Keentpat, tahap implernentasi kebijakan. Pada tahap impJementa.si 
kebijakan, kebijakan yang telah dipilih teresbut dilaksanakan. 

Kelima, tahap evaluasi kebijakan. Pada tahap ini kebijakan yang 
telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh 
mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.'~. 
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Penelitian pada tesis ini lebih difokuskan pada tahap funnulasi dan 

evaluasi kebijakan perpajakan, khususnya kebijakan perpanjangan sunset policy 

yang dilakukan pemerintah. Dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan pada 

dasar pemikiran pemerintah mengeluarkan perpanjangan sunset policy, 

penetapanjangka waktu pelaksanaan dan evalua'ii terhadap hasil yang diperoleh 

dari pelaksanaan sunset policy tersebut. 

2.1.5 Kebijakan Perpajakan 

Pada prinsipnya pajak yang dikenakan kepada masyarakat adalah 

sumbangan terhadap pemerintah yang telah menyediakan barang-barang publik. 

Kewajiban tersebut harus dipikul pemerintah karena pihak swasta tidak dapat 

menghasilkan dan atau tidak mau menyediakan barang dan jasa yang sifatnya 

publik Demikian pentingnya fungsi dan peranan pajak itu maka hampir seluruh 

negara di dunia. tennasuk: Indonesia me!akukan pemungutan pajak dari 

rak:yatnya. Menurut Marsuni (2006, p.38) kebijakan perpajakan dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

~·Pertama; suatu pilihan atau keputusan yang diambil aleh 
pemerintah dalam rangka rnenunjang penerimaan negara, dan 
menciptakan kondisi ekonomi yang kondusif. Kedua; suatu 
tindakan pemerintah dalam rangka memungut pajak guna 
ntemenuhi kebutuhan dana untuk keperluan negara. Ketiga; suatu 
keputusan yang diambil pemerintah dalarn rangka meningkatkau 
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penerimaan negara dari sektor pajak untuk digunakan 
menyelesaikan kebutuban dana bagi negara". 
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Berdasarkan pengertian kebijakan perpajakan yang telah dikemukakan di 

atas, dalam bidang perpajakan pemerintah melakukan berbagai upaya sebagai 

suatu usaha untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajalc Menurut 

Roclunad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Launddin Marsuni (2006) p. 3 8) 

"upaya pemerintah sebagai aplikasi dan kebijakan perpajakan dalam 
rangka menunjang penerimaan negara ditempuh dalam bentuk 
perluasan wajib pajak, perluasan jenis objek pajakJ penyempumaan 
tarif pajak, dan penyempumaan administrasi perpajakan". 

Sunset policy di Indonesia, dilakukan dalarn rangka perluasan jumlah 

wajib pejak dan perbaikan basis dati perpajakan Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan penerimaan negara tanpa melakukan perluasan jenis objek pajak 

baru. 

2.L6 Pengampunan pajak 

Kebijakan pemerintah memberikan pengampunan pajak banyak 

menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Schalteggcr, and 

Schafener (2003, p. 376) merangkum pendapat pihak yang pro dan kontra 

lerkait dengan kebijakan pengarnpunan pajak menjadi sebagal berikut: 

"Bagi pihak yang pro, pengampunan pajak secara wnum dapat 
menambah penerirnaan negara dalam jangka waktu yang relatif 
singkat, memperluas dasar pengenaan pajak., membawa kembali 
wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajak patuh, 
menyediak:an penerimaan da[am wak:tu singkat daJam rangka menuju 
struktur pajak baru, memberi isyarat bahwa masalah penyelundupan 
pajak akan segera diatasl oleh pernerintah~ mengurangi biaya 
administasi, dan meningkatkan kepatuhan dan pengawasan kepada 
wajib pajak yang dahulu tidak melaksanakan aturan perpajakan. Bagi 
pihak yang kontra, pengampunan pajak dapat mengakibatkan 
menurunkan moralitas membayar pajak dimana pemhayar pajak 
yang jujur akan merasa kecev.rat memberikan sinya1 pemerintahan 
yang lemah karena tidak mampu menegakkan aturan perpajakan, 
wajib pajak mengharapkan akan adanya pengarnpunan pajak di masa 
yang akan dating sehingga sehingga akan memberikan efek negatif 
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poda kepatuhan pajak, memberikan sinyal bahwa penyelundupan 
pajak merupakan dosa kecil, pengalaman menunjukkan bahwa 
pengampunan pajak memberikan basil yang kecil dan terlalu 
rnenekankan pada penerimaan, wajib pajak sadar akan adanya 
ketidakpatuhan, beban moral karena berpe1aku curang menjadi 
berkurang dnn perasaan bersalah menjadi hilang) dan pengampunan 
pajak menghasilkan penerimaan yang seharusnya diterirna sebelum 
adanya pengampunan pajak. 
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Pengampunan pajak yang menimbulkan kontroversial juga dikernukakan 

oleh Aim dan Beck (1991) yang mengatakan "State government in recent years 

have pursued a variety of novel methods to generate revenues, One approach 

that has become increasingly popular-and controvcrsial~is the tax amnesty". 

Berikut ini dijelaskan hal-hal yang terkait dengan pengampunan pajak 

berdasarkan teori yang telah ada. 

2.1.6.1 Pengertian Pengampunan Pajak 

Aim dan Beck (1991) bcrpendapat: "an amnesty typically gives 

individuals an opportunity to pay previously unpaid taxes wilhout being 

subject to the penalties and prosecution the the discovery of evasion normally 

brings". Pada intinya pengampunan pajak memberikan kesempatan kepada 

masyarakat wttuk membayar pajak yang belum dibayar tanpa rlikenakan 

sanksi dan tuntutan sebagaimana biasanya diterapkan pada mereka yang 

melakakan pengge1apan pajak. 

Hutagaol memili.ki definisi mengenai Pengampunan pajak. Menurutnya 

pengarnpunan pajak adalah: 

"Kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memherikan 
penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar 
tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan 
tambahan penerimrum pajak dan kesempatan bagi wajib pajak yang 
tidak patuh (lax evaders) menjadi wajib pajak yang patuh {hones/ 
taxpayers) sehlngga diharapkan akan mendorong pe:ningkatan 
kepatuhan sukareia wajib pajak (taxpayer's voluntarily 
compliance) di masa yang akan datang"' (2007, p. 27-28) 
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Terkait dengan objek peneHtian mengenai sunset policy. Pak:pahan 

(Bisnls Indonesia, 25 Agustus 2006) mengatakan bahwa sunset policy 

termasuk dalam tax amnesty dengan tingkat yang paling rendah. Sunset policy 

hanya memberikan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi 

sedangkan pokok utang pajaknya tetap harus dilunasL Pidana fiskal otomatis 

gugur jika wajib pajak me[unasi pnkok utang pajak yang belum dilaporkan 

atau belum dibayarkan untuk tahun-tahun pajak yang mendapatkan fasilitas 

sunset policy. 

2.1.6.2 Dasar Pertimbangan Melakukan Pengampunan Pajak 

Menurut Hutagaol (2007, pJO) pertimbangan untuk melakukan 

pengarnpunan pajak adalah : 

'
4Pertama; pelarian modal ke luar negeri secarn ilegal Kebijakan 
pengampunan pajak merupakan upaya terakbir yang dilakukan 
pemerintah di dalam meningkatkan penerimaan pajak dan 
sekaligus langkab awal bagi dimulainya reformasi modal bagi 
seluruh wajib pajak. Disebut upaya terakhir karena pemerintah 
mengalami kesulitan untuk memajaki dana atau modal yang telah 
dibawa kabur atau diparkir di luar negeri. Perangkal hukurn 
domestik yang ada memiliki keterbatasan sehingga tidak dapat 
menjangkau atau menyentuh wajib pajak yang secara ilegal 
menyimpan dananya di luar negeri. 
Kedua; Rekayasa transaksi keuangan yang mengakibatkan 
kehilangan potensi penerhnaan pajak. Kemajuan infrastruktur dan 
instrumen keuangan intemasional telah mendorong banyak 
perusabaan besar melakukan ilegal profit shifting ke luar negeri 
dengan cara melaknkan rekayasa transaksi keuangan. Setelab itu, 
keuntungan yang dibawa ke luar negeri sebagian masuk kemball 
ke Indonesia dalam bentuk lain, misalnya pinjaman luar negeri 
atau investasi asing. Transaksi ini disebut pencucian uang. 
Ketentuan perpajakan domestik tidak mampu memajaki rekayasa 
transaksi keuangan di atas. Apabila hal ini tidak segera 
diselesaikaa, maka timbul potensi pajak yang hilang dalamjumlah 
yang signifikan. 
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2.1.6.3 Faktor-faktor yang Perlu Dipertimbangkan da.tam Mendesain Kebijakan 

Pengampunan Pajak, 

Menurut Hutngaol (2007, p.37), "faktor-faktor yang perlu 

dipertimbangkan dalam mendesain kebijakan pengampunan pajak1 adalah 

eligibility, coverage, incentives, dan duration". Eligibility adalah pemberian 

penjelasan wajib pajak mana yang berhak untuk berpartisipasi di dalam 

program pengampunan pajak, hanya wajib pajak orang pribadi, wajib pajak 

badan, atau wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Coverage 

adalah jenis-jenis pajak yang termasuk dalam program pengampunan pajak. 

Pada umumnya pengampunan pajak mengacu pada satu jenls pajak tertentu 

saja, misalnya PPh atau PPN. Incentives arlalah cakupan utang pajak J<ang 

termasuk dalam program pengampunan pajak, misa.Jnya pokok pajak, sanksi 

bunga, dan atau sanksi denda. Menurut Silitonga. Erwin sebagaimana dikutip 

oleh Pudyatmoko (2007, p. 179) terdapat empat jenis pengampuuan pajak, 

yaitu : 

"Pertama; pengampunan yang tetap mewajibkan pembayaran pokok 
pajak, tennasuk bunga serta dendanya~ dan hanya mengampuni sanksi 
pidana perpajakan. 
Kedua; pengampunan yang mewajibkan pembayaran pokok pajak masa 
lalu yang terutang berikut bunganya, namun mengampuni sanksi denda 
dan sauksi pidana pajaknya. 
Ketiga; pengampunan yang tetap mewajibkan pembayaran pokok pajak 
yang lam~ namun mengampuni saksi bunga, sanksi dendaj dan sanksi 
pidana pajaknya. 
Keempat; Pengampunan atas pokok pajak yang terutang di masa lafu. 
termasuk sanksi bunga, sanksi denda, dan sauksi pidananya". 

Di sisi lain. jenis pengampunan pajak menurut Kelley dan 01dman 

(1973) adalah sebagai berikut: 

"First; that the evader is granted freedom form prosecution and 
must pay the tax and full monetary penalties; or 
Second; that there is both freedom from prosecution and an 
abatement of or exemption from monetary penalties; or 
Third, that tax is computed at a coinpounded rate on hiterto 
concealed capital when cisclosure is made, the rate being intended 
to cover both /ax and penalty"_ 
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Pada dasarnya menurut Kelley dan Oldman, pengampunan pajak dapal 

diberikan kepada para penggelap pajak (wajib pajak tidak patuh) dengan 

beberapa mekanisme1 yaitu dibebaskan dari tuntutan pidana tetapi masih hams 

membayar pajak beserta sank:sinya secara penuh, atau dibebaskan dari 

tuntutan pidana dan diberikan potongan atau penghindaran dari sanksi 

administrasi, atau yang terakhir pajak dihitung dengan tarif tertentu yang 

berkaitan dengan aktiva yang dilaporkan saat pengungkapan sesungguhnya 

dilakukan dimana tarif tersebut dimaksudkan untuk meneakup jumlah pakok 

pajak dan sanksi administrasi. Terdapat kesarnaan antara jenis pengampunan 

pajak menurut Silitonga dengan Kelley-Oldman. Keduanya sama-sama 

memberikan kemudahan berupa penghapusan atau pengurangan sanksi kepada 

wajib pajak tidak patuh yang berusaha berubah menjadi wajib pajak patuh 

dengan cara melaporkan pajak yang sebelumnya tidak dilaporkan dan atau 

dengan membayarkan kewajiban pajaknya. 

Disisi lain terdapat perbedaan jenis pengarnpunan pajak menurut 

Silitonga dan Kelley-Oldman. Silitonga membedakan jenis pengampunan 

pajak menjadi 4 jenis yang didalamnya terdapat unsUr-unsur pembebasan 

pajak berupa pembebasan alas sanksi pidana pajak, pokok pajak, saaksi 

denda, dan sanksi bunga. Sedangkan Kelley-Oldman membedakan jenis 

pengampunan pajak menjadi 3 jenis yang didalamnya terdapat unsur-unsur 

sanksi pidana pajak, pokok pajak, sanksi administrasi atau pembayaran 

sejumlah uang sebagai penebus kesalahan yang penghitungannya telah 

ditetapkan oleh pomerintah. Unsur terakhir ini yang tidak ierdapal pada jenis 

pengampunan pajak rnenurut Silitonga. 

Faktor yang terakhir, duration adalah jangka waktu pelaksanaan 

pengarnpunan pajak. Jangka waktunya sangat bervariasi dan umumnya 

berkisar antara dua bulan sampai dengan satu tahun. Masalah jangka waktu 

akan dijelaskan dalam sub-sub bagian rersendiri karena terkait dengan objek 

penelitian. 

Universitas lndonesia 

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP UI, 2009



31 

2.1.6.4 Keadi!an Pajak 

Pada saat diterapkan, pengampunan pajak menimbulkan ketidakadilan 

wajib pajak patuh dimana wajib pajak tidak patuh kem~mgkinan membayar 

pajak 1ebih rendah dibandingkan dengan wajib pajak patub. Erwin Si1iwnga 

sebagaimana dikutip olen Pudyatmoko (2007, p. 182) menawarkan dua cara 

untuk menerapkan pengarnpunan pajak di Indonesia yang meminimalkan atau 

rnengeliminasi kemungkinan terjadinya ketidakadilan: 

"Pertama; pengarnpunan pajak sebaiknya hanya diberikan 
terhadap sankai bunga, denda, atau kenaikan pajaknya saja 
sedangkan pokok paj ak tidak termasuk yang diampuukan. 
Kedua~ penerapan pengampunan pajak yang membedakan 
perlukukan pengampunan pajak. Bagi wajib pajak yang belum 
pemah menyampaikan surat pemberitahuan diwajibkan untuk 
membayar pajak-pajaknya di masa lalu, sementara itu wajib pajak 
yang sudah pa.tuh menyampaikan surat pemberitahuan dapat 
memperbaiki pembayaran pajaknya tanpa dikenakan sankai bunga, 
denda, atau kenaikan. Dengan demikian terdapat kesetaraan 
perlukukan pengampunan pajak terhadap penyelundup pajak dan 
pembayar pajak yang patuh karena meskipun keduanya sama-sama 
dibebaskan dari sanksi bunga, denda, dan kenaikan, namun 
keduanya tetap diwajibkan untuk membayar pokok pajaknya". 

Menurut Marsyabrul salah satu sendi keadilan dalam hukum pajak 

adalah "perlaknan yang sarna kepada wajib pajak, yang tidak 

membedakan kewaxganegaraan, baik pribumi, maupun asing. dan tidak 

membedakan agama, aliran politik, dan sebagainya". Semua orang 

setuju bahwa sistem pajak harus adil dan wajar, akan retapi tidak ada 

kesepakatan bagaimana menginterpretasikan tuntutan ini. Pada 

hakikatnya terdapat dna alimn pernikiran yang dapat dibedakan 

(Musgrave, 1991, 233), yaitu: 

'" Pertama; prinsip manfaat (benefit principle). Sebagaimana 
dikemukakan o[eh Adam Smith serta beberapa penulis lain, 
suatu sistem pajak dikatakan adil biia kontribusi yang 
diberikan oleh wajib pajak sesuai dengan manfaat yang 
diperolehnya dari jasa-jasa pemerintah. 
Kedua; prinsip kernarnpuan membayar (ability to pay). 
Menurut prinsip ini perekonomian memerlukan suatu 
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jumlah penerimaan pajak tertentu dan setiap wajib pajak 
dirninta untuk membayar sesuai dengan kemampuannya". 
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Kedua pendekatan di atas tidak mudah untuk diinterpretaslkan dan 

diterapkan karena agar prinsip manfaat dapat dilaksanakan, maka manfaat 

yang diperoleh wajib pajak tertentu dari pengeluaran pemerintah harus 

diketahui terlebih dahulu. Di sisi lain, agar prinsip kemampuan membayar 

dapat diterapkan, kita harus mengetahui bagairnana kemampuan ini akan 

diukur. Meskipun terdapat berhagai kelemahan, kedua pendekatan tersebut 

sangat berguna meskipun terbatas dalam merancang struktur pajak yang adil 

dan dapat diterima oleh kebanyakan orang serta jauh lebih disenangi 

dibandingkandengan alternatiflainnya (Musgrave, 1991, p. 233). 

Musgrave (199l,p. 238) mengemukakan bahwa pada prinsip 

kernampuan mernbayar, orang-orang yang mempunyai kemarnpuan sama 

harus membaya. pajak dengan jumlah yang sama (horizontal equity). 

Sernentara itu orang yang mempunyai kemampuan membayar lebih besar 

harus rnembayar pajak lebih tinggi (vertical equity). 

2.1.6.5.Saat yang Tepat Menerapkan Pengampunan Pajak 

Kebijakan pengampunan pajak hams dilakukan dalam situasi yang tepa! 

sebingga kebijakan tersebut dapat berjalan sesual yang diharapkan. Menurut 

Kelley dan Oldman (1973, p.545) 

·~an amnesty may in fact be appropriate in the fallowing types of 
circumstance: 
First; where evasion has been very widespread so that there is no 
danger of taxpayers as a whole voting down the offir of an 
amnesty: 
Second; where there has been a change of government or the 
releclion of a government with a new mandate and theJ:e fs 
determination to grapple with evasion coupled eith a wish to show 
mercy to a repentant evader. 
Third; where amnesties are a custom of the country so that ilu 
would be anomalous to refrain from extending an amnesty to lax 
evaders when those quilty of worse crimes benefit from ihe 
periodical exercise of mercy''. 
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Situasi yang tepat untuk pelaksanaan pengampunan pajak menurut 

Kelley dan Oldman adalah ketika wajib pajak tidak patuh telah tersebar luas 

sehingga tidak ada resiko bahwa pembayar pajak akan menolak tawaran 

pengampunan pajak, ketika ada perubahan pemerintahan yang menjalankan 

mandat baru dengan tujuan untuk menangkap wajib pajak tidak patuh 

sekaligus memberikan pengampunan kepada mereka, dan ketika 

pengampunan pajak telah menjadi kebiasaan suatu negara sehingga apabila 

pengampunan tidak diberikan wajib pajak tidak patuh akan mengambil 

keuntungan. 

2.1.6.6 Syarat Keberhasilan Pengarnpunan Pajak 

Pemerintah sebaiknya juga memperhatikan syarat -syarat yang dapat 

menyebabkan terciptanya keberhasilan suatu kebijakan pengampunan pajak. 

Menurut Kelley dan Oldman (1973, p. 546): 

"condition for success of amnesty: 
First; the evader must feel in imminent danger of discovefy if he 
does not come forward 
Second; the evader must be satisfied that he will receive 
confidential treatment and that his diclosures will not make him a 
"marked" manforfuture harrassmenl. 
Third; the term offerd must be a comparative "bargain" so that 
there is a dinancial inducement to come fonvard rather that lie low 
and gamble on escaping detection. 
Fourth; The offer should be open for a definite and limited period, 
long enough for publicity about the amnesty to reach all evaders 
but short enough for there to be a certain amount of urgency about 
making a decion. 
Fifth; The amnesty should be a one-for-all offer and there should 
be no suggestion that it might be repeated at a future date. 
Sixth; above all, the picture should not be that of an administration 
which, having tried everything else without success, is now hoping 
to· bribe the evaders ehom it cannot trace to come fonvard of their 
own volition, but rather of a merciful but determined goverment 
giving evaders a last chace to square accoun. 
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Syarat keherhasilan suatu kebijakan pengampunan pajak menurut Kelley 

dan Oldman adalah bahwa wajib pajak tidak patub harus mengetahui bahaya 

atau resiko dari temuan pajak jika ia tidak mengungkapkao ketidakbenaran 

pelaporan pajaknya, wajib pajak tidak patuh harus yakin bahwa ia mendapat 

pmrnan terjaganya kerahasiaan informasi yang diungkapkannya, 

pengampunan yang diberikan harus merupakan tawarnn yang seimbang untuk 

mendorong motivasi financial untuk mengungkapkan ketidakbenaran 

inforrnasi, tawaran pengampunan pajak banya diberikan dalam periode 

tertentu dengan waktu sosialisasi yang cukup panjang untuk dapat mencapai 

sasaran narnun cukup pendek untuk memmjukkan tingkat kepentingan 

pengampunan pajak tersebut 

Pengampunan pajak barus merupakan kebijakan yang hanya diambil 

sekali saja dau tidak ada kemungkinan di ulangi Iagi di masa yang akan 

datang. dan pengampunan pajak bukan merupakan cara terakhir yang 

ditempuh oleh administrasi pajak dengan maksud untuk mencal'i wajib pajak 

tidak patuh yang tidak dapat mereka temukan melalui proses pemeriksaan, 

Semestinya pengampunan pajak tersebut merupakan tindakan kuat dari 

pemerintah untuk memberikan kesempata.n terakhir kepnda wajib pajak tidak 

patuh untuk rnengungkapkan ketidakbenaran pajak mereka. 

Pendapat lain mengenai syarat suksesnya program pengampunan pajak 

dikemukakan oleh UchiteUe ( 1989, p.49-50). Menurutnya syarat suksesnya 

program pengampunan pajak adalah sebagai berikut:: 

"Pertama, pengampUilllll pajak akan berhasil jika dilakukan sebagai 
peristiwa yang unik. Banyak negara menawarkan program 
pengampunan pajak secara berulang yaug pada akhimya 
memberikan sedikit kesuksesan atau bahkan tidak: memberikan 
kesuksesan setelah berakhimya program tersebut. Alasannya 
cukup mudah, jika masyarakat menganggap akan ada 
pengampunan pajak dikemudian hari maka masyarakat tidak akan 
rnelaporkan penghasilannya secara tepat waktu karena menunggu 
adanya program pengampunan pajak dikemudian hari. 
Kedua, kesuksesan pengampunan pajak membutuhkan 
penyesuaJan dengan sistem pajak yang ada. Keefektifan 
pengampunan pajak tercipta jika mekanisme pengawasan h!bih 
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ditingkatkan. Tanpa dukungan sistem lalnnya, pengampunan pajak 
tidak akan mampu mernbuat para penunggak pajak untuk 
melaporkan penghasilan yang semula helum dilaporkan, 
Ketiga, pengampunan pajak akan berhasil apabila program tersebut 
merupakan bagian dari reformasi pajak secara keseluruhan. 
Bagaimanapun keberhasilan pengampuanan pajak tergantung pada 
keiinginan pemerintah dalam melakukan perubahan struktur pajak. 
Terakbir, pengampunan pajak dapat berjalan dengan efektif bila 
dipemgaruhi oleh tipe pemerintahan. Pengampunan pajak sering 
kali gaga! karena merupakan basil dari keputusan politik, 
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Berilasarkan kedua pendapat diatas, dapat disirnpulkan bahwa program 

pengampunan pajak akan herhasi! dengan baik apabila kebijakan tersebut 

merupakan kebijakon yang unik dan tidak dilakukan secara berulang-ulang. 

Disamping itu diperlukan adanya mekanisme pengawasan yang Jebih baik 

sehingga kebijakan pengampunan pajak tersebut dapat terlaksana dengan baik. 

Penerapan pengarnpunan pajak yang dilakukan suatu pernerinlah 

bertujuan Wltuk meningkatkan penerimaan dari tiga sumber utama. Sumber 

pertama berasal dari penghasilan dalam kegiatan ekonomi domestik yang 

tidak dilaporkan karena dilakukan di bawah tanah (underground economy). 

Sumber kedua berasal dari penarikan modal yang lari ke iuar negeri {capital 

outflow), Sumber ketiga dan terakhir adalah berasal dari pembayaran pajak 

yang tidak dilaporkan baik karena melakukan kesalahan maupun karena 

melakukan penggelapan pajak. Pengampunan pajak akan mendukung 

pembayaran pajak dari ketiga sumber tersebut dengan mengurangi atau 

menghapuskan sanksi. (FBRNY Quaterly Review/Autumn, 1989) 

2. 1.6.7 Jangka Waktu Peiaksanaan Pengampunan Pajak 

Batasan waklu pelaksan""" pengampunan pajak menurut Kelley dan 

Oldman (1973, p.548): 

« The period during which the amnesty is to operate shoul he fixed 
so as to allow enough time for ecaders to summon up the courage 
to come forward to disclose their irregularities. On the or her hand, 
the lime allowed must nat be too long or there will be no sense of 
the urgency of making disclosures. More over, it is desirable that 
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anli~evasian activities should be maintained at full pressure along 
with a suitable publicity campaign during the amnesty period. For 
this reason also the periode should not be tao lang drawn out. If 
there has been adequate preparation for the amnesty a periode of 
from three to sic months should be about the optimum dura/ion". 
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Pada intinya jangka waktu pe!aksanaan pengampunan pajak menurut 

KeHey dan Oldman harus ditetapkan untuk memberikan wak:tu yang cukup 

kepada wajib pajak tidak patuh Untuk berani mengungkapkan ketidakbenaran 

pajak mereka. Waktu yang diberikan hendakaya tidak ter!a!u lama karena 

akan berakibat hilangnya ni!ai kepentingan dari kebijakan tersebut. Untuk itu 

disarankan untuk tetap melakukan krunpanye sosiaHsasi yang cukup seJama 

peri ode pengampunan tersebut. Apabi !a pemerintah te!ah me!akukan 

persiapan yang cukup, maka periode pengampunan pajak yang optimal ada lah 

berkisar antara tiga sampai enam bulan. Berbeda dengan teori di atas, 

Hutagao! (2007, p.32) menyatakan bahwa "jangka waktu pelaksanaan 

pengampunan pajak dalarn hal ini sunset policy sangat bervariasi dan 

umumnya berkisax antara dua bulan sampai dengan satu tahun". 

Terkait dengan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan, menurul Alm 

{2008): " An amnesty can be a one-time grace periode of a pre..Jetermined 

Jenght, typically from two months up to a year in duration~·- Pada intinya batas 

waktu pe!aksanaan pengampUnan pajak dapat dilakukan satu kali 

perpanjangan waktu dalamjangka waktu dua bulan sampai dengan satu tahun. 

2.! .6.8 Keuntungan dan Kerugian Pe!aksanaan Pengampunan Pajak 

Keuntungan ataupun kerugian pasti terjadi pada saat pelaksanaan suatu 

kebijakan. Hal ini juga dia!ami pada saat pe!aksanaannya kebijakan 

pengarnpunan pajak. Menurut Uchite!!e (1989, p.49), keuntungan yang 

dipero!eh dari diterapkannya kebijakan pengampunan pajak ada!ah sebagai 

berikut: 

HPertama, diperolehnya penerimaan pajak yang seharusnya 
diterima pemerintah di masa ta!u. Kedua, pengampunan pajak 
terbukti sukses da!am mengumpu!kan pl\iak balk yang berasa! 
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darj kegiatan ekonomi bawah tanah maupun dari modal yang 
ditempatkan di luar negeri. Ketiga, dapat meningkatkan dasar 
pengenaan pajak yang pada akhlmya dapat memperbaiki 
penerimaan pajak. Keempat, dapat mernpermudah proses transJsi 
menuju sistem penegakan hukum yang baru". 
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Di sisi lain terdapat kerugian yang akan diperoleh apabila pengampunan 

pajak dilaksanakan, Menurut Uchitelle (1989, p.49), kerugian yang dialami 

sebubungan dengan pelaksanaan pengampunan pajak adalah sebagai berikut: 

"Pertama, pengampunan pajak dapat membawa dampak yang tidak 
diingiakan apabila program tersebut terlalu sering 
diimplementasikan. Kedua, pengampunan pajak dapat merugikan 
wajib pajak patuh karena program pengampunan pajak 
memberikan reward kepada wajib pajak yang tidak patuh dengan 
mengampuni sanksi yang seharusnya dikenakan atas pajak yang 
tidak mereka bayar. Ketiga, pengarnpunan pajak dapat 
diinterpretasikan sebagai bukti ketidakmampuan pernerintah 
dalam menegakkan aturan perpajakan"_ 

2, I. 7 Suusct Policy 

Menurut Visnawathan {2007)"A sunsetting tax law is in effect for a 

specified period of time mosl commonly ten years or less, after which time the 

law simply expires ... Suatu peraturan perpajakan tentang sunset berlaku untuk 

periode tertentu,. umumnya sepulub tahllll atau ku:rang dari ltu~ dan setelahnya 

tidak berlaku lagi. Menurut Kearney (l 990), Sunset is a useful form of 

legislative oversight that has resulted in improved agency structure, 

procedures; and performance, encahnced agency accountability, and some 

financial saving to taxpayers." Sunset policy dapat meningkatkan· perbaikan 

struktur agen, prosedur~ dan kineJja. meningkatkan akuntabHitas agen dan 

dapat menghasilk:an semac-am penghematan keuangan para waj ib pajak. 

Dalam konteks kebijakan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, 

sunset bermanfuat untuk memberikan semacam penghernatan pendapatan bagi 

wajib pajak, penghematan trescbut merupakan daya tarik bagi wajib pajak, 

Universitas Indonesia 

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP UI, 2009



38 

Merijalankan sunset policy memerlukan suatu sistem perpajakan yang 

baik, Sistem perpajakan suatu negara terdiri dari tiga unsur, yaiw kebijakan 

pajak, hukum pajak, dan administrasi pajak. Ketiga unsur tersebut harus 

saling menunjang antara satu dengan yang lain dan mcncapai basil yang 

hannonis untuk mencapai peroiehan atau target penerimaan pajak bagi negara 

secara optimaL Kualitas administrasi merupakan faktor yang sama pentingnya 

dengan kualitas hukum pajak dan kualitas kebijakan perpajakan (Devane dan 

Rahayu, 2006, p.67). Menurut Carlos A. Silvani sebagaimana dikutip oleh 

Devano dan Rahayu (2006, p. 72) administrasi pajak dikatakan efektif hila 

mampu mengatasi masalah-masalah wajib pajak yang tidak terdaftar, wajib 

pajak yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan, penyelundup pajak, dan 

penunggak pajak. 

Menurut Bertalanffy dan Novak sebagaimana dikutip oleh Nurmantu 

(2005, p. I 06) sistem perpajakan merupakan metode atau cara bagaimana 

mengelola utang pajak yang terutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas 

negara. Oleh karena itu da!am sistem perpajakan dikenal self assessment 

;,ystem, official assessment system dan wit holding tax system. 

Suatu sistem perpajakan yang baik harus menganut prinsip revenue 

adequacy principle (Mansury, 1996. p.l9). Prinsip ini menyangkut dua hal, 

ya.ttu Pertama1 bahwa sistem perpajakan nasional seharusnya dapat menjamin 

penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran. Kedu~ hendaknya 

sistem perpajakan bersifat fleksibel untuk menghasilan penerimaan tambahan 

bagi negara. apabila teljadi kebutuhan~kebutuhan mendadak negara seperti 

bencana nasional. (Neuwmak sebagaimana dikutip oleh Nurmantu, 1995, 

p.9l). 

Terkait dengan teori dan ketentuan mengenai sunset policy, 

keberhasilan pe1aksanaan sunset policy di Indonesia dapat dilihat dari 

beberapa indikator. Pertama penerimaan dari sunset policy; Kedua, jumlah 

wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy; Ketiga, penambahan jumlah 

wajib pajak barn. 
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2.2 Kcrangka Pemiltiran 

Dalam penelitian ini penelitian dimulai dari adanya reformasi 

perpajakan khususnya refonnasi perundang-undangan perpajakan. Reformasi 

perundang-undangan perpajakan salah satunya menghasilkan Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

Di dalam undang-undang tersebut terdapat satu pasal baru, yaitu Pasal 35 dan 

35A yang mewajibkan pihak ketiga untuk memberikan data kepada Direktorat 

Jenderal Pajak. Dengan data tersebut Direktorat Jenderal Pajak dapat 

mengetahui kesalahan wajib pajak dimasa lalu. Dalam rangka menghindari 

pengenaan sanksi atas kewajiban perpajakan masa lalu dan untuk memulai 

keterbukaan pelaksanaan perpajakan di masa mendatang, dalam Undang­

Undang Nomor 28 Tahun 2007 dibuat satu pasal baru, yaitu Pasal37A yang 

isinya memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang hingga saat ini 

belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar (wajib pajak tidak 

patuh) untuk menyampaikan atau membetulkan surat pemberitahuan tahunan 

pajak penghasilan secara benar, jelas, dan lengkap sehingga dapat berubah 

rnenjadi wajib patuh dengan memberikan pengurangan atau penghapusan 

sanksi administrasi berupa bunga atau yang lebih dikenal dengan sunset 

policy. Berdasarkan UU KUP Pasal 37A berlaku selama satu talmn, yaitu 

sejak tanggal I Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008. Pada 

akhir masa berlakunya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tanggal 31 Desember 2008 yang 

memperpanjang pelaksanaan sunset policy sampai dengan tanggal 28 Februari 

2009. Alasan pemerintah melakuk.an perpanjangan sunset policy, alasan 

penetapan waktu perpanjangan selama dua bulan, dan basil pelaksanaan 

sunset policy akan dianalisa dalam penelitian ini. 
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3.1. Pendekatan Penelitian 

BAB3 

METOOEPENELITIAN 

Pada dasarnya penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalal1 

penelitian kuaHtatif. Asumsi desain kualitatif menurut Merriam sebagaimana 

dikutip oleh Creswell (2003, p. 140): 

"Pertama; peneliti kualitatif lebih menekankan perhatian pada 
proses, bukannya basil atau produk. Kedua; peneliti tertarlk pada 
makna. Ketiga; peneliti kua!itatif merupakan instrumen pokok untuk 
pengumpulan dan analisa data. Keempat; peneliti kualitatif 
melibatkan kerja lapangan, peneliti secara fisik berhubungan dengan 
orang. latar~ lokasi, atau institusi untuk mengamati atau men.catat 
perilaku dalam Jatar alamiahnya. Kelima; peneliti kualitatif bersifat 
deskriptif dalaru arti peneHti tertarik pada proses~ makna, dan 
pemahaman yang didapat melalui kata atau gambar. Keenam; proses 
penelitian kualitatif bersifat induktif, dimana peneHti membangun 
abstraksi, konsep, hipotesa dan teori'~. 

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran mendalam 

mengenai objek penelitian, yaitu kebijakan perpanjangan sunset policy. Dalam 

penelitian ini dilakukan wawancara secara menda1am dengan orang-orang 

berkompeten yang terlibat langsung pada saat pembnatan dan pengesahan 

kebijakan tersebut, yaitu pihak Direktorat Jenderal Pajak dan anggota Dewan 

Penvakiian Rakyat Republik Indonesia Komisi Keuangan, Pereil.canaan 

Pembangunan Naslonal, Perbankan. dan Lembaga Keuangan Btikan Bank 

(Komisi XI). Disamping itu juga dilakukan wawancara mendalam dengan pihak 

akademisi untuk: mengetahui pendapat mereka mengenai kebijakan pemerintah 

tersebut. HasH wawancara dan studi kepustakaan dianaHsis sehingga dapat 

menjawab pertanyaan penelitian. Alasan ini menyebabkan pendekatan kualitalif 

dlpilih dalam penelitian inL 
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3.2. Jenis PeneHtian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah pene!itian deskriptif. PemiUhan 

jenis lni didasarkan atas pertimbangan bahwa dalarn penelitian ini akan 

diuraikan mengenai kebijakan sunset policy dan pendapat para ahli berkenaan 

dengan kebijakan perpanjangan sunset policy. Peneliti ini tidak hanya 

rnenggarnbarkan atau menjelaskan mengenai data yang djperoleb tetapi juga 

akan menganalisis dan mengintetpretasikan data tersebut. Hal ini seja)an dengan 

pendapat Surak:hmad mengenai penelittan deskriptif sebagaimana dikutip dari 

disertasi Rahayu (2008): 

"suatu penelitian yang berusaha menggambarkan atau 
menjelaskan secennat mti;.rtgkin mengenai suatu hal dari data yang 
ada. Penelitian deskriptif ini tidak terbatas pada pengumpulan dan 
penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan inlerpretasi tentang 
arti data itu, mcnjadi suatu wacana dan konklusi dalam berfikir 
logis~ praktif dan teoritis". 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Untuk mempero1eh data dan informasi yang dibutuhkan dalam peneHtian 

lni digunakan beberapa teknik dan alat pengurnpulan data sebagai berikut : 

3.3.1 Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara memhaca sejumlah 

buku, literatur, jurnalt ~arya ilmiah dan sebagainya untuk mendapatkan 

kerangka teori yang menjadi landasan dalam penelitian ini. Selain itu 

juga mempelajari ketentuan-ketentuan perpajakan yang terkait dengan 

objek penelitian untuk rnemahami konteks pennasaiahan secara 

mend a lam. 
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3.3.2 Studi Lapangan 

Stud! lapangan dilakukan dengan melakukan wawancara 

mendalam ( dengan menggunakan pedoman wawancara) kepada para key 

informan, yaitu orang-orang yang kompeten yang memaharnl 

pennasalahan terkait dengan perpanjangan sunset policy. 

3.4 Hipotesis Kerja 

Menurut lrawan (2007, p.41) hipotesis adalah dugaan Gawaban) 

sementara peneliti terhadap pertanyaan penelitiannya sendiri. Dalam penelitian 

kualitatif, hipotesis tidak diuji. tetapi dtusu!kan sebagai satu panduan datam 

proses analisis di'ita. Dalam penelitian kualitatif~ hipotesis terus: menerus 

disesualkan dengan data di lapangan. 

Dalam peneJitian lni hipotesis atau dugaan sementara yang dJgunakan 

adalab sebagai berikut: Pertama, dasar pemikiran pemerintab melakukan 

perpanjangan sunset policy adalah desakan masyarakat agar pemerintah 

mernperpanjtmg pelak.sanaan sunset policy, Kedua, alasan pemberian 

perpanjangan sunset policy hagi wajib pajak lama dimaksudkan agar wajib 

pajak memillki waktu yang cukup untuk mengumpulkan dokumen dalam 

rangka sunset, Pemberian jangka waktu pelaksanaan sunset policy lcbih lama 

bagi wajib pajak baru dibandingkan wajib pajak lama dimaksudkan untuk 

memberikan kesempatan kepada wajib pajak baru unluk lebih mengetabui dan 

mernahami kewajiban perpajakan. Ketiga. perpanjangan sunset policy 

merupakan hal yang ditunggu oleh masyamkat sehingga akan banyak 

masyarakat ikut memanfaatkan momentum perpanjangan sunset policy. 

35 Nara Sumber!Infonnan 

Pada penelitian ini wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran 

yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti, yaitu perpanjangan sunset 

policy. Wawancara dilakukan dengan menggunak:an pedoman wawancara 

kepada para nata sumber atau informan yang berkompeten yang memahami 
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permasalahan perpanjangan sunset policy. \Vawancara mendalam dilakukan 

dengan beberapa pihak terkait, yakni pihak Direktorat Jenderal Pajak, Dewean 

Perwakilan Rakyat, dan akademisi perpajakan. 

Kelompok infunnan pertama adalah pihak Direlctorat Jenderal Pajak 

selaku perurnus kebijakan yang membuat kebijakan perpanjangan sunset policy. 

Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Drs. Riza Noor Karim, MBA, Ak 

selaku nara sumher pada tim sunset policy 2008 dan Drs. Kismantoro Petrus, 

M.B.A selakn seketaris pada tim sunset policy 2008. Wawancara dengan 

inforrnan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan infonnasi rnengenai Iatar 

belakang dikeluarkarmya kebijakan perpanjangan sunset policy dan penetapan 

jangka waktu pelak.sanaan sunset policy. 

Kelornpok infonnan kedua adalah anggota Dewan Perwakilnn Rakyat dari 

Komisi XI selalru pihak yang mengesahkan Perpu No 5 Tahun 2008 tanggal 31 

Desember 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Qua Perpajakan, yang 

didalamnya memuat ketentuan pe.rpanjangan dan penghapusan sanksi 

administrasi rnenjadi paling lambat tanggal 28 Febrnari 2009. Dalam hal ini 

wawancara akan dilakukan dengan anggn!a Komisi Xl DPR RI Dr. lr Dradjat 

Hari Wibowo, M.&:. Pemilihan Dr. lr Dradjat Hari Wibowo, ~'LEe sebagai key 

informan berdasarkan pertimbangan beliau terlibat langsung pada persetujuan 

kebijakan perpanjangan sunset policy. Wawancara dengan infonnan tersebut 

dirnaksudkan untuk mengetahui pendapat anggota dewan terhadap kebijakan 

perpanjangan sunset policy tersebut. 

Kelornpok informnn ketiga adalah pihak akadernisi. Wawancara dengan 

pihak akademisi dilakukan dengan Prof Dr. Gunadi dan Eddy Mangkuprawira, 

S.H. Pemilihan akademisi tersehut didasarkan pada pertimbnngan bahwa 

mercka memabami kebijakan perpajakan terkait dengan perpanjangan sunse/ 

policy. Wawancara dengan inf~nnan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi mengenai efektifitas kebijakan perpanjangan sunset policy. 
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3.6 Proses Penelitian 

Menurut Irawan (2007, p.l7) beberapa hal yang perlu diketahui tentang 

proses penelitian kualitatif, adalah: 

"Pertama, penelitian kualitatif berproses secara induktif; Kedua, 
penelitian kualitatif mempunyai lima fase, yaitu penentuan fokus, 
pengembangan kerangka teori, penentuan metodologi, analisis 
temuan, dan pengambilan kesimpulan; Ketiga, lima fase di atas tidak 
selalu diskrit Oelas batas-batasnya antara satu fase dengan fase 
lainnya) tetapi cenderung bersifat "conlinous" dan sering kali terjadi 
overlapping (tumpang tindih) dan pengulangan-pengulaugan; 
Keempat, kesimpulan penelitian kualitatif tidak berbentuk suatu 
keputusan untuk rnenerima atau menolak hipotesis, Kesimpulan 
penelitian kualitatif tercapai pada saat peneliti mengalami kejenuhan 
data di mana.data yang baru tidak lagi merubah profil temuan yang 
paling akhir; Kelima, kesimpulan penelitian kualitatif bersifat 
kontekstual. Generalisasi kesimpulan dilakukan tidak dengan cara 
meng"infer" temuan dalam sampel ke dalam populasi, tetapi dengan 
mencari kesamaan-kesamaan dari penelitian-penelitian sejenis". 

Menurut Irawan (2007, p.lO), peneliti kualitatif berfikir secara induktif. Ia 

tidak memulai penelitiannya dengan mengajuk:an hipotesis dan kemudian 

menguji kebenarannya (berfikir deduktif). Peneliti kualitatif bergerak dari 

bawah. Dia mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang sesuattt dan dari 

data itu ia mencari pola-pola, hukum prinsip-prinsip, dan akhimya ia menarik 

kesimpulan dari analisisnya itu. 

Pada penelitian ini data dikumpulkan berdasarkan basil wawancara. 

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang kompeten dengan kebijakan 

perpanjangan sunset policy untuk memperoleh data sebanyak mungkin. 

Berdasarkan data tersebut dicari pola sehingga akhimya dapat ditarik 

kesimpulan dari permasalahan yang ada. 

3.7 Penentuan Lokasi dan Objek Penelitian 

Penelitian kepustakaan dilakukan di perpustakaan dan lokasi-lokasi 

lainnya seperti di toko buku atau di rumah untuk beberapa buku, artikel, 

peraturan perpajakan, dan melalui penelusuran internet. Wawancara dilakukan 
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di tempat masing-masing narasumber atau informan bekerja. Pertama; 

Wawancara dengan Bapak Drs. Riza Noor Karim, l\.1BA, Ak dilakukan dl 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar jalan Medan 

Merdeka Tirnur 16, Jakarta Pusat sedangkan wawancara dengan Bapak Drs. 

Klsmantoro Pettus, M.B.A dilakukan di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen 

Perpajakan jalan Budhi [ No. l Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530. Kedua; 

wawancara dengan Dr. Ir Dradjat Hari \Vibowo, M.Ec sebagai pihak yang 

mengesahkan kebijakan perpanjangan sunset policy dilakakan di Gedung 

Nusantara DPRJMPR R1 jaian Gatot Subroto Jakarta. Ketiga; wawancara 

dengan Prof. DR Gunadi di jalan Jr. H. luanda No 36 Jakarta I 0120 sedangkan 

wawancara dengan Eddy Mangkuprawira, S.H dilakukan di Departemen 

Keuangan Gedung D Lantai M jalan DR. W ahidin nomor 1 Jakarta Pusat 

10710. 

Objek penelitian berupa pendapat Iisan dari pihak-pihak terkait (informan). 

Daiam hal ini dilakukan pengumpulan informasi melalui wawancara dengan 

menggunakan pedornan wawancara.. 

3.8 Batasan Penelitian 

Agar penelitian ini dapat lebih terfokus dan terarah, perlu dibuat 

pembatasan-pembatasan penelitian. Pertama; penelitian ini hanya terbatas pada 

kebijakan pe.rpanjangan sunset policy dan kedua; penelitian ini terbatas pada 

periode berlakunya kebijakan perpanjangan sunset policy yaitu perlode tanggal 

I Januari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009, bagi wajib pajak yang telah 

terdaftar sebelum tahun 2008, dan periode I Januari 2009 swnpai dengan 31 

Maret 2009, bagi wajib pajak orang pribadi yang barn terdaftar di tahun 2008 

sampai dengan 28 Februari 2009. 
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3.9 Keterbatasan Penelitian 

Keterbatasan dari penelitian ini, antara lain: Pertama, keterbatasan waktu 

dan tenaga yang dimiliki sehingga penelitian hanya dilakukan dengan 

mengumpulkan informasi dari beberapa perwakilan pihak-pihak yang terka.it 

atau mengerti dengan masalah perpanjangan sunset policy. Kedua, penelitian ini 

juga terbatas pada pendapat-pendapat dan informasi yang diperoleh darl para 

narasumber atau infroman serta data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal 

Pajak. 
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GAMI!ARAN UMUMSUNSETPOLICYDI INDONESIA DAN 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

4. I. Gambaran Umum Sunset Policy di Indonesia 

Dalam penulisan ini, gambaran urnum sunset policy di Indonesia dibagi dalarn 

dua periode, yaitu periode sebelwn diberlakukannya kebijakan pcrpanjangan sunset 

policy, yaitu periode I Januari 2008 Slllll]llli dengan 31 Desember 2008 dan periode 

selelah diberlakukannya kebijakan perpanjangan sunset policy, yaitu periode l 

Januari 2009 sarnpai dengan 31 Maret2009. 

4.1.1. Peri ode Sebdum Diber1akukannya Kebijakan Perpanjangan Sunset Policy 

Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebelum 

diberiakukannya kebijakan perpanjangan sunset policy) yaitu periode 1 Januari 

2008 sarnpai dengan 31 Desember 2008, gambaran umwn mengenai 

pelaksanaan sunset policy adalah sebagai berikut: 

4.1.1.1. Pihak yang dapal Memanfaatkan Sunset Policy 

Berdasarkm1 Pasal 37A UU KUP disebulkan bahwa pihak-pihak 

yang dapat memanfaatkan sunset policy adalah pertama. wajib pajak yang 

menyarnpaikan pembetuian surat pemberitahuan tahunru.1 pa.jak 

penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibalkan pajak yang 

masih harus dibayar menjadi lebih besar dan lakukan paling lama dalmn 

jangka waktu 1 (satu) lahun setelah berlakunya Undang-Undang ini 

(sellllljutnya disebut wajib jllljak lama). Kedua, wajib pajak orang pribadi 

yang soc.ara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok 

wajib pajak paling lama 1 (satu) tahun selelah berlakunya Undang-Undang 

ini (selanjutnya disebut wajib pajak baru). Agar dapat menikmati fasililas 

sunset policy, terdapat beberapa syarat yang hams dipenuhi baik oleh 

wajib pajak lama maupun wajib pajak baru. 

48 
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4.1.1.2 Pernyaratan Wajib Pajak lama 

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Keuang:an Nomor 

66/PMK.OJ/2008 tanggal 2 April 2008 tentang Tala Cara Penyampaian 

atau Pembetulan Surat Pemberitahuan dan Persyaratan Wajib Pajak yang 

Dapat Diberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka 

Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang 

Ketentuan Umum dan Tala Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa 

Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 

(selanjutnya disebut PMK-6612008) disebutkan bahwa yang termasuk 

dalam w&jib pajak lama adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak 

badan yang memenuhi persyaratan sebagai berik:ut: Pertama, te)ah 

memiliki nomor pokok wajib pajak sebelum tanggal I Januari 1008. 

Kedua, terbadap surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang 

dibetulkan belum diterbitkan sural ketetapan pajak, Ketiga, terhadap sumt 

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang dibetulkan belum 

dilakukan pemeriksaan atau da.lam hal sedang dilakukan pemedksaan, 

pemeriksa pajak belum menyampaikan surat pemberitahuan hasil 

pemeriksaan. Keempat, telah dilakukan pemeriksaan buk:ti pennolaan, 

tetapi pemeriksaan bukti permulaan tersebut tidak dilanjutkan dengan 

tindakan penyidikan karena tidak ditemukan adanya bukti permulaan 

tentang tindak pidana di bidang perpajakan. Kelima, tidak sedang 

di!akukan pemeriksaan bukti permu1aan, penyidik:an, penuntutan, atau 

pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan. 

Keenam, menyampaikan sumt pemberitahuan tahunan tahun pajak 2006 

dan sebelumnya paling lambat tanggal 31 Desember 2008; Ketujuh, 

melunasi seluruh pajak yang kurang dibayar yang timbul sehagai akibat 

dari penyarnpaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasHan 

sebagaimana dlmaksud dalam persyaratan ketiga. sebelum surat 

pemberitahuan tahunan pejak penghasilan disampaikan. 
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Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Direktur Jendernl Pajak Nomor 

27/PJ/2008 tanggal 19 Juni 2008 tentang Tata Cara Penyampaian, 

Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrnsi Sehubungan 

dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

Wajib Pl\iak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan 

Sehubuogan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuao Tahunan Pajak 

Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribedi atau Wajib Pl\iak Badan untuk 

Tahnn Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007 (selanjutnya disebut Per Diljen-

2712008), persyaratan keenam dan ketujuh PMK-66/2008 lebih dipertegas 

bahwa sural pemberitahuan yang disampaikan merupakan pembetulan 

surat pemberitahuan tahunan p.ajak penghasilan. 

4.1.1.3. Persyaratan Wajib Pajak Baru 

Berdasarkan Pasal 3 PMK-66/2008, wajib pajak yang tennasuk 

dalam wajib pajak baru adalah wajib pajak orang pribadi yang memenuhi 

persyaratan sebagai berikut: Pertama~ secara sukarela mendaftarkan did 

untuk memperoleh nomar pokok wajib pajak datam tahun 2008. Kedua, 

tidak sedang di)akukan pemeriksaan bukti permulaan, pcnyidikan, 

penuntutan, atau pemeriksaan di pengadilan atas tindak pida.na di bidang 

perpajakan, Ketiga, menyampaikan surat pemberitahuan tahunan tahun 

pajak 2007 dan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan 

subjektif dan objektif paling lam bat tanggat 31 Maret 2009. Keempat, 

melunasi se[uruh pajak yang kuraog dibayar yang timbul sebagai akibat 

dari penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasllan 

sebagaimana dimaksud pada persyaratan ketiga sebelum surat 

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan. Berdasarkan Pasal 

3 Per Dirjen-27/2008, persyararan ketiga dan keempat di atas dipertegas 

bahwa surat pemberitahuan yang disampaikan adalah surat pemberitahuan 

tahunan pajak pengha~ilan wajib pajak orang pribadL 
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Apabila persyaratan baik bagi wajib pajak lama maupun wajib pajak 

baru telah terpenuhi mak:a wajib pajak tersebut dapat menikmati fasilitas 

sunset policy. Berikut ini adalah fasilitas sunset policy yang dapat 

dinikmati oleh wajib pajak lama maupun wajib pajak baru. 

4.1.1.4. Fasilitas Sunset Policy 

Berdasarkan Pasal 37 A UU KUP, wajib pajak lama dapat diberikan 

pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas 

keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan berdasarkan PMK. 

Sedangkan berdasarkan Pasal 37A UU KUP, bagi wajib pajak baru 

diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau 

kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh nomor pokok wajib 

pajak dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau 

keterangan yang menyatakan bahwa surat pemberitahuan yang 

disampaikan wajib pajak tidak benar atau menyatakan lebih bayar. 

Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 80 Tahun 2007 Tanggal 28 Desember 2007 Tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Perpajakan Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir 

Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2007 (selanjutnya disebut PP-

80/2007, Pasal I PMK-66/2008 dan Pasal 1 Per Dirjen-27/2008, bagi 

wajib pajak lama yang melaksanakan sunset policy diberikan penghapusan 

sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan 

kekurangan pembayaran pajak. Di samping itu berdasarkan Pasal 9 PMK-

66/2008 diberikan fasilitas lain kepada wajib pajak lama, yaitu terhadap 

pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang telah 

disampaikan tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data atau 
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keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan surat pemberitahuan 

tahunan pajak penghasilan tersebut tidak benar, 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PP-80/2007, PMK-

6612008 dan Per Dirjen-27/2008 tidak mengatur masalah pengurangan 

sanksi administrasi berupa bunga bagi wajib pajak lama seperti hainya di 

dnlam UU KUP. Pada PMK-6612008 terdapat panambahan fasilitas yang 

diberikan kepada wajib pajak lama, yaitu tidak akan dilalmkan 

pemerik:saan kecuaH terdapat data atau keterangan yang menyatakan 

bahwa pembetulan surat pemberi!ahuan tahunan PPh tersebut tidak benar. 

Berdasarkan Pasal 33 PP-80/2007, Pasal I PMK-66/2008 dan PaSI.ll 

1 Per Diljen-27/2008 bagi wajib pajak baru yang memanfaatkan sunset 

policy juga diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 

atas pajak yang tidak atau kunmg dibayar. Selain itu berdasarkan Pasal 33 

PP-80/2007 dan Pasal 5 PMK-6612008 terhadap sural pemberitahuan 

tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi yang telah 

disampaikan oleh wajib pajak baru juga mendapat fasilitas tidak dilalmkan 

pemeriksaan kecuali terdapat data atau keterangan yang menyatakan 

bahwa surat pemberitahuan tahunan pajak penghasHan tersebut tidak 

benar atau surat pemberitahuan pajak penghasilan menyatakan lebib bayar 

ataurugi, 

4.1.1.5. Lingkup Surat Pemberitahuan Sunset Policy 

Tenmasuk dalam lingkup sural pemberitahuan sunset policy balk 

bagi wajib pajak lama atau \'iajib paajk baru adalah sebagai berikut: 

4.1.1.5.1. Lingkup Surat Pemberitahuan Sunset Policy bagi Wajib Pajak 

Lama 

Berdasarkan Pasal 6 PMK -66/2008 termasuk dalam lingkup 

pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak pengha.silan bagi wajib 

pajak lama meliputi pembetulan surat pemberitahuan tahumm pajak 
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penghasilan yang terkait dengan pembayaran: Pajak Penghasilan Pasal 

29, Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan atau Pajak Penghasilan 

Pasal 15 sebagaimana dimaksud dalam UU PPh. Pajak Penghasilan 

yang termaksud pada Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak 

Penghasilan Pasai 15 adalah Pajak Penghasilan yang dibayar sendiri 

dan dilaporkan dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasUan. 

T erkait dengan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 29, 

berdasarkan Pasall ayat (2) Per Diqen-27/2008 bagi wajib pajak lama 

yang rnenyampaikan pembetu!an surat pemberitahuan tahunan wajib 

pajak orang pribadi dan wajib pajak badan sebelum tahun 2007 yang 

mengakibatkan pajak yang masih harus dlbayar menjadi lebib besar 

diberikan fasi1itas sunset policy. Di samping itu Pasa[ 2 eyat (2) Per 

Dirjen-27/2008, bagi wajib pajak lama yang sampai dengan tanggnl 31 

Desember 2008 belum menyampaikan surat pemberitahuan tahunan 

pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 dan menyampaikan surat 

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tersebut dalam tahun 2008 

diperlakukan sebagai pembetulan surat pemberitahuan tahurum pajak 

penghasilan dan memperoleh fasilitas sunset policy. Selain itu. 

berdasarkan Pasal i2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 

30/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Perubahan atas Perubahan 

Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 Tala Cara Penyampaian, 

Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrnsi 

Sehubungan dengan Penyampaian Surat Pemberitahmm Tahunan 

Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Talmo Pajak 2007 

dan Sebelurnnya~ dan Sehubungan dengan PembetuJan Surat 

Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi 

alan Wajib Pajak Badan untuk Tahllll Pajak Sebelum Tahun Pajak 

2007 (selanjutnya disebut Per Dirjen-30/2008) bagi wajib pajak lama 

yang telah menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan atau pembetulan surat pemberitahuan tahunan sebelum 
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talmn pajak 2007 setelah tanggal 31 Desember 2007 sampai dengan 30 

Juni 2008 dapat rnenyampaikan pembetulan sural pemberitahuan 

tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 dalam rangka 

sunset policy satu kali setelah tanggal ditetapkannya Per Dirjen ini 

sampai dengan tanggal31 Desember 2008. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perluasan 

terhadap llngkup surat pemberitahuan sunset policy bagi wajib pajak 

lama untuk Pajak Penghasilan Pasal 29 se,'Uai dengan Per Dirjen-

27/2008 dan Per Diljen-30/2008) sehingga lingkup surat 

pmnberitahuan sunset policy bagi wajib pajak lama dapat dirangkum 

menjadi sebaga.i berikut: Pertama. pembetuian surat pemberltahuan 

tahunan sebelum tahun pajak 2007. Kedua, Surat pemberitahuan 

tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang 

disampaikan di tahun 2008. Ketiga, Satu ka!i pembetu!an sural 

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun 2007 yang 

disampaikan sete!ah tanggl'! 30 Juni 2008 sampai dengan 31 

Desember 2008 da!am hal wajib pajak telah menyampaikan surat 

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan atau pembetulan surat 

pemberitahuan tahunan sebelum tahun pajak 2007 setelah tanggal 31 

Desember 2007 sampai dengan tangga! 30 Juni 2008. 

4.1.1.5.2. Lingkup Sura! Pemberitahuan Sunset Policy bagi Wajib Pajak 

Baro 

Sedangkan lingkup penyampaian surat pemberitahuan tahunan 

pajak penghasilan bagi wajib pajak barn sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 2 PMK-66!2008 meliputi penyampaian sural pemberitahuan 

tahunan pajak penghasi!an wajib pajak orang pribadi yang terkait 

dengan pembayaran: Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan 

Pasa! 4 ayat (2) dan atau Pajak Penghasi!an Pasal 15 sebagaimana 

dimaksud dalarn Undang-Undang Pajak Penghasilan. Terkait dengan 
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pembayanm Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Penghasilan 

Pasal I 5 yang tersebut di alas adalah pajak penghasilan yang dibayar 

sendiri dan dilaporkan dalam surat pemheritahuan tahunan pajak 

penghasilan. 

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-

439/PJ/2008 tanggal 9 Desember 2008 tentang Penegasan Ketentuan 

Pelaksanaan Sunset Policy (selanjutnya disebut S DJP-439/2008), 

terkait dengan Pasal 2 dan Pasal 6 PMK-6612008 mengenai lingkup 

penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dalam 

rangka sunset policy~ ditcgaskan bahwa: Pertama, surat pemberitahuan 

talmnan pajak penghasilan yang dilampiri dengan salah satu bukti 

pembayaran dari jenis Pajak Penghasilan Pasal 29, Pajak Penghasilan 

Pasal 4 ayat (2) dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 15 maka surat 

pemberitahuan tahunan PPh yang disampaikan tersebut termasuk 

dalam kelompok surat pemberitahuan yang dapat memperoleh fasilitas 

sunset policy. Kedua~ apabila sura:t pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan dalam rangka sunset policy rnengakibatkan perhitungan 

Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) menjadi lebih besar, pembayaran 

Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) juga harus dilarnpirkan dan tidak 

termasuk dalam lingkup pajak penghasilan yang memperoleh fasilitas 

sunset policy, serta atas keterlambatan pembaya:ran Pajak Penghasilan 

Pasal26 ayat (4) tetap dikenai sanksi administrasi berupa bw1ga sesuai 

dengan Pasal 9 Undang-Undang KUP dengan menerbitkan sural 

lagihan pejak. Ketiga, apabila wajib pajak menyampaikan sura! 

pemberitahUillt pajak penghasilan dalarn rangka sunset policy, 

ketedambatan atas penyampaian sural pemberitahuan tersebut tetap 

dikenai sanksi arlmlnistrasi berupe denda sesuai dengan Pasal 7 

Undang-Undllllg KUP dengan menerbitkan sural lagihan pajak. 

Keempat. Kantor Pelayanan Pajak yang mengenakan sanksi 

administrasi yang ditagih dengan menerbilkan surnt tagihan pajak 
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tersebut pada point kedua dan ketiga, harus mengusu[kan penghapusan 

sanksi secara jabatan kepada Kepata Kantor Wilayah atasannya. 

KeJima, Kantor Wilayah yang menerima usul penghapusan sanksi 

segcra menerbitkan surat keputusan penghapusan sanksi administrasi 

atas surat tagihan pajak yang terkait dengan sanksi administrasi pada 

point kedua dan keliga. 

4.1.1.6. Tala Cara Melakukan Sunset Policy 

Dalam rangka memanfaatkan sunset policy terdapat tata cara yang 

harus dilakukan baik unluk wajib pajak lama maupun wajib pajak baru. 

4.1.1.6.1. Tata Cara Melakukan Sunset Policy bagi wajib pajak lama 

Berdasarkan Pasal 8 Per Dirjen-2712008, dalam melakukan 

sunsel policy terdapat tata cara yang harns dilakukan oleh wajib pajak 

lama, yaltu: Pertama, menggunakan formuHr surat pemberitahuan 

tahunan pajak penghasilan untuk tahun pajak yang bersangkulan dan 

menuliskan"Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP" atau "SPT 

berdasarkan Pasal 37A UU KUP" di bagian alas tengah sural 

pemberitahuan induk dan setiap lampirannya_ Keduat kekurangan 

bayar dalaru sural pemberitahuan tahunan pajak penghasilan harus 

dilunasi dengan menggunakan surat setoran pajak sebelum surat 

pemberitahuan lahunan tersebut disampaikan. Ketiga, melampirkan 

surat setoran pajak lembar ketiga atas pelunasan pajak yang terutang, 

Keempat~ surat pemberitahuan tahunan terse but disampaikan ke kantor 

pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar. 

4.!.!.6.2. Tala Cara Melakukan Sunset Policy bagi Wajib Pajak Bam 

Berdasarkan Pasal 4 Per Dirjen-2712008, tala cara yang harus 

dilakukan oleh wajib pajak baru dalam melakukan sunset policy 

adalah: Pertarna, menggunakan form surat pemberitahuan tahunan 
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pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak yang 

bersangkutan dan menulis "SPT berdasarkan Pasal 37 A UU KUP" di 

bagian atas tengah surat pemberitahuan ihduk dan setiap lampirannya. 

Kedua, kekurangan bayar dalam surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan harus dilunasi dengan menggunakan surat seloran pajak. 

Ketiga, melampirkan surat setoran pajak lembar ketiga atas pelunasan 

pajak yang terutang. Keempat, surat pemberitahuan tahunan tersebut 

disampaikan ke kantor pelayanan pajak tern pat wajib pajak terdaftar. 

4.1.1. 7. Data atau lnformasi Berdasarkan Sunsel Policy 

Terkait dengan pelaksanaan sunset policy, wajib pajak diberikan 

kepercayaan penuh untuk mengungkapkan seluruh penghasilan 

termasuk harta dan kewajiban da\am surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. 

Berdasarkan Pasal 4 dw Pasal 8 PMK-66/2008 yang dipertegas dengan 

Pasal 9 Per Dirjen-27/2008, disebutkan bahwa data dan/ atau informasi 

yang tercantum dalam surat pemberitahuan tahunan wajib pajak orang 

pribadi bagi wajib pajak baru atau data dan/ atau inforrnasi yang 

tercantum dalam pembetulan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak 

orang pribadi atau wajib pajak badan bagi wajib pajak: lama tidak dapat 

digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat ketetapan pajak atas 

pajak lainnya. 

4.!.!.8. Pelaksanaan Pemeriksaan dalam hal Wajib Pajak Membetulkan Sural 

Pemberitahuan Tahunan dalam Rangka Sunset Policy 

Dalam hal wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy sedang 

dalam proses pemeriksaaan, berdasarkan Pasal 7 PMK-66/2008 berlaku 

ketentuan sebagai berikut: Pertama, dalam hal wajib pajak. membetulkan 

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang sedang dilakukan 

pemeriksaan namun pemeriksa bel urn menyampaikan sur at 
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pemberitahuan basil pemeriksaan yang juga rneliputi jenis pajak lainnya, 

berlaku ketentuan bahwa pemeriks.ao:n tersebut dihentikan kecuali untuk 

pemerlksaan terhadap surat pemberitahuan atas pajak lainnya yang 

menyatakan lebih bayar, a tau pemeriksaan tcrsebut tetap dilanjutkan 

herdasarkan pertimbangan Direktora! Jenderal Pajak. Kedua, dalarn hal 

wajib pajak membeMkan surat pemberitahuan !ahunan pajak 

penghasilan yang tidak sedang dilakukan pemeriksaan, namun atas surat 

pemberitahuan jenis pajak lainnya untuk periode yang sama sedang 

dilakukan pemeriksaan, pemeriksaan tersebut dihentikan kecuali untuk 

pemeriksaan terhadap surat pemberitahuan atas pajak: lainnya yang 

menyatakan lebih bayar atau perneriksaan tersebut tetap dilanjutkan 

berdasarkan pertimbang:an Direktur Jenderal Pajak. Ketiga, dalam hal 

surat pemberitahuan tahumm pajak penghasilan yang dibetulkan 

menyatakan lebih bayar, pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan dianggap sebagai pencabutan atas pem1ohonan 

pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang tercantum dalam surat 

pemberit>lhuan tahunan pajak penghasilan yang dibetulkan. 

Berdasarkan S DJP-43912008, yang dapat digolongkan dalam sura! 

pemberit.ahuan yang menyatakan lebih bayar~ Pertama, surat 

pemberit>lhuan yang menyatakan pajak masukan yang dapat dikreditkan 

lebih besar daripada pajak keluaran (lebih bayar) dan wajib pajak 

mengajukan permobonan pengembalian kelebihan pernbeyaran pajak 

(restitusi). Kedua, surat pemberitahuan yang menyatak:an pajak masukan 

yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran (lebih bayar) 

dan wajib pajak mengkornpensasikan ke masa pajak berikutnya. serta 

akibat kompensasi tersebut wajib pajak sedang diperiksa buena 

mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

(restitusi) pada masa pajak lain (berikutnya). 

Berdasarkan Pasal 6 SE-301200&, terdapat beberapa hal yang 

menjadi pertirnbangan Direktorat Jenderal Pajak bahwa pemerlksaan 
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kepada wajib pajak tetap harus dilaksanakan meskipun wajib pajak 

melakukan pembetulan surat pemberitahuan tahunan dalam rangka 

sunset policy adalah: Pertarna, pajak yang terutang berdasarkan 

pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak 

orang pribadi atau badan lebih rcndah daripada pajak yang terutang 

berdasarkan temuan sementaffi pemeriksaan yang didukung dengan 

bukti yang cukup (bukan basil analisis) dan disetujui oleh atas Kepala 

Unit Pelaksana Pemeriksaan, atau; Kedua, terdapat indikasi tindak 

pi dana dibidang perpajakan. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal 

Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Juni 2008 tentang Tata Cara 

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak, Penerimaan dan Pengolahan SPT 

Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian 

Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait dengan 

Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan (selanjutnya disebut SE-33/2008), indikasi tindak 

pidana di bidang perpajakan meliputi: Pertama, wajib pajak menolak 

untuk dilakukan pemeriksaan. Kedua, menyalahgunakan atau 

menggunakan tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan 

pengusaha kena pajak. Ketiga, wajib pajak tidak menyelenggarakan 

pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau 

tidak meminjamk:an buku, catatan, atau dokumen lain. Keempat, wajib 

pajak tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar 

pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk basil 

pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau 

diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (ll) UU KUP. Kelima, 

wajib pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. 

Keenam, wajib pajak menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, 

bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti 

setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau. 
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Ketujuh, wajib pajak menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan 

sebagai pengusaha kena pajak. 

4.1.1.9. Jangka Waktu Pelaksanaan Sunset Policy 

Berdasarkan Pasal 37A UU KUP sebagaimana telah dijelaskan di 

atas, bagi wajib pajak lama sunset policy dilakukan paling lama dalam 

jangka waktu satu tahun setelah berlakunya UU ini, yaitu sejak tanggal 1 

Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008. Sedangkan bagi wajib 

pajak: baru, sesuai Pasal 37A UU KUP jangka waktu mendaftarkan diri 

untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak adalah paling lama satu 

tahun setelah berlakunya UU ini atau sejak tanggal 1 Januari 2008 

sampai dengan 31 Desember 2008. 

Berdasarkan Pasal 33 PP-80/2007 dan Pasal 3 huruf a PMK-

66/2008, ditegaskan bahwa bagi wajib pajak baru sunset policy dapat 

dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2009. Dengan demikian PP-

80/2007 dan PMK-66/2008 memperjelas Pasal 37A UU KUP alas 

pelaksanaan sunset policy bagi wajib pajak baru. 

4.1.2. Peri ode Setelah Diberlakukannya Kebijakan Perpanjangan Sunset Policy 

Pada tanggal 31 Desember 2008, pemerintah memperpanjang 

pelaksanaan sunset policy dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2008 (selanjutnya disebut Perpu 

No.S/2008) yang menyatakan bahwa wajib pajak yang menyampaikan 

pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebelum tahun 

pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi 

lebih besar dan dilakukan paling larnbat tanggal 28 Februari 2009 dapat 

diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 

atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang 

ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 
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Dengan adanya Perpu No 5/2008 terdapat perubahan ketentuan pe1akSllll!!ll 

sunset policy rnenjadi adalah sebagai berikut: 

4.1.2.1. Pihak yang dapat Memanfaatkan Sunset Policy 

Berdasarkan Perpu No 5/200& disebutkan bahwa pihak-plhak yang 

dapat memanfaatkan sunset policy adalah pert am a, waj ib pajak yang 

menyampa.ika.n pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang 

masih harus dibayar menjadi lebih besar dan lakukan paling larnbat 

tanggal 28 Februari 2009 (selanjutnya disebut wajib pajak larua setelah 

perpu). Kedua. wajib pajak orang pribadi yang secara sukarela 

mendaftarkan diri untuk mernperoleh nomor pokok wajib pajak sampai 

dengan bulan Februari 2009 (selanjutnya disebut wajib pajak baru setelah 

perpu), Ketentuan mengenai wajib pajak baru setelah perpu ditegaskan 

dalarn Sural Direktur Jenderal Pajak Nomor S-ll/PJ/2009 tanggal 23 

Januari 20091entang Penegasan Mengenai Wajib Pajak yang Memperoleh 

Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Bulan Januari dan Februari 2009 yang 

menyatakan bahwa terhadap wajib pajak orang pribadi yang memperoleh 

nomor pokok wajib pajak dalam bulan Januari dan Februari 2009 

diperlakukan sama dengan wajib pajak orang pribadi yang mendafta.rkan 

diri secara sukarela dalam tahun 2008 sehingga wajib pajak orang pribadi 

tersebut dapat memanfaatkan sunset policy dengan menyampaikan surat 

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2007 dan tabun· 

tahun sebelumnya paling lambat tanggal3! Maret 2009. 

4.1.2.2. Persyaratan Wajib Pajak Lama setelah Perpu 

Penerbitan Perpu No 512008 menyebabkan persyaratan mengena1 

wajib pajak lama juga menga1ami perubahan sebagaimana dimaksud . 
dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: PMK-

12/PMK.0312009 tanggal 2 Februari 2009 tentang Perubahan atas PMK· 
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66/PMK.Ol/2008 tentang Tata Cara Penyampaian atau Pembetulan SPT, 

dan Persyarntan Wajib Pajak yang dapat Diberikan Penghapusan Sanksi 

Administrnsi dalam Rangka Penerapan Pasal 37 A UU No.6 Tllhun 1983 

Tentang KUP Sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dcngan 

UU No. 28 Tahun 2007 (selanjutnya disebut PMK-1212009) dan Pasa1 5 

Peraturan Direktur Jendera1 Pajak Nomor: PER-13/PJ/2009 tangga1 23 

Februari 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal 

Pajak Nomor 27/PJ/2008 Tentang Tata Cara Penyampaian, 

Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan 

dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan 

Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan 

Sehubungan dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 

Penghasilan W'\iib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan untuk 

Tahun Pajak Sebelnm Tahun Pajak 2007 (selanjutnya disebut Per Dirjen 

No 1312009), dimana dalam persyaratan keenarn, jangka waktu 

penyampaian surat pemberitabuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 

2006 dan/ a1au tahun pajak sebelumnya berubllh menjadi paling 1ambat 

tanggal2& Februari 2009. 

4.L2.3. Lingkup Surat Pemberitllhuan Sunset Policy bagi Wajib Pajak Lama 

Setelah dikeluarkan Perpu 

Terkait dengan adanya perubahanjangka waktu pelaksanaan sunset 

policy~ lingkup surat pemberitahuan sunset policy bagi waJib pajak 1arna 

mengalami pembahan dimana sesuai dengan Per Dirjen No 1312009. 

Pembetulan sural pemberitahuan tahunan pajak penghasi1an yang 

dibcrikan penghapusan sanksl administrasi berupa bunga atas 

keterlarnbatan pelunasan kekurangan pembayarnn pajak adalah 

pembetutan surat pemberitahuan talmnan pajak penghasilan yang 

disampaikan pertama kali dalam jangka waktu sejak tanggal 1 Januari 

2008 sampai dengan tanggal 2& Februari 2009. Di samping itu Pasal 2 
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ayat (2) Per Dirjen-1312009, bagi wajib pajak lama yang sampai dengan 

tanggal 31 Desember 2008 belum menyampaikan surat pemberitahuan 

tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2007 dan menyampaikan 

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tersebut setelah tanggal J l 

Desember 200& sampai dengan tanggal 2& Februari 2009 diperlakukan 

sebagai pembetu1an surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan 

sebeiwn tahun 2007 dan memperoJeh fasilitas sunset policy. Selain itu 

berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Per Ditjen No 1312009, bagi wajib pajak 

lama yang telah menyampalkan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan atau pembetulan surat pemberitahuan tahunan sebelum tahun 

paj ak 2007 setelah lang gal 31 Desember 2007 sampai dengan 30 Juni 

2008 dapat menyampaikan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan sebelum tahun pajak 2007 dalarn rangka sunset policy satu 

kali setelah tangga\30 Juni 2008 sampai dengan tanggal28 Februari 2009. 

4.1.2.4. Lingkup Sural Pemberitahuan Sunset Policy bagi Wajib Pajak Barn 

Selelah dikeluarkan Perpu 

Berdasarkan Per Dirjen No 1312009, bagi wajib pajak orang pribadi 

yang mernperoleh nomor pokok wajib pajak secara sukarela dalam tahun 

2008 dan Ielah menyampaikan sura! pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan tahun pajak 2007 dan sebelumnya setelah tanggal 31 

Desember 2007 sampai dengan tanggal 30 Juni 2008 dapat menyarnpaikan 

pembetulan surnt pemberitahuan tahunan p'\iak penghasilan tahun pajak 

2007 dan sebelumnya dalam rnngka sunset policy satu kali setelah langgal 

30 Juni 2008 sampai dengan tanggal28 Februari 2009. 
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4.1.3. Contoh Pelaksanaan Sunset Policy 

Berikut ini adalah contoh pelaksanaan sunset policy sebagaimana 

tercantum dalam SE-34/2008: 

Contoh 1: Penyarnpaianlpembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan yang tidak sedang diperiksa 

a. Wajib Pajak Lama 

a. I Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan wajib pajak badan tabun pajak 2006 pada tanggal 6 

Maret 2007 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 

200.000.000,- dan membetulkan surat pemberitahuan tahunan 

pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 pada 

tanggal 5 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar 

sebesar Rp 300.000.000,-. Berdasarkan ketentuan sunset policy, 

pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib 

pajak badan tahun pajak 2006 yang disampaikan pada tanggal 5 

Agustus 2008 mendapat fasilitas sunset policy. 

a.2 Wajib Pajak menyarnpaikan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 pada tanggal 10 

Maret 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 

I 00.000.000,-. Pada tanggal 5 Mei 2008 wajib pajak membetulkan 

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan 

tabun pajak 2006 dengan jurnlab pajak yang kurang dibayar 

sebesar Rp 200.000.000,- dan pada tanggal 5 Agustus 2008 wajib 

pajak membetulkan lagi surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 dengJ.n jum\ah 

Pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 300.000.000,-. Berdasarkan 

ketentuan sunset policy, surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan wajib pajak badan yang disampaikan pada tanggal 10 
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Maret 2008 mendapat fasilitas sunset policy. Begitu juga dengan 

pembetulan sutat pemberita.huan tahunan pada tanggal 5 Mei 2008 

dan 5 Agustus 2008 mendapat fasilitas sunset policy. 

a.3 Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 pada tanggal 9 

Juli 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 

100.000.000,· dan membetulkan surat pemberitahuan tahunan 

pejak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 peda 

tanggal 20 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurnng 

dibayar sebesar Rp 200.000.000,". Berdasarkan ketemtuan sunset 

policy, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak 

badan talmn pajak 2006 yang disampeikan pada tanggal 9 Juli 

2008 mendapatkan fasilitas sunset policy. Scdangkan pembetulan 

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan 

tahun pajak 2006 }ang disarnpaikan pada tanggal 20 Agustus 2008 

tidak mendapatkan fasilitas sunset policy. 

a.4 Wajib Pajak rnenyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2006 pada 

tanggal 7 Maret 2007 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar 

sebesar Rp 100.000.000,-. Pada tanggal5 Maret 2008 wajib pajak 

membetulkan sUl'1ll pemberitahuan pajak penghasilan wajib pajak 

oran pribadi tahun pajak 2006 dengan jumlah pajak yang kurang 

dibayar sebesar Rp 200.000.000,-. Pada tanggal 5 Agustus 2008 

wajib pajak membetulkan lagi surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2006 dengan 

jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 300.000.000,-. 

Berdasarkan ketentuan sunset • policy, pembetulan surat 

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang disampaikan pada 
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tanggal :5 Maret 2008 mendapatkan fasilitas Sunset Policy begitu 

juga dengan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan yang disampaikan pada tanggal 5 Agustus 2008 

(Pembelulan yang perlama kali setelah tanggal 30 J uni 2008) 

mendapatkan fasilitas sunset policy. 

a5 Wajlb pajak orang pribadi membetulkan sural pemberitahuan 

tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 

2002 pada tanggal 20 Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang 

kurang dibayar sebesar Rp 100.000.000,00. Pada saul pembetulan 

dilakakan, terhadap sural pemberitahuan wajib pajak lersebut tidak 

sedang dHakukan pemeriksaan. Berdasarkan ketentuan sunsel 

policy, pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan 

tahun pajak 2002 diterima dan memperoleh fasHitas sunsel policy. 

Meskipun pembetulan tersebut dilakukan terhadap surat 

pemberitahuan lahunan pajak panghasilan untuk tahun pajak yang 

telah melewati jangka waktu 2 (dua) tahun , pembetulan sural 

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tersebut bukan 

merupakan pengungka.pan ketidakbenaran pengisian surat 

pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 8 ayat (4) 

Undang-Undang KUP tetapi merupakan pembetulan sural 

pemberitahuan tahunan p'\iak penghasilan dalam rangka Pasal 37 

A Undang-Undang KUP. Dengan demikian, alas kekurangan 

pembayaran pajak yang tercantum dalam pembetulan surat 

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2002 

tersebut tidak berlaku sanksl administrasi berupa kenaikan sebesar 

50% sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang 

KUP dan diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga 

sebesar 2% {dua persen) per bulan ,sebagaimana diatur dalam Pasal 
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8 ayat (2) Undang-Undang KUP dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan sunset policy. 

a.6 Wajib pajak orang pribadi terdaftar sebelum tanggal l Januari 

2008 dan membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan wajib pajak orang pribadi tabun pajak 2006 pada 

tanggal 4 Agustus 2008, dari kurang bayar sehesar Rp. 

386.250.000,- menjadi sebesar Rp. 701.250.000,-. Sedangkan 

kekayaan hersih dari sebesar Rp. 17.950.000.000,- herubah 

menjadi sebesar Rp. 20.470.000.000,-. Berdasarkan ketentuan 

sunset policy, data tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar 

untuk me1akukan pemeriksaan. 

b. Wajib Pajak Baru 

b.l Wajib pajak menyarnpaikan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 pada 

tanggal 8 Mei 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar 

sebesar Rp !00.000.000,-. Pada tanggal 12 Agustus 2008 wajib 

pajak membetulkan sural pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 dengan 

jumlah pajak kurang dibayar sebesar Rp 150.000.000,-. 

Berdasarkan ketentuan sunset policy, surat pemberltahuan tahunan 

pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 

yang disampaikan pada tanggal 8 Mei 2008 mendapatkan fasilitas 

sunset policy. Pernbetulan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 yang 

disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2008 juga mendapatkan 

fasilitas sunset policy. 
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b.2 Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 pada 

tanggal 8 Juli 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar 

sebesar Rp !00.000.000,·. Pada tanggal 12 Agustus 2008 wajib 

pajak memberulkan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan wajbi pajak orang pribadi tahun pajak 2007 dengan 

jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 150.000.000,·. 

Berdasarkan ketentuan sunset policy, surat pernberitahuan tahunan 

p'jjak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 

yang disarnpaikan pada tanggal 8 Juli 2008 mendapatkan fasilitas 

sunset policy sedangkan Pembetulan surat pernberitahuan tah1man 

pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 

yang disampaikan pada tanggal 12 Agustus 2008 tidak 

mendapatkan fasilitas Sunset Policy. 

b.3 Wajib pajak menyampaikan sural pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2007 pada 

tanggal 18 Maret 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar 

sebesar Rp 100.000.000,·. Pada tanggal 14 Mci 2008 W<\iib pajak 

membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasllan 

wajib pajak orang pribadi tahw1 pajak 2007 dengan jurnlah pajak 

yang kurang dibayar sebesar Rp 150.000.000,-. Pada tanggal 12 

Agustus 2008 wajib pajak membetulkan lagi sural pemberitahuan 

tahunan pajak pengharilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 

2007 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 

250.000.000,·. Berdasarkan ketentuan sunset policy, sural 

pemberitahuan tahurum pajak penghasilan wajib pajak orang 

pribadi tahun pajak 2007 yang disampaikan pada tanggal 18 Maret 

2008 mendapatkan fasilita~ sunset policy. Begitu juga pembetulan 

surat pernberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang 
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pribadi yang sampaikan pada tanggall4 Mei 2008 dan 12 Agustus 

2008 mendapat fusiJitas sunset policy. 

b.4 Wajib pajak orang pribadi baru terdaflar tanggal 2 Juli 2008 dan 

menyampaikan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan 

wajib pajak orang pribadi tabun pajak 2006 dan 2007 pada tanggal 

21 Juli 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar bayar 

sebesar Rp. 386.250.000,- dan Rp. 701.250.000,-. Sedangkan 

kekayaan bersih di tahun 2006 dan 2007 sebesar Rp. 

19.950.000.000,- dan Rp. 21.060.000.000,-. Berdasarkan ketentuan 

sunset policy, data tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan pemeriksaan. 

Contoh 2: Penyampaian/Pembetulan Surat Pemberitahuan Tabunan Pajak 

Penghasilan yang sedang diperiksa 

2.1 Wajib pajak orang pribadi membetulkan sural pemberilahuan 

tabunan pajak pengbasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 

2006 pada tanggal 5 agustus 2008 denganjumJah pajak yang kurang 

dibayar sebesar Rp 200.000.000,00. Pada saat pembetulan tersebul 

dilakukan, terhadap surat pemberitabuan wajib pajak orang pribadi 

sedang dilakukan pameriksaan all taxes untuk Tahun Pajak 2006 dan 

sarnpai dengan tanggal 5 Agustus 2008 surat pemberitahuan hasil 

pemeriksaan be]um dlsam.paikarL Surat pemberitahuan jenis pajak 

lainnya tidak ada yang menyatakan lebih bayar. Berdasarkan 

ketentuan sunset policy., daJam hal belum terdapat temuan pemeriksa 

atau pajak terutang menurut temuan pemeriksa lebih kecil dari pajak 

terutang menurut pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan wajib pajak orang pribadi atau tidak ada indikasi tindak 

pidana perpajakan) pemeriksaan all taxes tersebut dihentikan dan 
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kepada wajib pajak .diberitahukan penghentian pemeriksaan tersebut 

secara tertulis. 

2.2 Wajib pajak badan membetulkan surat pernberitahuan tahunan pajak 

penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 pada tanggal 5 

Agustus 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 

200.000.000,00. Pada saat pembetulan tersebut dilakukan, terhadap 

surat pemberitahuan wajib pajak badan sedang dilakukan 

pemeriksaan all taxes untuk tahun pajak 2006 dan sampai dengan 

tanggal tersebut surat pemberitahuan hasil pemeriksaan belum 

disampaikan. Surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai 

masa pajak Desember 2006 menyatakan pajak yang lebih dibayar 

sebesar Rp 100.000.000,00. Surat pemberitahuan jenis pajak lainnya 

tidak ada yang menyatakan Iebih bayar. Berdasarkan ketentuan 

sunset policy, dalam hal bel urn terdapat temuan sementara atau pajak 

terutang menurut temuan sementara lebih kecil dari pajak terutang 

menurut pembetulan surat pemberitahuan tahunan wajib pajak 

Badan a tau tidak ada indikasi tindak pidana perpajakan, pemeriksaan 

all taxes tersebut dihentikan, kecuali perneriksaan atas surat 

pernberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak Desember 

2006 yang menyatakan Iebih bayar. Pemeriksaan atas surat 

pernberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak Desember 

2006 tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya penghentian 

perneriksaan selain pemeriksaan surat pemberitahuan masa pajak 

pertambahan nilai lebih bayar, diberitahukan secara tertulis kepada 

wajib pajak. 

2.3 Wajib pajak orang pribadi membetulkan surat pemberitahuan 

tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 

2006 pada tanggal 20 Agustus 2008. Pada saat pembetulan tersebut 
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dilakukan, surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan v.rajib 

pajak orang pribadi tahun pajak 2006 tidak sedang diperiksa namun 

terhadap surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa 

pajak Desember 2006 yang menyatakan pajak yang lebih dibayar 

sebesar Rp I 00.000.000,00 sedang dilakukan pemeriksaan. 

Berdasarkan ketentuan sunset policy, pemeriksaan surat 

pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai masa pajak: Desember 

2006 yMg menyatak.m lebih bayar tersebut tetap dilanjutkan. 

2.4 Wajib pajak badan membetulkan sural pemberitahuan mhunan pajak 

penghasilan wajib pajak Badan tahun pajak 2006 pada tanggal 20 

Oktober 2008. Pada saat pembetulan tersebut dilalrukan, sural 

pemberltahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan tahun 

pajak 2006 tidak sedang diperiksa namun terhadap sural 

pemberitabua:u tahu:uan pajak penghasilan Pasa121 tabun pajak 2006 

yang menyatakan pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 

1.000.000.000,00 dan sural pemberitahuan masa pajak pertambaban 

niiai masa pajak Desember 2006 yang menyatakan pajak yang lebih 

dibayar sebesar Rp 100.000.000,00 sedang dilakukan pemeriksaan. 

Sampai dengan tanggal 20 Oktober 2008 sural pemberitahuan hasil 

pemeriksaan belum disampaikan. Berdasarkan ketentuan sunset 

policy, dalam hal tidak ada indikasi tindak pidana perpajaka:u, 

pemeriksaan surat pemberitahuan thunan pajak penghasilan Pasai 21 

tahun pajak 2006 yang menyatakan kurang bayar tersebut dihentikan 

dan kepada wajib pajak diberitahukan penghentian pemeriksaan 

tersebut secara tertulls. Pemeriksaan surat pemberitahuan masa pajak 

pertambahan nHai masa pajak Desember 2006 yang menyatakan 

lebih bayar tetap dilanjutkan. 
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2.5 \Vajib pajak: badan membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan tahun pajak 2006 pada tanggal 5 September 2008. Pada 

saat pembetulan tersebut diJakukan, surat pemberitahuan tahunan 

pajak penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2006 lidak sedang 

diperiksa namun terhadap surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan Pa<al21 tahun pajak 2006 yang menyatakan pajak yang 

kurang dibayar sebesar Rp 1.000.000.000,00 sedang dilakukan 

pemeriksaan. Sampai dengan tanggal 5 September 2008 surat 

pcmbedtahuan h3fii1 pemeriksaan sudah disampalkan. Berdasar'.tCan 

ketentuan sunset policy, pemeriksaan surat pemberitahuan tahunan 

pajak penghasilan Pasal 21 tahun pajak 2006 yang menyatakan 

kurang bayar tersebut dilanjutkan karena surat pemberitahuan hasil 

pemeriksaan disampaikan kepada wajib pajak. 

2.6 Wajib pajak orang pribadi membetulkan surat pemberitahuan 

tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi lahun pajak 

2006 pada tanggal5 Agustus 2008 denganjumlah pajak yang kurang 

dibayar sebesar Rp 200.000.000,00. Surat pemberitahuan tahunan 

pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun pajak 2006 

disampaikan pada tanggal 20 Maret 2007 dengan jumlah pajak yang 

kurang dibayar Rp 150.000.000,00. Pada saat pembetulan tersebut 

dilakukan, terhadap surnt pemberitahuan wajib pajak orang pribadi 

yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan all taxes untuk 

tahun pajak 2006, dan sampai dengan tanggal 5 agustus 2006 surat 

pemberitahuan basil pemeriksaan belum disampaikan. Jurnlah pajak 

ydng terutang dalam pembetulan surat pemberitahuan tahumm pajak 

penghasilan wajib pajsk orang pribadi lebih kecil dari julnlah pajsk 

terutang berdasarkan temuan pemeriksaan yang didukung oleh bukti 

yang akuratlkonkrit Surat pemberitahuan jenis pajak: lainnya tidak 

menyatakan lebih bayar. Berdasarkan ketentuan sunset policy, 
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penyelesaian kasus tersebut sebagai berlkut: Pertama, Tim 

pemeriksa mengusulkan keparla kepala unit pelaksana pemeriksaan 

untuk meianjutkan pemerlksaan all taxes tersebut Kedua, apabila 

kepala unit pelaksana pemeriksaan menyetujui usulan tim 

pemeriksa, kepala unit pelaksana pemeriksaan meneruskan usulan 

tersebut kepada atasan langsungnya untuk mendapatkan persetujuan. 

Ketiga, setelah mendapat persetujuan dari atasan kepa!a unit 

pelaksana pemeriksaan, pemeriksaan all taxes tersebut dilanj utkan. 

Keempat, apabila pemeriksaan dilanjutkan dan diterbitkan surat 

ketetapan pajak, jumlah pajak yang telah dibayar dalam pembetulan 

surat pemberltahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang 

pribadi diperhitungkan sebagai kredit pajak. 

2.7 Wajib p[\jak badan membetulkan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghasilan wajib pajak badan tahun pajak 2003 pada langga1 19 

Agustus 2008 dengan j umiak pajak yang kurang dibayar sebesar Rp 

300.000.000,00. Pada saat pembetu1an dilakukan, terlllldap sural 

pernberitahuan wajib pajak tersebut sedang dilakuk:an pemeriksaan 

all taxes untuk ruhun pajak 2003 dan sampai dengan tanggal 19 

Agustus 2008 sural pemberitahuan llllsi1 pemeriksaan belum 

disampaikan. Surat pemberitahuanjenis pajak lainnya tidak ada yang 

menyatakan lebih bayar. Berdasarkan ketentuan sunset policy, 

penyelesaian kasus tersebut sebagai berikut: Pertama, Pembemlan 

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2003 

diterima dan memperoleh fasilitas sunset policy. Kedua, meskipun 

pembetulan tersebut dilakakan terbadap sura! pemberitahuan 

tahunan pajak penghasi1an untuk tahun ajak yang te1ah melewati 

jangka waktu 2 (dua) tahun dan terhadap sural pemberitahuan 

tahunan pajak penghasilan sedang diperiksa, pembetulan surat 

pemberitahuan tahunan pajak penghasilan terse but bukan merupakan 
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pengungkapan ketidakbenaran pengJSJan surat pemberitahuan 

sebagaimanadimaksud dalam Pasal8 ayat (4) Undang-Undang KUP 

tetapi merupakan pembetulan surat pemberitahuan tahunan pajak 

penghsilan dalam rangka Pasal 37A Undang-Undang KUP. Ketiga, 

dalam hal belum terdapat temuan pemeriksa atau pajak lerutang , 

menwut temuan pemeriksa lebih kecil dari pajak terutang menurut 

pembetulan surat pember!tahuan tahunan pajak penghasilan wajib 

pajak badan atau tidak ada indikasi tindak pidana perpajakan, 

pemeriksaan all taxes tersebut dihentikan dan kepada wajih pajak 

dil;ieritahukan penghentian pemeriksaan tersebut secara tertulis. 

4.2 Pembabasan Hasil Penelitian 

Perpanjangan sunsei policy yang dilakukan pemerintah dapat dianalisis dari dua 

aspek: pertam~ analisis dasar pemikiran pemerintah melakukan kebijakan 

perpanjangan sunset policy dan pemilihan jangka waktu pelaksanaan perpanjangan 

sunset policy; kedua analisis basil pelaksanaan sunset policy. 

4.2.1 Analisis Dasar Pemikiran Pemerintah Melakukan Perpanjangan Sunset Policy 

dan Pemilihan Jangka Waktu Pelaksanaan Perpanjangan Sunset Policy 

Sunset policy merupakan kebijakan pemerintah yang diberikan kepada 

wajib pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatw dalam 

Pasal J 7 A UU KUP _ Sebenamya d i dalam Pasal 3 7 A tidak terdapat istilal1 

sunset policy. Istilah sunset policy baru dipergunakan pemerintah dalam SE-

33/2008. Di dalam SE-33/2008 dinyatakan bahwa penghapusan sanksi 

administrasi sebagai pe!aksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan 

Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut dengan sunset policy. Pada 

peraturan sebelumnya istilah yang digunakan adalah penghapusan sanksi 

administrasi. Menurut Bako (2009): 
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"sunset policy merupakan istilah teknis yang dikenal di dunia 
perpajakan. Istilah sunset palfcy leblh sering ditemukan dalam 
rapat pembahasan paket Rancangan Undang-Undm!g Perpajakan 
di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
(Komisi Keuangan, Perencanaan Pembangunan Nasional, 
PerbankruL dan Lembaga Keuangan Bukan Bank). Da!am 
peraturan perundang-undangan tidak akan ditemukan kalimat 
sunset policy. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undm!g-Undang 
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang~undangan, untuk menghindari penggunaan istilah 
asing dalam pembentukan materi muatan dalam peraturan 
perundaog~undangan1 }. 
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Mcnurut Visnawathan~ ,, A sunsetting tax law is in effect for q specified 

period of time most commonly len years or less, after which time the lt1W 

simply expires". Suatu peraturan perpajakan tentang sunset berlaku untuk 

peri ode tertentu, umumnya sepuluh tahun atau kurang dari itu dan setelahnya 

tidak berlaku lagL T erkait dengan lstilah sunset policy, Petrus berpendapat 

bahwa "sunset policy merupakan kebijakan sesaat yang tidak akan 

mempunyai tenggang waktu yang 1runa" ( wawancara tanggal I 8 Mei 2009 di 

Pusat Pengolahan Data dan Dokmnen Perpajakan). Dari pendapat di atas 

dapat disimpulkan bahwa istilah sunset policy merupakan istilah yang 

digunakan dalam dunia perpajakan yang tidak mengacu pada suatu kebijakan 

tertentu~ meialnkan hanya menyangkut pelaksanaan suatu kebijakan selama 

suatu periode tertentu. Dalam hal ini ketentuan perpajakan yang diatur adalah 

penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37A UU KUP yang berlaka dalamjangka waktu yang telah ditentukan, 

yaitu sejak tanggal I Januari 2008 srunpai dengan tanggal 31 Desember 2008. 

Terkait dcngan pemilihan jangka waktu pelaksanaan sunset policy sesuai 

dengan Pasal 37A UU KUP selama satu tahun, yaitu mulai tanggal I Januari 

2008 sampai dengan 31 Desember 2008, Karim berpendapat: 

"P.ada saat Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat 
sunset policy hanya diberikan kepada wajib pajak yang telah 
memiliki nomor pokok wajib pajak. Pemilihan jangka waktu satu 
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tahun dilakukan dengan alasan bahwa jangka waklu satu tahun 
dianggap cukup untuk membetulkan surat pemberitahuan karena 
surat pemberltahuan yang dibetuJkan adalah surat pemberitahuan 
yang lamaMlama. Pada saat pemhahasan dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat, DPR meminlll supaya orang pribadi yang 
belum memiliki namor pokok wajib pajak juga diberikan 
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sehingga muncui 
Pasal 37 A ayat (2) UU KUP" (pada wawancara tanggal 29 Mei 
2009 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajih Pajak 
Besar). 
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Pacta SE-3412008 disebutkan bahwa konsep dasar dari sunset policy di 

Indonesia adalah pelaksanaan sistem self assessment. Kebijakan sunset policy, 

mernberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban 

pe.rpajakannya dengan benar. Dalam self assessment~ wajib pajak diberi 

kepercayaan untuk menghitung, ntempcrhitungkan, menyetor. dan 

melaporkan sendiri besamya pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensi pernberian 

kepercayaan tersebut, wajib pajak harus menyampaikan surat pemberitahuan 

yang telah diisi secara benar, lengkap, dan jelas berikut keterangan dan!atau 

dokumen yang harus dilampirkan. 

Sunsel Policy mernberi kesempatan kepada wajib pajak yang telah 

merniliki nomor pokok wajib pajak sebelum tanggal 1 Januari 2008 untuk 

menyampaikan atau membetulkan surat pemberitahuan tabunan pajak 

penghasilan untuk tahun pajak 2006 danlatau tahun-tahun pajak sebelumnya 

dan wajib pajak nl'llllg prihadi yang memperoleh nomor pokok wajib pajak 

secant sukarela dalam tahuu 2008 untuk menyampaikan surat pemberitahuan 

tahunan pajak penghasilan untuk tahun pajak 2007 dan tahun pajak 

sebelumnya untuk memperoleh fasilitas berupa penghapusan sanksi 

administrasi berupa bunga·atas keterlambatan pembayaran pajak atau bunga 

atas pajak yang tidak atau kurang dibayar. Mengingat sunset policy 

berdasarkan sistem self assessment, penentuan t:ahun pajak terkalt dengan 

surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang akan disampaikan atau 

dibetulkan dalam rangka sunset policy diserahkan sepenuhnya kepada wajib 
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pajak. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk mengungkapkan penghasilan 

termasuk perubahan harta dan kewajiban dalam surat pemberitahuan atau 

pembetu1an surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Data atau 

informasi dalam surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan dalam rangka 

sunser policy tidak dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan. Terkait 

pelak:sanaan sistcm self asscssmen! di Indonesia. Gunadi berpendapat: 

"sebelum adanya sunset policy pelaksanaan sistem self 
assessmem di Indonesia dapat dikatakan belum berhasiL Hal ini 
dapat dilibat dari : Pertama, kepatuhan wajib pajak untuk 
mendaftarkan did dalam rangka memperoleh nomor pokok wajib 
pajak. Dari 220 juta penduduk, kurang dari 5 juta penduduk yang 
merniHki nomor pokok wajlb pajak . 
Kedua, dari para wajib pajak yang terdaftar, kurang dari 50% 
wajib pajak yang menyampaikan surot pemberitabuan. Dengan 
demikian meskipun telah dikasih kewenangan atau kepercayaan 
untuk melaksanakan kewajiban perpajakan temyata dari 
penyampaian surat pemberitahuan belum berjalan dengan bagus:. 
Ketiga, dari data pembayaran pajak Dilihat dari index tax ratio, 
saat menggunakan official assessment dan setelah self 
assessment, index tax ratio tidak terlalu bergerak jauh, masih di 
kisaran 13%. Dapat simpulkan bahwa kepatuhan material yaitu 
rnenyampaikan surat pernberitahuan dengan jelas, benar, dan 
lengkap masih dibawah yang diharapkan. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa pelaksanaan self assessment dari segi 
kepatuhannya masih berjalan kurang baik 
Dengan adanya sunset policy diharapkan self assessment dapat 
berjalan lebih ba.ik. Dengan dihapuskunnya sanksi administrasi 
be.-upa bunga, wajib pajak bersedia mernperbaiki kewajiban 
perpajakan sebelum tahun 2007 dan bagi mereka yang belum 
mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak 
dapat rnendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib 
pajak sehingga kepatuhan pajak meningkat".(wawancara tanggal 
6 Mei 2009di Gedung PPATK) 

Se1ain sistem self assessmem. latar belakang dari sunset policy adalah 

adanya Pasal 35A UU KUP yang rnewajibkan instansi, lembaga, asosiasi, 

atau pihak lain baik swasta maupun pemerintah untuk menyampaikan data 

perpajakan ke Direktorat Jenderal Pajak. Direktorat Jendernl Pajak dapat 

secara aktff mencari data tanpa adanya batasan harus sedang dilakukan 
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pemeriksaan apabila data Direktorat Jenderal Pajak kurang mencukupi. 

Dengan adanya Pasal 35A KUP masyarakat yang belum memenuhi 

kewajiban perpajakannya mudah diketahui dan dapnt dill!gih bersamaan 

dengan tamhahan sanksi yang memberatkan. Dalam rangka menghindarkan 

pengenaan sanksi atas kewajiban perpajakan rnasa lalu dan untuk memulai 

keterbuka.an pe!aksanaan di masa mendatang, Direktorat Jenderal Pajak 

memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyampaikart atau 

membetulkan surat pemberitahuan tahunan. Hal ini diperkuat dengan 

pemyataan dari Petrus yang berpendapat 

"Undang-undang pajak yang baru merupakan suatu sub sistem 
bukan suatu sistem, begitu juga dengan undang-undang yang 
lain menjadi sub sistem yang mensupport undang-undang 
pajak. Hal ini tercermin dalam Pasal 35A UU KUP, baik 
pemerintah dan swasta_ wajib menyampaikan data perpajakan 
sehingga wajib pf\iak yang dahulu bisa selamal dengan adanya 
peraturan baru tersebut bisa terlihat Basic hukumnyn kalau 
yang duiWlya tidak terlihat, tidak bisa dijangkau oleh undang­
undang dengan sistem yang dulu, tetapi dengan sistem yang 
baru dapat kena jangkau harus diberi kesempatan untuk tidak 
ken a sanksi. Oleb karena itu dibuat Pas a[ 3 7 A UU KUP Ill pi 
hanya sebentar dan tidak selamanya" (wawancara tanggal 18 
Mei 2009 di Pusat Pengolalmn Data dan 'Dokumen Perpajakan) 

Sunset policy sernestinya merupakan berita baik terutama bagi wajib 

pajak yang selama ini balk secara sengaja maupun tidak sengaja tidak 

melakukan kelentuan perpajakan secara baik dan benar. Pada kenyataannya 

sunset policy ini tidak serta merta disambut baik oleh wajib pajak Mereka 

masih ragu-ragu bagaimana harus bersikap bahkan ada yang mencurigai 

bahwa kebijakan tersebut merupakan jebakan. Akibalnya hanya sedikit 

masyarakat yang langsung merespon kebijakan tersebut. Menuruf Wibowo 

"masyarakat tidak !angsung menyambut baik sunset policy 
karena mereka merasa aturan pelaksanaannya tidak jelas dan 
rnereka tidak ingin dij ebak. Alas an lainnya adalah masih ad any a 
tingkat ketidakpercayaan masyarakat kepada aparat pnjak serta 
aturan pnlaksanaan yang tela! dikeluarkan pemerintah" 
(wawancara tanggal6 Mei 2009 di Gedung MPRJDPR Rl). 
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Pemerintah baru mengeluarkan peraturan yang memperjelas 

pelaksanaan sunset policy pada bulan Juni 2008. Aturan pelaksanaan sunset 

policy yang baru dikeluarkan pemerintah beberapa bulan setelah berlakunya 

UU KUP mengundang akademisi Mangkuprawira untuk berpendapat: 

"Sejak UU No 28 Tahun 2007 diundangkan tanggal I 7 Juli 
2007 dan berlaku tanggal 1 Januari 2008. Peraturan Dirjen 
tentang sunset policy yang paling awal diterbitkan pada bulan 
Juni 2008 sedangkan batas akhirnya tanggal 3 I Desember 
2008. Seharusnya begitu peraturan berbentuk undang-undang 
sudah diundangkan diharuskan adanya ketentuan pelaksana 
berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, 
Peraturan Dirjen" (wawancara tanggal 14 Mei 2009 di 
Departemen Keuangan Gedung D lantai M ). 

Terkait dengan baru dikeluarkannya peraturan Direktur Jenderal Pajak 

setelah sunset policy dilaksanakan, Karim mengatakan bahwa: 

"Tidak mudah mengatur aturan sunset policy karena 
merupakan hal baru dan sangat sensitif karena adanya 
penghapusan sanksi administrasi. Pemerintah pernah membuat 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.OJ/2008 tanggal 
6 Februari 2008, namun hanya berjalan selama dua bulan dan 
diganti dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
66/PMK.OJ/2008 tanggal 29 April 2008" (wawancara tanggal 
29 Mei 2009 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
Wajib Pajak Besar). 

Pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan pelaksanaan mengenai 

sunset policy terlebih dahulu sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. 

Terlambatnya peraturan sunset policy mengakibatkan Direktur Jenderal 

Pajak terlambat melakukan sosialisasi sunset policy baik sosialisasi intern 

maupun sosialisasi kepada wajib pajak. Sosialisasi semestinya sudah harus 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebelum kebijakan tersebut berlaku 

sehingga pada saat pelaksanaan sunset policy telah terjadi kesamaan 

persepsi antara wajib pajak dan aparat pajak dan adanya kejelasan aturan 

pelaksanaannya Kenyataan bahwa peraturan pelaksanaan dan sosialisasi 

sunset policy diterbitkan dan dilaksanakan setelah berlakunya sunset policy 
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menunjukkan adanya ketidaksiapan pemerintah dalam 

mengimplementasikan ketentuan dalam Pasal 37 A UU KUP. 

Dampak dari terlambatnya peraturan pelaksanaan dan sosialisasi yang 

dilakukan Direktorat Jenderal Pajak menyebabkan masyarakat baru 

merespon untuk memanfaatkan sunset policy menjelang berakhirnya batas 

waktu pelaksanaan sunset policy. Masyarakat mulai berbondong-bondong 

memanfaatkan sunset policy dengan melakukan pendaftaran untuk meminta 

nomor pokok wajib pajak, melakukan penyetoran pajak ke bank atau kantor 

pos dan menyampaikan surat pemberitahuan ke kantor pelayanan pajak. 

Menurut Karim "masyarakat mulai berbondong-bondong memanfaatkan 

sunset policy setelah ada peraturan tidak akan dilakukan pemeriksaan 

sepanjang tidak ada data lain. Yang dimaksud data adalah data lain dan 

bukan dari basil hitung-hitungan" (wawancara tanggal 29 Mei 2009 di 

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar). 

Menjelang akhir pelaksanaan sunset policy, banyak pihak yang 

mendesak agar pelaksanaan sunset policy diperpanjang dengan alasan untuk 

membantu pelaku usaha yang terimbas dampak krisis keuangan global 

karena banyak masyarakat khususnya dari kalangan dunia usaha yang 

berpotensi mengalami kemunduran usaha, bahkan melakukan pemutusan 

hubungan kerja terhadap karyawannya. Dalam rangka merespon situasi 

tersebut pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah mengeluarkan Perpu 

No 5/2008 yang memperpanjangjangka waktu pelaksanaan ketentuan Pasa\ 

37A ayat (1) UU KUP dengan menetapkan bahwa wajib pajak yang 

menyampaikan pembetulan surat pemberitalman talmnan pajak penghasilan 

sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus 

dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lambat tanggal 28 

Februari 2009, dapat diberikan pengurangan atau penghapusan sanksi 

administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan tekurangan 

pembayaran pajak. Pertimbangan yang diambil pemerintah untuk 
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melakukan perpanJangan sunset policy sebagaimana dikemukakan oleh 

Karim adalah sebagai berikut: 

"Pertama, bank penerima pembayaran pada akhir tahun sangat 
sibuk tidak hanya pembayaran pajak sehingga banyak bank 
yang tidak bisa menerima pembayaran sarnpai akhir batas 
waktu. Kedua, basis data menjadi semakin baik" (wawancara 
tanggal 29 Mei 2009 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak Wajib Pajak Besar). 

Hal senada dikemukakan oleh Mulyani dalam dalam Rapat dengan 

Komisi XI DPR Rl tanggal 25 Februari 2008 mengatakan: 

"Dengan adanya krisis keuangan global yang melanda dunia 
yang juga berpengaruh pada perekonomian Indonesia, 
pemerintah harus mempunyai basis yang luas dan kuat di 
sektor penerimaan negara untuk. menjaga kestabilan ekonomi 
dan cenninan dari kedaulatan kemandirian ekonomi. Sektor 
perpajakan selama ini merupakan penyangga utama dari 
penerimaan negara sehingga penguatan dan perluasan basis 
data perpajakan merupakan suatu keharusan". 

Berdasarkan penjelasan di atas, diketahui bahwa dasar pemikiran 

pemerintah melakukan perpanjangan sunset policy adalah sebagai berikut: 

Pertama; besarnya antusiasme wajib pajak untuk: memanfaatkan sunset 

policy di akhir masa berlakunya akibat terlambatnya peraturan pelaksanaan 

menyebabkan bank atau kantor pas penerima pembayaran serta kantor 

pelayanan pajak tidak sanggup melayani dengan baik sehingga banyak 

wajib pajak di akhir masa berlakunya sunset policy tidak bisa 

memanfaatkannya. Kedua, adanya krisis keuangan global yang melanda 

dunia yang juga berpengaruh pacta perekonomian Indonesia, sehingga 

pemerintah harus mempunyai basis yang luas dan kuat di sektor penerimaan 

negara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Ketiga, sunset policy sangat 

efektifuntuk memperkuat basis perpajakan nasional. 

Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Anderson, sifat kebijakan 

yang baik adalah: Pertarna, adanya tuntutan-tuntutan kebijakan yang dibuat 

oleh swasta atau pemerintah yang ditujukan kepada pejabat-pejabat 
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pemerintah dalam suatu sistem politik. Tuntutan-tuntutan tersebut berupa 

desakan agar pejabat-pejabat pemerintah mengambil tindakan atau tidak 

mengambil lindakan mengenai berbagai kelompok dalam masyarakal dan 

mungkin berkisar antara desakan secara umum bahwa pemerintah harus 

berbuat sesuatu sarnpai usulan agar pernerintah mengarnbil tindakan tertenlu 

mengenai suatu persoalan. 

Desakan-desakan dari masyarakat rerutama dari kaJangan pengusaha 

yang meminta agar sunset policy diperpanjang merupakan s:alah satu faktor 

pemerintah mengambil keputusan melakukan perpanjangan sunset policy. 

Desakan ini juga dilatarbelakangf oleh terlambatnya penerbitan peraturan 

pelaksanaan yang menyebabkan hilangnya sebagian hak wajib pajak untuk 

memanfaal.k:an sunset policy. Besarnya antusiasme masyarakat dapat dilihat 

dari jumlah wajib pajak yang menyampaikan atau membetulkan surat 

pemberitahuan tahunan dalam rangkn sunset policy sampai dengan buJan 

Desember 2008 sebanyak 556,194 surat pemberilahuan dimana penerimaan 

sural pemberitahuan untuk bulan Desember saja sebanyak 508.465 surnt 

pemberitahuan. Kondisi tersebut menunjuk:kan bahwa jumlah surat 

pemberitabuan sunset pada bulan Desember 2008 mengalami lonjakan yang 

sangat fantastis dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. 

Kedua, keputusan kebijakan dan pemyalaan kebijakan sebagai 

keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mengesahkan atau 

memberi arab dan subtansi kepoda tindakan-tindakan kebijakan publik. 

Keputusan dan pemyataan kebijakan dalam hal ini termasuk undang-undang 

legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden. peraturan-peraturan 

administrntif dan pengadilan yang menunjukkan maksud dan tujuan 

pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapa:i tujuan-tujuan 

tersebut. 

Tunlutan masyarakat agar dilakukan perpanjangan sunset policy 

ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menerbitlran Perpu Nomor 5/2008 

pada tanggal31 Desember 2008, Menindaklanjuti ponerbitan Perpu tersebul 
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pemerintah me1akuk:an pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia dalam hal fraksi-fraksi di Komisi XI Dewan 

Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan. 

Persetujuan Perpu Nomor 5 Tahun 2008 oleh semua fTak:si di Komisi 

XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ditindaklanjuti oleh 

Dewan Perwakilan-Rakyat Republik Indonesia dengan mengeluarkan surat 

nomor LG.02.02/1522/DPR Rl!IIV2009 pada tanggal 5 Maret 2009 hal 

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap 

Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Perpu Nomor 5 Tahun 2008 

Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2983 

lentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang­

Undang, yang berisikan bahwa rancangan undang-undang ter~but telah 

mendapatkan persetujuan dalam Rapat Paripuma kc-22 Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia masa persidangan Ill tahun sidang 2008-2009 

pada tanggal3 Maret 2009 untuk disahkan menjadi Undang-Undang. 

Kebijakan dikeluarkannya Perpu Nornor 5 Tahun 2008 menunjukkan 

bahwa pemerintah dan DeWllil Perwakilan Rakyat tidak cennat dalam 

rneromuskan jangka waktu pelaksanaan sunset policy. Seialn itu kebijakan 

perpanjangan sunset policy juga mencerminkan tidak cermatnya pemerintah 

dalarn mengimplernentasikan Pasal 37A UU KUP karena terlambat dalarn 

menerbilkan aturan peJaksanaan. 

Ketiga, Hasil-hasil kebijakan yang merupakan perwujudan nyata dari 

suatu kebijakan. Berdasarkau Perpu Nomor 5 Talmn 2008. pemerintah 

memberikan perpanjangan waktu kepada wajib pajak untuk memanfaatkan 

sunset policy sampai dengan tanggal 28 Februari 2009 

Keempat, Dampak-dampek kebijakan, lebih merujuk pada akibat­

akibatnya pada masyarakat, blrik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang 

berasal dari tindakan atau. tidak adanya tindakan pemerintah. Dampak dari 

kebijakan sunset policy menyebabkan rnasyarakat yang pada saat akhir 

Desember 2008 tidak dapat mcmanfaatkan sunset policy karena 

Universitas I1~onesia 

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP UI, 2009



84 

membludaknya pennohonan permintaan nomor pokok wajib pajak, 

banyaknya pembayaran pajak baik di bank atau kanlor pos dan banyaknya 

wajib pajak yang menyarnpaikan sural pemberitahuannya ke Kmttor 

Pe!ayanan Pajak masih d.apat memanfaatkan sunset policy sampai denga.n 

tanggal 28 Februari 2009. 

Pasal37A UU KUP mengatur bahwa wajib pajakyang menyampaikan 

pembetulan sural pemberitahuan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 

2007 yang menunjukkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih 

besar dan melaporkan paling lama 31 Desember 2008, dapat diberikan 

pengurangan atau penghapusa.n sanksi administrasi berupa lmnga. Wajib 

pajak orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk 

memperoleh nomor pokok wajib pajak paling lama 31 Desember 2008 

diberikan penghapusan sank:si adminstrasi atas pajak yang tidak atau kurang 

dibayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh nomor pokok wajib pajak. 

Perpu Nomor 5/2008 mengatur mengenai perpanjangan sunset poUcy 

untuk wajib pajak yang menyampaikan pembetulan sural pemberitahuan 

tahunan pajak penghasilan sebelurn tahun pajak 2007 yang rnengakibatkan 

pajak yang masih harus dibayar rnenjadi lebih besar. Jangka •,;-aklu 

penyampaian pembetulan surat pcmberitahuan tahunan pajak penghasilan 

lersebut dilakukan paling lambat tanggal28 Februari 2009. 

Perpu Nomor 5/2008 tidak mengatur perpanjangan sumef policy unluk 

wajib pajak yang di akhir batas waktu berkeinginan untuk mendaftaikan diri 

namun tidak memperoleh nomor pokok wajib pajak karena berbagai hal 

termasuk ketidaksiapan aparat pajak ataupun infratruktur. Pada nipat antara 

Menteri Keuangan dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia, antusiame masyarakat untuk memperoleh namor pokok wajib 

pajak di tahun 2008 sangat tinggi juga rnenjadi alasan untuk me!akukan 

perpanjangan sunset policy namun pada kenyataannya perpanjangan waktu 

untuk memperoleh nomor polrok wajib pojak tidak termasuk dalam Perpu 

Nomor 5 TahWl 2008. Antusiasme masyarakat Wltuk memperoleh nomor 
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pokok wajib pajak dapat dillhat dari rata-rata pendaftaran nomor pokok 

wajib pajak baru selama bulan Januari hingga September 2008 yang llllnya 

berjumlah 4.747 per hari dan betjumlah 118.663 per bulllll. Jumlah 

pendaftar nomor pokok wajib pajak pada tanggal 31 Desember 2008 

mengalami peningkatan sangat tajam, yaitu lebih dari 3200 persen hingga 

mencapai 163.255 sehingga seiama Desember 2008 jumlah pendaftar nomor 

pokok wajib pajak telah mencapai 1.573.995. 

Perpanjangan pendaftaran untuk memperoleh nomor pokok wajib 

pajak hanya diatur lewat surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-11/PJ/2009 

tanggal 23 Januari 2009 yang menegaskan bahwa wajib pajak yang 

memperoleh nomor pokok wajib pajak dalam bulan Januari dan Februari 

2009 diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan sunsel policy sampai 

dengan tanggal 31 Maret 2009. Dengan demikian terdapat perbedaan 

pengaturan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan antara wajib 

pajak Iama dan wajib pajak baru. Sesuai dengan teori menurut Nugroho, 

Perpu tennasuk dalam kebijakan publik yang bersifat makro sedangkan 

surat Direktur Jenderal Pajak termasuk dalam kebijakan publik yang bersifat 

mikro dengan demikian terdapat perbedaan kekuatan hukum bagi wajib 

pajak lama dan wajib pajak baru. 

Terkait dengan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan sunset policy, 

anggota Komisi XJ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia1 Wibowo 

mengatakan bahwa perpanjangan sunset policy sangat diperiukan dengan 

aiasan: 

Pertam~ aturan peJaksanaannya telat sehingga wajib pajak tidak 
mengerti kebijakan sunset policy Kedua, sunset policy banyak 
menimbulkllll keraguan dikalangan wajib pajak sehingga banyak 
yang menganggap bahwa kebijakan tersebut merupakan suatu 
jebakan. Dengan diberikannya waktu yang lebih panjang 
diharapkan kekurangan-kekurnngan yang ada dapat diperbaikt 
Perpanjangan yang diberikan oleh pemerintah hendaknya jangan 
hanya dua bulan karena perpanjangUn sunset poltr:y sampai 
dengan tanggal 28 Februari 2009 sangat nanggung. Menurut 
pandangan mini Fraksi Partai Amanat Nasional waktu 
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pe!aksanaan sunset policy tidak akan cukup hanya beberapa 
bulan sehingga Fraksi Partai Amanat Nasional berpendapat 
setidaknya perlu waktu salu setengah tahun hingga akhtr 2009 
agar sunset policy secara signifikan dirasakan manfaatnya oleh 
wajib pajak" (wawancaro pada tanggal 6 Mei 2009 di Gedung 
DPRIMPR Rl), 

86 

Dalam pelaksanaannya, jangka waktu yang diberikan dalam 

perpanjangan sunset policy tersebut dirasa masih be\urn cukup mengingat 

terlambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan mengenai sunset policy. 

Menurut Karim pemilihanjangka waktu dua bulan dilakukan dengan alasan: 

"perpanjangan waktu dua bulan dianggap cukup karena pada saat 
bulan Desember wajib pajak yang memasukkan surat 
pemberitahuan sudah membludak dan agar tidak menumpuk di 
31 Maret karena pada tanggal tersebut merupakan saat terakhir 
wajib pajak orang pribadi memasukkan surat pemberitahuan" 
(wawancara tanggal 29 Mei 2009 di Kantor Wilayah Direktarat 
Jenrleral Pajak Wajib Pajak Besar), 

Hal senada juga dikemukakan oleh Mulyani dalam rape.t dengan 

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 2 Januari 

2009 yang mengatakan: 

'jangka waktu perpanjangan dua bulan sudal1 cukup bagi 
masyarakat untuk dapat mengumpulkan dokumen-dokumen yang 
diperluk:an terkait dengan pemanfaatan fasilita.s sunset policy 
sehingga aspek keadilan tetap dapat diberikan kepada seluruh 
wajib pajak yang ingin memanfaatkan kebijakan tersebuL Dari 
sisi pelayanan, baik o!eh Direktorat Jenderal Pajak maupun oleh 
bankfpos persepsi, jangka waktu perpanja.ngan tersebut 
menghlndarkan penumpukkan pclayanan karena pada bulan 
MYet 2009 merupakan batas waktu penyampaian surat 
pemberitahuan tahunan1

'. 

Meourut pemerintah pemberian perpanjangan dalam jangkawaktu dua 

bulan dimaksudkan untuk menghindari penumpukan pelayanan dibulan 

Maret 2009, Di~runping itu tambahan waktu dua bulau dimakaudkan untuk 

memberikan kesempatan yang lebih kepada masyarakat untuk melenglrapi 

dokurnen perpajakan dalam ranglra pelaksanoan sunset policy. Berheda 
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dengan pendapat dari wakil pernerintah, Mangkuprawira seorang akademisj 

perpajakan mempunyai pendapat sendiri mengenai jangka waktu 

perpanjangan sunset policy yang mengatakan: 

Wajib pajak telah kehilangan waktu dari Januari 2008 sampai 
dengan Juni 2008 karena menunggu peraturan. ketentuan 
sunset policy dari Januari 200& sampai dengan bulan Desember 
2008 menghasilkan hal yang positif. Banyak wajib pajak yang 
mendaftarkan diri, penerimaan pajak yang meningkat. Jadi 
karena keadaan keuangan negara yang dalarn keadaan sulit 
sunset policy diperluas .. Tapi kalau diperpanjang kenapa hanya 
sampai 28 Februari. Harusnya paling tidak setabun lagi alau 6 
bulan" (wawancara tanggal 14 Mei 2009 di Departemen 
Keuangan Gedung D lantai M ). 

Menurot James: •• An amnesty can be a one-time grace periode of a 

pre-determined lenght, typically from two months up to a year in duration". 

Pada intinya batas waktu pelaksanaan pengampunan pajak, dapat dilakukan 

satu kali perpanjangan waktu dalam jangka waktu dua bulan sarnpai dengan 

satu tahun, Dengan demikian perpanjangan jangka waktu sunset policy yang 

diberikan pemerintah dengan memberi tarnbahan waktu dua bulan termasuk 

dalam lingkup perpanjangan sunset s:esuai dengan teori yang ada. 

Meskipun jangka waktu perpanjangan sunset policy telah sesuai 

dengan teori menurut James, namun karena peraturan pelaksanaan yang 

jelas terlarnbat diterbitkan pemerintab, yaitu baru enarn bulan setelllh 

berlakunya sunset policy dan terlambatnya sosialisasi yang dilakukan 

pemerintah menyebabkan pelaksanaan sunset policy tidak berjalan dengan 

maksirnal karena walctu pelaksanaan sunset policy yang seharusnya 

berlangsung secara efektif selama dua belas bulan, hanya berlaku efektif 

selama enam bulan. Perpanjangan jangka waktu sunset poiicy bendaknya 

diberikan srunpai dengan dengan akhir bulan J uni 2009 sehingga tidak ada 

hak wajib pajak yang hilang akibat ter!ambatnya penerbitan peraturan 

pelaksanaan dan sosialisasi sunset policy. 
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Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nornor 80 Tahun 

2007 tangga! 28 Desembcr 2007 tentang Tata Cara Pe!aksanaan Hak dan 

Kewajiban Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nornor 6 Talmo 1983 

Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah 

Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2007 (se!anjutnya disebut PP-80/2007), bagi wajib pajak orang pribadi yang 

secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib 

pajak da!am tahun 2008 dan menyampaikan sura! pemberitahuan talluoan 

untuk tahun pajak 2007 dan sebe!umnya paling !ambat pada tanggal 31 

Maret 2009 diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas 

pajak yang tidak atau kurang dibayar. Sedangkan bcrdasarkan Perpu Nomor 

5 Tahun 2008 perpanjangan jangka waktu bagi wajib pajak lama ada!ah 

sampai dengan tangga! 28 Februari 2009. Dengan demikian terdapat 

perbedaan jangka waktu pelaksanaan sunset policy bagi wajib pajak lama 

dan wajib pajak baru. Penetapan batas waktu pe!aksanaan bagi wajib pajak 

baru sampai dengan 31 Maret 2009, Petrus sebagai salah satu tim 

Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 

berpendapat: 

"Bila wajib pajak mempunyai nomor pokok wajib pajak pada 
saat 31 Desember 2008, belum tentu mereka dapat langsung 
mengisi surat pemberitahuan. Oleh karena itu kepada wajib pajak 
diberlkan waktu satu bulan untuk belajar. satu bulan untuk 
mengisi, dan satu bulan untuk membayar. Jadi hanya alasan 
praktis saja, Tidak dimasukkan dalam UU KUP karena Dewan 
Perwakilan Rakyat hanya mengingiakan adanya Pasal 2 tapi 
tidak memikirkan pelaksanaannya. Sehingga supaya tidak terjadi 
kerusuhan di masyarakat dibuat suatu aturan pelaksanaan yang 
masuk aka!. Seperti ba!nya surat pemberitabuan tahunan yang 
selesai bulan Desember, diperbolehkan mernasukkan sampai 
dengan bulan Maret tahun berikutnya. ltu salah satu pemikiran 
untuk memberikan kepraktisan dalarn pelaksanaan undang­
undang" (wawancara tanggal 18 Mei 2009 di Pusat Pengolahan 
Data dan Dokumen Perpajakajl). 

Universitas Indonesia 

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP UI, 2009



89 

Hal senada mengenai pemilihan jangka waktu sampai dengan 3l 

Maret 2009 juga dikemukakan oleh Karim yang mengatakan: 

"Pada Pasal 37 A ayat (2) UU KUP tidak diatur mengenai batas 
waktu penyampaian surat pemberitahuan, yang diatur hanya saat 
perolehan nomor pokok wajib pajak. Oleh karena itu dalam PP-
8012007 diatur batas waktu penyampailln surat pemberitahuan. 
Karena wajib pajak orang pribadi maka batas waktunya 
disamakan dengan batas waktu penyampaian surat 
pernberitahuan tahunan tanggal 31 Maret 2009. Bila wajib pajak 
memperoleh nomor pokok wajib pajak pada tanggal 31 
Desember 2008 pukul 23.45 lewat e-registration maka yang 
bersangkutan tetap mempunyai hak untuk menyarnpaikan sural 
pemberltahuan. Keiinginan untuk menyarnpaikan surat 
pemberitahuan pada tanggal tersebut sudah tidak bisa karena 
kantor pajak sudah tutup. Atas. dasar pertimbangan tersehut 
pemerintah memberikan waktu tiga bulan1

' (wawancara tanggal 
29 Mel 2009 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib 
Pajak Besar). 

Wajlb pajak baru diberikan kesempatan untuk memanfaatkan sunset 

policy dalam rangka pelaksanaan self assessment sampai dengan tanggal 31 

Maret 2009. Pembatasan waktu pelaksanaan sunset policy bagi wajib pajak 

baru sampai dengan tanggal 31 Maret 2009 disamakan dengan batas waktu 

pela.poran surat pemberltahuan tahunan orang pribadi secant umum. 

Mengenai perbadaan jangka waktu pelaksanaan bagi wajib pajak lama dan 

wajib pajak baru Gonadi seorang akadamisi berpendapat; 

Hperbedaan diberlkan dalam pengertian untuk memberikan 
kesempatan lebih yang lama bagi wajib pajak baru untak lebih 
mengenalr rnemahami, mendalanii, dan pengambil keputusan 
untuk melakukan sunset policy atau tidak. Sedangkan begi 
wajib pajak lama, seharusnya mereka sudah lebih mengetahui" 
(wawancara tanggal6 Mei 200 di Gadung PPATK). 

Pemberian jangka waktu sarnpai dengan 31 Maret 2009 dimaksudkan 

untuk memberikan kesempatan yang lebih lama bagi wajib pajak baru untuk 

Iebih mengenal, dan memahami peraturan perpajakan khususnya sunset 

policy. Kedua, pemberian jangka waktu dua bulan bagi wajib pajak lama 

Universitas Indonesia 

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP UI, 2009



90 

dimaksudkan untuk menghindari penumpukan pelayanan di bulan Maret 

2009 karena di bulan tersebut terdapat penerimaan surat pemberitahuan 

tahunan pajak penghasilan orang pribadi. Selain itu pemberian jangka waktu 

dua bulan dianggap cukup untuk memberi kesempatan yang lebih kepada 

masyarakat untuk melengkapi dokumen perpajakan dalam rangka 

pelaksanaan sunset policy. 

4.2.2.Analisis Hasil Pelaksanaan Sunset Policy 

Terkait dengan basil pelaksanan sunset policy, Karim pada wawancara 

tanggal 29 Mei 2009 di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak 

Besar mengatakan bahwa harapan pemerintah terhadap kebijakan 

perpanjangaan sunset policy telah terpenuhi dengan meningkatnya permohonan 

nomor pokok wajib pajak. Di sisi lain Petrus yang juga mewakili Direktorat 

Jenderal Pajak menilai bahwa "keberbasilan atau tidakn~·a pelaksanaan sunset 

policy hanya dapat dilibat oleh pihak luar" (wawancara tanggal 18 Mei 2009 di 

Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan). Wibowo sebagai salah satu 

wakil rakyat berpendapat bahwa "perpanjangan sunset policy kurang berjalan 

maksimal karena basil yang masuk masih sedikit dan banya menambah sedikit 

jumlah wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy" (wawancara tanggal 6 

Mei 2009 di Gedung MPR/DPR Rl). 

Menanggapi pemyataan-pemyataan tersebut, perlu dilakukan analisis 

realisasi basil pelaksanan perpanjangan sunset policy berdasarkan indikator 

keberhasilan sunset policy, yaitu penerimaan pajak, jumlah wajib pajak yang 

mernanfaatkan sunset policy, dan penambahanjumlah wajib pajak baru. 

4.2.2.1 Analisis basil penerimaan pajak. 

Analisis basil penerimaan pajak dilakukan untuk rnengetahui kontribusi 

penerirnaan dari sunset policy pada saat sebelum dan sesudah perpanjangan 

waktu pelaksanaan sunset policy dan kontribusi sunset policy terhadap 

penerimaan pajak. Berikut ini disarnpaikan data penerimaan sunset policy untuk 

periode sebelum perpanjangan waktu sunset policy, yaitu sejak tanggal 1 

Universitas Indonesia 

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP UI, 2009



91 

Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dan setelah perpanjar~gan waktu 

sunset policy, yaitu sejak l Januari 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 

2009 untuk wajib pajak badan dan sejak tanggal I Januari 2009 sampai dengan 

tanggal 31 Maret 2009 untuk wajib pajak orang prihadi. 

Tabel4.1 
Penerimaan Sunset Policy 

Sebelum dan Sesudah Perpanjangan Waktu 

Sumber : Dlrektorat Jenderal Pajak 

' ' 

Berdasarkan data tabel4.1, penerirnaan sunset policy dari wajib pajak badan 

untuk periode sebelum perpanjangan waktu sunset policy, yaitu tanggal I Januari 

2008 sampai dengan tanggal31 Desember 2008 sebesar Rp. 4.349.997 juta atau 

sebesur 78,25% dari seluruh total penerirnaan sunset pada periode tersebut. 

Jum1ah penerimaan sunset policy dari wajib pajak orang pribadi pada pedode 

yang sama sebesar Rp. 1.209.130 juta atau sebesar 21,75% dari seluruh total 

penerltnaan sunset. Secara keselutuhan total penerimaan sunset policy untuk: 

periode sebelum perpanjangan waktu sunset policy sebesar Rp. 5.559.127 juta. 

Target penerimaan Direktorat Jenderal Pajak Dalam APBN-P 2008 sebesar 

Rp. 534,53 trilyun sedangkan realisasinya sebesar Rp. 571,1 trilyun sehingga 

terdapat suplus sebesar Rp, 36,57 trilyun.. Penerimaan pajak dari sunset policy 

pada tahun 2008 telah memberikan kontribusi sebesar 15,2% terhadap surplus 
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penerimaan tahun 200&. Berdasarkan perbandingan antara penerimaan dari sunset 

policy dengan target APBN-P 2008 diketahui bahwa sunset policy di tahun 2008 

memberikan kontribusi penerimaan sebesar 1,04% dari target. 

Penerimaan sunset policy dad wajib pajak badan sesudah adanya 

perpanjangan waktu sunset policy, yaitu Wltuk periode 1 Januari 2008 sampai 

dengan 28 Februari 2009 sebesar Rp. 1.050.!03 juta atau sebesar 53,38% dari 

seluruh total penerimaan sunset pada periode tersebut Jumlah penerimaan sunset 

policy dari wajib pajak orang pribadi pada periode I Januari 2009 sampai deogan 

tanggal 31 Maret 2009 sebesar Rp. 917.046 juta atau sebesar 46,62% dari selurub. 

total penerimaan sunset. Secara keseluruhan total penerimaan sunset poliLy 

sebesar Rp. 1.967.149 juta. 

Berdasarkan perbandingan antara penerimaan pajak dari sunset policy pada 

tahun 2009 dengan target penerimaan Direktorat Jenderal Pajak dalam APBN 

2009 sebesar Rp. 587,8 trilyun diketahui bahwa penerimaan pajak dari sunset 

policy di tahun 2009 menyumbang sebesar 0,33% dari target penerimaan tahun 

2009. Secara keseluruhan penerimaan sunset policy untuk periode sesudah 

perpanjangan waktu mengalami penurunan dibandingkan dengan penerimaan 

sunset sebelum perpanjangan waktu atau hanya sebesar 35% dari penerimaan 

periode I Jenuari 2008 sampai dengan 31 Desember 2009. 

Berdasarkan perbandingan antara jumlah penerimaan dengan periode waktu 

pencapaian, hasil penerimaan di tahun 2009 lebih baik dibandingkan dengan 

penerimaan di tahun 2008 karena jumlah sebesar Rp. 1.967.149 juta dicapai 

dalarn jangka waktu dua bulan untuk wajib pajak badan dan tiga bulan untuk 

wajib pajak orang pribadL Dilihat dari total penerimaan hasH pelaksanaan sunset 

policy sejak tanggel 1 Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Maret 2009, sunset 

policy telah memberikan kon!ribusi penerimaan sebesar Rp. 7526.276 juta, 

Sesuai teori yang dikemukakan oleh Fritz Neuwrnak, sistem perpajakan 

nasional seharusnya dapat menjamln penerimaan negara untuk membiayai semua 

pengeluaran dan harus bersifat lleksibel untuk menghasilkan penenmaan 

tambahan bagi negara. Hasil dari sunset policy terhadap target penenmaan 
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Direktorat Jenderal Pajak tidak terlalu besar, namun dHihat dari nilai nominal 

yang diperoleh penerimaan tersebut rnenunjukkan hasil yang cukup memuaskan. 

4.2.2.2 Ana!isis jwnlah wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy. 

AnalJsis jumlah wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy dilakukan 

untuk mengetahui seberapa besar antusiasme rnasyarakat untuk memanfaatkan 

sunset policy balk pada saat sebelum dan sesudah perpanjangan waktu 

pelaksanaan. Ber!kut ini disampaikan data wajib pajak yang memanfaatkan sunseJ 

policy untuk periode sebelum perpanjangan sunset policy, yaitu sejak tanggal 1 

Januari 2008 sampai dengan 31 Desember 2008 dan sesudah pel])anjangon sunsel 

policy, yaitu sejak l Januari 2009 sarupai dengan tanggal 28 Februari 2009 untuk 

wajib pajak badan dan sejak tanggal l Januari 2009 sampai dengan tanggal J 1 

Maret 2009 untuk wajib pajak orang pribadi. 

Tabel4.2 
Wajib Pajak yang Memanfaatkan Sunset Policy 

Sebelum dan Sesudah Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Sunset Policy 

P~r.~•nl<U; 

Kc...at.W 
Pm-

Berdasarkan data tabel 4.2 jum!ah wajib pajak badan yang memanfaatkan 

sunset policy sebelum perpanjangan waktu sunset policy, yaitu sejak tanggal 1 

Jannari 2008 sarnpai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebanyak 28.069 wajib 

pajak atau sebesar 17,05% dari seluruh wajib pajak yang memanfaatkan sunset 

policy. Jum!ah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan sunset policy untuk 
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periode yang sama sebanyak 136.595 wajib pajak atau sebesar 82.95% dari 

seluruh waj ib pajak yang memanfaatkan sunset policy. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa jumlah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatkan sunset 

policy lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak badan yang memanf•atkan 

sunset policy sebelum. periode perpanjangan waktu pelaksanaan sunset policy 

Dilihat dari perbandingan antara jumlah wajib pajak badan yang 

memanfaatkan perpanjangan sunset policy dengan jumlah wajib pajak badan 

terdaftar selama periode sebelum perpanjangan waktu sunset policy, diketahui 

bahwa jumlah wajib pajak badan yang memanfaatkan sunset policy sebesar 2,09% 

dari jumlah wajib pajak badan !erdaftar. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang 

rnemanfaatkan sunset policy selama peri ode yang sam a sebesar 1,31% dari jumlah 

wajib pajak orang pribadi terdaftar. 

Jumlah wajib pajak badan yang memanfaatkan sunset policy selama periode 

1 Januari 2009 sampai dengan 28 Februari 2009 sebanyak 25.032 wajib pajak 

atau sebesar I 1,59% dari seluruh wajib paja.k yang memanfaatkan sunset policy. 

Jumlah wajib pajak orang pribadi yang memanfaalkan sunset policy se!ama 

periode I Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009 sebanyak 190.862 wajib 

pajak atau sebesar 88A I% dari seh.truh wajib pajak yang memanfaatkan sunset 

policy, Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa selama periode setelah 

perpanjangan waktu pelaksanaan sunset policy jumlah wajib pajak orang pribadi 

yang mernanfaatkan sunset policy lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak 

badan yang memanfaatk:an sunset policy. 

Dilihat dari perbandingan an!arn jumlah wajib pajak badan yang 

memanfaatkan perpanjangan sunset policy selama periode l Januari 2009 sampai 

dengan 28 Februari 2009 dengan jumlah wajib pajak badan !erdaftar, diketahui 

bahwa jumlah wajib pajak badan yang memanfaatkan sunset poli"y sebesar 1 ,87% 

dari jumlah wajib pajak badan terdaftar. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang 

memanfaatkan sunset policy selama periode 1 Januari 2009 sampai dengan 31 

Maret 2009 sebesar 1,5 2% darijumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar. 
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Berdasarkan perbandingan antara wajib pajak yang memanfaatkan sunset 

policy peri ode sebelum dan sesudah perpanjangan sunset policy diketahui bahwa 

jumlah wajib pajak badan yru>g memanfaatkan sunset policy sesudah adllnya 

perpanjangan waktu sunset policy mengalami penurunan sebesar 0,23% 

sedangkan jumlah wajib pajak orang pribadi yang memanfaatk:m sunset policy 

mengalaml kenaikan sebesar 0,21%. Secara keseluruhan jumlah wajlb pajak 

terdaftar yang meman:faatkan sunset policy mengalami kenaikan sebesar 0,16%. 

Hal ini menunjakkan bahwa perpanjangan sunset policy be~alan baik dan cukup 

berhasil karena terjadi peningkatan jumlah wajib pajak yang memanfaatkan 

sunset policy tersebut Sesuai dengan teori yang dikemukakan Carlos A. Silvani 

administrasi pajak dikatakan efektif bila mampu mengatasi masalah wajib pajak 

yang tidak menyampaikan surat pemberitahuan. 

Dalam rangk:a pembinaan dan pengawasan 1ebih lanjut dad haslt 

pelaksanaan sunset policy perlu diketahui sektor usaha.-sektor usaha yang 

memanfaatkan sunset policy. Berikut ini disampaikan data wajib pajak yang 

memanfaatkan sunset policy selama periode sebelum adanya perpanjangan wa.lctu 

pelaksanaan sunset policy berdasarkan sektor usaha; 
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Tabel4.3 
Wajib Pajak yang Memanfaatkan Sunset Policy 

Sebelum Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Sunset Policy 
Berdasarkan Sektor Usaha 

" " 
).483 402 

; 
, serta Bllmlg-brow!g K<f'(riU~t~ llfr!ll 63,902 

"' 2,.082 

1,667 ),458 

1,020 427 

2,718 6,044 

" 6,739 

lOS 198 

. )7J 2,443 

446 16,41) 

28,069 

96 

54 

J,SS5 

76,93) 

'"'" 
5,!15 

1,447 

8,76:t 

6,761 

"' 
2,8!6 

!6,SS9 

Berdasarkan data di atas, jumlab wajib pajak badan yang paling banyak 

memanfaatkan sunset policy selama periode sebeium perpanjangan waktu 

pelaksanaan sunset policy adalah wajib pajak yang bergerak dalam bid:mg usaba 

perdagangan besar dan eceran~ reparasi mobil. sepeda motor serta barang-barang 

keperluan pribadi dan rumah tangga sebanyak 13.081 wajib pajak, diikuti oleh 
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wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha industri pengolahan sebanyak 

3.942 wajib pajak dan wajib pajak yang bergerak dakun bidang usaha konstruksi 

sebanyak 3.483 wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi yang paling banyak 

memanfaatkan s!lnset policy adalah wajib pajak yang bergerak dalam bidang 

usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor serta barang­

barang keperluan pribadi dan rumah tangga sebanyak 63.902 wajib pajak, diikuti 

oleh wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha jasa perorangan sebanyak 

25.907 wajib pajak dan wajib pajak yang bergerak dalam bidang usaha jasa 

kemasyarakatan sosial dan kegiatan lainnya sebanyak 16.413 wajib paj~k, Secara 

keseluruhan, wajib pajak yang paling banyak memanfaatkan sunset policy adalah 

wajib pajak perdagangan besar dan ecer~ reparaSi mobil. sepeda motor serta 

barang-barang keperluan pribadi dan rumah tangga sebanyak 76,983 wajib pajak, 

diikuti oleh wajib pajak yang bergerak dalam jasa perorangan sebanyak 25.907 

wajib pajak, dan wajib pajak yang bergerak dalam bidang jasa kemasyarakatan 

sosial, dan kegiatan lainnya sebanyak 16,859 wajib pajak. 

Hal ini menunjukkau bahwa selama ini banyak wajib pajak perdagangan 

besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor serta barang-barang keperluan 

pribadi dan rumah tangga khususnya bagi wajib pajak badan pedagang besar 

lainnya dan wajib pajak orang pribadi pedagang eceran khusus komoditi 

makanan, rninuman atau ternbakau, wajib pajak jasa perorangan k:hususnya 

pegawai swasta, dan wajib pajak yang bergerak dalam bidang jasa 

kemasyarakatan, sosial dan kegiatan lainnya khususnya wajib pajak orang pribadi 

jasa perorangan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain yang cukup 

berpotensi namun kurang terpantau oieh Direktorat Jenderal Pajak. Kurangnya 

pegawasan Direktorat Jenderal Pajak terhadap wajib pajak~wajib pajak tersebut di 

atas, disebabkan jwnlah mereka yang sangat banyak dan sulit diketahui 

keberadaannya1 sehingga banyak dari mereka yang tidak melaksanakan 

pemenuhan kewajiban perpajakan secara benar. Deugau adanya momentum 

sunset policy dan untuk menghindari pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak, 

mereka ikut memanfaatkan fasilitas sunset policy tersebut Berikut ini 
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disampaikan data wajib pajak yang memanfaatkan sunset palicy selarna periode 

setelah adanya perpanjangan waktu sunset policy berdasarkan sektor usaha: 

Tabel4.4 

Wajib Pajak yang Memanfaatkan Sunset Polfcy 
Sesudah Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Sunset Policy 

Berdasarkrul Sektor Usaha 

" 
1,376 

KegildJ!n laimyli 640 

Ktgiabm Snsit.il "'' 2)151 

"' lll 

53,4{)6 

2,491 

" 
Akomcdusi dan Pt:ny¢dirum Makun MimJitl "' 2,601 

'" '"'' 
Besur dan B:tron; 

Kepertuan Prib.udi d;)JI Ll,6!! 75,116 

74 "' 
Penggalie "' 

P.::rburutUJ dan K<::hutanan '" 1.m: 

Pl!r.'lo;:'MIAA, dan Jasu Peru.~i!.harul 2,632 6,869 

.Komunllmsi 1,645 4,460 

r"'' ,...,, 1'.111',862 

3,185 

694 

53,400 

2,693 

69 

J,!OO 

2,534 

86.727 

481 

"' 
1.610 

9,501 

6,l05 

l!S,39~ 
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Berdasarkan data tabel 4.4 jumlah wajib pajak badan paling banyak 

memanfaatkan sunset policy untuk periode sesudah perpanjangan waktu 

pelaksanaan sunset policy adalah wajib pajak yang bergerak dalam bidang 

perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor serta barang-barang 

keperluan pribadi dan rumah tangga sebanyak 11.61 i wajib pajak, diikuti dengan 

wajib pajak yang bergerak dalam bidang industri pengolahan seban)"dk 3.376 

wajib pajak, dan wajib pajak yang bergerak real estate, usaha persewaan danjasa 

perusahaan sebanyak 2.632 wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi yang paling 

banyak memanfaatkan sunset policy adalah wajib pajak yang bergerak dalam 

bidang perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, sepeda motor serta barang­

barang keperluan pribadi dan rumah tangga sebanyak Rp. 75.116 wajib pajak, 

diikuti oleh wajib pajak jasa perorangan sebanyak Rp. 53.406 wajib pajak, dan 

wajib pajak yang bergerak dalam bidang jasa kemasyanakatan, sosial, dan 

kegiatan lainnya sebanyak 23.846 wajib pajak. Secara keseluruhan, wajib pajak 

yang paling banyak memanfaatkansunset policy adalah wajib pajak perdagangan 

besar dan eceran) reparasi mobil, sepeda motor serta barang~barang keperluan 

pribadi dan rumah tangga sebanyak 86.727 wajib pajak, diikuti oleh wajib pajak 

yang bergerak dalam jasa pernrangan sebanyak 53.406 wajib pajak, dan wajib 

pajak yang bergerak dalam bidang j8:sa kemasyarakatan sosial) dan kegiatan 

lainnya sebanyak 24.486 wajib pajak. 

Seperti halnya wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy pada pariode 

sebelum adanya perpanjangan waktu wnset policy, dilihat dari sektor usaha wajib 

pajak yang paling banyak memanfaatkan sunset policy pada periode sesudah 

perpanjangan waktu sunse/ policy adalah wajib pajak yang bergerak di sektor 

usaha pedagang besar dan eceran, jasa perorangan, dan jasa kernasyarakata.n, 

sosial dan kegiatan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa selama ini banyak 

potensi pajak dari sektor tersebut yang belum tergali oleh Direktorat Jenderal 

Pajak. Hal ini disebabkan kurangnya pegawasan Direktorat Jenderal Pajak 

terhadap wajib p'1]ak-wajib pajak tersebut di atas akibat banyaknya jumlah wajib 

pajak yang bergerak dalam sektor tersebut dan sulit diketahui keberadaannya, 
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sehingga banyak dari mereka yang tidak rnernanfaatkan pemenuban kewajiban 

perpajakan secara benar. Dengan adanya momentum sunset policy dan untuk 

menghindari pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak, mereka ikut 

mcmanfaatk:an fasilitas sunset policy tersebut. 

4.2.2.3. Analisis pemunbahan jumlah wajib pajak baru 

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak jumlah wajib pajak barn 

orang pribadi yang mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib 

pajak periode I Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 adalah sebagai 

berikut: 

Tabe! 4.5 
Wajib Pajak Orang Pribadi Barn 

Wajh Pajak Jumlab W.ojib l\mamtmfun Wnjib Pma~W11jib Tolal PeMmbahan Total Wajib ~"band~fl 
Pajak.u!Jl J>tljal: pad'a tahggll I Pajak pada !lli1Q;al 1 Wajib Po!jal: f';ljakOr.ms Jumlab Waj1b 

De5cmbe:r 2007 J;mmi 200! s.d 31 Jruruari 2009 sampai f>eriode 1 Januan Pribadi To:NaOa Pajek BBN Periode 
Descmbc:r 200Ii dcng:m m~l 28 2008 s.d 2& Scbdumdan 

Ftl:r.;ari 2009 Febtuari 2009 Sesudeb 
Pcrpan}ru>tan 
Waktu S~~m<'t 

Pa!ir:y 

J 2 ' 4 5={3+4) 6=(2+5} 7 "'(4:3} 

Onuq; Pribudi 6.717,731 3,12S)!S7 2,097.639 5):123.494 !2,54!,227 56.3{1% 
' ' Sumber. Direktorat Jenderal Pajak 

Berdasarkan data di atas jumlah wajib pajak baru orang pribadi yang 

mendaftarkan diri untuk mempero!eh nomor pokok wajib pajak mu!ai ianggal I 

Januari 2008 sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 sebanyak 3.725.857 wajib 

pajak, sedangkan jurnlah wajib pajak baru orang pribadi yang mendaftarkan diri 

untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak mu!ai tangga! I Januari 2009 sampai 

dengan 28 Februari 2009 atau sejak ber!akunya perpanjangan sumet policy sebanyak 

2.097.639 wajib pajak. Dengan demikian terdapat penambahan jumlah wajib pajak 

periode I Januari 2008 sampai dengan tangga! 28 Februari 2009 sebanyak 5.823.496 

wajib pajak. 
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Jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftaxkan diri untuk memperoleh 

nomor pokok wajib pajak pada tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 28 Februari 

2009 atau setelahdikeluarkannya Perpu Nomor 5 Tahun 2008 adalah sebesar 56,30% 

dibandingkan dengan jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri untuk 

memperoleh nomor pokok wajib pajak :se!ama periode I Januari 2008 sampai denga:n 

31 Desember 2008. Hal ini menunjukkan bahwa pada saat berlakunya perpanjangan 

sunset policy antusiasme masyarakat dalam memperoleh nomor pokok wajib pajak: 

masih cukup tinggi karena lumya dalam jangka waktu dua bulan penambahan jumlah 

wajib pajak baru Ielah melebihi 50% dari penambahan jumlah wajib pajak di tahun 

2008. 

Berdasarkan data di atas, terjadi penambahan jumlah wajib pajak orang prlbadi 

baru sehubungan dengan pelaksanaan sunset policy. Hal ini sesuai teori menurut 

Carlos A. Silvani yang mengatakan bahwa administrasi pajak sebagai suatu sistem 

perpajakan dikatakan efektif hila mampu mengatasi masalah wajib pajak yang tidak 

terdaftar. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak jumlah wajib pajak orang 

pribadi yang memanfaatkan sunset policy hanya sebanya.k 190.862 wajib pajak atau 

sebesar 1,52% dari jumlah wajib pajak terdaftar. Hal ini menuojukkan terdapat alasan 

lain yang memotivasi wajib pajak melakukan pendaftaran memperoJeh nom or pokok 

wajib pajak selain Jngin memanfaatkan sunset policy. Alasan lain tersebut adalah 

adanya perbedaan pengenaan tarif yang Iobin linggi bagi wajib pajnk yang tidak 

memiliki nomor pokok wajib pajak dibandingkan dengan wajib pajak yang merniliki 

nomor pokok wajib pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pajak 

Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang­

Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, dan adanya aturan bebas 

fiskal luar bagi wajib pajak yang memiliki nomor pokok wajib pajak yang ingin 

bertolak ke luar negeri sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur JenderaJ Pajak 

Nomor Per-53/PJ/2008 tentang Tata Cara Pembayru:an, Pengecualian Pembayaran 

dan Pengelolaan Administrasi Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi 
. 

Dalam Negeri Yang Akan Bertolnk ke Luar Negeri. Sedikitnya jumlah wajib pajak 

baru yang memanlliatkan sunset policy juga disebabkan tidak semua wajib pajak baru 
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memilikf penghasilan lain yang bel urn dipotong pajaknya~ misa(nya wajib pajak yang 

hanya memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja sehingga pajaknya teJah 

dipotong oleh pemberi kerja. 
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BAB5 

SIMP ULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan basil pembahasan sebelumnya dapat ditarik simpuJan sebagai 

berikut: 

L Dasar pemlkiran pemerintah me[akukan perpanJangan sunset policy adalah: 

Pertama; besamya antusiasme wajib pajak untuk memanfaatkan sunset policy di 

akhir masa beriakunya akibat terlambatnya penerbitan peraturan pelaksanaan 

yang menye?abkan bank atau kantor pas penerima pembayaran serta kantor 

pelayanan pajak tidak sanggup melayani dengan baik sehingga banyak wajib 

pajak di akhir musa berlakunya sunset policy tidak bisa memanfaatkannya. Kedua, 

adanya krisis keuangan global yang melanda dunia yang juga berpengaruh pada 

perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah harus mempunyai basis yang luas 

dan k--uat di sektor penerimaan negara untuk menjaga kestabilan ekonomi. Ketiga) 

sunset policy sangat efekti f untuk memperkuat basis perpajakan nasionaL 

Pembedan perpanjangan waktu pelak:sanaan sunset policy selama dua bulan wajib 

pajak lama dimaksudkan untuk rnenghlndari penumpukan pelayanan di bulan 

Maret 2009 karena di bulan tersebut terdapat penerimaan surat pemberitahuan 

tahunan pajak penghasitan orang pribadi. Hal lain yang menjadi alasan pemberian 

jangka waktu dua bulan adalah untuk memberi kesempatan yang lebih kepada 

masyarakat untuk melengkapi dokumen perpajakan dalam rangka pelaksaaaan 

sunset policy. Jangka waktu pelaksanaan sunset policy bagi wajib pajak barn 

sampai dengan 31 Maret 2009 atau lebih lama satu -bulan dari jangka waktu 

pelaksanaan sunset policy bagi wajib pajak lama dimaksudkan untuk memberikan 

kesempatan yang lebih lama bagi wajib pajak baru untuk lebih mengenal, dan 

memaharni peraturan perpajakan khususnya sunset policy. 

2. S.unset Policy memberikan hasil yang cukup baik dalam menambah penerimaan 

negara dari sektor pajak dan eukup berhasil dalam menambah jwnlah wajib pajak 

terdaftar. Berdasarkan perbandingan antara jumlah wajib pajak yang melakukan 
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sunset policy dengan jumlah wajib pajak terdaftar diketahui bahwa untuk periode 

sebelum berlakunya perpanjangan sunset policy jumlah wajib pajak yang 

melakukan sunset policy sebesar 1,40% dari jumlah wajib pajak terdaftar 

sedangkan untuk periode sesudah berlakunya perpanjangan sunset policy 

menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy 

sebesar 1,56% dari jumlah wajib pajak terdaftar. Hal ini menunjukkan bahwa 

jumlah wajib pajak yang memanfaatkan sunset policy sesudah adanya 

perpanjangan sunset policy lebih banyak dibandingkan dengan wajib pajak yang 

memanfaatkan sunset policy sebelum adanya perpanjangan sunset policy. 

5.2.SARAN 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pelaksanaan 

perpanjangan sunset policy adalah sebagai berikut: 

1. Pemerintah hendaknya lebih cermat dalam memperhitungkan waktu pelaksanaan 

suatu kebijakan sehingga tidak ada kebijakan perpanjangan yang dapat 

menimbulkan polemik di masyarakat. Suatu peraturan pelaksanaan perpajakan 

sebaiknya diterbitkan secepat rnungkin setelah kebijakan berlaku agar tidak 

menimbulkan kebingungan dan keragu-raguan bagi wajib pajak. Dalarn hal 

melakukan perpanjangan suatu kebijakan, hendaknya pemerintah memberikan 

waktu perpanJangan yang cukup bagi wajib pajak. dengan memperhitungkan 

waktu yang selama ini hilang akibat terlambatnya penerbitan ketentuan 

pelaksanaan dan terlambatnya sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak.. 

2. Direktorat Jenderal Pajak hendaknya mefakukan pengawasan lebih ketat bagi 

wajib pajak yang tidak memanfaatkan sunset policy dibandingkan dengan wajib 

pajak yang melakukan sunset policy. Pengawasan dapat dilakukan melalui 

penelitian adrninistrasi misalnya analisa profile wajib pajak, melakukan 

perbandingan dalam rangka penentuan penghasilan kena pajak berdasarkan sektor 

usaha, wilayah dan sebagainya. 
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Pedoman Wawancnra dengan Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 
Drs. Riza Noor Karim, MBA, Ak 

1. Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakan sunset policy di Indonesia? 

2. Berdasarkan Pasal 37 A UU KUP, Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan 
Sural Pemberitahuan Tabunan Pajak Penghasilan sebelum Tabun Pajak 2007, 
yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan 
dilaknkan paling lama dalarn jangka waktu I (satu) tahnn setelah 
berlakunya Undang-undang uu, dapat diberikan pengurangan atau 
pengbapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan 
kekurangan pembayard.ll pajak yang ketentuannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan bagi Wajib Pajak 
orang pribadi yang secara suk:arela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor 
Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang­
Undang ini diberikan penghapusan sanksi adminstrasi atas pajak yang tidak atau 
kurang dibayar untnk Tabun Pajak sebelum diperoleh No mar Pokok Wajib Pajak 
dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang 
menyatakan bahwa Surat Pembcritahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak 
benar atau menyatakan lebih bayar. 
Namun dalam Pasal 33 PP-80/2007 baik wajib pajak lama maopun wajib pajak 
barn diherikan penghapusan sanksi administrasi beropa bunga. Mengapa terdapat 
perbedaan pemberian fasilitas bagi wajib pajak lama menurut UU KUP dan PP-
80/2007? 

3. Berdasarkan PMK-66/2008, terdapat penambaban fasilitas yang diberikan kepada 
wajib pajak lama, yaitu tidak akan dilakakan pemeriksaan keolll!li teroapat data 
atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan SPT Talmnan PPh tersebut 
tidak benar. Atas dasar apa fasilitas tersebut diberikan? Apakah pemberian 
fasilitas pada PMK-66i2008 tersebut tidak bertentangan dengan UU KUP? 

4. Di dalarn Pasal 37A ayat (!) UU KUP, wajib pajak diberikan waktu untuk 
melaksanakan sunset po&y paling lama dalam jangka waktu 1 tahun setelah 
berlakunya undang-undang ini atau sejak tanggal 1 Januari 2008 san1pai dengan 
tanggal 31 Desember 2008. Apa yang melatarbelakangi pemilihan jangka waktu 
satu tahun tersebut? 

5. Di dalarn Pasal 37 A ayat (2) UU KUP tidak diatur mengenai batas waktu 
penyampaian SPT bagi wajib pnjak baru. Namun dalam Pasal33 PP No 80 Tahun 
2007 diatur jangka waktu penynmpaian SPT bagi wajib pajak, yaitu paling lama 
tanggal 31 Maret 2009. Apa yang melatarbelakangi pemilihan jangka ;,vaktu 
penyampaian SPT bagi wajib pajak baru sampai dengan tanggal31 Mare! 2009? 
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6. Terkait dengan sunset policy, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2008 yang pada intlnya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan sunset 
policy. Apa. yang menjadi dasar pemiklran pemerintah sehingga pemerintah 
mengeluarkan kebijak.an perpanjangan sunset policy, padalah sa.mpai dengan 
tanggal 22 Desember 2008 pemerintah masih mengatakan bahwa sunset policy 
tidak akan dilakakan perpanjangan? 

1. Mengapa di dalam perpu nomor 5 tahun 2008 hanya diatur perpanjangan jangka 
waktu pembetulan SPT bagi wajib pajak lama?. 

8. Atas dasar apa pemerintah memilili jaogka walctu dua bulan bagi perpanjangan 
sunset policy? 

9. Pernturon Pemerintah Pengganti Undang-Undang dikeluarkan apabi!a ada 
kegentingan yang memaksa. Menurut pendapat Bapak apakah keadaan di akhir 
tahun 2008 termasak dalam kategori kegentingan yang memaksa sehlngga perlu 
dikeluarkan Perpu? 

10. Mengapa peraturan pelaksanaan sunset policy bam dikeluarkan setelah undang­
undang KUP yang memuat peratu:ran mengenai sunset policy telah berlaku? 

II. Apakah harapan pemerintah terhadap kebijakan perpanjangan sunset policy 
terpenuhi? 
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Pedoman Wawancara dengan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen 
Perpajakan (Salah Satu Anggota Tim RUU KUP) 

Drs. Kismantoro Petrus, M.B.A 

1. Kebijakan sunset policy tidak terlepas pada pelaksanaan sistem self assessment. 
Bagaimana menurut pendapat Bapak? 

2. Berdasarkan Pasal 37A UU KUP, Wajib Pajak yang menyarnpaikan pembetulan 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, 
yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan 
dilakukan paling lama dalamjangka waktu I (satu) tahun setelah 
berlakunya Undang-undang mt, dapat diberikan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlarnbatan pelunasan 
kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau 
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan bagi Wajib Pajak 
orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor 
Pokok Wajib Pajak paling lama I (satu) tabun setelah berlakunya Undang­
Undang ini diberikan penghapusan sanksi adminstrasi atas pajak yang tidak atau 
kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang 
menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak 
benar atau menyatakan lebih bayar. 
Namun dalarn PMK-66/2008 baik wajib pajak lama maupun wajib pajak baru 
diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Mengapa terdapat 
perbedaan pemberian fasilitas bagi wajib pajak lama menurut UU KUP dan 
PMK-66/2008? 

3. Berdasarkan PMK-66/2008, terdapat penambahan fasilitas yang diberikan kepada 
wajib _pajak lama, yaitu tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali terdapat data 
atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut 
tidak benar. Atas dasar apa fasilitas tersebut diberikan? Apakah pemberian 
fasilitas pada PMK-66/2008 tersebut tidak bertentangan dengan UU KUP? 

4. Mengapa ada pengaturan melalui PMK-bagi wajib pajak baru sedangkan dalam 
UU KUP yang diatur lebih Ian jut dengan PMK hanya menyangkut ketentuan bagi 
wajib pajak lama? 

5. Di dalarn Pasal 37 A ayat (2) UU KUP tidak diatur mengenai batas waktu 
penyarnpaian SPTbagi wajib pajak baru. Namun dalarn Pasal33 PP No 80 Tahun 
2007 diatur jangka waktu penyarnpaian SPT bagi wajib pajak, yaitu paling lama 
tanggal 31 Maret 2009. Atas dasar apa pemerintah menentukan batas waktu 
tersebut? Apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan UU KUP? 

6. Terkait dengan sunset policy, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Talmo 

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP UI, 2009



2008 yang pada intinya memberikan perpanjangan waktl.l pelaksanaan sunset 
policy. Menurut peodapat Bapak alasan apa yang membuat pemerintah 
menge[uarkan kebijakan perpanjangan sunset policy pada[ah sampai dengan 
tanggal 22 Desember 2008 pemerintah masih mengatakan bahwa sunset policy 
tidak akan dilakukan perpanjangan? 

7. Apa yang menjadi alasan pemilihan jangka waktu sunset policy selama satu 
talmn? 

8. Ada yang berpendapat bahwa berhasilnya di akhir-akhir karena aturan 
pelaksanaannya pertengahan tahun. Bagaimana menurut pendapat Bapak? 

9. Atas dasar apa pemerintah memilih jang.ka waktu dua bulan bagi perpanjangan 
sunse/ policy kenapa tidak disamakan dengan wajib pajak baru? 

10. Menurut pendapat Bapak apakah hal tersebut tidak menyebabkan adanya 
diakriminasi hagi wajib pajak lama? 

11. Apakah pemerintah memiliki Uu"get atas pelaksanaan sunset policy? 

12. Menurut Bapak, pelaksanaan sunset policy ini sudah berhasil atau tidak? 

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP UI, 2009



Pedoman Wawancara dengan Anggota DPR RI komisi keuangan (Komisi XI) 
Dr. lr Dradjat Hari Wibowo, M.Ec 

I. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan kebijakan sunset policy di Indonesia? 

2. Menurut Bapak, design yang bagusnya harusnya seperti apa? 

3. Bagai.mana pendapat Bapak mengenai penerbitan peraturan pelaksanaan baru ada 
dipertengahan tahun seteiah bedangsungnya sunset policy? 

4. Pada tangga! 31 Desernber 2008, Pemerintah me!a!ui Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 memberikan perpanjangan 
sunset policy sampai dengan 28 Februari 2009. Bagaimana pendapat Bapak 
mengenai kebijakan perpajakan sunset policy tersebut? 

5. Apakah kebijakan pe!Jlanjangan sunset policy diperlukan? 

6. Perpu dikeluarkan apabila ada kegentingan memaksa. Menurut Bapak apakah 
terdapat kegentingan memaksa? 

7. Terkait dengan jangka waktu perpanjangan sunset policy, bagaimana pendapat 
Bapak mengenai jangka waktu pelaksanaan perpanjangan sunset policy yang 
memperpanjang pelaksanaannya dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 2& 
Februari 2009? Apakah waktu yang diberikan te!ah tepat? 

8. Bagaimana pendapat Bapak. mengenai pembedaan waktu pelaksanaan sunsel 
policy bagi wajib pajak lama yang mernberikan waktu sampai dengan tanggal 28 
Februari 2009 dan wajib pajak baru sampai dengan tanggal31 Maret 2009? 

9. Berdasarkan peraturan kepada wajib pajak baru diberikan waktu lebih lama 
dibandingkan dengan wajib pajak lama, jadi insentif malah diberikan kepada WP 
baru, bagaimana menurut pendapat bapak? 

10. Bagajmana proses pengesahan Perpu tersebut di DPR apakah semua fraksi 
rnemberikan respon yang positifpada Perpu tersebut? 

11 Terkait dengan pelaksanaan sunset policy ada berpendapat bahwa budaya 
masyarakat saja yang memanfaatkan di akhir waktu? Apakah itu benar? 

12. Kebijakan sunset policy ini, apakah terdapet kelemahan? 

13. Apakah dampak dari kebijakan sunset policy? 

14. Apakah Saran Bapak alas kebijakan tersebut? 
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Pedoman Wawancara dengan Akademisi 
Prof. Dr. Gunadi 

1. Kebijakan sunset policy tidak terlepas pada pelaksanaan sistem self assessment. 
Menurut pendapat Bapak, bagaimana pelaksanaan sistem self assessment yang 
telah dilakukan wajib pajak sampai dengan saat ini? Apakah sudah berjalan 
dengan baik? 

2. Apakah sunset policy berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib 
pajak? 

3. Terkait dengan sunset policy, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2008 yang pada intinya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan sunset 
policy. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang dikeluarkan apabila terdapat kegentingan yang memaksa. 
Menurut pendapat Bapak apakah keadaan di akhir tahun 2008 terrnasuk dalam 
kategori kegentingan yang memaksa sehingga perlu dikeluarkan perpu? 

4. Terkait dengan jangka waktu perpanjangan sunset policy, bagaimana pendapat 
Bapak mengenai jangka waktu pelaksanaan perpanjangan sunset policy yang 
memperpanjang pelaksanaannya dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 
tanggal 28 Februari 2009 bagi wajib pajak yang Ielah terdaftar sebelum tanggal I 
Januari 2008 (wajib pajak lama) dan dari tanggal I Januari 2009 sampai dengan 
31 Maret 2009 bagi wajib pajak yang baru terdaftar di tahun 2008 sampai dengan 
bulan Februari 2009 (wajib pajak baru)? Apakab waktu yang diberikan telah 
tcpat? Mengapa? 

5. Menurut Bapak jangka waktu yang diberikan sudah cukup atau kurang? Atau 
perlu diperpanjang lagi? 

6. Menurut Bapak, apakah sosialisasi perpu yang dilaksanakan saat ini sudah tepat? 

7. Bagaimana saran Bapak, agar dalam membuat kebijakan dapat lebih baik lagi? 
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Pedornan \Vawancara dengan Akademisi 
Eddy Mangkuprawira, S.H 

1. Berdasarkan Pasal37A UU KUP, bagi wajib pajak yang telalt terdaftar sebelum tahun 
2008 (wajib pajak lama) diberikan batas waktu pelaksanaan sunset policy sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2008. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi yang 
baru terdaftar di tahun 2008 (wajib pajak barn), dalam UU KUP hanya diatur 
mengenai jangka waktu pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 
sedangkan batas waktu pelaksanaan sunset tidak diatur. Bagaimana menurut pendapat 
Bapak? 

2. Bagi wajib pajak orang pribadi di undang-undang hanya diatur mengenai jangka 
waktu pendaftaran dan berdasarkan PP-80/2007 boleh memasukkan sw:at 
pemberitaltuan sunset 2007 sampai dengan 31 Maret 2009. Bagaimana menurut 
pendapat Bapak? 

3. Terkait dengan sunset policy, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerlntah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2008 yang pada intinya rnemberikan perpanjangan waktu pelaksanaan sunset policy. 
Berdasarkan Undang~Undang Dasar 1945 Peratman Pemerintah Pengganti Undang­
Undang dikeluarkan apabila terdapat kegentingan yang memaksa. Menurut pendapat 
Bapak apakalt keadaan di akhir taltun 2008 termasuk dalarn kategori kegentingan 
yang memaksa sehingga perlu dik:eluarkan Perppu? Mengapa? 

4. Terkait dengan jangka waktu perpanjangan sunset policy, bagaimana pendapat Bapak 
mengenai jangka waktu pelaksanaan perpanjangan sunset policy yang 
memperpanjang pelaksarn~annya dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 28 
Februeri 2009 bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum tanggal 1 Januari 2008 
(wajib pajak lama) dan deri tanggal I Januari 2009 sarnpai dengan 31 Maret 2009 
bagi wajib pajak yang baru terdaftar di tahun 2008 sampai dengan bulan Februari 
2009 (wajib pajak baru)? Bagaimana pendapat bapak? 

5. Apakah sosialisasi sunset policy yang diiakukan pemerintah telah tepat? Mengapa? 
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Hasil Wawancara dengan Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 
Drs. Riza Noor Karim, MBA, Ak 

Tanggal tanggal 29 Mei 2009 
di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar 

I. Apa yang melatarbelakangi dikeluarkannya kebijakansunsel policy di Indonesia? 
Sunset policy seirama dengan reformasi birokrasi yang termasuk: dalam refonnal)i 
peraturen perpajakan, yaitu undang-undang pajak. Dengan direforrnasikan tiga 
undang-undang pajak, diharapkan kendala yang ada se[ama ini dalam pelaksanaan 
undang-undang, baik grey area, lrepastian hukum, dsb dapat diselesaikan dengan 
undang-undang yang barn. Karena kita memasuki area undang-undang yang baru 
yang sudah bagus maka para wajib pajak diberikan kesempatan untak memulai 
dari not Jadi sama-sama memuJai dari noi. Sehingga masa lalu sarna..sama kita 
tutup. Karena masa lalu, baik peraturan undang-undang perpajakan dan wajib 
pajak sama-sama salah, peraluran tidak jelas. Oleh karena itu diera barn mari 
sama-sama memulai dari titik nol. 

2. Berdasarkan Pasal 37 A UU KUP, Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan 
Sural Pemberitabuan Tabllllan Pajak Penghasilan sebelum Tabun Pajak 2007, 
yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih basar dan 
dilakukan paling lama dalamjangka waktu 1 (satu} tahun setelah 
bedakunya Undang-undang ini; dapat diberikan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administra.si berupa bunga atas keterlambatan pelunasan 
kek:urangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau 
bcrdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan bagi Wajib Pajak 
orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor 
Pokok Wajib Pajak paling lama 1 (satu) tahun setelah berlakunya Undang­
Undang ini diberikan penghapusan sanksi adminstrasi alas pajak yang tidak atau 
kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelum diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang 
menyatakan bahwa Surat Pemberitabuan yang disarnpaikan Wajib Pajak tidak 
benar a tau menyatakan lebih bayar. 
Namun dalam Pasal 33 PP-8012007 baik wajib pajak lama maupun wajib pajak 
baru diberlkan penghapusan sanksi adrninistrasi berupa bunga. Mengapa terdapat 
perbedaan pemberian fasilitas bagi wajib pajak lama menurut UU KUP dan PP· 
8012007? 

Pada awalnya Pasal 37 tidak memakai ayat. Bunyinya persis seperti Pasal 37 A 
ayat (!) sekarang, Narnun pada saat pemhahasan di DPR, anggota DPR 
menanyakan bagaimana perlakuan bagi orang yang tidak mempunyal NPWP dan 
helum mcnyampaikan SPT sehingga muncul ayat (2) di DPR bukan pnda saat 
disampaikan RUU-nya oleh Presiden (arnanat presiden). 
Pada Pasal 37 A ayat (I) bagi wajib pajak OP dan hadan yang telah terdaftar 
yang melakukan pembetulan SPT, sanksinya bisa dihapuskan atau dikurangkan 
yang tala caranya di atur oleh Menkeu. Yang muncul pada ayat 2 di DPR, orang-
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orang yang baru mempunyai NPWP dan menyampaikan SPT sanksinya bisa 
dihapuskan dan tidak diatur oleh Menkeu. Karena muncul tambahan ayat 2. 
mestinya kalimat Diatur oleh Menkeu muncul di ayat 3. Untuk orang yang tidak 
taat sanksinya dapat dihapuskan sedangkan orang yang sudah taat sanksinya bisa 
tidak dibnpuskan. lni tidak adil hila orang sudah taat hanya mendapat 
pengurangan. Sahingga akhirkan dalam PP 80 diatur bahwa bagi orang patuh dan 
orang yang t[dak patuh sama-sarna mendapat penghapusan sehingga kata 
pengurangan dihilangkan. 

3. Berdasarkan PMK-6612008, terdapat penambahan fasilitas yang diberikan kepada 
wajib pajak lama, yaitu tidak akan dilakakan pemeriksaan keeuali terdapat data 
atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan SPT Tahunan PPh tersebut 
tidak benar. Atas dasar apa fasilitas tersebut diberikan? Apakah pemberian 
fasilitas pada PMK -6612008 tersebut tidak bertentangan dengan UU KUP? 
Pada Pasal 37A (l) tidak mnncul kata diperiksa namun ayat (2) tidak akan 
diperiksa. lni kesalahan legal drafting sehingga bagi wajib pajak laraa yang 
sedang diperiksa dan ingin memanfaatkan sunset policy rnaka pemeriksaannya 
dapat dihentikan sepanjang pemeriksa dapat menilai bahwa sunset yang dilakukan 
benar. Bukan dari hitung-hltungan tetapi dari data atau fakte, Bu.kan dari 
perbandingan angka karena bukan data karena bisa saja analisis. terse but salah. 

4. Di dalarn Pasal 37A ayat (!) UU KUP, wajib pajak diberikan waktu untuk 
melaksauakan sunset policy paling lama dalarn jangka wal.-tu I tahun setelah 
berlakunya undang-undang ini atau sejak tanggal I Januari 2008 sarnpai dengan 
tanggal 31 Desember 2008. Apa yang melatarbelakangi pemilihan jangka waktu 
satu tahun tersebut? 
Pemilihan waktu satu tahun dilakukan karena pada awalnya yang memperoleh 
sunset hanya Pasa\ 37A ayat (!). Untuk membetulkan SPT waktu satu tahun 
sudah cukup karena ymg dibetulkan adalah yang lama-lama. 

5. Di dalam Pasal 37 A ayat (2) UU KUP tidak diatur mengenai batas waktu 
penyampaim SPT bagi wajib pajak bnm. Namun dalam Pasal 33 PP No 80 Tahun 
2007 diatur jangka waktu penyampaian SPT bagi wajib pajak, yaitu paling lama 
tanggal 3! Maret 2009. Apa yang melatarbelakangi pemilihan jangka waktu 
penyarnpaian SPT bagi wajib pajak baru sampai dengan tanggal 31 Maret 2009? 
Pasal 37 A ayat 2 muncul tapi tidak diatur kapan haras disarnpaikan. Dengan Jatar 
belakang bahwa satu tahun dianggap pendek maka yang diatur adalah untuk 
perolehan NPWP. Oleh karena itu SPTnya di atur dalam PP 80, 
Pemiliban jangka waktu sarnpai dangan 31 Maret 2009 agar orang pribadi diberi 
kesempatan untuk menyarnpaikan SPT bersamaan dengan batas waktu 
penyampaian SPT Tahunan, yaitu 31 Moret 2009 

I 
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6. Terkait dengan sunset policy, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Ta.hun 
2008 yang pada intinya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan sunset 
policy. Ape yang menjadi dasar pemikiran pemerintah sehingga pemerintah 
rriengeluarkan kebijakan perpanjangan sunset policy, padalah sarnpai dengan 
tanggal 22 Desember 2008 pemerintah masih mengatakan bahwa sunset policy 
tidak nkan dilakukan perpanjangan? 
Aturan yang jelasnya telat sehingga pada akhirnya masyarakat berbondong­
bondnng. Sebenarnya ada kepastian tidak akan diperiksa yang membuat mereka 
berbondong-bondong. Meyakinkan masyarakat bahwa mereka tidak akan 
diperlksa tidak bisa karena kita tetap bisa merneriksa kalau ada data. Menjelaskan 
apa yang dimaksud data itu yang susah. Pada akhir tahun mereka baru tergerak 
membuat SPT pembetulan apalagi kalau wajib pajak badan butuh laporkan 
keuaogao.. Ditam.bah Iagi hank pada akhir tahun sangat sibuk menerima segala 
macam bukan banya pembayaran pajak. Banyak bank yang tidak dapat menerima 
pembayaran sampai akhlr. Sehingga akihirnya keluar pa!pU padahal sampai 
menjelang akbir Desember dikatakan tidak ada perpanjangan karena yang dapat 
memperpanjang itu Presiden. 

7. Mengapa di dalam peipu nomor 5 tahun 2008 hanya diatur peipanjaugan jangka 
waktu pembetulan SPT bagi wajib pajak lama?. 
Ayat (2) tidak dimasukkan ke dalam Peipu karena wajib pajnk baru masih 
mempunyai kesempatan sampai dengan tanggal 31 Maret 2009. 

8. Atas dasar apa pemerintah memilih jangka waktu dua bulan bagi perpanjangan 
sunset policy? 
Pemilihan wnktu dua bulan agar tidak bentrok dengan 31 Maret saat wajib pajak 
orang pribadi menyarnpaikan SPT dan pada saat bulan Desembar wajib pajak 
sudah membludak sehingga dua bulan dianggap cukup. 

9. Peraturan Pernerintah Pengganti Undang-Undang dikcluarkan apabila ada 
kegentingan yang memnksa Menurut pendapat Bapak apakah keadaan di akbir 
tahun 2008 terma<;uk dalam kategori kegentingan yang memaksa sehlngga perlu 
dikeluarkan Peipu? 
Kepentingan yang mendesnk itu bukan kegawatan negara tapi agar hak wajib 
pajak yang dijamin oleh undang-undang bisa dilaksanakan dan bukan karena 
kesalahannya tapi karena infrastruktur, membludakuya di bank sehingga tidak 
dapat dilayani. Sunset policy bukan kewajiban bagi wajib pajak tetapi hnk wajib 
pajak sehingga kalau tidak memanfaatkan tidak apa-apa karena itu haknya. 
Disamping itu untuk menambah basis data semakin balk, masa lalu bisa ditutup 
maka keluarlah Peipu. Bahwa ini meresahkan masyarakat, masyarnkllt bonyak 
yang keeewa karena tidak bisa rnenjalankan haknya. 
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I 0. Mengapa peraturan pelaksanaan sunset policy baru dikeluarkan setelah undang~ 
undang KUP yang memuat peraturan rnengenai sunset policy telah berlaku? 
Peraturan dibuat setelah berlakunya sunset karena tidak mudah membuat aturan 
pelaksana karena belum pernahmembuat aturan sunset policy. Misalnya PMK No 
1& 1angsung dicahut dengan PMK nomor 66. Di dalom Pasai37A UU KUP yang 
diatur oleh Menkeu hanya ayat (1) sedangkan ayat (2) tidak padahal mestinya 
ayat (2) juga diatur.lni yang sulit membuat aturannya. 
Peraturan dibuat pada saat sunset policy sudah berlangsung karena sulitnya 
membuat peraturan sehingga di tahnn 2008 dikenal ada dua semester. Semester 
satu adalah I januari 2008 sampai dengan 30 Juni 2008. semester dua adalah I 
juli 2008 sampai dengan 31 Desember 2008. 
Bagi wajib pajak lama yang membetulkan SPT pada semester satu pada saat 
peraturan belum begitu jelas, diberikan kesempatan sekali lagi untuk 
membetulkan SPT. 
Namun ada juga wajib pajak yang sudah punya NPWP tetapi tidak pemah 
menyampaikan SPT namun ingin membetulkan SPT namun tidak ada SPT. Maka 
SPT yang disompaikan dapat cfumggap sunset. 

II. Apakah harapan pemerintah terhadap kebijakau perpanjangan sunset policy 
terpenuhi? 
Memenuhl karena dengan meningkatnya NPWP. Meskipun peningkatan NPWP 
bukan hanya karena sunset tapijuga karena perbedaan tarifbagi wajib pajak yang 
punya NPWP atau tidak. serta pengenaan fiskal1uar negeri 

f 
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Hasil Wawancara dengan Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan 
(Salah Satu Anggota Tim RUU KUP) 

Drs. Kismantoro Petrus, M.B.A 
Tanggal 18 Mei 2009 

di Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan 

I. Kebijakan sunset policy tidak tedepas pada pelaksanaan sistem self assessment, 
Bagaimana menurut pendapat Bapak? 
Sunset policy muncul karena ada pergeseran basic concept dalam UU perpajakan 
kita. Eas:ic konsep klta adalah self asessment system. Kedua, basic concept 
penempalan UU perpajakan kita. Jadi ada dua basic konsep yang berubah, Kalau 
di dalrun UU perpajakan yang lalu self asessmenl system adalah diberikannya 
kepercayaan bagi wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar 
dan melaporkan pajaknya. ltu kita ambil dari self assessment 1983, artinya 
diperbolehkan seperti itu hanya sarnpai SPT. Begitu SPT diperiksa, terbit SKP, 
artinya tidak self asessment lagL ltu adalah official, mengakibatkan SKP tersebut 
harus ditagib dan wajib dibayar. Itu adalah self asessment lama. Hanya sampai 
SPT. Yang berikutnya self asessment yang baru adalah setelah adanya ketetapan 
hukum yang bersifat tetap. Artinya begitu kita menyampaikan SPT, diperiksa, 
wajib pajak setuju sebagian maka belum ada ketetapan hukum yang bersifat tetap 
karena masih ada percecokan. Sehingga yang bersifat tetap hanya yang telah 
disepakati berdua. Atas yang belum disepakati meskipun ada SKP belum dapat 
dipa.ksak:an atau ditagih dtmgan surat paksa. Ada jalan lain untuk mernastikan 
dibawa ke kebaratan, banding. Di pajak, banding adalah upaya terakhir. Upaya 
ekstranya di MA. Kalau sudah banding, keputusannya mempunyai kekuatan 
hukum tetap. Baru bisa ditagih semuanya sesuai dengan putusan banding. 
Masalah ada upaya ekstra adalah urusan nanti, namun putusan banding ini sttdah 
dapat ditagih dengan surat paksa. Ini pergeserannya self asessment sistem. 
Kedua. pergeseran UU perpajakan kita dari sistem menjadi sub sistem. Di luar 
negeri UU pajak adalah suatu sub sistem. Aturan pajak sebagai sistem berartl 
mengatur segalanya termasuk. diluar pajak. Sebenarnya ini tidak bisa dicakup 
karena merupakan sistem sendiri. Sementara di luar negeri Undang-Undang 
adalah suatu sub sistem sehingga dalam rnemperoleh penerimaan pajak harus 
didukung oleh sub sistem- sub sistem lainnya sehingga ada sistem adminislasi 
negara. Dengan adanya UU baru, UU pajak dijadikan suatu sub sistem, dan 
menjadikan semua UU menjadi sub sistem yang mensupport UU pajak 
Tercermin dalam Pasal 35A UU KUP, baik pemerintah maupun swasta wajib 
rnenyrunpaikan data perpajakan. Hal ini dulu tidak ada. Artinya dengan Pasal 35A 
wajib pajak yang tadinya tldak terkena sanksi karena ngumpet dan datanya tidak 
ada di DJP, dengan disuruh pemerintah dan swasta memasokk:an data untuk tahun 
berapapun maka wajib paja.k yang dahulu bisa selamat sekarang bisa terlihat. 
Basic hukunmya kalau'yang dulunya tidak terlihat, tidak bisa dijangkau oleh UU 
dengan sistem yang dulu, tetapi dengan sistem yang baru dapat kena jangkau 
harus diberi kesempatan untuk tidak kena sanksi. Untuk itu supaya tidak terkena 
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sanksi maka dibuat Pasal 37 A tapi hanya sebentar dan tidak selamanya. Namun 
yang dulu-dulu harus dikasih tabu, bayar dan tidak kena sanksi. Jadi itu adalah 
dasar dari 37A. 

2. Berdasarkan Pasal 37A UU KUP, Wajib Pajak yang menyampaikan pembetulan 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Talmn Pajak 2007, 
yang mengak:ibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan 
dilakukan paling lama dalamjangka waktu I (satu) talmn setelah 
berlakunya Undang-undang 1m, dapat diberikan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan 
kekurangan pembayaran pajak yang ketentuannya diatur dengan atau 
bcrdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan bagi Wajib Pajak 
orang pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor 
Pokok Wajib Pajak paling lama I (satu) tahun setelah berlakunya Undang­
Undang ini diberikan penghapusan sanksi adminstrasi atas pajak yang tidak atau 
kurang dibayar untuk Tahun Pajak sebelurn diperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 
dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali terdapat data atau keterangan yang 
menyatakan bahwa Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak tidak 
benar atau menyatakan lebih bayar. 
Namun dalam PMK-66/2008 baik wajib pajak lama maupun wajib pajak baru 
diberikan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga. Mengapa terdapat 
perbedaan pemberian fasilitas bagi wajib pajak lama menurut UU KUP dan 
PMK -66/2008? 
Kata-kata pengurangan itu dipastikan dalam PP 80. Jadi untuk lebih memberikan 
kepastian hukurn. Pada awalnya, pada saat proposal, wajib pajak yang diberikan 
sunset adalah wajib pajak yang sudah terdaftar. Disitu akan dipastikan 
pelanggaran seberat apa yang diberikan pengurangan dan yang seringan apa yang 
diberikan penghapusan. Itu konsep awalnya. Namun dalam pembicaraan di DPR, 
masyarakat melalui DPR meminta supaya dikasih ayat 2 sehingga yang belum 
pnnya NPWP sekalian diberi. Pada saat ayat 2 di kasih, pembicaraan ayat 1 sudah 
selesai dan tidak dikaji lagi. Oleh karena di ayat 2 yang belwn mendaftarkan saja 
hapus, kenapa ayat 1 ada yang dikurangkan. Kenapa tidak dihapuskan sekalian. 
Oleh karena itu diluruskan di PP 80 tahun 2007 supaya adil dan ada kepastian 
hukum .. 

3. Berdasarkan PMK-66/2008, terdapat penambahan fasilitas yang diberikan kepada 
wajib pajak lama, yaitu tidak akan dilakukan pemeriksaan kecuali .t~rdapat data 
atau keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan SPT Tahnnan PPh tersebut 
tidak benar. Atas dasar apa fasilitas tersebut diberikan? Apakah pemberian 
fasilitas pada PMK-66/2008 tersebut tidak bertentangan dengan UU KUP? 
Pemeriksaan bagi wajib pajak lama ada di Pasal 29. karena untuk wajib pajak 
yang baru maka bacanya satu ayat saja. Wajib pajak lama harusnya sudah tahu di 
pasal 29 KUP maka di wajib pajak lama tidak perlu dimunculkan. Pada 
prinsipnya sama karena wajib pajak baru tidak mungkin melihat semua peraturan 
dalam waktu singkat. Yang penting materi ayat 1 dan ayat 2 sama. 
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4. Mengapa ada pengaturan melalui PMK bagi wajib pajak barn sedangkan daiam 
UU KUP yang diatur lebih lanjut dengan PMK hanya menyangkut ketentuan bagi 
wajib pajak lama? 
Karena DI'R merasa semuanya sudah termasuk di UU KUP. Setelah dikonfrnmasi 
dengan DPR memang harusnya di atur sehingga di PP-k:han 
Secara teoritis menyimpang, tapi demi kebaikan untuk menyeiesaikan persoalan. 
Kalau didiamkan maka tidak diatur, akhimya akan berantakan. UU tidak dapat 
diimplementasikan tanpa aturan pelaksanaan, kecuali seperti UU d! Amerika yang 
sebentar-bentar ada penambahan pasal karena UUnya tidak pemah berhenti, 

5. Di dalrun Pasal 37A ayat (2) UU KUP tidak diatur mengenai barns waktu 
penyampaian SPT bagi wajib pajak bam. Namun dalam Pasal 33 PP No 80 Tahun 
2007 diatur jangka waktu penyampaian SPT bagi wajib pajak, yaitu paling lama 
tanggal 31 Maret 2009. Atas dasar apa pemerintah menentukan batas waktu 
tersebut? Apakah hal tersebut tidak bertentangan dengan UU KUP? 
Bila wajib pajak mempunyai NPWP peda saat 31 Desember 2008, belum tentu 
mereka dapal langsung mengisi SPT. Untuk itu kepada wajib pajak diberikan 
waktu I bulan untuk belajar, 1 bulan untuk mengisi, dan I bulan untuk 
membayar. Jadi hanya alasan praktis saja. 
Tidak dimasukkan dalam UU karena DPR hanya mengingiukan adanya Pasal 2 
tapi tidak memikirkan pelaksanaannya. Sehingga supaya tidak terjadi kerusuhan 
di masyarakat dibual suatu aturan pe!aksanaan yang masuk akal. Seperti balnya 
SPT Tahunan selesai bulan Desember, diperbolehkan rnemasukkan sampai 
clengan Maret tahun berikutnya. Itu salah satu pemikiran untuk memberikan 
kepraktisan dalam pelaksanaan UU. 

6. Terkait dengan sunset policy1 pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah 
mengeluarkan Peratura.n Pemerintah Pengganti UndangNUndang Nomor 5 Tahun 
2008 yang pada intinya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan sunset 
policy. Menurut pendapat Bapak alasan apa yang membuat pemerintah 
mengeluarkan kebijakan perpanjangan sunset policy padalah sampai dengan 
tanggal 22 Desember 2008 pemerintah masih mengatakan bahwa sunset policy 
tidak akan dilakukan perpanjangan? 
Karena menurot UU momang tidak bisa diperpanjang. Bila ingin diperpanjang 
memang harus diubah, di amandemen. Kalau amandemen, dibuat dulu oleh 
pemerintah dalarn bal ini pelaksana UU rnisalnya DJP. DJP usul ke Menkeu, 
dibehas dibiro hukum. Setelah biro hukum disulkan di Dephukham untuk 
mengecek kebenaran, legal drafting, efek dan impactnya untuk melihat koordinasi 
dengan hukum lain. Setelah itu ke Sekneg untuk di tanda tangani oleh Presiden 
dan usulan ke DPR untuk dibahas. 
KUP ini masnk sebelum Megawati turun, sudah dari Presiden ke DPR tahun 
2005. Namunjadinya di tahun 2007. Sementarn KUP yang barn adalah Juli 2007 
sudah mau diimplementasikan di tahW1 2008 dan berakhir 2008. Sehingga hila 
jadi langsung direvisi maka tidak cukup sehingga kita bilang selesaikan saja. 
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Secara teoritis tidal< cukup. Begitu jadi langsung diamandemen saja tidak cukup. 
Apalagi begitu klta implementasikan diakhir tahun 2008 di bulan Desember orang 
yang baru mendaftarkan NPWP 2 juta itu yang menjadi terdaftar, yang mengantri 
terdaftar karena kornputer hang juga jutaan. Sehingga akhimya di Perpu saja. 
Sehingga dilihat kegentingan yang rnemaksa sebenamya tidak ada. Namun 
apabila ini dihentikan akan menjadi tidak adil. Orang berhak mendaftar sampai 
dengan 31 Desember namun kalau mendaftar tetapi tidak dapat. Dia haknya ada 
tapi karena suatu sistern dia kehHangan hak sehingga tidak adil lagi. 

7, Pernilihanjangka waktu satu tahun? 
DJP menjadwalkan untuk membuat aturan pelaksanaannya diharapkan sampai 
dengan bulan April dan penyempurnaannya sarnpai dengan pertengahan tahun 
2008. Memberikan kesempatan ke masyarakat sambil mengajari cara mengisi 
setengah tahun penuh. Namun temyata tidak cukup karena mas)>arakat tidak 
percaya dengan sunset policy. Jangan-jangan cuma di jebak karena aturannya 
mengejutkan. Masyarakat berimajinasi sendiri-sendiri. Ini akibat masyarakat tidak 
tahu aturan hukumnya. 
Satu tahun dira'ia DJP sudah cukup karena DJP sudah mempropagandakan radio, 
tv, koran namun masyarakat k:ita belum tax minded. [ni merupakan upaya kita 
yang cukup beret. Klta ingin memperkenalk:an UU. 

8. Ada yang berpendapat bahwa berhasilnya di akhir-akhir karena aturan 
pelalrsanaannya pertengahan tahun. 
Berhasil di akhir karena psikologi masyarakat. Contohnya, masyaralrst diberikan 
kesempatan rnemasukkan SPT T ahunan paling larnbat sampai dengan 31 Maret. 
Nanti baru mernasukkan SPTnya pada akhir Maret Jadi bukan karena sunset. Itu 
rnerupakan psikology manusia. 

9_ Atas dasar apa pemerintah memilih jangka \Vaktu dua bulan bagj perpanjangan 
sunset policy kenapa tidak dtsamakan dengan wajib pajak barn? 
Karena dilihat dari daftar antrian, yang tidak memperoleh NPWP diakhir tahun, 
apabila diinput bisa memakan waktu 1 bulan. Untuk yang belum bisa di deteksi 
dibetikan waktu 1 bulan. Hanya itu saja. Hanya hitungan teori. huktinya di akhir 
Februari sudah tidak ada antrian lagi supaya adii, sernua dapat. 

l 0. Menurut pendapat Bapak apakah hal tersebut tidak menyebabkan adanya 
diskriminasi bagi wajih pajak lama? 
Tidak, buktinya, pertama tidak ada antrian, kedua, supaya tidak berbenturan 
dengan SPT tahunan yang akhlr maret. Bila di akhir maret masih ada pendaftaran~ 
dan memasukkan SPT akan ribet 
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II. Apakah pemerintah memiliki target atas pelaksanaan sunset policy? 
Targetnya dilaksanakan agar semua orang yang mempunyai hak bisa 
melaksanakan. 
Target rupiah, atau jum!ah wajib pajak tidak ada karena kita tidak tahu. Sunset 
policy karena dia tidak bisa tertangkap o!eh DJP. Targetnya adalah kejujuran. 

12. Menurut Bapak~ peiaksanaan sunset policy ini sudah berhasil atau tidak? 
Keberhasilan atau tidak hanya dapat dilihat oleh pihak luar. Tapi kami sangal 
bangga dengan building image kami. Minimal sudah memperkenal kan bahwa. 
pajak perlu dipahami dan kami sudah maksimaL Semua sudah melaksanakan 
tugasnya. Untuk lebih dari itu kami harus di tam bah orangnya dan dananya karena 
snsialisasi membutuhkan dana. 
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Hasil Wawancara dengan Anggota DPR RI komisi keuangan (Komisi XI) 
Dr. Ir Dradjat Hari Wibowo, M.Ec 

Pada tanggal 6 Mei 2009 
di Gedung DPRJMPR Rl 

1. Bagaimana pendapat Bapak terkait dengan kebijakan sunset policy di Indonesia? 
Sunset policy saya setuju. Filosopinya, suatu negara tidak akan bisa kuat dan tidak 
akan bisa mempunyai akuntabilitas rultara negara dan warga negara kalau masih 
banyak orang yang tidak terdaftar sebagai pembayar pajak. Dengan sunset policy 
kita harapkan orang yang mempunyai penghasilan untuk masuk sebagai pembayar 
pajak. Pengalaman saya., saya tidak dapat bekerja apabila tidak memiliki tax file 
number. Tax file number saya dapat dengan mudah dengan datang ke kantor pas. 
Pertama, Sunset policy bagus untuk membuat semua orang yang mernpunyai 
penghasilan masuk ke dalam sistem pajak. Kedua, orang terdorong untuk 
melaporkan penghasilan ke dalam sistem pajak. Cuma design dari kebijakan 
sunset policy ini yang saya tidak setuju. Pertama, waktunya terlalu sempit 
sehingga banyak pengusaha-pengusaha besar yang enggan masuk sunset policy 
karena dia nanti malah menjadi bahan DJP. Karena waktunya terlalu sempit dan 
sunset policy juga tidak ada unsur tax amnesty maka sehingga mereka masuk ke 
sunset policy sekedar basa basi karena kalau nggak masuk takut dipertanyakan. 
Sunset policy saya setuju tapi design kurang bagus dan waktunya kurang tepat. 

2. Menurut Bapak, design yang bagusnya harusnya seperti apa? 
Paling ideal ada harus ada unsur tax amnesty, namun secara politis itu masih sulit 
sekarang. 

3. Bagaimana pendapat Bapak menbenai penerbitan peraturan pelaksanaan baru ada 
dipertengahan tahun setelah berlangsungnya sunset policy? 
Orang banyak mendengar sunset policy tapi tidak mengetahui apa itu sunset 
policy. Pengusaha itu melihat detailnya akan memukul atau tidak? Saya memang 
meminta pelaksanaan sunset policy paling lambat sampai akhir 2009 tapi 
pemerintah ternyata nggak siap. Kedua di dalam UU KUP ada salah satu pasal 
yang memberikan sernacam penghapusan sanksi sampai dengan 31 Desember 
2008. Kalau menurut saya, Undang-Undangnya dirubah atau perpunya 
diperpanjang saja sampai akhir 2009 atau 2010. 

4. Pada tanggal 31 Desember 2008, Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 memberikan perpanjangan 
sunset policy sampai dengan 28 Februari 2009. Bagaimana pendapat Bapak 
mengenai kebijakan perpajakan sunset policy terse but? 
Saya setuju dengan kebijakan tersebut. Namun perpanjangan sampai dengan 28 
Februari nanggung. Harusnya perpanjangannya sampai akhir tahun. 
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5. Apakah kebijakan perpanjangan sunse/ policy diperlukan? 
Sangat diperlukan. Pertama, karena aturan pelaksanaannya telat sehingga 
pengusaha dan wajib pajak bingung, Kedua, sunset policy banyak menimbulkan 
keraguan dikalangan wajib pajak jangan-jangan menjadi jebakan sehingga kalau 
waktunya lebih panjang nanti kekurangan-kelrurangannya bisa diperbaiki. 

6. Perpu dikeluarkan apabila ada kegentingan memakaa. Menurut Bapak apakeh 
terdapat kegentingan memaksa? 
Tidak terdapat kegentingan memaksa. Seharusnya bukan Perpu. UU~nya direvisi. 
Cuma kita malu, DPR dan pemerin!ah malu UU baru di ketok di revisi lagi. Jadi 
alasan kegentingan yang memaksa agar DPR dan pemerintah tidak malu. Jadi 
tidak ada kegentingan yang memaksa. 

7. Terkait dengan jangka waktu perpanjangan sunsel policy, bagaimana pendapet 
Bapak mengenai jangka waktu pelaksanaan perpanjangan sunset policy yang 
memperpanjang pelaksanamnya dari tanggal I Januari 2009 sampai dengan 28 
Februari 2009? Apekeh waktu yang diberikan telah tepat? 

lni lebib bersifat administratif. Di pajak banyak sekali peraturan yang kemudian 
membuat kitajadi terlalu birokratis, jadi perpanjangan sampai dengan 28 Februari 
2009 ini tidak ada dasamya waktunya ini hanya untuk menyesuaikan dengan 
birokrasi perpajakan. Kalau pertanyaannya apakah waktu yang diberikan sudah 
tepat? tidak tepat Harusnya kalau menurut saya ya diperpanjang sampai akhir 
tahun. 

8. Bagaimana pendapat Bapak} mengenai pembedaan wak:tu pelaksanaan sunset 
policy bagi wajib pajak lama yang memberikan waktu sampai dengan tanggal 28 
Februari 2009 dan wajib pejak baru sampai dengan tanggal31 Maret 2009? 
Prinsip pejak tidak boleh diskriminatif, akan tetapi harus ada insentif. Makanya 
kalau ada pembedaan, jadi diskriminatif. Kalau pemerintah dari awal 
menginginkan adanya sunset poUcy harusnya ini dimasuk.kan dalam KUP bukan 
setelah KUP diketok bam dirumuskan sunset policy. 
Pemerintah memikirkan KUPnya hanya satu tahun. Dari awal sudah bisa 
diperkirakan tidak cukup. Kalau dari awal sudah ada pemikiran seperti itu 
masakkan saja waktunya adalah cuknp panjang kita balllls secara detail. Karena 
DPR biasanya lebih banyak menerima apa yang diajukan pemerin!ahjru:ang sokali 
dari DPR sendiri karena DPR tidak merniliki tenaga ahli sebanyak pemerin!ah. 
Apakah waktu yang diberikan sudah tepet? Tidak. Tapi apakab bisa diubah, tidak 
mungk:in lagi karena UU sudah mernatok seperti itu. 

9. Berdasru:kan peraturan kepada wajib pajak baru diberikan waktu lebih lama 
dibandingkan dengan wajib pajak lama, jadi insentif malah diberikau kepada WP. 
barn, bagaimana menurut pendapat bapak? 
Jadi diskriminatifkan? Jadi ini diibaratkan Mak nakal diberikan permen sehingga 
orang cenderung menjadi nakal. 
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10. Ada yang berpendapat bahwa kepada WP baru diberikan waktu lebih lama karena 
mereka tidak dianggap tahu sehingga memer1ukan waktu untuk pembelajaran. 
Bagaimana menurut pendapat Bapak? 
Sebenarnya banyak yang baro menjadi wajib pajak karena bandel. Tapi memang 
mesti dilihat dari konteks semangat Semangat yang ada adalah untuk membawa 
sebanyak mungkin orang masuk ke dalam sistem pajak. Dengan semangat itu kita 
plkirkan insentifnya dan disinsentifuya. Misalnya Di PPh kita berikan insentif 
tidak ada lagi pajak fiska1, kalau orang keluar negeri tidak. membayar fiskal luar 
negerL Jadi Semangatnya itu sehingga akhimya unsur ketidakadilan akhirnya 
terpaksa k:ita telorir, unsur diskriminatif kita tolerir dengan tujuan sebanyak 
mungkin orang rnasuk ke dalam sistim pajak. 

11. Bagaimana proses pengesahan Perpu tersebut di DPR apakah semua fraksi 
memberikan respon yang posit if pad a Perpu tersebut? 
Semuanya setuju, kalau nggak salah. PANhanya menambahkan bahwa wakrunya 
perlu dimmbah kern baiL 

12. Jadi nggak ada yang menolak ya pak? 
Seingat saya tidak ada. Kita hanya memberikan catatan. 

13. Terkait dengan pelaksanaan sunset policy ada berpendapat bahwa budaya 
masyarakat saja yang memanfaatkan di akhir waktu? Apakah itu benar? 
budaya mepet di akhir itu ada, tapi kalau saya melihat, diskusi dengan para WP 
itu pertama karena mereka merasa aturan pelaksanaannya tidak jelas dan mereka 
tidak ingin terjebak. Kedua masih ada tingkat ketidak percayaaan yang tinggi 
kepada aparat pajak. Selain itu pelaksanaannya memang telat 

I 4. Kebjjakan sunset policy ini. apakah terdapat kelernaban? 
Pertama} waktunya tidak cukup. Time will be everything waktu akan 
menyembuhkan segala sesuatu. Mungkin dengan berjalannya waktu wajib pajak 
akan melihat temyata sunset policy bagus juga. Mereka akan masuk akan terbuka 
lagi tapi kalau waktunya mepet begini, aturan pelaksanaannya telat, orang nggak 
percaya, waktu banya beberapa bulan, ya sudah selesai, mereka tidak akan mau 
lagi. Saya yakin hanyak WP besar yang tidak memasukkan sunset policy. 

15. Apakah dapat dikatakan perpanjangan •unsetpalicy ini gaga!? 
Kurang maksirnal karena hasii yang masuk sedikit. Kemudian ada mengklaim 
berapa penghasilan dari sunset policy. Dan kita agak sanksikan. Jadi sunset policy 
ini payung hukurnnya sudah kuat, payung hukumnya UU KUP, payung 
hukumnya Perpu dan ternyata hasilnya keciL Jadi seperti pohon yang besar tapi 
buahnya keci!-kecil. · 
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16. Apakah dampak dari kebijakan sunset policy? 
hanya menambah sedikit saja jumlah wajib pajak yang masuk begitu juga 
penerimaan dari sunset policy sehingga praktis sunset policy ini tidak maksimal 
hasllnya, Sangat di sayangkan, padahal ide sunset policy ini adalah ide bagus. 

17. Jadi dampak sunset policy ini kurang maksimat ya Pak? 
Kurang maksimal tapi sebagai proses politik kita tidak bisa menolak begitu saja. 
Persetujuan bukan berarti hasilnya sudah bagus tapi itu tidak setuju mungkin 
mudaratnya lebih banyak. Dalam politik, tujuannya !0 bukan berarti harus 
sepuluh. Kedang-kadang dua pun sudah cukup bagus 

I 8. Saran bapak? 
Mungkin pemerintah dan DPR yang akan datang akan ditinjau kembali UU KUP­
nya kemudian direvisi lagi7 di desain lebili bagus UU KUP itu. Secara filosofis 
sunset policy basilnya akan sulit ll'Ulksimal tanpa dibarengi pengarnpunan pajak. 
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Hasil Wawancara dengan Akademisi 
Prof. Dr. Gunadi 

Tanggal6 Mei 2009 
di GedungPPATK 

L Kebijakan sunset policy tidak terlepas pada pelaksanaan sistem self assessment. 
Menurut pendapat Bapak:, bagaimana pelaksanaan sistem self assessment yang 
telah dilakukan ?.>ajib pajak: sampai dengan saat ini? Apakah sudah berjalan 
dengan baik? 
Pertama, self assessment pada intinya memberikan kepercayaan kepada 
masyarakat tentang kewajiban perpajakan. Pertama dilihat dari kepatuhan wajib 
pajak untuk mendaftarkan diri dalarn rangka mernpero!eh NPWP. Selama ini 
sebelum sunset policy, orang-orang yang berpotensijadi wajib pajak klra-kira 220 
juta orang. Bila datam satu keluarga terdiri dari lima orang, maka yang berpotensi 
memiliki NPWP 44 jufit orang. Kalau dari 44 juta orang yang mernpunyai 
penghasilan di alas PTKP adalah 25% berarti ada seki!Itr II ju!It orang yang 
berpotensi memiliki NPWP. Namun temyata yang terdaftar kurang dari 5 juta 
orang. Dengan demikian yang pertama dari segi kepatuhan untuk mendaftar 
memperoleh NPWP dapat dibi!ang self assessment belwn berhasil. 
Kedua, dari para wajib pajak yang terdaftar kepatuhan penyampaian SPT dori 
beberapa kantor pelayanan pajak k:ira~klra dibawah 50%. Dengan demik:ian sudah 
dikasih kewenangan atau kepercayaan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan 
temyafit penyampaian SPT belum bagus pelaksanaannya. 
Ketiga, Dari data pembayaran pajak bisa di bilang bahwa memang pembayaran 
naik terns. Tapi bila kita lihat dari index tax ratio tidak terlalu bergerak jauh.. 
Dulu ketika official assessment juga 13% dan sekarang keti.ka self assessment 
juga seki!Itr segitu-situ juga. Sehingga boleh dibilang bahwa kepatuhan 
materialnya yaitu menyampaikan SPT dengan Iengkap dan benar juga masib 
dibawah yang diharapkan. Denga:n demikian dapat dikafitkan bahwa pelaksanaan 
self assessment dari segi kepatuhannya masih kurang berjalan baik. 

2. Apakah sunset policy berpengaruh pada pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib 
pajak? 
Sunset policy merupakan salah satu kompromi antara real teo: amnesty dengan 
miniatur tax amnesty. Karena yang di sunset policy diatur dalam PasaJ 37A UU 
No 28 tahun 2007 hanya pengampunan pada sanksi perpajakannya saja, tidak 
memberikan pengampunan terhadap pajak. Kalau pengampunan pajak, pajaknya 
tidak dibayar diganti dengan suatu santunan. Diharapkan dengan sanksi pajaknya 
diampunkan~ sanksi terlambat membayar pajak wajib pajak mau memperbaiki 
kewajiban perpajakan sebelum tahun 2007. 
Kedua~ dengan diampunkannya sanksi terlambat pembayaran pada mereka yang 
belun1 mendaftarkan diri untuk memparoleh NPWP dapat dengan - snkru-ela 
mendaftarkan diri untuk mernperoleh NPWP dan kepatuhan pajak meningkat 
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Ini rnerupakan miniatur dari tax amnesty, maksudnya bahwa kebljakan perpajakan 
ini mencoba memberikan suatu pengampunan pada kesalahan-kesaJaban masa 
lalu sehingga dengan demikian, dengan telah diampunkannya kesa!ahan masa 
!alu, kalau dimanfaatkan betul-betul berarti masa lalu terSebut dianggap sudah 
comply dengan adanya sunset policy. Tin.ggallihat pada masa yang akan datang 
sehingga dengan demikian ada suatu landasan baru dalam UU karena sebenamya 
sunset policy ini satu paket dengan pembaharuan UU PPh juga walau dalam 
praktek dalam tahun herikutnya baru disetujui. 

3. Terkait dengan sunset policy, pada tanggal 31 Desember 2008 pemerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2008 yang pada intinya memberikan perpanjangan waktu pelaksanaan sunset 
policy. Berdasarkan Undang-Undang Dasar !945 Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang dikeluarkan apahila terdapat kegentingan yang memaksa. 
Menurut pandapat Bapak apakah keadaan di akhir tahun 2008 termasuk dalam 
kategori kegentingan yang mernaksa sehingga perlu dikeluarkan perpu? 
Sampai sekarang, dianggap sebagai suatu kegentingan yang memaksa, terjadi 
diluar kenda.Ii manusia., misalnya ada bencana alam, ada perang, situasi kacau dan 
sebagainya. Secara tradisional kegentingan yang memaksa beJum terlalu 
menonjol di tahun 2008. Sebagai alasan yang dianggap kegentingan itu bahwa 
pada akhir tahun masih ada masyarakat yang ingin memanfaatkan sunset policy. 
Itu suatu kebiasaan kita, orang baru sadar pada saat-saat terakhir saja. Jadi 
keinginan untuk mematuhi ketentuan baru pad a saat-saat akhir. lni dapat kita Iilia! 
darl perbandingan jumlah scbelum akhlr tahun sama setelah akhir tahun. Jadi 
berapa wajib pajak yang mendaftax atau yang menyampaikan pembetulan SPT 
setelah akhir tahun. Jadi sebetulnya kegentingan yang memuksanya buleh 
dibilang hanya dalam rangka kepentingan umum saja, menyediakan kemudahan­
kemudahan bagi masyarakat untuk waktu yang dua bulan. 

4. Terkait dengan jangka waktu petpanjangan sunset policy, bagaimana pendapat 
Bapak mengenai jangka waktu pelaksanaan perpanjangan sunset policy yang 
memperpanjang pelaksanaannya dari tanggal I Jannari 2009 sampai dengan 
tanggal 28 Februari 2009 bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum tangga! I 
Januari 2008 (wajib pajak lama) dan dari tanggal I Januari 2009 sampai dengan 
31 Maret 2009 bagi wajib pajak yang baru terdaftar di tahun 2008 sampai dengan 
bulan Februari 2009 (wajib pajak baru)? Apakah waktu yang diberikan telah 
tepat? Mengapa? 
Perbedaan dalam pengertian untuk memberikan kesempatan !ebih longgar untuk 
mempertimbangkan bagi WP baru, Namanya-baru, berarti dia belum mengenal~ 
jadi untuk mengenal, untuk memahami, mendalami dan mengambil keputusan 
untuk di pangampunan atau tidak, untuk sunset policy atau tidak. Untuk yang 
lama, otomatis dia sudah tahu. 
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5. Menurut Bapak jangka waktu yang diberikan sudah cukup atau kurang? Atau 
perlu diperpanjang lagi? 
Nanti kalau diperpanjang lagi makna sunset policynya kurang. Ini sudah di set 
tapi di risekan Jagi. Uti sudah set koq rise. Jadi mestinya sudah tidak diperpanjang 
lagi, sudah cukup. Cuma terus terang kurang gencar aparat pajak untuk 
menghimbau wajib pajak pada periode sebelumnya. Itu kan sudah berlaku 
setahun. Misalnya sosialisasi barn pada bulan Juli. Ini kenapa kan pada awal 
tahun sudah berlaku tapi sosialisasi baru pada bulan Juli. Kenapa peraturan 
pelaksanaannya haru terbit. Seharusnya peraturan pelaksana harus cepat karena 
mempunyai durasi yang terbatas sekalL 

6. Menurut Bapak, apakah sosialisasi perpu yang dilaksanakan saat ini sudah tepat? 
Perpunya terlihat agak terburu-buru. Tapi bilang begitu tidak ada keberatan dari 
DPR, wakil rakya~ wakil kita semua setuju nyatunya wakil kita semua setuju 
sehingga tidak ada masalah. Hanya bagian-bagian kecil yang disenting opinion. 
Boleh dibilang untuk Perpunya ku:rang sosialisasi. Tapi karena sosialisasi Perpu 
numpang dengan sosialisasi yang lama jadi rasanya sudah cukup_ Yang lama kan 
gencar pakai kampanye ngajak orang dimana~mana, media massa, tv, pamflet, 
seiebaran, cukup intensiflah. Tidak hanya intensif tapi juga ekstensif karena 
kernana-mana. 

7. Bagaimana saran Bapak, agar dalam membuat kebijakan dapat lebih baik lagi? 
Kebijakan publik mengikat kepada masyarakat. Kebijakan ini sebemunya 
merupakan kebijakan pro kepada masyarakat, Kebijakan memberikan suatu 
kemanfaatan kepada masyarakat. Cuma masalah sosialisasinya. Karena meski 
namanya kemanfaatan, masalah paj~ dia harus masih membayar juga walaupun 
sedikit. Tentu ha.rus dibuat bahwa kebijakan sunset tersebut dirumuskan dalam 
suatu peraturan. Undang-undangnya sudah ada~ aturan pelaksanaannya untuk 
segera direalisir kemudian setelah itu diberikan suatu sosialisasL Dan 
sosialisasinya kaJau bisa frontal tidak terpusat pada Kantor Pusat saja, hampir ke 
semua kantor-kantor pelayanan pajak segera diberikan instruksi untuk mereka 
bersosialisasi dengan masyarakat wajib pajak yang kemungkinan merupakan 
segmen-segmen wajib pajak yang kemungkinan akan memperbaiki SPT-nya, 
atau kemungkinan akan memanfaatkan NPWP. Sehingga dengan demikian dapat 
tercapai sasaran pada waktunya dan tujuan-tujuan lainnya dapat tercapai dengan 
baik. Seperti umumnya dalam hukum publik, hukum publik bisa berlaku ada 
suatu sanksi-sanksinya. Di dalam sosialisasi atau kampanye belum kelihatan 
ditonjulkan apabila sunset tidak diambil, yang ada hanya apabila tidak ber-NPWP 
akan membayar fiskal. Mestinya bila tidak ber-NPWP atau tidak membetulkan 
pajak, nanti pade tahun 2009 data-data tentang penghasilan, kekayaan masing­
masing wajib pajak mengalir ke kantor pajak sehingga itu merupakan hal untuk 
mengecek pembetulan SPT. Ini tidak terlihat resiko bila tidak diambil. 
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HasH Wawancara dengan Akademisi 
Eddy Mangkuprawira, S.H 
Pada Tanggal 14 Mei 2009 

di Departemen Keuangan Gedung D lantai M 

1. Berdasarkan Pllllal 37 A UU KUP, bagi wajib pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 
2008 (wajib pajak lama) diberikan batas wakru pelaksanaan sunset policy sampai 
dengan tanggal 31 Desember 2008. Sedangkan bagi wajib pajak orang pribadi yang 
baru terdaftar di talmn 2008 (wajib pajak baru), dalam UU KUP hanya diatur 
mengenai jangka wakru pendafuu:an sampai dengan tanggal 31 Desember 2008 
sedangkan batas waktu pelaksanaan sunset tidak diatur. Bagaimana menurut pendapat 
Bapak? 
Jika di bilang sunset policy hanya sarnpai dengan 31 De..'tember 2008 maka berlaku 
untuk: semuanya yang salah ketentuan pelaksanaannya tidak mengatur. Undang .. 
undangnya sib sudah mengatur. 

2. Bagi w'\iib pajak orang pribadi di undang-undang hanya diatur meogena1 jangka 
waktu pendaftaran dan berdasarkan PP-80/2007 boleh memasuk.lool sural 
pemberitahuan sunset 2001 sarnpai dengan 31 Maret 2009. Bagaimana menurut 
pendapat Bapak? 
Yang salah pengaturannya. Undang-undangnya sudah benar. Kalau boleh 
mendaftarkan diri sampai dengan 31 Desember, dalam arti sekalian memasukkan 
surat pemberitahuan. Memasukkan surat pemberitahuan tidak tergantung harus ada 
nomor pokok wajib pajak. Bolch saja orang memasukkan surat pemberitahuan tanpa 
nomor pokok wajib pajak, contohnya untuk PPh final, kalau pergi ke notaris untuk 
jual bell rumah pakai nomor pokok wajib pajak 00.000.000.0-kode KPP.OOO. Bila 
wajib pajak m.endapat nomor pokok wajib pajak pada tanggal 31 Desember 2008, 
pada saal_~u juga mengisi surat pembrritahuan menyangkut tahun~tahun sebelumnya. 
Jadi tidak perlu ada peraturan pelaksanaanyapun heres. Wak1u saya ditanyakan di 
suatu seminar, ini belum ada ketentuan pelaksanaannya tapi saya mau sunset policy, 
bagaimana? Pakru saja surat pemberitahuan perbaikan bagi yang sudah terdafuu:. Bagi 
yang belmn terdaftar, mendaftarkan diri saja lalu buat SPT. Sebenamya peraturan 
pelaksanaan yang kelewat ban yak justru membuat bingnng. 

3. Terkait dengan sunset policy, pada tanggal 31 Desember 2008 pernerintah 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
2008 yang pada intinya memberikan pOipalljangan waktu pelaksanaan sunset policy. 
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang dikeluarkan apabila terdapat kegent1ngan yang memaksa. Menurnt pendapat 
Bapak apakah keadaan di akhir tahun 2008 termasuk dalarn kategori kegentingan 
yang memaksa sehingga perlu dikeluarkan Perppu? Mengapa? 
UU No 28 Tahnn 2007 diundangkan tanggai 17 Juli 2007. Berlaku tanggal l Januari 
2008. Peraturan pelaksanaan pertarna ditebitkan pada bulan April 2008. Dengan PMK 
wajib pajak belum bisa melak:sanakan sunset. Peraturan Dirjen yang paling awal 
diterbitkan pada bulan Jnni 2008. Batas akhir 31 Desember 2008. Ini kesalahan siapa 

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP UI, 2009



dari bulan Juli 2007 Samplli bulan Juni 2008 ketentuan belum keluar. Seharusnya 
begitu peraturan berbentuk undang-undang sudah diundangkan di situ diharuskan 
adanya ketentuan pelaksana berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Mentert 
Keuangan, Peraturan Diljen harus langsung terbit .. Kedua. Wajib pajak kehilangan 
waktu dari Januari 2008 sampai dengan Juni 2008. Ini kelalaian DJP, Menteri, 
maupun pemerintah. Kalaupun ada tujuan lain. Harus diarnhH bahwa penerimaan 
negara dalam keadaan sulit_ Temyata ketentuan .sunset policy dari Januari 2008 
sampai dengan bulan Desember 2008 menghasilkan hal yang positif. Banyak yang 
wajib pajak yang rnendaftarkan diri, penerimaan pajak yang meningkat. Jadi karena 
keadaan keuangan negara yang dalam keadaan sulit sunset policy diperluas. Harusnya 
dikaitkannya disitu. Tapi kalau dipeljllllljang kenapac hanya sacmpai 28 Februari. 
Harusnya paling tidak setahun lagi atau 6 bulan. Ngapain bikin Perpu yang sudah 
menyalahi UU no 10 Tahun 2004, 2 bulacn pula dikasihnya. Tapi dikeitkan dengan 
deflsit anggaran karena penerimaan negara dari sektor pajak dan sektor non pajak 
kurang. lntinya kalau DJP peda sacat UU Nomor 2& diterbitkan menyangknt sunset 
policy pada tanggal. I Janauri 2008 sudah tersedia ketentuan pelaksana sacmpai 
dengan mode[-model fonnulir, dsb selesailah. 

4. T erkait dengan jangka waktu perpanjacngacn sunset policy, bagaimana pendapat Bapak 
mengenai jangka wak:tu pelaksanaan perpanjangan sunset policy yang 
memperpanjang pelaksanaannya dari tanggal l Januari 2009 sampai dengacn 28 
Februari 2009 bagi wajib plljak yang telah terdaftar sebelum tanggal I Januari 2008 
(wajib pajak lacma) dan dari tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Maret 2009 
bagi wajib pajak yang baru terdaftar di tahun 2008 sampai dengan bulan Februari 
2009 (wajib pajak bacru)? Bagaimana pendapat bapak? 
Seharusnya kalau dia baru terdaftar di Februari sura! pemberitahuannya sudah harus 
langsung dimuat. Seharusnya tidak ada perbedaan jangka waktu. 

5. Apa.kah sosialisasi sunset policy yang dilak.ukan pemerintah telah tepat? Mengapa? 
Sosialisasi adalah pema.syarakatan luas. Yang dilakukan hanya seminar-semianar 
Paling-paling radio, pamflet. Apakah ada itu mencapai sasaran? Apakah ada 
kerjasama dengan Depkoinfo. Kalu dulu ada departemen penerangan sampai tingkat 
desa. Sekarangpun bisa melaJui kelurahan-kelurahan. Tapi mestinya SWlflit policy 
diaral1kan keparla wajib pajak-wajib pajak yang besar yacng akacn menghasilkacn 
penerimaan. Saya menilai bukan hanya sunset policy saja. Setiap ada tax reform 
sosialisasinya belum terarah. Harusnya diarahkan ke wajib pajak-wajib pajak 
pengusaha~ peke.Qa bebas1 kalau di ABRI cuma gaji saja. Hanya menambah-nambah 
pakeJjaan. Saya berpendapat kalau wajib pajak hanya mendapat penghasilan dari satu 
pemberi kerja tidak pedu nomor pokok wajib pajak, Hanya beban administrasi, 
pemborosan tenaga, waktu, dana. Kalau dia bekerja di dua sumber, tiga sumber atau 
ada sumber diluar pekeljaannya, barn wajib memiliki nomor pokok wajib pajak. 
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PERATURAN t4ENTERI KEUANGAN REPVBLlK INDONESIA 
NOMOR 66/PMK.OJ/2008 

TENTANG 

TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEt-18ETULAN SURAT PEMBERITAHUAN1 DAN PERSYARATAN 
WAllS PAJAK YANG DAPAT D!8ERIKAN PEf4GHAPUSAN SANKSf ADNlNISTRASI DAlAM RANGKA 
PENER.APAN PASAl37A UNDANG·UNOANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KE!ENTLIAN UMUM 

Menlmbang: 

DAN TATA CARA PERPA..lAKAN SESAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH 
TERAKHIR DENGAN UNDANG·UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 

MENTER! KEUANGAN REf'U6UK INDONESIA, 

bahwa dalam rangka melaksal'takan ketentuan Pasai37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagalmana telah beberapa kalr dlubah terakhlr dengan Undang­
Undang Nomor 28 Tabun 2007 dan ketentuan Pasal33 ayat (6} Peraturan Pemertntah Nomor SO Tahun 2007 
tentarig Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajlban Perp;;~:J;;~:I<~n berd~sarkan Undang·Undang NOmor 6 Tahun 
198.3 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajal<an sebagalmana telah beberapa k~ll dlubah terakhlr 
dengan Undang-Undang Nnmor 23 Tallon 4007, perlu menetapkan Peraturan Mentert Keuangan tentang Tata 
Cara Penyampalan atau Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wajlb Pajak yang Dapat Dlberlkan 
Penghapusan Sanks:! Admlnlstfilsl Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Ca:ra PerpaJakan sebagalmana telah beberapa ka][ d!ubah terakhfr dengan 
Undang Undang Nomor ZS Ta!lun 2007; 

Me:nglngat : 

1. Undang·Undang Nomor 6 Tahun '1963 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran 
Nega:ra Republlk Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahanlembaran Negara Republlk-!ndonesla 
Nomor 3262) sebagalmana telah beberapa kal! dlubah terakhlr dengan Undang·Undang Nomor 28 
Tahun 2007 (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4740}; 

2. Peraturan Pemer1ntilh Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata cara Pelaksanaan Hak dan Kewajlban 
Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Nomor Q Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara 
PerpaJakan sebagalmana telah beberapa !call dlubah terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2007 (Lembaran Negara Republ!k Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4797}; 

3. Keputusan Preslden Nomor 20/P Tal1un2005i 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

f'EAATUAAN MENTEfU KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEM6EfUlAN SUAAT 
PEMBERITAHUAN, DAN PERSYARATAN WAJIS PA.lAK YANG OAPAT DlBERIKAN PENGHAPUSAN SANKS[ 
AOMINISTRASI DALAM RANGKA PENERAPAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG 
KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TElAH BEBERAPA KAU DIUBAH TERAKHIR 
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN :Z007, 

Pasal 1 

(1} Wajlb Pajak orang pribadl yang secara sukarela mendaft:arkan dlli untuk memperoleh Nomar Pakok 
Wajlb Pajak dalam tahun 2.008 dan menyampalkan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajlb Pajak Orang 
Prlbadi untuk Tahun Pajak 2007 dan sebe!umnya, dlberikan penghapusan sanksl adm!nlstraSi lierupa 
bunga atas paJak yang tldak atau kurang dlbayar. 

(2} Wajfb Pajak yang dalam tahun 2008 menyampaikan pembetulan: 
a. Surat Pember1tahuan Tahunan Pajak Penghasllan Wajlb Pajak Ori:ing Prtbadi sebelum Tahun 

Pajak 2007: atau 
b. Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasilao Wajlb Pajak aadan sebelum Tahun Pajak 

2007, 
yang rnengaklbatkan pajak yang maslh harus dlbayar menjadlleblh besar, dlberlkao penghapusan 
sanksl admlnlstrasl berupa bunga atas keteriambatan pelunasan kelrurangan pembayaran pajak. 

1 
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Pasal 2 

(1} Terrnasuk dalam llngkup penyampalan Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghas:!lan Wajlt Pajak 
Orang Prlbadl sebagalmana dlmaksud dalam Pasall ayat (1) menputl pef\yampatan Surat 
Pembetitahul:ln Tahunan Pajak Penghes!lan yang terkart dengan pembayaran: 
a. Pajak Ptmghasnan Pasal 29; 
b. Pajak Penghas!lan Pasal 4 ayat (2); dan/atau 
<:. Pajak PenghasUan Pasal 15. 
sebagalmana dlmaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasllan 
sebaga!mana telah beberapa kall diubah terakhlr deM<m Undang·Undang Nomor 17 Tahun 2000. 

{2) Pajak PEnghasllan sebagalmana drmaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c adalah Pajak Penghas!lan 
yang dlbayar sendlrJ ~an d!laporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasllan. 

Pasal 3 

Wajlb Pajak yang d!berlkan penghapusan sanksi adminlstrasl sebagalmana dlmaksud dalam Pasall ayat {1) 
ad.a!ah Wajlb Pajak Cl"rang prlbadl yang memenuhl persyaratan: 
a. secara sukarela rnendaftarkan dlrl untuk me:mperoleh Nomor Polrok Wajll> Pajak dalam tahun 2008~ 
0 
b. 

c. 

d. 

fidak sedang dllalrukan pemerlksaan Buktl f'ermulaan, penyid!kan, penuntutan, atau pemerlksa.an 
d! pengadllan atas tlndak p!dana di b!dang pe:rpajakan; -
rr.enyampalkan Surat Pemberitahuan Tahunan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya tertlltung sejak 
memenuhl persyaratan subjektlt dan objektif paling lambat tanggal 31 Maret 2009; dan 
melunasl seluroh pajak yang kurang dU:myar yang tlmbul sebagal aklbat dar! penyampaJan Swot 
Pemberltahuan Tahunan PaJak Penghasllan sebaga!mana dlmaks\Jd pada huruf c, sebelum Surat 
Pemberltahuan T.E~humm Pajak Penghasllan dlsampalkan. 

Pasal 4 

Data dan lnformasl yang tercantum dalam Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Peng!'lasf!an WaJib PaJak Orang 
Prlbadl sebaga!mana dlmaksud dalam Pasall ayat (1) Udak dapat digunakan sebagal dasar untuk menerb!tkan 
surat ketetap:an pajak atas pajak rafnnya. 

(1) 

0 

(2) 

Pasal5 

Terhadap Surat Pemberitahuan TahtUlan Pajak Penghasilan Wajlb Pajak Orang Prlbadl yang telah 
dlsampalkan sebagalmana dlmaksu~. dalam Pasall ayat (1), tid!Jk dllakukan pemer1.ksaan, kecuall: 

a, terdapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pemberlt;ahuan Tahunan Pajak 
Penghasllan tersebut tldak benar; atau · 

b. Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasllao menyatakan leblh bayar atau rug!. 
Dalam hal terhadap Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasllan: yang telah dlsampalkan dllakukan 
pemerlksaan karena memenuhl ketentuan sebagalmana dtmaksud pada ayat {1} huruf a atau huruf b, 
Dlrektur Jenderal Pajak dapat menerbltkan surat ketetapan pajak dan/atau SurntTag!han Pajak_atas 
seluruh kewajlban perpajakan. 

Pasal6 

(1) Termasuk dalam llngkup pembetulan Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasllan sebagalmana 
dlmaksud dalarn P.asa! 1 ayat {2) mellputl pembetulan Surat Pemberlt:ahuan Tahumm Pa:li.lk Penghasllan 
yang terkalt dengan pembayaran: 
a, Pajak P.enghasllan Pasal 29; 
b. Pajak Penghasllan Pasal 4 ayat (2); danfatau 
c. Pajak Penghasllan Pasal 15, 
sebagalmana d!maksud dalam Undang~Undang Nornor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasllan 
sebagalmana telah beberapa kall dlubah terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. 

(2) Pajak Penghasl!an sebagalmana dlmaksud pada ayat (I) huruf b dan huruf c ada!ah Pajak Penghas!lan 
yang dlbayar sendrrl dan dilaporkan dalam Surat Pembe-rltahuan Tahun:an Pajak Penghasllan. 

Pasal7 

'p .. - 2 
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( 1} Wajlb Pajak yang dlberlkan penghapusan sanksl admlolstrasi sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 
ayat {2) adalah Wajlb Pajak orang prtbad! atau WaJib Pajak badan yang memenuhl persyaratan: 
a. telah memlllkl Nomor Pokok Wajlb Pajak sebelum tanggal1 Janoarl 2008; 
b, terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasllan yang dlbetulkan belum diterbitkan 

surat ketetapan pajaki 
(:. terhadap Surat P.emberltahuan Tahunan Paja~ PenghasUan yang dlbctulkan belum d!lakukan 

pemerlksaan atau dalam hal sedang dllakukan pemerlksaan, Pemerlksa Pajak belum 
menyarnpalkan surat Pemberltahuan Hasll Pemerlksaan; 

d. telah dllakukan Pemerrksaan Buktl Permulaan, tetapl Pemeliksaan Buktl Permu!aan tersebut 
tldak dllanjutkan dengan tlndakan penyldlkan karma tldak dltemukan adanya Buktl Permulaan 
tentang tlndak p!dana di bldang perpajai<an-i 

e. tldak sedang dllakukan Pemer1ksaan &uktl Permulaan, penyld!kan, penuntutan, at;:m 
pemerlksaan di pengadltan atas tlndak pldana dl bldang perpajakan; 

f, ;nenyampaikan Surat Pemberltahuan Tabunan Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya pal!ng 
rambat tanggal 31 oesember 2008; dan 

g. melunasl seluruh pajak yang kurang dibayar yang tlmbul sebagal ak1bat dan penyampaian 
Surat Peroberltahuan Tahunan Pajak Penghasllan sebagalmana dlmaksud pada huruf c, 
sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasllan dlsampalkan, 

(2) Oalam hal Wajlb Pajak membetulkan Surat Pember1tahuan Tahunan Pajak Penghasllan yang se.dang 
dUakukan pemerlksaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf (:yang juga mellputl jenls pajak 
la!nn:ya, 
berlaku ketentuan sebagai berllrut: 
a, .pemerlksaan tersebut dlhentlkon kecuaU untuk pemeliksaan terhadap Surat Pemberttahuan 

atas pajak lalnnya yang menyatakan leblh bayar; atau 
b. pemerlksaan tersebut tetap dllanjutkan berdasarkan pertlmban.gan Olrektur Jenderal Pajak. 

(3) Dalam hal Waj!b Pajak mernbetulkan Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasllan yang tldak. 
sedang di!akukan pemerlksaan, namun atas Surat Pemberltahuan jenls pa.tak lalnnya untuk perlode 
yang sa rna sedang dllakukan pemeriksaan, berlaku ketentuan sebagal berikut: 
a. pemeriksaan tersebut dlhentlkan kecuali untuk pemeriksaan lerhadap Sural Pemberltahuan 

atas pajak lainnya yang menyatakan leblh bayar; atau 
b. pemerlksaan tersehut tetap d!fanjutkan berdasarkan pe:rtlmbaogan Olrektur Jenderal Pajak •. 

( 4) Oalam hal Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasllan yang dlbetulkan menyatakan leb!h bayar, 
pembetulan Surat Pemberttahuan Tahunan Pajak Penghasllan dlanggap sebagal pencabutan atas 
permohonan peogemballan keleblhan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasilan yang dlbetulk,an. 

Pasal s 

Data dan lnformasl yang tercantum dalam pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasllan Wajlb 
Pajak: Orang Prlbadl atau Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasifan Wajlb Pajak Badan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal1 ayat (2), tldak dapat dlgunakan sebagal dasar untuk menerbJtkan surat ketetapan 
pajak atas pajak lalnnya. 

Pasal9 

{1} Terhadap pembetulan Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasllan yang telah dlsampalkan 
sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 ayat {2) Udak dllakukan pemeriksaan, kecuall terdapat data atau 
keterangan yang menyatakan bahwa pembetulan Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghas!lan 
tersebut tldak benar. 

{2) Oalam hal terhadap pembetulan Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasllan yang telah 
dlsampalkan dllakukan pemerli<Saan karena mernenuhl ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1}, 
Dlrektur Jenderal Pajak dapat menerbltl\an surat ketetapan pajak dan/atau Surat Tagihan P.aJak atas 
saluruh kewaJiban perpajakan. 

Pasal 10 

Ketentuan leblh lanjut mengenal tata cara penyampa!an, pengadmlnlstraslan, serta penghapusan saoksl 
admlniStrasl sehubungan dengan penyampalan SUrat Pemberltahuan Tahunan Pajak PenghasUan dan/atau 
menyampalkan pembetulan Surat Pember!tahuan Tahunan Pajak Penghasllan, dlatur dengan Pi!raturan Olrektur 
Jeoderal Pajak.. 

<)" 3 

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP UI, 2009



---······················· 
Pasal 11 

Pada saat Peraturan Menter! Keuangan lnl molal berlalru, Peratur-an Menterl Keuangan Nomor 18/PMK.03/2008 
tentang Penghapusan Sanksl Adrnlnlstrasl atas Keterlambatan Pelunasan Kelrurangan pembayaran Pajak 
Sehubungan den9an penyampalan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebe!umnya 
serti'l Pembetulan Surat f'emberitahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007, dlcabut d;m 
dlnyatakan tldak berlaku. -

Pasal 12 

Peraturan Menteri Keuangan lnl mulal berlaku sejak tanggal dltetapkan dan mempunyal daya laku surnt 
terhltung sejak tanggal 1 Januarl 2008. 

Agar seUap orang mengetahulnya, memerlntahkan pengumuman Peraturan Menter! Keuangan lnl dengan 
penempatannya dalam Berlta Negara Repub!lk Indonesia. 

Dltetapk:an dl Jakarta 
Pada tanggal 29 April 2008 
I'-1€NTEIU KEUANGAN 

ttd 

SRI MULYANJ INDRA-WATJ 
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Menlmbang: 

--------------··-----
PERA TURAN DIREKTUR JENOERAL PAJAK 

NOMOR 27/PJ/2008 

TENTANG 

TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SER1A PENGHAPtJSAN SANI<Sl 
AOMlNlSTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAlAN SURAT PEMBERITAHUAN 

rAHUNAN PAJAK PENGHAS!LAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 
2007 DAN SEBELUMNYA, DAN SEHU6UNGAN DENGAN PEMBETULAN SURAT 

PEMBERITAHUAN TAHUNAN FAlAK PENGHASitAN WAJIB PAJAK ORANG PIUBADI ATAU 
WA.llB PAJAK BAOA!il UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007 

DIREKrUR JENDERAL PAJAK, 

bahwa dalam rangka melal<sanakao: ketentuan Pasal 10 Peraturan Menter! Keuangan Nomor 66/PMKOJ/2008 
teotang Tata cara Penyampalan atau Pembetulan Surat Pemberltahuan, dan Persyaratan Waj!b Pajak yang 
Dapat Diberlkan Penghapusan Sanks! Adm!nlstrasl Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang·Undang Nomor 
6 Tahun 1983 teotaog Ketentuao Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagalmana Telah Beberapa Kali Dfubah 
Terakhir Dengan Undang~Undang Nomor 2S Tahun 2007, perlu menetapkan Peraturan Dlrektur Jenderal Pajak 
tentang Tata cara Penyampalan, Pengadmlnlstraslan, serta Penghapusan Sanks! Admlnlstras! Sehubungan 
Dengan Penyampalan Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasl!an Wajlb Pajak Orang Prlbadl Untuk Tahun 
Pajak 2.<i07 dan Sebelumoya, dan Sehubungan Oengan Pembetulan Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak 
Penghasllan Wajlb Pajak Orang Prlbadl atau Wajlb Pajak Badan Untuk Tahun Pajak 5ebelum Tahun Pajak 2007; 

Mengingat: 

1. Undang~Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara P.etpajakan (t.embaran 
Negara Republ!k Indonesia Tahun 1963 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 3262) sebagalmana telah beberapa kall dlubah terakblr dengan Undang·UI'ldang Nomor 28 Tahun 
2007 (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 20{17 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4740); 

2. Peraturan Pemerlntah Nomor 80 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajiban 
Perpajakan berdasarkan UndangMUndang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Ketentuan Urnum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagalmana telah beberapa kall dlub:ah terakhlr dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2007 (Lembaran Negara Republlk Indonesla Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembanln Negara 
Republik Indonesia Nomor 4797); 

3. Peraturan Menterl Keuani;Jan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Penyampalan atau Pembetulan 
Surat Pemberitahuan, dan Persyaratan Wa}ib Pajak yang Dapat Dlherlkan Penghapusan Sanks! 
Admlnlstrasl Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Beberapa Kall Dlul:tah Terakhlr Dengan 
UndangMUndang Nomor 28 Tahun 2007, 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMIN:ISTRASIAN, SERTA 
PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI SEHU6UNGAN OENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN 
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PA1AK ORANG PRlBADI UNTUKTAHUN PAJAK 2007 DAN SEBEWMNYA, 
DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMSETUL.AN SURAT PEMBERifAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAllS 
PAJAK ORANG PRlBAOI ATAU WAJIB PAJAK SADAN UNTIJK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2M7. 

Pasall 

(1) Wajlb Pajak orang pribadl yang secara su~rela mendaftarkan dlri untuk mem~roleh Nomor Pokok 
Wajlb Pajak dalam tahun 2008 dan menyampalkan SUI-at PemtH:ritahuan Tahunan Wajlb Pajak Orang 
Prlbadl untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, dlberlkan penghapusan sanksl .admlnlstrasl berupa 
bunga atas pajak yang tldak atau kurang dlbayar. 

(2) Wajlb Pajak yang sebelurn tanggal1 Januali 2{)08 telah memlllki Nomor Pokok WaJlb Pajak dan dalam 
tahun 2009 menyampalkan pembetulan : 
a. Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasllan Wajlb Pajak Orang Pt1bad! sebe!um iahun 

Pajak 2Q07; a tau 

-~---··--·~----------------
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b. Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan sebelum Tatn.m PaJak 
2007. 

yang mengaldbatkan pajak yang maslh harus dlbayar menjadllebih besar, diberJkan penghapusan 
sanksi admlnlstrasl berupa bunga atas k.etet1ambatan pelunasan kelrurangan pembayaran pajak 

(3} Pembetulan Surat Pembelitahuan Tahunan Pajak Penghasllan yang drber1kan penghapusan sanksl 
administrasi berupa bunga atas keterlambiltan peiunasan kekurangan pembayaran pajak sebagalmana 
dimaksud pada ayat (2.) adalah pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasllan yang 
dlsampalkan pertama katr dalam tahun 2008. 

Pasal 2 

(l) Wajib Pajak yang sebelum tanggalt Januarl 2008 telah memlllkl Nornor Pokok Wajl!> Piijak dan sampal 
dengan 31 Desembu 2008 befum menyampalkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Ptnghasilan 
sebelum Tahun Pajak 20071 dapat menyamparkan Surat Peml>eritahuan Tahuoao Pajak Ptnghasllan 
sebelum Tahuo Pajak 2007, . 

(2} Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasllan ~ebelum Tahuo Pajak 2007 sebagalmana dlmaksud 
pada ayat (1) yaog dlsampalkan dalam tahun 2008 dlpeliakukan sebagal pembetulan Sural 
Pemberltahun Tahunan Pajak Penghasllan sebelum Tahun Pajak 2007 sebagalmana dimaksud dengan 
Pasal 1 ayat {2). 

Pasal 3 

Wajlb Pajak yang menyampalkan Surat PembetiU!huan Tahunan Pajak Peoghas!lan Wajlb Pajak Orang Pribadl 
sebagalmana dimaksud dalam Pasall ayat (1) dan dlberikan penghapusan sankSI admlnlstrasl adalah Wajlb 
Pajak orang prlbadl yang : 
a. secara sukarela mendafl:arkan dtrl unM<. memperoleh Nomor Pokok Wajlb Pajak dalam tahun 2008; 
b. tidak sedang dllakukan Pemerlksaan Boktl Permulaan, Penyldikan, penuntutan, atau pemertksaan 

dl pengad!lan .atas tindak pldana dl bldang perpajakan; 
c. menyampalkan Sura:t Pemberltahuan Tahunan Wajll:t Pajak Orang: Pribadl Tahun Pajak 2007 dan 

sebe!umnya terhltung sejak memenulll persyaratan sul:tjektif dan objektlf paling lambat tangga! 
31 Maret 2009; dan 

d. melunasl seluruh pajak yang kurang dlbayar yang tlmbul sebagal ak!bat dar! penyampalan Surat 
Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasllan Wajlb Pajak Orang Prlbadl sebagaimana dlmaksud pada. 
huruf c, sebelum Surat f'e.mberitahuan Tahunan Pajak Penghasllan Wajlb Pajak Orang Pribadl 
disampa!kan. 

Pasal4 

{l} Penyampaian Surat Pembe:rltahuan Tahunan Pajak Penghas!Rin Wajlb Pajak Orang Prlbadl sebagalmana 
dlmaksud dalam Pasal1 ayat (1) d!laksanakan dengan menggunakan formullr surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasllan Wajlb Pajak Orang Prlbadl Tahun Pajak ytmg bersangkutan dan menuUskan 
HSPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" 1fl baglan atas tengah SPT Ioduk dan setlap Lamplrannya. 

(4} Kekurangan pemWyaran pajak yang terutang datam Surat Pemberltahuan Tahunan Palak Penghasilan 
Wajib Pajak orang Pl1badl s~bagalmana dfmaksud pada ayat {1) harus <lllunasl dengan menggunakan 
Surat Setoran Pajak sebelum Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasllan Wajlb PaJak orang 
Prlbadl tersebut dlsampalkan. 

(3) Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasllan Wajib Pajak Orang Prlbadl sebagalmana dlmaksud 
pada ayat {1) harus dllarnplrl dengan Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas pelunasan kekurangan 
pembayaran pajak yang ten.ttang sebagalmana dlmaksud pada ayat (2}. 

(4} Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasflan Waj!b Pajak Orang Pribadr scbagalmana· dimaksud 
pada ayat (1} harus dlsampalkan ke k;antor Olrektorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. 

Pasal 5 

(1} Wajib Pajak yang membetulkan Surat Pemberltahvan sebagalmana d!makSud dalam Pasall ayat (2) 
dan dlberlkan penghapusan sanksl adm{nlstrasl adalah Wajib Pajak Orang Pribadl atom Wajlb Pajak 
badan yang memenuhl persyaratan : 
a. te!ah meml!lkl Nornor Pokok Wajlb Pajak sebelum tanggal1 Januari 2008; 
b. terhadap Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasllan yang dibetulkan belum dlterbltkan 

surat ketetapan pajak; 
c. terhadap SUrat Pemberitahuan Tatn.man Pajak Penghasllan yang dlbetolkan belum dilakukan 

pemeriksaan atau dalam hal sedang dllakukan pemerlksaan, f'emertksaan Pajak belum 
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menyampalkan Surat Pemberftahuan Hasll J>emerlksaan; 
d. tefah dllakukan Pemer!ksaan Buktl Permulaan, tetapi Pemerlksaan bukt! Permu!aan terSebut 

tldak dllanjutkan tfengan tindakan penyldikan karena tldak dltemukan adanya Buktl Permulaan 
tentang tlndak pklana dl bldang perpajakan; 

e. tldak sedang dr!akukan Pemerlksaan Buktl Permulaan1 penyldlkan, penuntutan, atau 
pemerlksaan dl pengadl!an atas tlndak pldana dl bldang perpajakan; 

f, menyampalkan pembatulan Surat pemberttahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahuo Pajak 2006 
sebe!umnya paling !ambat tanggal 31 Desem~r 2:008; dan 

g. melunasl se!uruh pajak yang kurang dlbayaryang tlmbu! sebagal aklbat dart penyamparan 
pemMtulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasflan sebagalmana dlmakSud pada 
huruf f, sebelum pembetulan Surat Pemberltahuan Tahumm Pajak Penghasllan dlsampalkan. 

(2) Dalam hal Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Pengllasllan yang dibetulkan menyatakan !eblh bayar, 
pembetu!an Surat Pemberttahuan Tahunan Pajak Penghasllan dlanggap sebagaf penc:abutan atas 
permohonan pengemballan kcleblhan pembayaran pajak yang tercantum dalam Surat Pemb€ritahuan 
Tahunan Pajak Penghasllan yang dlbettJikan. 

(1) 

(2) 

(3) 

Pasal 6 

Dalam hal pemeriksaan yang scdang dlfaksanakan sebagatmana dlmaksud da!am Pasa! 4 ayat (1) 
huruf c Juga mencak:up pemertksaan terhadap Surat Pemberltahuan jenis pajak !alnnya, dan Waj!b 
Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasllan, pemerlksaan terhadap seluruh 
jenls pajak dlhentlkan; kecu~;~U pemerfksaan terhadap SUJ·at Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasllan 
Pasal 21 dan/atau Surat Pemberitalluan Musa Pajak Pertambahan Nlial yang menyatakan leblh bayar 
atau peroerlkSaan terhadap Su~t Pembelitahuan jen!s pajak lalnnya yan9 berrlasarkan pertlmbangan 
Dlrektur Jenderal Pajak tetap dl!anjutkan. 
Dalam hal tidak terdapat! 
a. Surat Pemberltahuan Tahunan Pa!ak Penghasllan Pasal 21 dan/atau surnt Pemberttahuan Masa 

Pajak Pertambahan Nlla! yang menyatakan !eb!h bayar; atau 
b. pemeriksaan terhadap Surat Pemberltahuan jenls pajak la!nnya yang berdasarkan 

pertlmbangan Dlrektur Jenderal Pajak tetap dilanjutkan. 
penghenti<m pemerfksaan sebaga!mana d!maksud pada ayat {1) dl!akukan untuk seluruh jenls pajak· 
dengan membuat Laporan Hasll Pemeriksaan Sumlr dan memberltahukan s&ara tertulls kepada Wajlb 
Pajak, 
Dalam hal terdapat : 
a. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasllan Pasa[ 21 dan/a tau SUrat Pemberitahuan Masa Pajak 

Pertambahan Nlla! yang menyatakan leblh bayar; atau 
b. pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan jenls pajak lainnya yang berdasarkaR 
pertlmbangan Dlrektur Jenderal Pajak tetap dllanjutkan, 
penghentlan pemeriksaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) hanya dllakukan untuk pemerlksaan 
atas Sural Pemberltahuan yang tldak: menyatakan lebih bayar atau pemerlkStl<m terhadap Surat 
Pemberlt:ahun jenls pajak !alnnya yang berdasarkan pertlmbangan Dlrektur ienderal Pajak tidak 
dl!anjutkan dengan membuat Lapor.m Kasll PemerlkSaan Sumrr dan memberitahukan s:ecara tertulls 
kepada Wajlb Pajak. 

Pasal 7 

Dalam hal Waj!b Pajak membetulkan Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasllan yang tldak sedang 
dilakukan pemerlksaan namun atltS Surat Pemberitahuan jenls pajak lalnnya untuk perlode yang sama sedaog 
dilakukan pemeriksaan, pemerlksaan tersebut dlhentlkan dan dlberltahukan secara tertulls kepada Wajlb Pajak, 
kecuall untuk : 
a. pemerlksaan terhadap Surat Pemberttahuan jenls pajak !alnnya yang menyatakan leblh bayar; atau 
b, pemeriksaan terhadap Surat Pt:mberitahuan jenls pajak !alnnya yang berdasarkan pertlmbangan 

Dlrektut Jenderal Pajak tetap d!latljutkao. 

Pasal 8 

{l) Pembetulan Surat PemberltahUan Tahunan Pajak Penghasllan sebagalmana dlmaksud dalafn Pasall 
ayat {2) dllaksanakan deng~;~n menggunakan formullr Surat Pemberltahuan Tahtman Pajak Penghasllan 
untuk rahun Pajak yang bersangkutan dan menullskan "Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP" 
atau "SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP" dlbaglan ata.s tengah SPT Induk dan setlap Lamplrannya. 

(2} Kel<urangan pembayaran pajak yang terutang sebagal aktbat darl pembetUiill'l Surat pemberitahuan 
Tahunan Pajak Pengha.s!lan sebagalmana d!maksud pada ayat (1} harus dllunasi dengan menggunakan 
Surat Setoran Pajak .sebelum pembetulan Surat pemberltahuan Tahunan Pajal< Penghas!lan terSebut 
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d!sampalkan. 
(3) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahumm Pajak Penghasilan sebagalmana d!maksud pacta ayat (1} 

harus dilamplr1 dengan Surat Setoran Pajak Lembar 3 atas peluna:san pembayaran pajak yang terutang 
sebagalmana dlmaksud pad a ayat (2) 

(4) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghas!lan sebagalmana dimaks\ld pada ayat {1) 
harus dlsampalkan ke Kantor DlrektoratJenderal Pajak ti!:mpat Wajlb Pajak terdaftar. 

Pasal 9 

(1) Data dan/atau informasl yang tercantum dalam Surat f'emberitahuan Tatnman Pajak Penghasl!an WajJb 
Pajak Orang Prlbadl sebagalmana d!maksud da!am Pasall ayat (1) tldak dapat dlgunakan sebagal 
dasar untuk menerbltkan surat ket&apan p~ak atas pajak lalnnya, 

(2) Data dan}atau informasl yang ten:antum dalam pembetulan Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak 
Penghasllan Wajlb Pajak Orang Pribadl atau pembetu!an Surat Pemberltahuan Tahunao Pajak 
Penghasllan Wajlb Pajak Badan sebaga!mana dimaksud dalam Pasall ay<~t (2) tldak dapat dtgunakan 
sebagal dasar untuk menerbltkan surat ketetapan pajak atas pajak lalnnya. 

Pasal10 

Peoghapusan sanksi admfnlstrasl berupa bunga sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan tanpa menerbltkan Surat Tagihan P?jak. 

Pasal 11 

(1) Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasllan Wajlb Pajak Orang prlbadJ untuk Tahun Pajak 2007 
dan sebelumnya sebagalman dlmaksud dalam Pasall ayat {1} yang disampalkan setelah tanggal 
31 Desember 2007 sampaf dengan tanggal dltetapkannya Peraturan orrektur Jenderal Pajak lnl dapat 
dlperlakukan sebagal 5urat Pemberita!luan Tahunan Pajak Penghaslh:U'> dalam rangka Pasal 37A 
IJildang-um:lang KUP. 

(2) Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasllan untuk Tahun Pajak 2006 dan sebelumnya 
sebagalmana dlmaksud dalam Pasall ayat {2) yang dlsampa!l:an setetah tanggal31 Desember 2007 
sampal dengan tanggal ditetapkannya Peraturan Olrektur Jenderal Pajak In! dapat diperlakukao 
sebagal Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasl!an dalam rangka Pasai37A Undang­
undang KUP. 

Pasal 12 

(-1) Wajlb Pajak yang memperofeh Nomor Pokok Wajlb Pajak secara stJkarela dalam tahun 2008 dan telah 
menyampalkan Sutat pemberitahuao Tahunan Pajak Penghasllan Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya 
setelah tanggal 31 Desember 2007 sampal <lengan tanggal dltetapkai'mya Peraturan Olrektur Jenderal 
Pajak lnl, dapat menyampalkan pembetu!an Surat Pember!tahuan Tahunan Pajak Pellghasllan Tahun 
Pajak 2007 dan sebelumnya dalam rangka Pasal 37A Undang:-Undang KUP satu karl setclah tanggal 
dltetapkannya Peraturan Dlrektur Jenderal Pajak lnl sampal ifengan tanggal 31 Desember 2008~ 

(Z) Wajib Pajak yang telah memU!kl Nomor Pokok Wajlb Pajak sebelum tanggal 1 Januarl 2008 dan telah 
menyampalkan Surat pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasllan sebe!um Tahun Pajak 2007 setelah 
tanggal 31. Desember 2007 sampal den~an tanggal dltetapkannya Peraturan Olrektur 1enderal Pajak fnl, 
dapat menyampalkan pembetu!an surat Pemberltahuan Tahumm Pajak: Penghas!lan sebelum Tahun 
Pajak 2007 dalam rangka Pasal 37A Ul'ldang-Undang KUP sattJ kall setelah tanggal dltetapkannya 
Peraturan Dlrektur Jenderal Pajak lnl sampal dengan tanggal 31 Desember 2008. 

Pasal13 

Peraturan Dlr<9klur Jenderal Pajak lnl mula! berlaku sejak: tanggai ditetapkan dan mempunyal dayalaku surut 
terhltutlg: sejak tanggal 1 Januar! 2008. 

Agar setlap orang mengetahu!nya, memetintahkan pengumuman Peraturan Dlrektur Jenderal Pajak In! dengan 
penempatannya dalam Berlta Negara Republlk Indonesia. 

--~····-
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Menlmbang: 

PERATURAN DIREKTURJENDERAL PAJAK 
NOMOR 30jPJj2008 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATUAAN DlREKTURJENDERAL PAJAK NOMOR27/PJ/2008 
TATA CARA PENYAMPATAN1 PENGAOMINISTAASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKS! 

ADN!NISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAf\1 
TAHUNAf\1 PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI VNTtlK TAHUN PAJAK 

2007 DAN SEBELUMNVA1 DAN SEHUBUNGAr~ DENGAN PEMBETUtAN SUMT 
PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASR.AN WAJIB PAJAK ORANG PiUBADI ATAU 

WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

bahwa da!am rangka memberrkan kemudahan1 kepastlan hukum, dan menlngkatkan pe!ayanan kepada Wajlb 
Pajak per!u mengubah Peraturan D!rektur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampalan, 
Pengadmlnistraslan, serta Penghapusan Sanks! Adminlstrasl Setmbungan Dengan Penyampalan Surat 
Pernberltahuan Tatlunan Pajak Penghasllan Wajlb Pajak Orang Prtbadl Untuk iahun Pajak 2007 dan Sebelumnva 
dan Sehubungan Dengan Pembettdan Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Pertghas!!an Wajib Pajak Orang 
Prtbad! atau Wajlb Pajak 8adan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 20071 dengan menetapkan Peraturan 
Dlrektur Jendera! Pajak tentang Perubahan Atas Peraturan Dlrektur Jenderal Pajak Nofnur 27/PJ/2008 tentang 
Tata Cara Pe:nyampalan, Pengadm!nlstraslan, serta Penghapusan Sanks! Admlnlstrast Sehobungao Oenqan 
Penyampalan Sural Pembelitahuan Tahunan Pajak Penghasllan Wajlb Pajak orang Pribadl Untuk Tahun Pajak 
2007 dan Sebe!umnya dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak PenghasHan 
Wajib Pajak Orang pribadl a tau Wajlb Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007; 

Menglngat: 

1. Undang·Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cam Perpajakan (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahuo 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia· 
Nomor 3262) sebagalmana telah beberapa kali dlubah terakhlr dengan Undang~Undang Nomor 28 
Tahun 2-007 (lembaran Neyara Republlk Indonesia Tahun'2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
Repui>-Uk Indonesia Nomor 4740}; 

2. Peratvran Pemerintah NomorSO iabun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajlban 
Perpajakan berdasarkan Undang·Undang Nomor 6 Tabun 1983 tentang Ketentuao Umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagalmana te!ah beberapa kall dlubah terakhlr dengan Undang-lJndang Nornor 26 Tahun 
2007 (Lembaran Negara Republlk Indonesla-Tahun 2007 Nomor 169, Tambahao Lemt>aran Negara 
Republlk Indonesia Nomor4797); 

3. Peraturan Menter! Keuangan Nomor 66/PMK.03{2GOS tentang Tata cara Penyampalan atau Pembetulan 
Surat Pemberttahuan~ dan f'ersyaratan Wajlb Pajak yang Oapat Olberikan f'enghapusan Sanks! 
Admlnlstrasl Da!am Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang NomOt 6 Tahuo 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagalmana Te1ah Beberapa k:all otubah Teral<hlr Oengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tabun 2007; 

4. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentan.g Tata Cara Penyampaian, 
Pengadmlnlstraslan, serta Pet19hapusan Sanks! Admlnlstrasl Sehubungan Dengan P.enyamj)alan SurQ.t 
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasllan Wajlb Pajak Orang Pribadl Untuk Tahun Pajak: 2007 dan 
Sebelumnya dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pembetitahuan Tahunan Pajak Penghasllan 
Wajlb Pujak Orang Pribadl atau Wajlb Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 

PERATURAI'J DIREKTIJR JENDER.Al. PA)AK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DlREKTUR JENDERAL PA)AK 
NOMOR 27/PJ/2008 TATA CARA PENYAMPAIAN1 PfNGAOMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKS! 
ADMINtSTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN 
WAJ[B PAJAK ORANG PRIBADl UNTUK TAHut.f PAJAK 2007 DAN SEBEWMNYA_. DAN SEHU5UNGAN OENGAN 
PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHA5ILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBAOI ATAU 
WAJIB PAJAK MOAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007. 

Pas<ll I 

-----~------------·············-
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2007 dan sebelumnya sebagalmana dlmaksud dalam Pasall ayat (1) yang dlsampalkan 
setelah tanggal 31 Desember 2007 sampa! dengan tanggal 30 Junl :wos, dapat diperlakukan 
sebagal Surat Pemberltahuan Tah1.1oan Pajak Penghas!lan dalam rangka Pasai37A Undang~ 
Uodang KUP. 

(2) Pembetulan Surat Pemberltahttan la.hunan Pajak Penghasllan untuk Tahun Pajak 2006 dan/ 
atau Tahun Pajak sebe!umnya sebagalmana dlmaksutl dalam Pasal1 ayat (2) yang 
cHsampaikan sete!ah tangga! 31 Desember 2007 sampal dengan tanggal 30 )unl :woa, dapat 
dlperlakukan sebagal Pembetulan Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghaslfan dalam 
rangka Pasal 37 A Undang•Undang KUP." 

4. Ketentuan Pasal 12 dlubah seh!ngga k:esei\Jruhan berbunyt sebagai berikut : 

(1) 

(2) 

" Pasal 12 

Wajlb Pajak Orang Prlbadl yang memper<Jieh Nomor Pokok Wajlb Pajak secara sukarela dalam 
tahun 20QS dan telah menyarnpalkan Surat Pemberitahuan Tahunan PaJak Penghasllan Tahun 
Pajak 2007 dan sebelumnya set:elah tanggal 31 ~ember 2007 sampal dengan tang gal 30 Junl 
2il08, dapat menyampalkan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasllan 
Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya dalam rangka Pasal 37A Vndang·Undang KUP satu kall 
sett!lah tanggal d!tetapkannya Perat:oran Dlrektur Jenderal Pajak ;nl sarnp.:Jl dengan tanggal 
31 Desember 2008. 
Wajlb Pajak yang telah memlllk.J Nomor Pokol< Wajlb Pajak sebelum tanggal 1 Januarl 2008 dan 
telah menyampalkan Surat pemberitahuan rahunan P<ijak Penghasllan atau pembetulao Surat 
Pemberftahuao Tahunan Pajak Penghasllan sebelum tahun Pajak 2007 s&elah tanggal 31 
Desember 2007 sampal dengan tanggal 30 Jun! 2008,. dapat menyampalkan pembet.tllan Surat 
Pemberltahuan Tahunan Pajak PenghaSilan sebelum Tahun Pajak 2007 dalam rangka Pasal 
37A Undang-Undang KUP satu kall setelah tanggal dltetapkannya Peratur.m Dlrektur Jenderal 
Pajak In! sampal dengan tanggal 31 Desember 2008." 

Pasal II 

Peraturan Dlrektur Jenderal Pajak lnl mula! berlaku s:ejak tanggal ditetapkan dan mempunyal daya laku surut 
terhitung sejak tanggall Januari 2008. 

Agar setlap orang mengetahulnya, memerintahkan pengumuman Peraturan Dlrektur Jendera! Pajak In! dengan 
penempatannya dalam Berlta Negara Republfk Indonesia. 

Ditetapkan dl Jakarta 
Pada tanggal 27 Juni200S 
OIREKTUR JENDERAL PAJAK 

ttd. 

DARMIN NASU110N 
NIP 130605098 

···-···-·-·-~·····-···--~ 
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
DlREKfORAT JENDERAL PAJAK 

SURAl EOARAN OlREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOI-10R SE M 33/PJ/2008 

TENTANG 

TATA CAAA PEMBEfUAN NPWP, PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPh, , 
PENGHAPUSAN SANKS! ADMINISTRASI, PENGHENTIAN PEMERIKSAAN, DAN 

PENGADMINISTRASIAN I.APORAN TERKAIT DENGAN PELAKSANAAN PASAL 37 A 
UNDANG~UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJA.KAN 

DIREKTURJENDERAL PAJAK, 

27 Junl 2008 

Sehubung~n dengan penerbftall Peraturan Menterl Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentang Tata Cara 
Penyampalah atau Pembetulan Swat Pemberltahuan, dan Persyaratari W~fb Pajak yang dapat dlberlkan 
Penghapusan Sanksl Adrnlnlstrasl dalam Rangka Penerapan Pasai37A, Undang-Undang Nomor 6 Tatwn 1983 
tentang Ketentuan Umum Tata earn ~rpajakan Sebagalmana Te!ah Be.berapa Kall dlubah Teral<hir dengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Olrektur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2()08. teotang Tata 
Cara Penyampalan, Pengadmlnlstraslan, serta Peoghapusan Sanksl Admlnistrasl Sehubungan Dengan 
Penyampalan Surat Pemberltahuan Tahunon Pajak Penghas:llan Wajlb Pajak Orang Prlbadl Untuk Tahun Pajak 
2007 dan Sebelumnya sebagalmana telah dlubah dengan Peraturan Dlrektur Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2008 
yang m&~gatur rasmtas penghapusan sanksl admlnlstras\ sebagal pelaksanaan Pas:al 37A UOdang-Undang 
Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang selanjutnya dtsebut dengan fasllltas Sunset Polley, maka 
untuk ke!ancaran pelaksanaan kebljakan tersebut perlu ditegasl<an hal-hal sebagal betikut: 

L Tata Cara Pemberian NPWP Bagl Wajlb Pajak Orang Polbadl 
A. Pembeolan Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP) 

L Oatang langsung ke KPP 
a. Wajlb Pajak menyampalkan fOtmullr Permohonan Pendaftaran dan Perubahan 

Data W<tj!b P.Uak yang telah d!lsf beserta lamplrannya kepada PetugasTPT 
(TPT); 

b. Petugas TPT mencetak Buktl Penerimaan surat {6PS}/Lembar Pengawasan 
Arus Dokumen (LPAO}. BPS dlplsahkan untuk tiiSt.!rahkan kepada Wajib Pajak 
se:dangkan LPAO digabungkan dengan berkas pendal'taran kemudran 
dlteruskan kepada Pelaksana Seksl Pe!ayanan/Pelaksana Seksl Tata Usaha 
Perpajakan (TUP); 

c. Pelaksanaan Seksl Pelayanan/Pe1aksana Seksl TUP merekam berkas 
pendaftaran Wajlb Pajak_dan mencetak konsep Surat Keterangan Terdaftar 
{SKT} serta Kartu NPWP kemudlan menyerahkannya kepada Kepala Sek.sl 
PelayananjKepala seksl TUP. 

SKT diterbitkan -dalam rangkap dua 
• Lembar ke~1 : untuk Waj!b Pajak 
• Lembar ke-2 : untuk arslp Kantor Pelayanan Pajak 

d. Kepa!a Seksl Pelayanan/l<epa!~ Seksl TUP menelltl dan menandatangani SKT 
kemudlan menyerahkarmya kepada Pe!aksana SekSI Pelayanan/Pelaksana 
Seks!TUP. 

e. Pelaksana Seksl PelayananjPelaksana Seksl TUP menerima rlokumen yang 
telah dltandatanganl, member! nomor, memberi stempel kantor1 memlsahkan 
SKT untuk arslp dengan SKT dan kartu NPWP y;.tog akan dlserahkan kepada 
Wa]lb Pajak. 

f. Pelaksana Seksf Pe!ayanantpelaksana Seksl TUP mengarslpkan dan 
menyerahkan SKT dan kartu NPWP kepada Wajlb Pajak. 

g. Jangka waktu penyelesalan pemberlan NPWP paling lama :t (satu} jam sejak 
permohonan diterlma. 

h. Kepafa Seksl Pelayanan/Kepala Seksl TUP bertanggungjawab terhadap 
t&penuhlnya jangka waktu pemberlan NPWP dan pelaksanaan pelayanannya. 

2. e-Registratfon me!alul Pojok Pajak/Mobll Pajak Kellllng 
Tata cara pe!ayanan pemberlan NPWP melalul e-ReglstratJon Pojok Pajak/Mobil Pajak 
Ke!Uing adalah sebaga!mana dlaturdalam Keputusan D!rektur Jenderal Pajak Nomor 
KEP-30/PJ/2006 tentang Tata Cara Pendaftar;;~n Nomor Pokok Wajlb Pajak Melalu! 
Pojok Pajak. 

3. e-Reglstratron mela!ul internet 
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Tata cara ~mberlan NPWP dengan e~Reglstratlon melalullnternet adalah sebaga!mana 
dlatur dafam Keputusan Olrektur Jenderal Pajak Nomor KEP-173/PJ/2004 tentang Tata 
Cara Pendaftaran dan Penghapusan N.omor Pokok Wa}!b Pajak serta Pengukuhan dan 
Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dengan Slstem e·Reglstratlon 

B. Selain tata cara sebagalmana dlmaksud pada angka 1 huruf A, KPP agar memperhatlkan 
hal-hal sebagal berlkut: 
L Persyaratan pemberlan NPWP, yaitu : 

a. Untuk Wajlb Pa]ak orang prtbadl yang tldak menjalankan uS<Jha atau 
pekeljaan bebas : 

1) Bag! penduduk Indonesia: fotokopl Kartu Tanda Penduduk; atau 
2) Bagl orang aslng: fotolropl paspor dltambah surat pemyataan temP"at 

tlnggaJjdomistli dari yang bersangkutan 
b. Untuk Wajlb Pajak orang plibad:l yang menjalankan usaha atau pekerjaan 

bebas : 
1) Bag! penduduk Indonesia: l'otokopf Kartu Tanda Penduduk; atau 
2} Bagf orang aslng: fotokopJ paspor ditambah surat pemyataan tempal; 

tlnggaljdom!s!ll dart yang bersangkutan; dan 
3) Surat pernyataan tempat keg!atan usaha atau pekerjaan bebas darl 

Wajlb Pajak. 
2. Dalam hal persyaratan permohonan NPWP belum terpenuhl, pennotmnan Wajfb Pajak 

dikembal!kan untuk dllengkapl. 
3. Dalam hal Kepata Sek.sl Pelayanan/Kepala Seksi TUP tldak ada dltempat, SKT dapat 

dlklfimkan k:emudlan, kartu NPWP dlberlkan. 
4. Terrnasukdalam krlterta Wajlb P<ijakyang secara sukarela mendafl:arkan dlri untuk 

memperoleh f>:omor Pokok Wajlb Pajak dalam tahun 2008 adalah Wajlb Pajak yang 
memperoleh Nomor Pokok Wajlb Pajak betdasarkan hasU ekStenslfikasf pada tahun 
2008. 

II. Tata Cara Penerlmaan dan Pengolahan SPT Tahurtan PPh 
A, Penerlmaan SPT dalam rangka Sunset Policy: 

1. Wajlb PaJak menyampaTkan SPTTiilhunan PPh terkalt fasll!tas Sunset Polley ke Kantor 
Pelayanan PaJak, balk secara langsung maupun meialul Pos/Ekspedls!. 

2, Petugas TPT/Help Desk menertma dan mcnelitl SPT Tahunan PPI;, Oalam hal SPlyang 
diterrma tidak terdapat tanda berupa tullsan "SPT Berdasarkan Pasal 37A uu KUP"1 

petugasTPT/He!p Desk wajib memastlkan apakah SPT tersebut dlsampa!kan dalam 
rangka pemanfaatan fasllltas sunset Polley. 

3. Petug~s TPT/Help Desk rnenelitl persyaratan dan kelengkapan SPT Tahunan PPh 
dengan menggunakan apllkasl yang tersedla dan memberi tanda {7) pad a Check Ust 
Sunset Pelley yang s'E!suai sebagafmana pada Lamp! ran I Surat Edaran lnl, yaltu dengan 
memastlkao bahwa : 
a. SPTTahunan PPh yang disampalkan memenuhl syarat ke!engkapan SPT 

sesual dengan ketentuan pecaturan perundang·undangan perpajakan; 
b. Surat Pemberltahuan Hasll Pemer!ksaan (SPHP) belum dlsampalkan kepada 

Wajib Pafak, dalam hal Wajlb Pajak sedang dllakukan pemerlksaan, 
c. Wajlb Pajak tldak sedang d!lakukan Pemerlksaan Buktl Pemuraan, Penyld!kan, 

Penuntutan, atau pemet11<saan dl pEmgadllan atas tlndak: pldana dl b!dang 
~rpajakan. 

d. SPTyang dlt€rlma merupakan SPT Tahvnan PPh tahun pajak 2.006 dantatau 
tahun-tahun sebelumnya, darl Wajlb Pajak yang telah terdaftar sebelum tehun 
2008. 

e. SPT yang dlterlma merupakan SPT Tahunan PPh Wajlb Pajak orang Pr!badl 
tahun p~ak 2007 dan tahun~tahun sebelumnya dar! Wajlb Pajak orang prlbadl 
yang terdaftar pada tahun 2008. 

r. D!lamplrl dengan SSP sebagal bukt! pelun~an pajak, 
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan SPT Tahuoan PPh sesual Check Ust ~vnset Pulley 

dengan ketentuan : 
a. Untuk SPT Tahunan PPh yang sudah lengkap, dllaojutkan dengan merekam 

data penerimaan SPTTahunan PPh beserta kelengkapannya1 menerbitkan 
BPS/LPAO, menyampaikan langsung atau menglrlmkan BPS kepada Wajib 
Pajak rnen§gabungkan LPAD dan Check List Sunset Polley denagn SPT 
Tal\unan dan dokumen kelengkapaooya. 

b. Untuk SPT Tahunan PPh yang d!sampalk.an langsung, namun tldak lengkap, 
Udak dapat diterlma, sedangkan yang disampalkl.m melaluf PoS/Ekspedlsl 
dlkemballkan kepada Wajlb Pajak dengan dlsertal Surat Peno!akan SPT 
TahUnan PPh. 

-----··--
2 

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP UI, 2009



•• 

5. ?etugas TPT meneruskan SPT Tahunan PPh beserta Register Harlan Penerlmaan SPT 
Tahunan PPh ke Seksl Pengolahan Data dan Informasl. 

6. Account RepresentatiVe/Pelaksana Seksl PPh Badan/Pelaksana Seksi PPh OP 
melakukan penelltlan untuk meyaklnkan bahwa SPT yang dlterlma sesuaJ dengan 
ketentuan Sunset Polley. 

7. Oalam hal SPT merupakan SfiT Unbalance yang terdapat kesalahan matemat!S, 
Account Representative/Pelaksana 5eksl PPh. Badan/Pelaksana Seksl PPh OP 
membuat Surat Hlmbauan (SOP Tata Cara Himbaui.'ln Perbalkan Surat Pemberltahuan) 
dan dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahonan PPh berdasarkan h!mbauan In!, 
pembetulan ter!iebut tetap memperoleh fasilltas Sunset Polley 

Selaln tata cam sebagalmana dlmaksud dalam angka U huruf A, agar dlperhatikan hal-hal 
sebagal berlkut : 
1. Kepa!a KPP memberlkan pemahaman keb!jakan Sunset Polley kepada seluruh pegawai 

dlllngkungan I<PP yang bersangkutan, 
2. Terhadap Sf'T Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh yang dlterlmil setelah 

tanggal31 Oesember 2007 sampal dengan tanggal 30 Junl 2008, dllakukan pengecekan 
ulaog untuk mengetahul apakah penyampafan SPT atau pembetulan SPT tersebut 
dlmaksudkan untuk memperoleh rasUitas sunset Polley, dengan prosedur sebaga! 
berlkut: 
a. Kepala Seksl terkalt memerintahkan Account Representatfve/Pelaksana Seksl 

PPh OP meneHtl ulang SPTTahunan PPh Orang Prlbadl Kurang Sayar yang 
dlsampa!kan setelah tanggal 31 Desember 2007 sampal dengan tanggal 30 
Junl 2008 yang dlsampalkan oleh Wajlb Pajak orang pribadl yang terdaftar 
dalam tahun 2008. 

b. Kepala Seksl terkalt memertntahkan Account Representative,/Pelaksana Seksl 
PPh Badan/Pelaksana Seks! PPh OP meoe!ltl ulang pembetulao SPT Tahunan 
P.Ph yang disampalkan setclah tanggal 31 Desember 2007 sampar dengan 
ta(lggal 30 Junl 2008 yang dlsampalkan oleh Wajlb Pajak orang prlbadl atau 
l:iadan yang tefah terdaftar sebelum tanggal1 Januarl 2008. 

c. Account RepresentatiVIVPelaksana Seksl PPh Badan/Pelaksana Seksl PPh OP 
menghubungl Wajlb Pajak untuk menlndaklanjuti kekurangan persyaratan 
Sunset Polley. 

d. Sete!ah mendapat kontirmasl darf Wajlb Pajak yang bersangkutan, Account 
Representat!ve/Pelaksana Seksf PPh Badan/Pelaksana Seksl PPh OP 
menuHskan "SPT Perdasarkan Pasal 37A UU KUP~ pada Formullr induk beserta 
lamplrannya terhadap SPT Tahunan PPh atau pembeb..!lan SPT T~hunan PPh 
yang merupakan SPT yang rnemperoleh fasmtas sunset Polley dan membert 
tanda (v} pada Check Ust Sunset Polley yang sesuaf. 

III. Tata Cara Penghapusan Sanks! Admlnlstrasl 
A. Penghapusan Sanks! Admlnlstrasl 
Penghapusan sanksi admlntstras! dilakukan dengan tldak. menerbitkan STP, melaltd prosedur 

sebagal berlkut : 
1. Slstem menampllkan dattar Waj!b Pqjak yang menyampalkan "SPTTahunan PPh/ 

Pembet:ulan SPT Tahunan PPh dengan fasllltas Sunset Polley 
2. Account RepresentaUvefPelaksana Sek:sl PPh Badan/P.elakSana Seksl PPh OP 

melakukan penghlt:ungan sanksl yang dlhapuskan. 
3. Kepala Seksl Pengawasan dan Konsultas[/Kepala- SekSI PPh Badan/Kepala Seksl PPh 

OP menelit! kebenaran pengh!tungan penghapusan Sanks! yang ilkan dlcantumkan 
dalam surat ucapan terlma kaslh. 

4. Account Representatlve,!Pelaksana Seksl PPh Badan/Pelaksana Seksl PPh OP tidak 
memproses penetbltan STP sankSI bunga atas penyampalan SPT Tahunan PPh/ 
Pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap Wajlb Pajak dalam daftar, 

B. Penerbitan surat ucapan terlma kaslh 
1. Account Re]»'esentat!Ve{Pe!aksana Seksl PP11 6adan,IPelaksana Seksi PPh OP 

menyrapkan konsep Surat Ucapan Terima Kaslh kepada Wajlb Pajak dengan 
mencarttumkan besamya setoran pajak d'a!am rangl<a sunset policy dan s'"iinksl 
admlnlstrasl yang dlhapuskan sesual dengan Lamplran II surat fdaran Dlrektur 
Jenderal Pitjak !nl. 

2. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasl/Kepala Seksl PPh Badan/Kep:ala Seksl PPh 
OP mene!lti dan memaraf konsep Surat Ucapan Terlma Kaslh. 

3. Kepala Kantor Pelayanan Pt'Uak menem1 dan menandatanganl Surat Ucapan Tertma 
Kas!h. 

4. Surat Ucapan Tertma K:as!h dltatausahakan dan dfsampalkan kepada Wajib Pajak 
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melalul SubbaglaniJmurn (SOP Tata Cara Pe:nyampalan Ookumen dl KPPj. 
s. Surat Ucapan Terlma Kasih dlk!rlm paling lambat 1 {satu) mfnggu setelah SPT Tahunan 

PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dite:rima, kecuall SPT Wajib Pajak sedang 
dalam pemeriksaan maka St.trat Ucapan Te!'lma Kasih dlklrlm paling lambat 1 (satu) 
bulan, 

1V. Penghent!an Pemer!ksaan Sehubungan Dengan Pemanfaatan Sunset Polley 
A. Pemeriksaan terhadap SPT Wajlb Pajak yang telah dlbetulkan da!am rangka sunset policy 

dihentikan kecuafl : 
1, Pajak yang terutang berdasarkan pemhetulan SPT Tahunan PPh Wajlb Pajak orang 

pribadf/badan leblh rendah darfpada pajak yang terutang berdasarkan temuan 
sementara pemerlksaan yang dldukung dengan buktl yang .cukup (bukan hasil enaflsls) 
dan dlsetujuf ofeh atasan Kepala Unit Pelaksan& PemerlkSaan, 

2- Terdap.at !ndlkasl tlndak pldana d! b\dang perpajakan yang mellputi; 
a, Wajlb Pajak menolak untuk dllakukan pemer!kSaan 
b, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Ng.mor Pokok Wajlb Pajak 

atau Pengukuhan Pengusalla Kena Pajak; 
c. Wajlb Pajak tidak menye1enggarakan pembukuan atau peneatatan dl Indonesia, 

tldak memperilhatkan atau tldak mem!njamkan buku, eatatan, afau dokomen 
lain, 

d. Wajlb Pajak tidal< menylmpan buku, catatan, atau dotwmen yang menjadl 
dasar pembukuan a tau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasll 
pengolahan data dari pembul<uan yang d!keloia se<:ara elektronlk atau 
dlsel.enggaral<an secara program aplikasi an·Une d! Indonesla sebagalmana 
d!maksud dalam pasal 28 ayat {11} undang~Undang KUP. 

e. Wajlb Pajak tldak menyetorkan pajak: yang telah,<llpotong atau dlpungut; 
f. Wajlb Pajak menerbltkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukt! 

pemungutan pajak,. buktl pemotongan pajak, dan/atau buktl seto.ran pajak 
yang tldak be.rdasarkan tr.msaksl yang sebenamya; atau 

g, Wajlb pajak menerbltkan fakt:ur pajak tetapl belum dlkukuhkan sebagal 
Pengusaha Kena Pajak, 

6. Pengadmlnlstrasfan Oata Surat Pemberltahuan Hasll Pemeriksaan (SPHP} 
1. Apab!la dalam tahun 2008 tim Pemer!ksa Pajak menyampalkan SPHP kepada Waj!b 

Pajak yang terkalt dengan pemerlksaan atas SPT Tahunan PPh, data SPHP tersebut 
harus dlsampalkan ke Seksl Pe!ayanan/Seksl TUP, dengan ketentuan sebagal ber!kut: 
a, Dalam hal pemerfksaan dl!aksanakan oleh KPP yang telah menerapkan slstem 

admlnlsttasl perpajakan modem, data SPHP dlsampaikan oleh Kepala Seksl 
Pemerlksaan kepada Kepala Seks1 Pelayanan. 

b. Dalam hal pemerlksaan dllaksanakan oleh KPP yang belum meneri:.pkan 
slstem a.dmlnlstrasl perpajakan modern, data SPHP dlsampalk;an o!eh Kepa!a. 
Seksl PPh Badan/Kepala Seksl PPil Orang Pribadl kepada Kepala Seksl TUP, 

c. Dalam hal pemerlksaan dl!akSanakan oleh kantor PemerikSaan dan Penyldlkan 
Pajak_ Kantor Wllayah DJP, atau Direktorat Pemerlksaan dan Peoaglllan, data 
SPHP dlsampalkan oleh Kepala Kantor Pemerlksaan dan Penyldlk Pajak, 
Kepala Kantor Wl!ayah DJP1 atau D!rektur Pemeriksaan dan .Penaglhan kepada 
Kepala KPP tempat Wajfb Pajak terdartar u.p. Kepa!a Seksl Pe!ayanan/Kepata 
Sek.sl TIJP. 

d. Peny.ampa!an data SPHP ke Seksl Pelayanan/Seksl TUP harus dllakukan pada 
l;anggal yang sama dengan tanggal penyampalan SPHP oleh tim Pemer<ksa 
Pajak kepada Wajlb Pajak. 

2. Data SPHP yang harus dlsampalkan kepada Kepala KPP u.p. Kepala Seksi Pefayananf 
Kepala- Seksi TUP, me!lputl data sebagal bertkut : 
a. Nomor Pokok Waj!b Pajak yang dlperlkSa 
b. Nama Waj!b Pajak yang dfpertksa 
c. tahun pajak yang dtperiksa 
d. nomor SPHP; dan 
e, tanggal penyampaJan SPHP terka!t dengan pemeriksaan atas SPT Tahunan 

PPh 
3. Penyampalan data SPHP sebagalmana dlmaksud-pada angka 1 dan angka 2 dilakukan 

dengan keteotuan sebagal berikut ; 
a. dlsampafkan dengan menggunakan Nota Dtnas Kepala Seksl Pe.merikSaan, 

Naf:a Dlnas Kepall! Seksl PPh Badan/Kepala Seksl PPh Orang Pr!badt, atau 
Surat Kepala Unit Pelaksana Pem~!tlksaan yang dl!amplri dengan fotocopy 
SPHP, 

b. Oata SPHP harus dlsampalkan oleh tim Pemerlksa Pajak melalul fakslml!i dan/ 
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o. 

atau surat e:le:ktronlk (e-mail}. 

l?enanganan Data SPHP Yang Diterlma Oleh Seksl Pe!ayanan/Seksl TUP 
1. Kepala Seksl Pelayanan/Kepala Seksl TUP menerlma dan mengadmlnlstrasikaA data 

SPHP yang dlterlma dar! Kepala Seksr Pemeriksaan, Kepala seks! PPh Badan/Kepala 
SekSI PPh Orang Ptll)adl, Kantor Pemer!ksaan dan Peoy!dlkan Pajak, Kepala Kantor 
Wllayah DJP, atau orrektur Pemeriksaan dan Penagihan. 

2. Pelaksana Seksl Pelayanan/Pelaksana Seksl TUP merekam data SPHP yang telah 
dladmlnistraslkan ke dalam slstem yang terpasang. 

Tata Cara Peng:hentlan Pemerlksaan 
1. Kepala Seksl Pelayanan/Kepala Seksl TUP menglrlmkan daftar Waj!b Pajak yang 

menyampalkan SPT Tahunan PPh dalam ran9ka Sunset Polley kepada Kepala Seksi 
Pemerlksaan atau kepala Scl:sl PPh 8adan/Kepala Seksl PPH Orang Prlbadi/Kepala 
Seksl PPN dan PTll/Kepala Seksl f'2PPh untuk dltelltl apakah terhadap SP'f WaJ!b Pajak 
tersebut sedang dalam pemeHksaan, 

2. Dalam hal Wajlb Pajak secfang dalam pemerlksaan, Kepala Seks! Pemerlksaan atau 
Kepala seksl PPh Badan/Kepa!a Seksl PPh Orang Prlbadi/Kepala Seksl PPN dan PTLl/ 
Kepala Seks! P2PPh memlnta futokopl SPT Tahunan PPh dalam rangka sunset policy 
kepada Kepa!a Seksl PelayananjKepala Seksl TUP. 

3. Dalam hal pemerlksaan dl!aksanakan o!eh KPP, penghent!an pemeriksaan dl!aksanakan 
dengan ketentuan sebagal berikut : , 
a. Berdasarkan dattar pada angk:a 1, Kepala Seksl Pemeriksaan atau K~la 

St!ksl PPh Badan/Kepala Seksl PPh Orang Pribadi/Kepala Seksi Pf'N dan Pl"LL/ 
Kepala Seksl P2PPh memerJntahkan tim Pemerlksa Pajak untuk menganansls 
dapat trdaknya pemer!ksaan dlhentikan dengan mendas:arkan pada angka rv 
huruf A. Dalam hal pemer!kSaan tldak dll1eotlkan dlkamoakan alasan pada 
angka IV huruf A an9ka 1, Kepala Kantor Pelayanan Pajak meminta 
persetujuan dar! Kepala Kantor Wilayah atasannya. 

b. Da!am hal pemeriksaan dlhentlkan, Kepala Sekst Pemeriksaan atau Kepala 
Seksi PPh Badan/Kepala Sei<Si PPh Orang flrlbadVKepala Seksl PPN dan PTLL/ 
Kepala Seksl P2PPh membuat konsep nota d!.nas usulan penghentlan 
pemerlksaan kepada Kepala KPP. 

c. Kepala KPP menandatanganl dan menyampalkan nota dlnas tentang 
penghentlan pemertksaan kepada Supervisor Pemerlksa Pajak 

d. Berdasarkan nota dlnas ten,tang penghentian pemeriksaan dar! Ke:pala KPP, 
Tim Pemeriksa Pajak mengllentikan pemeriksaan atas Waj!b Pajak: yang 
memperoleh rasmtas sunset Polley dengan membuat Laporan Has!! 
Pemerlksaan berupa Laporan Penghentlan Pemeiiksaan Dalam Rangka Sunset 
Polley. 

e. Tim Pemerlksa Pajak menguralk.an progres pemerlk.Saen dalam Laporan 
Penghentlan Pemenksaan Dalam R.angka Sunset Policy serta me\lguralkan 
alasan penghentlan pemerlkSaan dalam Laporan Penghentlan Pem"eriksaan 
Dalam Rangka Sunset Policy. 

f. Kepala KPP menyampalkan pemberltahuan secara tertulis kepada Wajlb Pajak 
tentang Penghentlan pemerlksaan dalam rangka Sunset Polley serta 
mengemba!lkan buku, catatan, dan dokumen yang diptnjam kepada Wajlb 
Pajak paling lama:7 (tujuh) harl sejak tanggal Laporan Penghentlan 
Pemerfksaan Dalam rangka sunset Polley. 

4. Oa!am hal pemerlk.Saan dllaksanak:an olet, kantor Pemerlksaan dan Penyldlkan Pajak, 
Kantor WI! ayah OJP, a tau Dlrektorat Pemerlksaan dan Penaglhan, Penghentfan 
pemer!ksaan d!laksanakan dengan ketentuan sebagal bf!rlkut : 
a. Berdasarkan daftar sebagalmana dimaksud pada angka 1, Kepala Seksl 

Pemerlksaan atau Kepala Seksl PPh BadanJKepala Seks! PPh Orang Pribadl/ 
Kepala Seksl PPN dan PTLl/Kepala SeksT P2PPh membuat konsep surat Kepa!a 
KPP tentang pemberitanuan b~hwa Wajlb Pajak yang sedang dlperlksa t~ah 
menyampalkan SPTTahunan PPh dalam (angka Sunset Polley. 

b. Kepala KPP menandatanganl dan menyampa!kan surat pemberltahuan bahwa 
WaJib P~ak yang sedang diper!ksa telah meoyampalkan SPT dalam rangka 
Sunset Polley kepada Kepala Kantor Pemerlksaan dan Penyldlkan Pajak, 
Kepala Kantor Wlfayah DJP, atau Dtrektur Pemertksaan dan Penaylhan, 
dl!amplrl dengan fotokopl SPT tahunan PPh dalam rangka sunset policy, 
dengan terleblh dahulu menglrlmkan surat ters-ebut (tanpa !ampiran fotokopl 
Sf'T Tahunan PPh) dengan fakslmlll. 

c. Berdasarkan surat pemberltahuan pada huruf b, Kepala Kantor Pemerlksaan 
dan penyldlkan Pajak, Kepala kantor Wllayah DJP, atau Dtrektur Pemeriksaan 
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---·--- ····------ --- ····-·······----
dan peoaglhan memerfntahkan tim pemeriks:a Pajaf,; untuk meoganallsls dapat 
tldaknya pe:rnerlksaan dlhentlk:an dengan meodasarkan pada angka lV huruf A. 
Dalam hal pemerlksaan tldak dlhentikan dlkarenakan a!asan pada angka IV 
huruf A angka l, Kepala Unit Pelaksana Pemerlksaan Pajak memlnta 
perse:tujuan atasan langsungnya. 

d. Oalam hal pemerlksaan tldak dlhentikan, Kepala Kantor Pemerlksaan dan 
Penyldlkan Pajak, Kepala Kantor Wllayah OJP, atau Olraktur Pemerlksaan dan 
Penaglhan menyampalkan pemberltahuao kepada Kepala KPP tempat Wajlb 
Pajak terdattar. 

e. Datam hal pemerlksaan dlhentlkan, Tim Pemertksaan Pajak mengoralkan 
alasan penghentlan pem~erlksaan dar am Laporan Penghentlan Pemeliksaan 
Dalam Rangka Sunset policy, dan membuat konsep nota dfnas usulan 
penghentlan pemerlksaan kepada atasan langstJng Tim Pemer!ksa Pajak. 

f. Kepala Kantor Pemeriksaan dan penyldlkan Pajak1 Kepala Kantor Wllayah DJP, 
atau D!rektur Pemeriksaan dan Penaglhan menyampalkan pemberitahuan 
secara tertu!ls tentang pengl'lentian pemertksaan dalam railgka Sunset Polley, 
serta mengemballkan bulru, catatan, dan dokumen kepada Wajlb Pajak paling 
lama 7 (tujuh) harl sejak tanggal Laporan Penghentlan Pemerlksaan Da!am 
Rangka Sunset Por!cy, dengan tembosan kepada Kepala KPP tempat wajlb 
pajak ter<laft:ar d!lamplri der;g<ln 1 {satu) set L.aporan Penghent:!an 
Pemerlksaan Oalam Rangka sunJret Polley. 

5. Pemmiksaan yang telah dlheotlkan dengan prosedur sebagalmana dlmaksud pada 
angka 3 dan angka 4, dapat dlperiksa kemball atau ditlnda1danjutl dengan pemerlksaan 
buktl permulaan apabila terdapat data atau lnfnrmasllaln yang menunjokkan bahwa 
SPT Tahunan PPh yang dlsampa!kan oleh Wajlb Pajak dalam rangka pemanfaatan 
sunset policy temyata tldak benar. 

6. Pemerlksaan atau Pemer!ksaan Buktl Permulaan sebagaimana dlmaksu(j pada angka 5 
dllakukan setelah tanggal 31 Maret 2009. 

V, Tata cara Petaporan Pelaksanaan Sunset Policy 
A, Pengadmtnlstraslan Pelaporan Pelaksanaan Sunset Pnllcy 
Kepala Kantor Pelayanan Pajak melakukan monlt4rlng atas pembetulan St.~ rat Pemberltahuan 

Tahunan Pajak Pengbasllan.sebelum Tahun Pajak 2007 dar! Wajlb Pajak yang telah terdaftar 
sebelum taimn 2008 dan penyampalan Si,irat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasllan Wajlb 
Pajak Orang Prlbadl Tahun Pajak 2007 dan se'belumnya dari Wajlb Pajak yang mendaftar 
secara sukarela pada tahun 2008, dengan menggunakan formullr sebaga[mana dalam lampiran 
III~l, lamplran m~1.1, L.amplran lll-2, dan lamplra:n lU-2.1 Surat Edaran Direktur Jeoderal 
Pajak lnl, dengan tata cara sebagal berlkut: 
1. Kepala Seks! Pelayanan/Kepala Sel<sl TUP menugaskan kepada Pelaksana Seksl 

Pelayanan/Seksl TUP untuk menylapkan Laporan Triwulanan. 
2. Pelaksana Seksi PelayananjPel;;~ksana Seksl TUP menylapkan konsep Laporan 

Trlwulanan. 
3. Kepala Seksl PelayananfKepala Sek:Si ruP menellti dan memaraf konsep Lapor<m 

trlwufanan. 
4. Kepala Kantor menelltl dan menandatangan!Lapotan Trivmlanan. ., 
5. Lapotan Trlwulanan disampalkan kepada Kepala Kantor Wllayah atasannya,· dengan 

tembusan kepada Dlrektur Potensl, Kepatuhan dan Penerlmaan melalul Subbagfan 
umum {SOP Tata Cara Penyampalan Dokumen dl KPP}. 

B. Selaln tata cara sebagalrnana d!maksud dengan huruf A KPP/Kantor WUayah memperhatlkan 
hal· hal sebagal betlkut: 
1. laporan Trlwulanan dlsampatkan oleh Kantor Pelayanan Pajak kepada Kepala kantGr 

Wilayah atasannya dengan tembusan kepada Dlre:ktur Potensl, Kepatuhan dan 
Penerimaan dengan ketootuan 
a. Pertode Januarl sampal dengan Junl 2008 agar dflaporkan paling lambat 

tanggal 31 JuU 2008; 
b, Perlode Jull sampal dengan September 2008 dllaporkan paling lambat tanggal 

15 Oktobel' :woe; 
c, Per!ode Oktober sampal dettgan Desembet 2008 dllaporkan paling lambat 

tanggal 15 Januari 2009i 
d. Perlode Januari sampal dengan Maret 2009 dllaporkan pai!J)g lam bat 15 April 

2009. 
2. faporan Pelaksanaan Sunset Polley dlkompilasl secara regional oleh Kantor Wl!ayah. 
3. Kantor Wl!ayah bertanggung }awab untuk melakukan ffio.nltoring pelal<sanaan dan 

pelaporan pefakSanaan Sunset Polley oleh k;;~ntor Pe!ayanan Pajak dlw!Jayahnya. 
<;, Laporan Pelaksanaan Sunset Polley dlkompllas! secara nasfona1 o1eh Direktorat Potensl, 
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Kepatuhan dan Penerlmaan. 
5. Para Eselon II Kantor Ftl$at Dlrektorat Jenderal Pajak sebagal supervisor Kantor 

WUayah memantau pelaksonaan sunset policy lnl dlwflayah tugas maslng-maslng, 

IV, Lain-lain 
1. Oalam hal Wajlb Pajak memlllkl buk!J pemotongan/buktl pemung-utan Pajak Pengh.rslfan 

sebelum mendaMrkan dlri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajlb pa}ak, PaJak Penghasilan 
yang telah d!potong ters:ebut dapat d!kredltkan daiam surat Pember!tahuan Tahunan Pajak 
Penghasllan Wajlb Pajak Orang Pribadl sebagal kredlt pajak atas penghas!lan yang dllaporkan 
dalam Surat Pmeberltahuan Tahunan Pajak Penghasl!an Waj!b Pajak orang Prlbadl tersebut. 

2. Untuk mengetahul bahwa terhadap Wajlb Pajak sedang dl!akukan Pemerlksaan Buktl 
Permulaao, penyidlkan, penuntutan1 atau pemerlkSaan dl pengadilan atas tlndak p!dana 
d! bl<lang perpajakan, Penyidik Pegawal Negerl Slpll yang menanganlnya wajlb meng!rtmkan 
lnformasi tersebut kepada Kepala Seksl Pelayanao atau Kepala Seksl Tata usaha Perpajakan. 

Dengan ber!akunya Surat Edaran Dlrektur Jenderal Pajak In!, Surat Edaran Dlre'ktur Jenderal Pajak Nomor 
SE-31/PJ/2008 tentang Tata Cara Penghapusan Sanks! Admlnlstrasl atas l<eterlambatan Pelunasan Kekurangan 
Pembayaran Pajak dan PengaUmlnlstras!an Surat Pemberttahuan Tahunao Pajak Petlghaslfan sehubungan 
dengan Penyampaian Surat Pemberitahmm Tahunan untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya serta 
Pembetulan Surat Pemberltahuan Tahunan untuk Tahun Pajak Sebe!um Tahun Pajak ZOOS dlcabut dan 
d!nyatakan tidak berlaku. 

Demlklan untuk d!lai<Sanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Dltetapkan dl Jakarta 
pa~a tanggal 27 Junl 2008 
D!rektur Jenderal 

ttd. 

oarm!n Nasution 
NIP 13060-5098 

Tembusan : 
1. Sekretaris Dlrektorat Jenderal Pajak; 
2. Para Olrektur dan Tenaga Pengkajl dll!nglcungan Kantor Pusat OJP; 
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan. 
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OEPARTEMEN F<EUANGAN REPUBUK INDONESIA 
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 

SUAAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK 
NOMOR SE - 34/PJ/2006 

TENTANG 

PENEGASAN PElA'KSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN 
TATA CARA PERPAJAI<AN BESERTA KETENTIJAN PELAKSANAANNYA 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

31 Ju!t 20(}8 . 

Sehubungan dengan pe:laksanaan Sunset Polley berdasarkan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketlga atas Undang-Undang Nomor15 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umom dan Tata Cara 
Parpajak:an, yang ketentuan pelaksanaannya dlaturda!am Peraturan MenterJ Keuangan Nomor 66/PMK.OJ/2008, 
dan Peraturan Dlrektur Jenderal Pa:}ak Nomm- 27/PJ/2005 sebagalmana telah dlubah dengan pe.ratoran Ofrektur 
Jenderal Pajak Nomor 30/Pl/2008, serta Surat Edaran Dlrektur .lenderal Pajak Nomor SE·33/PJ/200S tanggal 
27 Junl 2008, maka untuk memudahkan pelakSanaan dan menclptakan keseragaman penafslran atas 
ketentuan~ketentuan tersebut, perlu dlberlkan penegasan sebagal berlkut : 

I. Umum 
Dalam rangka pelaksanaan Sunset Polley dibe'rlkan penegasan .sebagal bertkut: 
1. Konsep dasar undang~und<;<ng perpajakan yang mengatur terltang Sunset Polley ada!ah sfstem 

self assessment. Oalam slstem self assessment, Wajlb Pajak dlbert kepercayaan untuk 
menghltung, memperhltungkan, menyetor, dan melaporkan sendlrl besamya pafak yang 
terutang sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Sebagal 
konsekuens! pemberian kepercayaan tersebut, Wajlb Pajak wajlb menyampalkan Surat 
Pember!tahuan herllrut keterangan dan/atau dokumen yang harus dllamplrl(an, yang telah dUsl 
secara benar, lengkap, danjelas. 

2, sunset Polley member! kesempatan kepada : 
a, Wajlb Pajak yang telah memtllkl NPWP sebelum tanggaJ 1 Januari 2.008 untuk 

membetulkan SPTTahunan PPh untuk Tahun Pajak 2.006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak 
sebelumnya; dan 

b, Wajlb PaJak orang pribadl yallg" memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun zooa 
untuk menyampaikan SPTTahunan PPh untuk Tahun Pajak 2.007 a tau Tahun Pajak 
:2007 dan sebei\Jmnya, 

untuk memperoleh fasllitas berupa penghapusan sankSI admlnfstrasf beropa bunga atas 
keterlambattm pembayaran pajak atau b:unga atas pajak yang tldak atau kurang dlbayar, 

3, Menglngat fasllltas Sunset Polley berdasarkan slstem self assessment, maka penentuao Tahun 
Pajak terkalt dengan SPT Tahunan PPh yang dlsampalkan atau dlbetulkan dlserahkan kepada 
Wajfb Pajak. 

4. Ketentuao Sunset PQUcy berdasarkan Pas-a! 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tate 
Cara Perpajakan berslfat khusus dan hanya berlaku untukjangka waktu terbatas sehfng:ga 
be:ber.apa ketentuan umum yang diatur dalam Undang~Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan tldak berlaku. Ketentuan umum yang tldak berlaku sehubungan dEingan Sunset 
Polley sepert! ketentuan yang terkalt tkngan : 
a. pembatasan jangka waktu pembetulan SPT Tahunan PPh paling lama 2 (dua) tahun 

sejak berakhlmya Baglan Tahun Pajak: atau Tahon Pajak; dan 
b, persyaratan belum dllakukan pemeriksaan, 
sebagalmana dlatur dalam Pasal 8 ayat (1} Vndaog-Undang Keteotuao Umum dan Tata ca.-a 
Perpajakan. Untuk leblh jelasoya dapat dlllhat pada contoh 1 huruf h dan Contoh s huruf 9 
datam Lamplran I Surat Edaran Dlrekb.Jr Jenderal Pajak lni. 

5. Dalam pelaks:anaan Sunset Polley, Wajlb: Pajak dlberlkan kepercayaan untuk mengungkapkan 
seluruh penghasllan termasuk harta dan kewajlban dalam SPT Tahunan PPh WP Badcm atau WP 
Orartg Prlbadl. Data dan/atau lnformasl yang telah dlungkapkan dalam SPTTahunan PPh WP 
Badan atau WP Orang Prlbadi yang telah dlsampalkan atau dibetulkan oleh Wajib Pajak 
sehubungan dengan pelaksanaan Suns€t Polley tldak dapat dlgunpkan sebagal dasar untuk 
melakukan pemertksaan (llhat Contoh 2, Contoh 3, dan Contoh 4) 

IL Wajlb Pajak Lama 
6ag! Waj!b Pajak yang telah mem!llkl NPWP sebelum tanggaJ 1 Januarl 2008 (Wajlb Pajak Lama} yang 
memanfaatkan fasllltas Sunset Polley dlbertkan penegasan lebih lanjut sebagal ber!kut : 
1. Wajlb Pajak Lama yang menyampalkan SPTTahunan PPh WP Badan atau WP Orang Prlbadl 

1 

Tinjauan Atas..., Dewi Kusumaningrum, FISIP UI, 2009



untuk Tahun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tatn.m Pajak sebelumnya da!am kurun waktu mu!al 
ta119gall JanuarJ 2008 sampal dengan 31 Desember zoos yang rnenyatakan kurang bayar, 
dlberikan fasllitas Suns& Polley. {Uhat Contoh 1 huruf b dan huruf c} 

2. Wajib Pajak lama yang membetu!k:an SPT Tahunan P"Ph WP Badan atau WP Orang Pribadl 
untuk Tahun Pajak 2.006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kun.rn waktu mu!ai 
tanggal1 Januarl 2008 sampal dennan 30 Junl 2008 yang menyatakan kurang bayar, dlberlkan 
fas!lltas Sunset Polley (Llhat Contoh 1 huruf b dan huruf d} 

3. Wajib Pajak Lama yang membetulkan SPT Tahunan PPJi WP Badan atau WP Orang PrlbadJ untuk 
Ta:hun Pajak 2006 dan/atau Tahun-Tahun Pajak sebelumnya dalam kurun waktu mulal tanggal 
1 Ju112ll08 sampal dengan 31 Desember 2008 yang menyatakan kurang bayar, dlberikan 
rasHitas Sunset Polley atas pembetulan yang pertama kall. Namun, apablla pembetulan SPT 
Tahunan PPh d!lakukan terhadap SPT Tahunan PPh {SPT tama) yang telah dlsampaikan dalam 
kurun waktu mulal tanggal1 JuU 2008 sampal dengan 31 Dsember 2008, pembetulan SPT 
Tahunan PPh tersebut tidak memperoleh fas!Htas Sunset Polley. (Llhat Contoh 1 hvrur a, huruf 
b, huruf e, dan huruf d, serta Contoh 3 dan tontoh 4} 

IlL Wajib Pajak Baru 
Wajlb Pajek orang prlbadl yang memperoleh NPWP secara sukarela dalam tahun 2008 (Wajlb Pajak 
Baru) yang memanfaatkan fasllltas Sunset Policy dlberikan penegasan Jeblh lanjut sebagal berlkut : 
1. Waj!b Pajak Baru yang menyampa!kan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun 

Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mula! tanggall )anuari zoos sampal dengan 
31 Maret 2009 d!bertkan fasl!!tas SunSi!t Polley. (Lihat Contoh 1 huruf e, huruf f1 dan huruf g, 
sert:a Contoh 2) 

2. Wajlb Pajak Baru yang membetuikan SPT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun 
PaJak 2007 dan sebelumnya da!am kuroo waktu muta! tanggal 1 Januarl 2006 sampal dengan 
30 Jun! 2008 dlberlkan fasllltas sunset Polley. {Uhat Contoh 1 huruf g) 

3. Wajlb Pajak Baru yang membetulkan S.PT Tahunan PPh untuk Tahun Pajak 2007 atau Tahun 
Pajak 2007 dan sebelumnya dalam kurun waktu mulal tangga! 1 Jull 2008 sampaJ dengan 31 
Desember 2008, d!berikan rasmtas Sunset Policy atas pembetulan yang pertama kall. Namon, 
apab!la pembetolan SPT Tahunan PPh dllakukan terhadap SPT Tanunan PPh {SPT Lama) yang 
telah dlsampalkan dalam kurun waktu mulal tanggall Jull 2008 sampal dengan 31 Desember 
2008, Pembetulan SPT, Tahunan PPh tersebut tldak memperole!l fasllltas Sunset Polley. 
(Uhat Contoh 1 huruf e, huruff, dan hurur g) 

IV. Waj1b PaJakSedang D11akukan Pemerlksaan 
Bag! Wajib Pajak yang sedang dllakukan pemcr!ksaan yang mcmantaatkan fasll!tas Sunset Policy yang 
diberlkan penegasan !eblt'! lanjut sebagal bertkut: 
1. KPP lokasl yang melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakan Wajlb Pajak !okasi wajib 

memberltahukan ke KPP rlomlslll dalam waktu paling lama tanggal 22 Agustus 2008 atau paling 
larnbat 5 {lima) harl kerja sete!ah SP3 dlperlihatkan kepada Wajlb Pajak. 

2. Palam hal Wajlb Pajak yang d!perlksa untuk selllruh jenls pajak {all taxes) membetull<:an SPT 
Tahunan PPh WP Badan atau WP orang Prlbadl, dan SPT untuk jenls pajak lalnnya tidak ada 
yang menyatakan leblh bayar, pemerlksaan untuk seluruh jenls pajak_tersebut d!hentlkan, 
k&uan: -
a. jlka Pajak Penghasilan WP Badan atau WP Orang Ptibadl yang terutang berdasarkan 

temuan pemerlksaan yang dldukung oleh buktl yang akurat/konktit (bokan basil 
ekuallsasl, pengujlan arus plutang, pengujlan arus utang, dsb). sampal dengan saat 
Wajlb Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Prlbadi !ebth 
besar darlpada Pajak PenghasUan yang terutang menurut pembetulan SPT Tahunan 
PPh WP Sadan atau WP Orang Prlbadl, maka pemer1ksaan dllanjutkan setelah 
mendapat persetujuan darl atasan langsung Kepala Unit Pelaksana Pemerlksaan; atau 

b. j!ka terd:apat lnd!kasl tlndak pldana dl bldang perpajakan, maka pemertksaan tersebut 
d!tlndaklanjutl dengan me-ngusulkan Pemerlksaan Buktl Permulaan. 

Temuan pemerlksaan tcrsebut hanya menyangkut temuan pemerlksaan yang terkalt dengan 
p:emeriksaan atas SPT Tahunan PPh WP Badcm atau WP Orang Pribadl. Dengan demlklan, 
temuan pemerlksaan atas pemerlksaan untukjenls: pajak !alnnya tldak dapat dlgunakan 
sebagal bahan pertimbangan untul< melanjutkan pemer!ksaan. Usulan pemeriksaan buktl 
pennulaan dllakukan dengan tetap memperhatlkan krW!jakan Pemer!ksaan Buktl Permulaan, 
(Uhat eolltoh 5 huruf a, hurof b, dan huruf f) 

3. Dalam hal SPT Tahunan PPh VIP Badan atau WP Orang Pribad! sedang dllakukan pemeriksaan 
tetap! SPT untuk jenls pajak lalnnya tidak dlperlkSa, dan Wajlb Pajak memanfaatkan sunset 
Polley, pemeriksaan tersebut dlllentlkan dengan memperhatlkan kctentuan sebagalmana 
dlmaksud pada angka 1. 

4, Dalam hal SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Prlbadl tldak sedang dilakukan 
pemeriksaan tetapi SPT untuk jenis pajak la!nnya sedang dlperlksa, dan Wajlb Pajak 
memanFaatkan Sunset Polley, pemerlksaan dlt£ndaklanjuti sebagal berlkut : 
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5. 

a. jlka terdapat pemerlksaan atas SPT jenls pajak lalnnya yang menyatakan leb!h bayar 
(mlsalnya SPT Masa PPN leblh bayar}, pemerlksaan atas SPT leblh bayar terStbot 
tetap d!lanjutkan tanpa d!kaltkan dengan pembetulan SPTTahunan PPh WP Badan atau 
WP Orang Pribadl. 

b. Jlka terdapat pe.merlksaan atas SPT jenls pajak !alnnya yang menyatakan t!d~k lebih 
bayar, pemeriksaan untuk jenls pajak talnnya tersebut dlhentlkatl, kecoall ; 
1} terdapat lndlkasl tindak p!cfana dl bldang perpajakan, maka pemer!ksaan 

tersebut dltlndaklanjutl dengan mengusulkan Pemerlksaan Buktl Permulaan; 
a tau 

2} Surat Pemberttahuan Hasll Pemerlksaan (SPHP) terkalt dengan pemeliks-aan 
atas SPT jen!s pajak lalnnya telah dlsampalkan kepada Wajib Pajak, maka 
pemerlksaan tetap dllanjutkan sampal dellgan penerbitan Laporan Hasil 
Pemer!ksaan dan N'ota Penghltungan, 

t,Jsulan pemertksaan bukti permulaan dilakukan dengan tetap memperhatlkan 
kebljakan Pemerlksaan Buktl Permulaan. (Ubat Contnh s huruf c, huruf d, -dan horuf e) 

Terkalt dengan prosedur penghentiao pemerlksaan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP} 
sebagalmana dlmaksud dalam angka IV huruf D angka 3 SL!tat Edaran Direktur Jenderar Pajak 
Nomor SE~33/PJ/2008 tangga! 27 Junl :.:1:006~ perlu d!tegasl<an kembali dan dlbaca seba.gal 
berikut : 
a. Berdasarkan daftar Wajlb Pajak yang menyampall>:"an SPT Tahunan PPh atau 

pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Polley, Kepala Seksl Pemeliksaan 
atau Kepala Seksl PPh Badan/Kepala Seksl PPh Orang Pribadi/Kepala Seksl PPN dan 
PTLt/Kepala Seksi P2PPh memlnta 11m Pemerfksa Pajak untuk menentukan dapat tidaknya 
pemeriksaan dlhentlkan dengan mendasarkan pada kriteria sebagalmana dlmaksud 
dalam aogka IV huruf A Swrat Edaran Dlrektur Jenderal Pajak Nomor S£:~33/PJ/4008 
tanggal 27 Junl ZOOS 

b. Oalam hal pemerlksaan dlhentlkan karena tldak memenuhl krlterla sehagalmana 
dimaksud jfal.am angka IV huruf A surat Edaran Dlrektur Jenderal Pajak Nomor 
SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Junl 2008 : 
1) Tim Pemeriksa Pajak membuat konsep laporan Penghentlan Pemerfksaan 

Dalam Rangka Sunset Pol!.;y untuk mendapatkan persetujuan dar! Kepala KPP 
dengan memperhatlkan jangka waktu penyampalan Surat Ucapan Terlma 
Kaslh, yaltu paling lama 1 (satu) bulan. 

2) nm Pemerlksa pajak menguralkan temuan pemerlksaan yang dldukung oleh 
buktl yang akural;/konkrit sampal dengan saat Wajlb Pajak mem~.etulkan SPT 
Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Prlbadi dalam Laporan Peng:hentlan 
Pemeiiksaan Da!am Rangka Sunset Polley serta menguralkan alasan 
penghentlan pemeriksaan dalam laporan Penghentlao Pemeriksaan Dalam 
Rangka sunset Polley • 

.3) Format Laporan Penghentlao Pemertksaan Dalam Rangka Sunset Polley 
menggunakan Laporan Hasll Pemerli<Saan yang selama lrti berlaku, 
sebagalmana dlatur dalam Surat Gdaran Dlrektur Jenderal Pajak Nomar 
SE-04/PJ. 7/2002 (Sert Pemer!ksaan 01-02} tanggal 16 Mel 2002, dengan 
menullskan keteraogan pada hal a man judul berupa "{Laporan Penghentran 
Pemerlksaan Dalam Rangka Sunset Polley)". La:poran lnl dladmlnlstraslkan 
sebagalmana Lapor.in Has!! Pemerlksaan yang lain. 

4) Persetujuan oleh Kepala KPP dilakukan dengan menandatanganJ konsep 
Laporan Penghentlan Pemertksaan Dalam Rangka Sunset Polley, Meng!ngat 
persetujuan penghentlan pemeriksaan telah dllakukan oleh Kepala KPP dengan 
menandatanganl konsep laporan, maka nota dlnas tentang penghentian 
pemeriksaan tldak dlperlu!G!n lag!. 

5) Tim Pemerlksa Pajak menyampalkan laporan Penghentlan Pemerlksaan Dalam 
Rangka Sunset Polley kepada Kepala Seksl Pemerlksaan/Kepata Seksl PPh 
BadanJKepala Seksl PPh Orang Prlbadl terkalt. 

6) Berdasark:an laponin Penghentlan Perneriksaan Da!am rangka Sunset Polley, 
Kepala Seksl Pemerlksaan rnenyarnpalkan Nota Dlnas kepada Kepala Seksl 
Pengawasan dan Konsultasi terkalt untuk mengJnrormaslkan tentang 
penghentlan pemerlksaan atas Wajlb pajak yang memanfaatkan Sunset Pelley, 

7) Kepala Seksl PPh Badan/Kepala Seksl PPh orang Pr1badl berdasarkan Laporan 
Penghentian Pemeriksaan Oalam Rangka Sunset Polley atau Kepala SeksJ 
Pengawasan dan Konsultasl berdasarkan Nota Dinas dar! Kepala Seksl 
Pemerlks;;~aan, membuat Surat Ucapan Terlma Kaslh dan Penghentlan 
Pemerlksaan dengari format sebagalmana terdapat dalam tamp!ran II surat 
Edaran Olrektur Jenderal Pajak lni. -

8} Kepala KPP menandatanganl dan menyampalkan Surat Ucapan Terima Kaslh 

\_ 
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6. 

dan Penghentlan Pemerlksaan kepada WajltJ. Pajak yang bersangkutan 
9) Tim Pemerlksa Pajak mengemballkan buku, catatan, dan dokumen yang 

dlplnjam kepada Wajlb Pajak paling lama 7 (tujuh) harl sejak tang gal Laponm 
PenghenUan Pemeriksaan Dalam Rangka. Sunset PG!Icy. 

c Dalam hal pemertksaan dllanjutkan karena memenuhl kriter1a sebagalmana dlmaksud 
da!am angka !V huruf A angka 1 Surat Edaran Dlrektur Jendercl Pajak NO!'ri(lr 
SE-33/PJ/ZOOS tangga! 27 Junl 2.006: 
1) Tim Pemerlksa Pajak membuat nota dlnas usulan untuk melanjutkan 

pemerlk.saan kepada Kepala KPP dengan menjelaskan alasan dllanJutkannya 
pemerlksaan. 

2) Dalam hal usulan Tim Pemerlksa Pajak untuk melanjutkan pernerlksaan 
dlsetujul, Kepala KPP membuatdan meng!rlm surat usulan untuk melanjutkan 
pemf:!rlksaan kepada Kepala Kantnr Wllayah atasannya. Seballkrlya, dalarn hal 
tldak dlsetujul, pemerlksaan dlhentlkan dengan prosedur sebagalmana 
dimaksud pada huruf b. 

3) Dalam hal usulan Kepala KPP tmtuk melanjutkan pemerlksaan d!setujul, Kepala 
KantorWJiayah membuat dan menglrlm surat persetujuan untuk melanjutkan 
pemenksaan kepada Kepala KPP. Dalam hal pemerlksaan dlsetuju! untuk 
dllanjutlc:t~n, Kepala KPP tldak per!u menglrlmkan Surat Uca.pao Terfma Kaslh 
dan penghentJan Pemerlksaan. Sebal!l<nya, dalam hal tldak disetujul, 
pemerlksaan d!l'lentikan dengan prosedur sebagalmana d!maksud pada huruf b. 

d. Dalam hal pemeriksaaan dllanjutkan karl'ma memenuhl krlterla sebagalmana dlmaksud 
dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Olrektur Jenderal Pajak Nomor 
SI?--33/PJ/2008 tanggal 27 Junl 2.008 dengan memperhatlkan kebiJakan ?emeriksaan 
Buktl Permulaan : 
1) 11m Pemeriksa Pajak membuatnota dlnas usulan Pe"meriksaan Buktl 

Permulaan kepada Kepala KPP. 
2) Oalam hal usulan Pemeriksaan Buktl Permulaan darl Tim Pemerlksa Pajak 

d!setujul, t<epala KPP membuat dan meng!rim surat usulan Pemerlksaan Buktl 
Pennulaan, kepada Kepala KantorWllayah atasannya. Sebaliknya, dalam hal 
tldak dlsetujul, pemertksaan dthentrkan dengan prosedur sebagalmana 
dimaksud pada huruf b atau d!lanjutkan sepanjang memenuhl krlteria 
sebagalmana dlmaksud dalam angka N hurut A angka 1 Surat Edaran 
Dlrektur Jenderal Pajak NomorSE-33/PJ/ZOOB tanggal 27 Junl2008 dengan 
proset;lur sebagaimana- d!maksud pada huruf c. 

3) Dalam hal usulan Pemerlks<Jan Buktl Permulaan dar! Kepala KPP disetujulr 
l<:epafa Kantor Wilayah memer1ntahka0 agar pemerlksaan oleh KPP dlhentikao 
dan selanjutnya menerbltkan lnstruksl Pemeriksaan Buktl Permula~n dengan 
memperhatlkan kebljakan Pemeriksaan Boktl Pennulaan. Sebal!1<r!ya, dalam, 
hal tldak O:lsetujul, pemerlksaan d!hentlkan dengan prosedur sebagalmana 
dlmaksud pada huruf b atau dilanjutkan sepanjang memenuhl kriterla 
sebagalmana dlmaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran 
Dlrelctur Jenderal Pajak Nomor SE~33/P1/200B tanggal27 Junl 2008 dengan 
prosedursebagalmana dlmaksud pada huruf c. 

Terkalt dengan prosedur penghentlan pemerlksaan pada Kantor Pemerlksa dan Penyldlk Pajak, 
Kantor WUayah, atau O!rektorat Pemerlk.Saan dan Penag!han sebagalmana dlmaksud dalam 
angka rv huruf D angka 4 Surat Edaran Ofrektur Jenderal Pajak Nomor SE~33}PJ/2008 tanggal 
27 Junl 2008, perlu dltegaskan kemball dan dlbaca sebagal berlkut : 
a. Berdasarkan daftar Wajlb Pajak yang menyampa!kan SPTTahunan PPh atau 

Pembetulan SPTTahunan PPh dalamrangka Sunset Policy, Kll!pala Seksl Pemerik:saan 
atau Kepala Sekst PPh Badan/Kepala seksl PPh Orang Prlbad! membuat surat 
mengenai daftar Wajlb Pajak yang sedang dlperlksa dan menyampalkan SPT Tahunan 
PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Polley. 

b. KepaJa KPP mcnandatanganl dan menyampalk:an swrat mengenal dartar Wajlb Pajak 
yang sedang dlperlksa dan menyampalkan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT 
Tahunan PPh dalam rangka Sunset Polley kepada Kepa!a Kantor Pemeriksaan dan 
Penyldlkan Pajak, Kepala Kantor Wllayah, atau Dlrektur Pem~rlksaan dan Penaglhan, 
yang dllamplri dengan fotokopl SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Polley, dengan 
terleblh dahu!u me:ngJrimkan surat tersebut {tanpa lamplran fotok(!pl SPT Tahunao PPh} 
melalul faks!m!1e. 

c. Berdasarkan daftar Waj!b Pajak yang menyampalkao SPT Tahunan PPI1 atau 
pembetulan SPTTahunan PPH dalam rangka sunset Polley, Kepala Kantor Pemeriksaan 
dan Penyidlkan Pajak:, Kepala Kantor Ylilayah, atau Olrektur Pemerlksaan dan 
Penaglhan memerlntahkan Tim Pemeriksa Pajak untuk menentukan dapat tidaknya 
pemerlksaan dlhentikan dengan mendasarkan pada krlterla sebagalmana dlmaksud 
dalam angka N huruf A Surat Edaran Dlrektur Jenderal Pajak Nomor SE~33/PJ/200B 
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d. 

•• 

~~~~~~~--~~~~~~~~~~-······-

tilflg{l'ill 27 Junf 2008. 
Da1am hal pemerlksaan dlhentfkan karena tldak memenuhl krlteria sebagalmana 
dlmaksud dalam angka IV huruf A Surat Edaran Olrektur Jenderal Pajak Nomor 
SE-33/PJ/2008 tanggal 27 Junr 200B : 
1) Tim Pemerlksa Pajak membuat konsep laporan Penghentlan Pemerlksaan 

Dalam Rangka Sunset Polley untuk mendapatkan persetujuan darll<epala 
Kantor Pemeriksaan dan Penyldlkan Pajak, Ke:pala Kantor Wllayah, atau 
Dlrektur Pemerrksaan dan Penaglhan dengan memperhatlkan jangka waktu 
peoyampalan Surat Ucapan Terlma Kaslh, yaltu paling lama 1 (satu) bulan. 

2) Tim Pemerlksa Pajak menguralkan temuan pemerlksaan yang dldukung oleh 
buktl yang akuratjkonkrlt sampal dengan saat Waj!b Pajak membetulkan SPT 
Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Pribadl dalam taporan Penghentran 
Pemeriksaan D<ilam Rangka Sunset Polley serta menguralkan a!asan 
penghentlan pemerlksaan dalam L..aporan Penghentian Pemenksaan oa!am 
Rangka Sunset Polley. 

J} Format l21poran Penghentlan Dalam Rangka Sunset Policy menggunakan 
Laporan Hasll Pemeriksaan yang selama !nl berlaku, sebagalmana dlatur <Ia lam 
Surat Edara.n Dlrektur Jender~l Pajak N'omor SE~04/PJ.7/2007. 
(Serf Pemerlksaan 01~02) tanggal 16 Mel2002, dengan menullsk~m keterangan 
pada halaman judul berupi'l "(Laporan Penghentlan Pemerlksaan balam 
Rangka Sunset Polley)". Laporan inl dladmlnl.straslkan sebagalmana Laporan 
Hasil Pemerlksaan yang lain. 

4) PersetuJuan o!ell Kepala Kantor Pemerlksaan dan Peny!dlk:an Pajak, Kepa!a 
Kantor Wltayah, atau Dlrektur Pemerfksaan dan Penaglhan dl:akukan dengan 
menandatanganllronsep Lapor:an Penghentlan Pemer!ksaan Dalam Rangka 
Sunset Polfcy. Meng!ngat persetujuan penghentiao pcmerlksaan telah 
dllakukan o!eh Kepala Kantor Pemerlksaan dan Peoyfdlkan Pajak. Kepala 
Kantor W!layah, atau DlrekbJr Pemerlksaan dan Penaglhan dengan 
menandatanganl konsep Lapor:an, maka nota dlnas tentang penghentlan 
pemertkSaan tldak dlperlukan lagl. 

5) Kepala Kantor Pemerlksaan dan Penyidlkan Pajak, Kepala KantorWIIayah, 
atau O!rekturPemer1ksaan dan Penaglhan menyampalkan Laporan 
Penghentlan Pemerlksaan Dalam Rangka sunset Polley kepada Kepala KPP 
tempat Wajlb Pajak terdaftar, 

6) B.erdasarkan Laporan Penghentian Pemer1ksaan Dalam R.angka Sunset Polley, 
Kepala Seksl Pengawasan dan Konsult:asVKepala Seksl PPh BadanjKepala 
Seksi PPh Orang Prlbadl terkalt membuat surat Ucapan Terlma Kaslh dan 
Penghentian Pemerlksaan. 

7) Kepafa KPP menendatanganl dan menyampalkan Surat Ucapan Terlma Kaslh 
dan Penghentlan Pemerlksaaan kepada Wajlb Pajak yang bersangkutan. 

8) Tlm Pemerlksa Pajak mengemballkan buku, catatan..- dan dokumeoi yang 
dlplnjam kepada Waj!b Pajak paling lama 7 (tujuh) hart sejak tanggallaporan 
Penghentlan Pemerlksaan Dalam Rangka Stmset Polley. 

Dalam hal pemerlksaan dllanjutkan karena me'menuhl krlter1a sebaga!mana dlmakSud 
~alam angka nt huruf A angka 1 Surat Edaran Olrektur Jenderal Pajak N<lmor 
SE-33/PJ/2008 tangga! 27 Junl 2008 : 
1) Tim Pemerlksa Pajak membuat nota dlnas usulan untuk melanjutkan 

pemerlkSaan kcpada Kepa1a Kantor Pemerlksaan dan Penyldl!\an Pajak, Kepala 
Kantor Wllayah, atau Olrektur Pemer!ksaan dan Penag!han dengan 
menjelaskan alasan dllanjutkannya pemertksaan. 

2) Dalam hal u.sulan nm Peinerlksa Pi.!jak uotuk melanjutkan pemerlksaan 
dlsetujul, Kepala Kantor Pemerlksaan dan Penyld!kan Pajak, Kepa!a kantor 
Wl!ayah, atau Olrektur Pemertksi'!an dan Penag!han; f\lembuat dan menglrirn 
surat usulan untuk melanjutkan pemerlksaan kepada atasan langsungnya. 
Seballknya, dalam hal tldak disetujul, peme.r!ksaan dihenUkan dengan 
prosedur sebagalmana dlmaksud pada bul'uf d. 

3} Oalam hal uslllan Kepala Kantor Pemerlksaan dan Penyldlkan Pajak, Kepala 
Kantor W11ayah1 atau Dlrektur Pemetlksaan dan Penaglhan d!setujul oleh 
atasan langsung1 atasan langsung membuat dan menglrlm surat persetujuan 
untuk meranjutkan pemerlksaan kepada Kepala kantor Pemeriksaan dan 
Penyldikan Pajakr Ke.pala Kantor Wl!ayah, atao Dlrektur Pemertksaan dan 
Penaglhan yang dltembuskan kepada Kepa!a KPP tempat Wajlb P'ajak terdaft:ar'. 
Dalam hal pemarlksaan dlsetujul untu!\ dlfanjutkan, Kepala KPP tldak perlu 
menglrimkan 5urat Ucapan Terima kasih dan Penghentlan Femerlksaan. 
Seba!!knya:, dalam hal tldak dfsetujui, pemerlksaan dlhentikan dengan 
prosedur sebaga!mana dlmaksud pada huruf d. 
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f. 

g. 

h. 

Dalam hal pemer!ksaan yang dilaksanakan oleh Kantor Pemerlksaen dan Penyidlkan 
Pajak dllanjutkan karena memenuh! krlterla sebagaimana dlmaksud dalam angka IV 
huruf A angka 2 Surat Edaran Dlrektur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 
27 Junf 2008, dengan memperhattkan keb!Jakan Pemerlksaan Buktl Pe:rmulaan, proses 
pengusvlan Pemerlksaan Buktl Permu!aan dl!aksanakan dengan prosedur sebagal 
be:rfkut : 
1) Tim Pemerlksa Pajak membuat nota dlnas usolan Pemerlksaan 6ukti 

Permu!aan kepada Kepala Kantor Pemerlksaan dan Penyldlkan Pajak. 
:2} Dafam hal usulan Pemerlksaan Buktl Permulaan dart Tim Pemeriksa Pajak 

d!setujul, Kepala Kantor Pemerfksaan dan Penyldikan Pajak membuat dan 
menglrlm surat usu!an Pemer1ksaan auktl Permulaan kepada Kepal<;~ Kantur 
Wilayah atasannya. Seballknya, dalam hal tldak cllsetujui, pemerlksaan 
dlhentlkan deng.an prosedur Sf!bagalmana dimak.sud pada huruf d a tau 
pemerlksaan dllanjutkan sepanjang memenuhi krltetla sebagalmana dfmaksud 
dalam angka rv huruf A angka 1 Surat Edaran Dlrektur Jenderal Pajak Nomor 
SE-33/PJ/2.008 tanggal 27 Junl :woa dengan prose<fursebagalmana dlmaksud 
pada hutuf e. 

3} Dalam hal usulan Pemerlksaan Bukti Permulaan dar1 Kepala Kantor 
Pemerlksaan dan Penyldlkian Pajak dlsetuju!, Kepala Kantor Wilayah 
memer'lntahl<an agar pemerlksaan oleh Kantor Pemetiksaan dan Penyldlkan 
Pajak dlhentlkan dan selanjutnya menerbltkan lnstruksl Pemerlks,aan Buktl 
Permulaan dengan memperhatikan kebljakan Pemerlksaan Buktl-l;'eonulaan. 
Sebal!lmya, dalam hal tldak.dlsetujul, pemerlksaan dlhentfkan dengan 
pros-edur sebagalmana dlmaksud pada huruf d atau pemertksaan dl!anjutkan 
sepanjaog memenuhl krlterla sebaga!mana dlmakstld dalam angka IV huruf A 
angka 1 Surat Edaran Dlrektur Jendera! Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 27 
Junl 2008 dengan prosedur sebagalmana d!maksud pada huruf e. 

Oalam hal pemerlksaan yang dllaksanakan <lleh Kantor Wllayah dllanjutkan karena 
memenuhl krlteria sebagalmana dlmaksud dalam angka N hllruf A angka 2 Surat 
Edaran Dlrektur Jenderal Pajak NomorSE-33/PJ/2008 tanggal27 Junl 2008, dengan 
memperhatlkan kebljakan Pemerlksaan .Buktl Permulaans proses pengusulan 
Pemeriksaan Buktl Permulaan dllaksanakan def\gan prosedur sebagal berlkut : 
1) 11m Pemerlksa Pajak membuat nota dlnas usulan Pemertksaan Buktl 

Permulaan kepada Kepala l<antor Wllayah. 
2) Dalam hal uSulan Pemerlksaan B\Jktl Permulaan dar! Tim Pemetiksa Pajal< 

dlsetujul, Kepala Kantor Wllayab membuat dan menglr1m surat usulan­
Pemeriksaan Buktl Permulaan kepada Olrektur Intelijen dan Penyldikan. 
Seba!!knya, dalam hal tldak dlsetuju!, pemerlksaan dlhentikan dengan 
prosedur sebagalmana dlmaksud pada huruf d atau pemeliksaan dllanjutkan 
sepanjang mernenuhi krlteria sebagalmana dimaksud dalam angka fl/ htm.lf A 
angka 1 Surat Edaran Dlrektur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal27 
Junl 2008 dengan prosedursebagalrnana dlmaksud pada huruf e. 

3) Da!am hal usulan Pemerlksaan Buktl permulaan dari Kepala Kant.~ Wilayah 
dlsetujul, Dlrektur Intelijen dan Penytdikan menerbltkan Jnstruksi'Pemetiksaan 
BukU Permulaan dengan memperhatlkan kebljakan Pemerlksaan 13-uktl­
Permulaao dan PemerlkSaan oleh Kepafa Kantor Wllayah dlhentlkan. 
Seballkrlya, dalam hal Udak dlsetujul, pemerlksaan diltentlkan dengan 
prosedur sebagalmana d!maksud pada hurur d atau pemerlkSaan dllanjutkan 
sepanjang memenuhl kriterfa sebagalmana dlmaksud dalam angka IV huruf A 
angka 1 Surat Edaran Dlr-ektur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal 
27 Junl 2008 dengan prosedur sebagalmana dlmakslld pada huruf e, 

Da!am hal pemer'lksaan yang dllakSanakan o!eh Dlrektorat Pemerlksaan dan Penaglhan 
dllanjutkan karena memenuhl krlterla sebagalmana dJmaksud da!am angka IV huruf A 
angka 2 Surat Edaran Olrektur Jenderal Pajak Nomor SE-33/Pl/lOGS tangga! 27 Junl 
2008~ dengan mempe:rhatlkan kebijakan Pemet~ksaan Buktl Permulaan, proses 
pengusulan Pemer1ksaan Buktl Permulaan dllaksanakan dengan pmsedur sebagal 
berlkuf: 
1) Tim Pemerlksa Pajak membuat nota dlnas usulan Pemerlksaan Bukti 

Permulaan kepada Dlrektur P,emerlksaan dan Penag!han. 
-2) Oa!am hal usulan Pemerlksaan Buktl f'ermu!aan darl Tim Pemertksa Pajak 

disetuju!, Dlrektur Pemerlksaan dan Penaglhan membuat dan mengltim nota 
dlnas usulan Pemeriksaan Buktl Permulaan kep-ada Dlrektur Jender.:~l Pajak 
dengan b!mbusan kepada D!rekl:ur Intelljen dan Penyldlkan, Seballknya, dalam 
hal tldak dlsetujul, pemerlksaan dihentikan dengan prosedur seb~galmana 
d!mak.sud pada huruf d atau perneriksaan dllanjutkaa sepanjan9 memenuhi 
krlterla sebagalmana dlmaksud dalam angka IV huruf A angka 1 Surat Edaran 
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7. 

'. J 

3) 

Plrelctur Jenderal Pajak Nomor SE~33/PJ/2008 tangga12.7 Jun! 2008 dengan 
pro!)edur sebaga!mana dimaksud pada huruf e. 
Da!am hal usulan Pemerlksaao Buktl permulaan darl Dlrektur Perrierlksaan dan 
Penag!han dlsetujul, Dlre.ktur Jerufera! Pajak memerintahkan agar pemef!ksaan 
oleh Olrektorat Pemerlksaan dan Penagihan dlhentlkan dan selanjutnya 
menerbitkan lnstruksi Pemerik:saan Buld:l Permulaan kepada Dlrekl:ur lotelljen 
dan Penyldlkan. Seballknya, d'alam hal tldak dlsetujul, pemerlksaan dlhentlkatl 
dengan prosedur sebagalmana dlmaksud pada huruf d atau pemeriksaan 
dllanjutkan sepanjang memenuh[ l<riteria sebagalmana d!maksud dalam angka 
1V huruf A angka 1 Surat Edar.m D!rektur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 
tanggal27 Junl 2DOB dengan-prosedur sebaga!mana dlmaksud pada huruf e. 

Terkalt dengan prosedur penghentlan pemeliksaan pada Kantor Pelayamm Pajak lokasl, perlu 
dlregask.an sebagal berikut : 
a, Berdasarkan daftar Wajlb Pajak yang menyampaikan SPT iahunan PPh a tau 

pembetu!an SPT Tatlllnan PPh dalam rangka Sunset Polley, Kepala Seksl PemerikSaan 
atau Kef)3la Seksl PPh Badan/Kepala Seksl PPh Orang Prtbadl pada KPP domlslll 
membuat surat mengenal daftar Wajlb Pajak yang sedang dlperiksa KPP lokasl dan 

b. 

c. 

d. 

memanfaatkan fasll!tas Sunset Polley. 
Kepala KPP dllmlslll menandatanganl dan menyampalkan surat mengenal daftar Wajib 
Pajak yang sedang diperiksa KPP lokasi dan memanfaatkan.faSilltas Sunset Polley 
kepada Kepala KPP lokasl, yang dllamplrt dengan fotnkopl SPT Ti!hunan PPh dalam 
rangka Sunset Polley, dengan terleblh dahulu menglrlmkan surat tersebut (tanpa 
lamplran fotol(Qpl SPTTahunan PPh) me!alul fakslml!e. 
Berda:sarkan daftar Wajlb pajak yang memanfual:kan fasllltas Sunset Polley dari KPP 
domlslll, Kepa!a Kf'P lokasi memerintahkan lim Pemertksa Pajak untuk menentukan 
dapat tldaknya pemenksaan dlhentlkan dengan mendasar pada krlterta sebagaimana 
dimaksud dalam angka N huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 
Nomor SE~33/PJ/2.008 tang gal 27 Juni 2008, 
Dalam hal peme111<saan dlhentikan karena tldak memenuhl kriterla sebagaimana 
dlmaksud dalam angka IV huruf A angka 2 Surat Edaran Direktur Jendernl Pajak 
Nomor-SE·3$/PJ/200~Hanggal ·27 JunJ·zoos:-----
1) 11m Pemerlksa Pajak KPP lokasl membuat konsep Laporan Penghent!an 

Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Polley untuk mendapatkan persetujuan· 
dafi KEpala KPP lokasl dengan memperhatlkan jangka waktu penyam'palan 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7) 

8) 

Surat Ucapan Terlma Kaslh, yaltu paling lama 1 (satu) bulan. 
11m Pemerlksa Pajak KPP Lokasl menguralkan temuan pemeriksaan yang 
dldukung oleh buktl yang akurat/konkrlt sam pal dengan saat Wajlb Pajak 
membetulkan SPT Tahunan PPh WP Baden atau WP Orang Pr1badl da!am 
Laporan Penghentlan Pemerlksaan Dalam Rangka Sunset Polley serta 
menguralkan alasan penghentlan p:emeriksaan dalam Laporan Penghentlan 
Pemertksaan Dalam Rangka Sunset Polley: 
Format Laporan Penghentlan Pemeriksaan Dalam Rangka sunset Polley 
menggunakan Laporan Hi!S!I PemerlkSaan yang selama fnl beriaku, 
sebagalrnana dlatur dalam Surat Edar.m Direktur Jenderal Pajak Nomor 
SE~04/PJ.7f2002 (Serl Pemerlksaan 01-02.) tanggal 16 Mel20G2,-.deng:an 
menullskan keterangan pada halaman judul berupaM(Laporan Penghentlan 
Pemerlksaan Dalam Rangka Sunset Polley)'". Laporan lol diadmlnlstraslkan 
sebagalmana laporan HasH Pemerlksaan yang !arn. 
Persetujuan oleh Kepala KPP lokas[ dilakukao deogan menandatangaol konsep 
Laporan Pengfu:mtlan Pemerlksaan Dalam Rangka sunset Policy. Mengingat 
persetujuan penghentlan pemertksaan telah dl!akukan oleh Kepala KPP lokasl 
dengan menandatanganl konsep !aporan, maka nota tUnas tentang 
penghentlan pemerlksaan tldak diperlukan fag!. 
l<epala KPP lokas! menyampalkan copy laporan Penghentian Pemerik.Saan 
Da!am Rangka Sunset Polley l<:epada Kepala KPP domlsill, dengan terlebih 
dahu!u menglrimkao surat pengantar tentang penghentlan pemeriksao 
tersebut melalul fakslm!le. 
Berdasa rkan surat pengantar tentang: p:eoghentlan pemerlksaan, Kep:ala Seksl 
Peogawasan dan Konsultasl/Kepala Seksl PPh BadanjKepa!a Seksl PPh Orang 
Pribadl tetkalt pada KPP domlsfll membuat surat Ucapan Terlma Kas!h dan 
Petlghentian Pemeriksaan. 
Kepala KPP domlsill menandatanganl dan menyampalkan Surat Ucapan Terlma 
Kaslh dan Penghentlan Pemer1ksaan kepada Wajlb Pajak yang bersangkutan. 
Tim Pemeriksa Pajak KPP !okasl mengemballkan buku, catatan1 dan dokumen 
yang dlplnjam kep:ada Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) harl sejak tanggal 
Laporan Penghentian Pemeriksaan Dalam Rangka Sunset Polley •. 
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v. Lain·laln 

e. Dalam hal pemerlkSaan yang dllaks?Jnak~n oleh KPP lokasl dlianjutkan karena 
memenuh! krlterla sebagalmana dlmaksud dalam angka IV huruf A aogka 2 Sur,a,t 
Edaran Dlrektur Jenderal Pajak Nomor SE-33/PJ/2008 tanggal27 Junl 2008, deng.:u"l 
memperhatlkan kebljakan Pemerlksaan Buktl Permulaan, proses pengusulan 
Pernerlksaan Buktl Permulaaan dllaksanal<an dengan prosetiur seba9al berlkut : 
1) Tim Pemerlksaan Pajak KPP lnkasl membuat nota dlm'3s usulan Pemerrksaan 

Buktl Permulaan kepada Kepata KPP lokasl 
2) Dalam hal usuran Pemerlksaan Sakt! Permulaan dari Tim Pemerlksa Pajak 

d!setuju11 Kepala KPP lokas! membuat dan menglrlm surat usulan Pemerrksaan 
Buktl Permulaan kepada Kepala Kantor Wllayah atil:sannya. Sebaliknya, dalam 
hal Udak d!setujul, pemerlksaan dlhentlkan dengan prosedur sebaga!mana 
dlmaksud pada huruf d. 

3) Dalam hal usu!an Pemertksaan Buktl Permulaan dart Kepa!a KPP lokasl 
dlsetujui, Kepala Kantor Wllayah memerintahkan agar pemerlksaan oleh KPP 
lokaSl dlheotlkan dan selanjutnya menerbltkan lnstruk.sl Peme~lksaan Buktl 
Permu!aan denqan memperhatlkan kebljakan Pemerlksaan Buktl Permulaan. 
Seballknya, dalam hal tldak dlsetujul, pemerlksaan dlhentlkan '(!'eng an 
prosedur sebaga!mana dlmaksud pada huruf d. 

f. Dalam hal pemeriksaan yang dllaksanakan oleh KPP lokasl dllt.mjutkan karena 
memenuhl krlterla SPT yang dlperlksa menyatakao' leblh t>ayar, kepala KPP lokasl 
memberltahukan hal tersebut kepada Kepala KPP domtstU dengan memperhat!kan 
jangka waktu penyampalan Surat Ucapan Tetlma Kaslh, yaltu paling lama 1 (satu) 
bulan. 

1. Terkalt dengan Lembar Penelltlan {check list) Sunsst Polley sebaga!mana terdapat dalam 
lamplran 1 Surat: Edaran Dlrektur Jenderal Pajak Nomor SE~33/PJ/2008 tanggal 2.7 Ji.m! 2008 
dltegaskan kemball bahwa : 
a. Lembar P~nelltlan {check llst) Sunset Polley tersebut hanya dlgunak:an sebagal media 

untuk menelltl persyaratan rormal terkalt dengan penyampalan atau pembetulan SPT 
Tahunan PPh da!am rangka Sunset Polley. Formu!lr tersebut tide'< untuk dlgunakan 
sebagal media unttJk menellti kebenar.m material atas Jsl SPT Tahunan PPh datam 
rangka Sunset Polley, 

b. Penglslan lembar p.enelltlan (check list) Sunset Polley pada bag!an "Jenls SPT'' d!atur 
sebagat berikut ; 
1) Is!an "Bukan Kurang bayar" d!ls[ apabl!a SPT menyatakan nihil atau leblh 

bayar. 
2.) Is!an #Kurang Bayar" dllsl apab!la SPT dilamplrl dengan Surat Setoran Pajak 

(SSP} PPh Pasal 2.9, PPh Pasa14 ayat (2), dan/atau PPh PasallS yang dibayar 
sendlrL 

3} Islan HN!Ial SESual" pada S\lb baqlan !sian "Kurang Bayar" dllsl apabila jumlah 
pajak yang l<urang dlbayar (PPh Pasal 29, PPh Pasal 4 ayat (2), dan/atau PPh 
Pasa! 15) mer;urut SPT Tahunan PPh sama dengan jumlah pajak yang 
ten:anttJm dalam SSP yang dllamplrkan. 

4} Islan DNI!al Tldak Sesual" pada sub baglan tslan "KtJrang Sayar" dllsl apablla 
jumlah pajak yang kurang <llbayar (PPh Pasal 29, PPh Pa!;ml 4 ayat (2), dan/ 
atau PPh PasallS) menurut SPTTahunan PPh tldak sama dengan jumlah pajak 
yang_tercantom dalam SSP yang dllamp:lrkan, 

2. Da!am hal terhadap Wajib Pajak telah dlterbltkan Surat Keputusan Pengernba!lan Pendahutuan 
Keleb!han Pajak {SKPPKP}, jumlah keleillhan pajak yang telah dlkembalikan berdasarkan 
SKPPKP dlperhltungkan sebagal pengurang kredlt pajak yang dlcaottJmkan pada PPh yang 
dlpotong/dlpungut plhak lain dan/atau PPh Pasal15 bulanan datam pembetulan SPTTahunan 
PPh yang dlsampalkan dalam rangka Sunset Polley, dengan melamplrkan penghltungan kredlt 
pajak terseodlrl. 

3. Kepala Kantor Pelayanan Pajak harus: menyediakan formul!r SPT Tahunan PPh dalam rangka 
SUnset Polley dengan cara mengunduh soft copy SPT Tahunan PPh Tahun Tahun Pajak 2007 dan 
sebelumnya dari homepage DJP dengan alamat http://www.pajak.go.ld atau memlnta 
ke Direktorat P2Humas melalul e~mall untuk memperoleh sottcopy 5PTTatmnan PPh Tahun 
Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya. 

4. Dalam hal pemerfksaan dllanjutkan dan dlterbltkan surat ketetapan pajak, jumlah pajak yang 
telah dibayar dalam SPT Tahunan PPh WP Badan atau WP Orang Prfbadl dlperhltungkan 
sebagal krecnt pajak. 

Demiklan untuk dllaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. 
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Dltetapkan di Ja!.:arta 
Pada tangg,a! 31 Jull 2008 
Direktur Jenderal, 

ttd. 

oarmln Nasutlon 
NIP 130605093 

Tembusan; 
l. Sekretarts Direktorat Jenderal Pajak; 
2. Para Dlrektur dan Tenaga Pengkajl dl Ungkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak; 
3. Kepala Pusat f'engolahan Data dan Ookumen Perpajakan. 
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OEPAR'TENEN 1\EUANGAN REPU8UK INDONESIA 
DIREKTORAT JENOERAL PAJAK 

~------------- ------- ---------,;0::-::2 Des-e=m"'b""ec"z"o"'oa:c-

SURAT EDARAN DlREKTUR lENDERAL PAJAK 
NOMOR SE- 67/PJ/2008 

TENTANG 

PEMANFAATAN DATA ATAU KETERANGAN YANG SERKAITAN OENGAN SPT 
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN YANG DISAMPAlKAN WAllB PAJAK DAL.AM R.ANGKA 

PELAKSANMN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTIJAN UMUM DAN TATA CARA 
PERPAJAKAN BESERTA KETENTIJAN PELAKSANAANNYA 

DIREKTUR JENDEAAL PAJAK, 

Sehubungan dengan pelaksanaan Sunset Polley berdasarkan Pasa! 37A undang-Undang NQniOr 28 Tahun 2007 
tentang Perubahan Ketlga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajal<an, yang ketentuan pelaksanaannya dlatur da!am Peraturan Menter! Keuangan Nomor 66/PMK.OJ/2008, 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak f.tomor 27/PJ/2008 sebagalmana te!ah d!ubah dengan Peraturan Dlrek!:ur 
,lenderal Pajak Nornor 30/PJ/2008~ Surat Edaran Dlrektur Jenderal Pajak Nom or SE-33/flJ/2.008 tanggal 
27 Junl 2008 serta Surat Edaran Dlrektur Jenderal Pajak Nomor 34/PJ/2008 tanggal 27 Junl 2008 maka untuk 
member! kepastlan hukum terhadap Waji!J. Pajak yang telah rnenyampalkan atau memhetu!kan SPT Tahunan 
dafam rangka Sunset PoUcy dengan lnl perlu dlberlkan penegasan mengenal prosedur usulan pemerlksanaan 
terhadap SPT Wajlb Pajak yang d!sampaikan da!am rangka Sunset Polley sebagal berlkut: 

I. Umum 

1. SPT Tahuoan PPh yang dlsampaikan dalam rangka Sunset Polley tldak dilakukan pemeriksaan 
kecuall terdtipat data atau keterangan, selaln data atau keterangan yang terdapat dalam SPT 
Tahunan PPh, yang menunjukkan bahwa SPTTahunan PPh dalam rnngka Sunset Policy tersebut 
tldak benar, Oleh karena ltu, data danjatau !nformasl dalam SPTTahunan PPh da!am rangka 
Sunset Pnllcy tldak dapat dlgunakan sebagal dasar unto~ melakukan pemetiksaan terhadap 
SPT Wajlb Pajak yang bersangkutan. 

2. Data atau keterangan yang dapat d!tlndaklanjut! adalah data atau keterangan {bul<an darl hasll 
analisls) yang berkaltan dengan perpajakan : 
a. yang dipero1el1 dati lnstansi pemetintah, lembaga, asosiasi, dan plhak lain; atau 
b. yang berasal darl plhak lawan transaksl, 
yang belum tercakup dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Polley 

3. l?emerlksaaan terhadap SP1' Tahunan PPh yang d!sampaikan dalarn rangka Sunset Policy 
karena adanya data atau keterangan sebagalmana dlmaksud pada angka 2 hanya dapat 
dllakukan berdasarkan pertlmbangan Dlrektur Jendera! Pajak sebagalmana diatur dalam Surat 
Edaran Dlrektur Jenderal Pajak inl. 

I!. Prosedur pemanfaatan data.atau keterangan 

Apablla Kantor Pelayaoan Pajak memperofeh data atau keterangan {bukan darl hasll anal!sis)s data atau 
keterangan tersebut terleblh dahulu dltindaklanjuti dengan melaksanakan keglatan persuaslf melalul 
kegiatan konsellng1 Adapun prosedur pemanfaatan data atau keterangan tersebut dllakukan dengan 
keb.:ntuan sebagal bertkut : 
L Account Representative melakukan penelltlan terhadap data atau keterangan tersebut untuk 

menyakln! bahwa data atau keterangan tersebut belum tercakup dalam SPTTahuo.an Pf'h dalam 
rangka Sunset Policy. Penelltlan dllakukan dengan mempelajarf berkas Wajlb Paja·k·dan 
membaodingkan data atau keterangan tersehut dengan SPT Tahunan PPh dalam rangka Suns£t 
Polley. 

2, Dalam hal berdasarkan pene!ltfan diyaklnl hahwa data atau keteraogan tersebut telah tercakup 
dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka sunset Polley, maka Account Representative dapat 
lang sung mengusull@n agar kasusu tersebut tfdak dltlndakJanjutl dengan !ronsellng atau 
pe.merlksaan. 

3, Dalam hal tierdasarkan penelltlan dlyaklnl bahwa data atau keterangan tersebut belum tercakup 
dalam SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy, maka harus dllakukan fangkah-langkah 
sehagal berikut : 
a. Account Representative meng!rlmken Surat Hlmhauan/Kiarlf.lkasl kepada Wajlb Pajak 

dalam hal terdapat lnd!kasl bahwa SPTTahunan PPh dalam rangka Sunset Policy tl.Oak 
benar. Contoh Surat Himbauan{Klarlflkasl terdapat dalarn Lamplran 1 Surat Edaran 
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Olrektur Jeoderal Pajak lnL 
b. Te:rhadap Wej!b Pajak yang melakukan ldarifikasl, Account Representative 

melaksanakan konsel!ng dengan tata care sebagolmana dfatur da!am Peraturan 
Olrektur Jenderal Pajak Nomro 170/PJ/2007 tentilng Tata cara Pe!aksan.aan Konse!lng 
Terhadap Wajlb Pajak Sebaga! Tlndak Lanjut Surat Hlmbauan, dengan ketentuan 
sebaga! berikut : 

1} Dalam melaksanakan konseling Account Representative dldamp!ngl oleh 
Kepala Seksl Pengawasan dan Knnsultasl atau Kepala Kantor sesoal dengan 
materlalltas data atau keterangan. 

2) Dalam hal Waj!b Pajak menyamp<)ikan sanggahan atao klarJfU.:aSl dan 
sanggahan tersebut dldukung oleh buktl-buktl kuat yang menunjukkan data 
atau keterangan sudah termasukdalam SPT Tahunan PPh, maka Account 
Rep~sental:lve dapat langsung mengusulkan agar kasus tersebut tidak 
dftlndaklanjutl dengan pemerlksaan. 

3) Dalam hal Wajlb Pajak menyampalkan sanggahan atau klarlflkasl dan 
sanggahan tersebut tanpa dldukung oleh buktl-buktl kuat sehlngga tldak dapat 
dlyaklnl bahwa tlata tersebutSl.ldah tercakup dalam SPT Tahunan PPh dan 
Wajlb Pajak bersedla membeb.Jikan atau mengungkapkan ketldakbenaran SPT, 
maka Acccount Representative mengawasl pelaksanaan pembetulan atau 
pengungkapan ketldakbenarnn SPT. 

4) Dalam hal Wajlb Pajak tldak memberlkan klarifikasl namun menyampalkan 
pembetulan atau pengungkapan ketrdakbenaran SPT, maka Account 
Representative roertgawas! pelaksanaan peml>etulan atau pengungkapan 
ketldakb~naran SPT. 

5) Oalam hal Waj!b Pajak bersed!a membetulkan atau mengungkapkan 
ketldal<benaran SPT namun sampal dengan jangka waktu 14 (empat bel as) 
hari sejak tang:gaJ pelaksanaan k9nsel!ng berakhlr temyata WajiD Pajak tldak 
membetulkan atau mengungkapkan ketldakbenaran SPT, maka Account 
Representative mertgusulkan pemeriksaan khusus. 

6) Oalam hal Wajlb Pajak rnenyampalkao sanr;gahao atau klarifikasi dan 
sanggahan tersebut tanpa dldulnmg oleh buktl-buktl kuat sehlngga tidak dapat 
dlyak!nl bahwa data tersebut sudah tercakup dalam SPTTahunan PPh dan 
Wajlb Pajak t!dak bersedla membetulkan atau mengungkapkan ketldakbenaran 
SP'T, maka Acccount Representative mengusulkan pemerlksaan khosus. 

c. Dalam hal Wajlb Pajak membetuJkan atau mengungkapkan ketldakbertaran SPT tldak 
sesual dengan Surat Hlmbauan/Kiariftkasl atau hasll klarUikasl dengan Account · 
Representa«ve1 terhadap Wajlb Pajak yang be:rsangkutan dllakukan H!mbauan/ 
Klariftkasl berilwtnya (!.!lang}. 

4, Dalam hal Wajib Pajak l:ldak merespon Surat Hlmbauan/Kfarifikasl, maka Account 
Representative mengusulkan pemeriksaan khustJS. 

Ill. Tata cara pengusulan pemerlksaan tcrhadap SPT da1am rangk:a Sunset Polley 

1. 

2. 

3. 

4. 

Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengusulkan pemerlksaan khusus kepada Kepafa Kantor 
wllayah atasannya. 
Kepala Kantor Wllayah meneliti usulan pemerlksaan khusus yang dlajukan Kepala Kantor 
Pelayanan Pajak untuk menentukan tlndak laojut usulan tersebut. Apablla usulan Kepala Kantor 
.Pelayanan Pajak dlterima maka Kepala Kantor Wllayah mengajukan usul pemefiksaan khusus 
kepada Olrektur Pemerlksaan dan Penag!han. 
Dlrektur Pemeriksaan dan Penag!han menel!tl usulan pemeriksaan khusus yang dlajukan Kepa!a 
Kantor Wllayah dan menerb!tkan surat persetujuan pemertksaan khusus k.epada Unit 
Pelaksana Pemerlksaan yang ditunjuk at;ps usulan yang. dlsetujuL 
Penellt!an terhadap usulan pemerlksaan khususyang. dlajukan oleh Kepala Kantor Wlfayah 
d!!aklrkan oleh tim yang tterdlrl dar! : 
a. Dlrektur Pemer!ksaan dan Penagihan. 
ll, Dlrektur Intelljeo dan Penyldikan. 
c. Dlrektur Potens! Kepatuhan dan Penerlmaan. 
d. O!rektur Teknologl Inform'asl Perpajakan. 
e. Kepala Pusat Pengolahao Data dan Dokumeo Perpajakao. 

oemlldan untuk d!laksanakao dengan penoh rasa tanggungjawab. 

Dltetapkan dl Jakarta 

---·~····------------------
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pada tanggal 2 Desember- 2008 
Olrektuo Jenderal 

ttd. 

Darmin Nasutlon 
NIP 130605098 

Tembusan: 
L Sekretarls Direktorat Jenderai Pajak; 
2. Para Direktur dan Tenaga Pengkajl dl Ungkungan kantof Pusat Dlrektorat Jendera! Pajak; 
3. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Ookumen Perpajakan. 
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Menimbang: 

PEAATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNOA~G-UNDANG REPUBUK INDONESIA 
NOMOR 5 TAHUr~ 2008 

TENTANG 

PERVBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG·UNDANG NOMOR 6 TAHUN 19$3 
TENTANG I<ETC:NTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN 

OENGAN R.A.HMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLlK 1NOONESIA, 

a. bahwa daliom rangka menghadapl dampak krlsls ~uangan global, sangat mendesak untul< 
mempeti<uat basis perpajakan naslonal guna mendukung penerlmaan negara darl sektor perpajakan 
yang !eb!h stabll; 

b. bahwa pelaksanaan Pasai37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Ketlga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sangat efektlf untuk memperkuat basis perpajakan naslonal; 

c. bahwa mas!h banyak masyarakat yang lngln memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan 
sanks! admlnlstrasJ perpajakan .sebagalmana dlator da!am P.asa! 37A ayat (1) Uru!ang~Undang Nomor 
2.8 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketlga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahuo 1983 tentang Ketenttran 
Umum dan Tata Cara Perpajakan; 

d, bahwa berdasarkan perttmbangan sebagaimana dlmaksud dalam huiuf a, h:ururb, dan huruf c, periU 
memperpanjang jangka waktu pelaksanaan ketenhtan Pasal 37A ayat (1) Uodang-Undang Nomor 28 
Tahun 2007 ten:tang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang keten1uan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Penggantl Undang-Urn:lang 
tenttlng Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 
rata Cara Perpajakan; 

Mengingat; 

1. Pasal22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945; 
2. Undang~Undang Nomor 6 Tahun 1983 t(!:ntang Ketentu~n Umum dan Tata Cara ~rpajakan {Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tah:un 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
N~mor 3262) sebagalmana telah beberapa kall dlubah terakhlr denga.n Ur\dang~Undang Nomor 28 
Tal'lun 2.007 {Lembaran Negara Repubflk lndonesla Tahun 2007 Nomor 851 Tambahao Lembaran Negara 
Republlk IndQnesfa Nomor 4740); 

MEMUTUSKAr-f: 

Menetapkan : 

PERA.TUAAN PEMER!NTAH PENGGANTI UNDANG-UNOANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS 
UNDANG~UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1.983 TENTANG KETENTIJAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN, 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 37A ayat (1) Undang·Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara 
Repobllk Indonesia Nomor 3262) sebagalmana telah beberapa kall dLul>ah dengan Undang-Undang : 
a. Nomor9Tahun 1994 (Lembaran Negara Republlkindonesla Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara R,epubl!k Indonesia Nomor 3566); 
b. Nomur 16 Tattun 2000 (Lembaran Negara Republ!klndonesla Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan 

tembanm Negara Republlk Indonesia Nomor 3984); 
c. Nomor 2B Tahun 2007 (Lembaran Negara RepubUK I!l<fqnesla Taht.m 2007 Nomor 85, Tambahan 

lemban.m Negara Repubflk Indonesia Nomor 4740), 
dlubah, sehlngga berbuny! sebagal berlk:ut : 

Pasai37A 

(1) Wajlh Pajak yang menyampalkan pembetulan Surat Pember1tahuan Tahunan Pajak Penghasllan 

~~~~~~~---------~~~---
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sebelum Tahun Pajak 200.7, yang mengakibatkan pajak yang maslh harus dibayar menjadf !eblh besar 
dan dllakukao paling lambat tanggal 28 Pebtt.rat12Q09, dapat dlbetikan pengurangan atau penghapusan 
sanks! admlnlslrasl berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekunmgan pembayaran pajak yang 
ketentuannya dlatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menter! Keuangan. 

Pasa! II 

Peratur.:m Pemerintah Penggantl Undang~Undang lnl mulal berfaku pada tanggal1 Januarl 2009. 

Agar setlap orang mengetahufnya, memerlntahkan pengundangan Peraturan Pemerlntah Penggantl 
Undang-Undang fnl dengao penempataonya dalam Lembaran Negara Republfk Indonesia. 

Dlundangkan dl Jakarta 
pada tanggal 31 Desember 2008 
M!:NTEPJ HUKUM DAN HAK ASASl MANUSlA 
REPUBUK lNOONESlA, 

ANDI MATI'ALATTA 

Oltet.apkan dl Jakarta 
Pada tanggal 31 Desember 20Q8 
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA 

ttd. 

DR. H. SUSlLO BAMBANG YUDHOYONO 

LEMBA~ NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 211 

I. UMUM 

PENJELASAN 
AlAS 

PERATURAN PEMER.INTAH PENGGAtm UNOAN.G·UNDA/IIG REPUBUK INDONESIA 
NOMOR 5TAHUN 2008 

TENTANG 

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNOANG-UNDANG NOMOR. 6 TAHUN 1983 
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CAAA PERPAJAKAN 

Undang·Undang Nomor 28 Tahtm 2007 tentang Perubahan Ketlga atas Undang-Undang Nomor6 Tahun 
1983 tentang ketentuan umum dan Tata cara Perpajakan merupakan salilh satu tonggak perubaban 
yang mendasar dar! reformasl perpajakan d! Indonesia. Undang-Undang lnl dlsusun dengan tujuan 
antara lain untuk lebth memberlkan keadllan, menlngkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, 
menlngkatkan kepastfan dan penegakan hukum, serta men!ngkatkan keterbukaan admlnlstrasl 
perpajakan dan kepatuban sukarela Wajlb Pajak yang pad a akhlmya menlngkatkan penerim~an negara 
dar! sektor perpajakan. 
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Pasal 31A ayat (1} Undang~Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ket\ga alas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 rentang ketentuan Umum dan Tata Car a Perpajakan merupakan 
ketentuan khusus yang memberlkao k:esempatan kepada Wajlb Pajak untuk !eblh terbuka .dan jUJur 
da!am memenuhl kewaj!ban perpajakannya yang telah !alu. Apablla Wajlb Pajak menyampaikan 
pembetulan Surat Pembentahuan Tahunan Pajak Penghas!lan sebelum Tahun Pajak 2007 yang 
mengaklbatkan pajak yang maslh harus dibayar menjadl leblh besar dan dllakukan paling lama dalam 
jangka waktt! 1 (satu) tahun setelah berfakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Ketlga atas Undang·Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan, Wajib Pajak dapat dlberJkan pengurangan ~tau penghapusao saoks! admrorstrasl berupa 
bunga at~s keterlambatan pclunasan kekurangan pembayaran pajaknya. 

Dalam rangka menghadapl dampak krlsls keuanganglobal, sangat mendesak untuk memperkuat basis 
perpajakan naSional guna mendukun9 penerlmaan negara darl sekror perpajakan yang leblh stabil. 
Pelaksanaan Pasal 37A ayat (1} Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketlga atas 
Undan!J·Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cora Perp<~jakan sangat 
efektif untuk memperkuat basis perpajakan naslonal. 

M.enjelang berakhlrnya jangka waktu pernberlan fasllitas pengurangan atau penghapusan sanksl 
admlnlstrasl perpajakan sebagalmana dfatur dalam Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2007 tentang Perubahan KeUga atas UndangRUndang Nomor 6 Tahun 1983 tenta119 ketentuan Umum dan 
Tata Cara Perpajakan, maslh banyak masyarakat yang login memanfaatl<an fasUitas dlmaksud, namun 
mengalaml kendala kurangnya waktu dalam mempersiapkan penyampalan pe.mbe.tulan Surat 
Pemberitahuan 'T'ahunan Pajak Penghasllan. 

Dengan memperhaukan hal tersebut dlatas, perlu segera memperpanjang jangka waktu peiaksanaan 
ketenb.Jan Pasal 37A ayat (1) UndangRUndang Nomor 28 Tahun 2007 tentanq Perubahan Ketlga atas 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 

IL PASAl OEM! PASAL 

Pasa! I 

Cukup jelas. 

Pasa! ll 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN lEMBARAN NEGARA REPUBUK INDONESIA NOMOR 4953 
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DEPARTEMEN KEUANGAN REPU13LIK INDONESIA 

OIREKTORATJENDERAlPAJAK 

Nom or 
Sifat 

lamp iran 

Hal 

' S-11/PJ./2009 

: Sangat Segera 

: Penegasao Mengenat Wajib Pajak Yang Mempero!eh NPWP dalam bulan Januari 

dan Februari 2009 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam bulan Desember 2006 orang pribadi yang meodattarkan d!rl 

untuk mempero!eh NPWP begitu besar jumlahnya sedangkan sistem aplikasl Direktorat Jenderal 

Pajak belum mampu me!ayani seluruh proses pendaftaran untuk memperaleh NPWP ter:sebut bulan 

Desember 2008, sehlngga banyak calon Wajlb Pajak yang tidak dapat dlbelikan NPWP sebelum 

tangga! 1 Januari 2009. Untuk memberlkan pclayanan dan kemudahan bagi Wajib Pajak ya~ tidak 

terlayanl karena keterbatasan kemampuan sistem aplikasi, perlu ditegaskan bahwa terhadap Wajlb 

Pajak orilng prlbadi yang memperoleh NPWP dalam bulan Januari dan F~bruatl Z009 drperlakukan 

sama d~ngan Wajlb Pajak orang pribadi yaM mendaftarkan diri secara sukarela dalam tahun 2008, 

Oengan demikian, Wajib Pajak orang prlbadi tersebut dapat memanfaatkan fasmtas sunset Polrcy 

dengan menyampaikan SPTTahunan PPh Tahun Pajak 2007 dan Tahun-Tahun Pajak sebelumnya 

paling lambat tanggal 31 Mafet 2009, 

oemikian dlsampaikan dan untuk dllaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

Ditetapkan di Jakarta 

Pad a tangga! 23 Januari 2009 

DIREKTUR JENDEML PAJAK 

TID 
DARMIN NASVTLON 

NIP 130605098 
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PERATUAAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 12/PMK.OJ/2009 

TENTANG 

PfRUBAHAN ATAS PEAATURAN MENTERl KfUANGAN 
NOMOR 65/PMK.OJ/2008 TENTANG TATA CAM PENYAMPAIAN 

ATAU PEMBETUtAN SURAT PEMBERITAHUAN, DAN PERSYAAATAN WAJJB 
PAJAK YANG OAPAT OIBERIKAN PENGHAPUSAN SANKS! ADMitHSTRASI DALAM 

RANGKA PENERAPAN PASAl 37A UNDANG~UNOANG NOMOR 6 TAHUN 1983 
TENTANG K:ETENTUAN UMUM DAN lATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAIMANA TEtAH BEBERAPA KAU 

DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANCTUNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menlmbang 

a. 

b. 

bahwa sehubungan dengan dlterbltkannya Peraturao Pemcrtntah Penggantl Undang-Undang Nomor S 
Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nornor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan, perlu dllakukan penyesualan terhadap ketentuan mengenal jangka 
waktu penyampalan Surat Pemberltahuan Tahunan sebagalmana dlatur dalam Peraturan Menterl 
Keuangan Nomor 66/PMI<.03/2008 tentang Tata Cara Penyampalan atau Pembetulan Surat 
Pemberltahuan, dan PetSyaratan Wajlb Pajak yi;lng Dapat Dlberikan Penghapu$an Sanks! Admlnlstras! 
Dalam Rangk., Penerapan Pasal 37A Undang~Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketcntuan Umum 
dan Tata Cara Perpajakan Sebagalmana Telah Beb!O!rapa Kali Dlubah Terakhlr Dengan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2007; 
t1ahwa berdasarkan pertlmbangan sebaga!mana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturaft 
Menter! Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Mentert Keuangan Nomor 66/PMK.lB/2008 tentang 
Tata Cara Penyampalan atau Pembetulan surat PembCJ1tahuan, dan Persyaratan Wajlb Pajak yang 
Dapat Dib:erikan Penghapusan Sanksi Admlnlstrasl Dalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentut~n Umum dan Tata Cera Perpajakan Se:bagalmaoa Telah 
Beberapa Kall Diu bah Terakhlr Dengan Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2007; 

Menglngat 

1. Undang~Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan rata Cara Perpajakan {Lembaran 
Negara Republlk lndones!a Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republ!k Indonesia 
Nomor 3262) sebaga!mana tetah beberapa kall dlubah terakhlr dengan Undan9-Undang Nomor 28 
Tahun 2007 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambah.ao lembanm Negara 
Republlk Indonesia' Nomor 4740); 

2. Peraturan Pemerlntah Penggantl Undang-undang Nomor 5 Tahun :wos tentang Perubahan Keempat 
atas Undang-Undang Nomor' 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan 
(Lembaran Negara Republlk !ndonesla Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4953); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007 tentang lata Gara Pelaksanaan Hak dan Ke.wajiban 
Perpajakan Serdasarkao Undang-Undang Nomor & Tal'iun 1983 tentaog Ketentuan umum dan Tata Cara 
Perpajakan sebagalmana telah beberapa kall dlubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2.8 Tahun 
2007 (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2007 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indone::.ia Nomor 4797); 

4. Keputusan Preslden Nomor 20/P Tahun 200Si 
5. P~!!aturan Menter! Keuangan Nomor 66/PMK.IiJ/2008 tentang Tata cara Penyampaian atau Pembetullm 

Surat Pemberltahuan, dan Pe:rsyaratan Wajlb Pajak yang Dapat Dibertkan Penghapusan Sanl<.sl 
Admlnlstras! Oalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang~Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tala Cara Perpajakan Sebaga!mana Telah Beberapa !<all Dlubah Terakhfr 
Der.gan Undang~Um:lang Nomor 28 Tahun 20G7; 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 

PERATURAN MEtiTERI KEUANGAN' TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTER1 KEUANGAN 
NOMOR 66/PMK.03/200B TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETUtAN SURAT PEMBERITAHUANt 
DAN PERSYARATAN WAJIB PAJAK YANG OAPAT DIBER1KAN PENGHAPUSAN SANKSt AOM!NlSTRASl DAlAM 
RANGKA PEN'ERAPAN PASAL37A UNDANG~UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUf'l DAN 
TATA CARA PERPAJAKAN SEBAGAlMANA TELAH aEBERAPA KAU DIUBAH TERAKHlR DENGAN 
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UNDANG·UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2007. 

Pasa! I 

Mengubah ketentuan Pasal7 ayat (1) huruf f dan huruf g Peraturan Ment~:rl Keuangan Nomor 66/PMK.OJ/2008 
tentang Tata Cara Penyampalan atau Pembetulan Surat Pembedtahuan, dan Persyaratan Wajlb Pajak yang 
Dapat D!berlkan Penghapusan Sanks! Admlnlst:rasl Oalam Rangka Penerapan Pasal 37A Undang-Undang Nomor 
6 Tahun19S3 tentang Ketentuan Umum dan Tata tara Perpajakan Sebagalmana Tefah Beberapa l<all Dlubah 
Terakhlr Dengan Unrlang~Undang Nomor 28 Tahun 2007, sehlngga Pasal 7 berbunyl sebagal ~k:ut: 

PasaJ 7 

(1} Wajlb PaJak yang dlber1kan penghapusan s;;~nksl admlnlstrasl sebagalmana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (2} adillah Wajlb PaJak orang prtbadi atau Wajib Pajak badan yang memenuh! persyarat:an: 
a. telah memlllkl Nomor Pokok Wajlb Pajak sebelum tanggal 1 Januarl 2008; 
b. terhadap Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak PenghaSflan yang dlbetulkan belum diterbltkan 

surat ketetapan pajak; 
c. tertiadap Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasllan yang dibetulkan belum dl!akukan 

pemerlksaan atau dalam hal sedimg dUakukan pemeriksaan, Pemeriksa Pajak belum 
menyampalkan Surat Pemberttahuan Hasll Pemeriksaan~ 

d. telah d!Jako~an Peme:rlksaan Sukti Permu!aan, tetapl Pemertksaan Bukti Permufaan tersebut 
tldak dllanjutkan dengan tlndakan penyldlkan karena Udak dltemukan adanya Buktl Permulaan 
tentang tlndak pldana dl bldang perpajakan; 

e. tldak sedang dilakukan Pemerlksaan Buktl Permulaan, penyldlkan, penuntutan1 atau 
pemerlksaan dl pengadllan atas tindak pldana dl bldang perpajakan; 

f. mtmyampalkan Surat Pemberltahuan "fahunan Pajak Penghasllan Tahun Pajak 2.006 dan/atau 
Tahun Pajak sebelumnya paling lambat tanggal :28 Februali 2009; dan 

g. melunasl seluroh pajak yang kurang dlbayar yang tlmbul sebagal akibat darl peny1m1paian 
Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebaga!mana dlmaksud pada huruf f, 
sebelum Surat Pemberltahuan Tilhunan Pajak Penghasllan dlsampalkan. 

{2) Dalarn hal Wajlb Pajak membetulkan Surat Pemberitahuan i'ahunan Pajak Penghasilan yang sedang 
dllakukan pemerlksaan sebagalmaoa dlmaksud pada ayat {1) huruf c yang juga melfputl jen\s pajak 
lalnnya, berlaku ketentuan sebaga! berikut: 
a. pemerlksaan tersebut dlhentlkan kecuan untuk pemertksaan terhadap Surat Pemberltahuan 

atas pajak lalnnya yang menyatakan tebih bayar; atau 
b, pemerlksaan tersebut tetap dilanjutkan ber.Jasarkan pmlmbangan Dfrektur lendera! Pajak 

{3) Dalam hal Wajlb Pajak memhetulkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasllan yang tidak­
sedang dilakukan pemerlksaan, namun atas Surat Pemberlt<lhuan jenls pajak lalnnya untuk periode 
yang sama sedang dllakukan pemerlksaan, berlaku ketenttJan sebagal berlkut: 
a. pernertksaan t:ersebut dlhentlkan kecualluntuk pemerlksaan terhadap Surat Pemberltahuan 

atas pajaldalnnya yang menyatakan lebih bayar; atau 
b. pemerlksaan tersebut tetap d!!anjutkan berdasarkan pertlrnbangan Direktur Jenderal Pajak. 

(4) Da!am hal Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasllan yang dlbetulkan menyatakan leblh bayar, 
pembetutan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasllan dfanggap sebagal pencabut:an atas 
permohonan pengemballan keleblhan pembayaran pajak yang temmtum datam Surat Pemberitahuan 
Tahunan Pajak Penghasllan yang dibetulkan. 

Pasal II 

Peraturan Menteri Keuangan In! mula! berlaku sejak tanggal dltetapkan dan mempunyal daya laku surut 
terhrtung sejak tanggall Januart 2009. 

Agar setlap orang rnengetahulnya1 rnemerintahkan pengumuman Peraturan Menter! Keuangan Jnl dengan 
penempatannya dalam Berlta Negara Republlk Indonesia. 

Dltetapkan dl )akarta 
pada tanggal 2 Februarl 2009 
MENTER! KEUANGAN 

ttd. 
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PERATUAAN DIREKTUR lENDERAL PAJAK 
NOMOR PER- 13/PJ/2009 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN OIREKTUR JENDERAL PAJAK Not40R 27/PJ/2008 TENTANG 
TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMlNISTRASIAN, SERrA PENGHAPUSAN SANKSI 

ADMINISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAlAN SURAT PEMBERITAHUAN 
TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBAOI UNTUK TAHUN PAJAK 

Menimbang : 

2007 DAN SEBELUMNYA1 DAN SEHUBUNGAN DENGAN PEMBETULAN SURA.T 
PEt-1BERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASlLAN WAllS PAJAK ORANG PR1BA0l ATAU 

WAJIB PAJAK BAOAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2007 

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, 

a. bahwa sehubungan dengan d!terb!tkannya Peraturan Menter! Keuangan Nomor 12/PMK.03/2009 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 66/PMK.Ol/2008 tentang Tata Cara Penyampalan 
a tau Pembetulan Surat Pemberltahuan, dan Persyaratan Waj!b Pajak yang Oapat D!berikao 
Penghapusan Sanksl Admfnlstrasl Dalam Rangl<a Penerapan Pasal 37A Undang~Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagalmana Telah Beberapa Kali Dlubah 
Terakh!r Oengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, ketentuao mengenal jangka waktu 
penyarnpalan pembetulan Surat Pemberltahuan Tahumm Pajak Penghasllan sebagalmana dlatur dalam 
Pasal 37A ayat (1} Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan Sebaga!mana Telah Beberapa Kal! Olubah Terakhlr Oengan Undang-Undang Nomar 28 
Tahun 20:07 tefah dlubah; 

b. bahwa berdasarkan pert!mbangan sebagalmana tersebut pada hul1.lf a, perlu mem~tapka!l Peraturan 
Direktur Jenderal Pajak tentang Perub.ahan Kedua Atas Peraturan Dlrektur Jendera! Pajak Nomor 
27/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampalan, Pengadmlnlstraslan, serta Penghapusan Sanks! 
Admlnlstras! Sehubungan Dengan Penyampa!an Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasl!an Wajib 
Pajak Orang Pribad! Untuk Tahun Pajak 2007 dan SebeJumnya dan Sehubungan Dengan Pembetulan 
Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghas!lan Wajib Pajak Orang Prlbadl atau Wajlb Pajak Badan 
Untuk Tahun Pajak Sebelum Taht,m Pajak 2007; 

Meogingat: 

1. Undang-Undang Numor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (Lemharan 
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 491 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor 3262) sebagalmana te!ah beberapa kalf diubah terakh!r dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2007 {Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2.007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4740); 

2. Pe-raturan Pemerlntah Pengganti Urnfang-Undang Nomor S Tahun 2008 teotang Perubahan Keempat atas 
UndaogMUndang Nomor G Tahun 1983 tentang Kt'!tentuan Umum dan Tala Cara Perpajakan (Lembaran 
filegara Republ!k Indonesla Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia 
Nomor4953} 

3. Peraturan Pemerlntah Nomor SO Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Kewajlbao 
Perpajakan berdasarkan Undang·Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketenttlan Umum· dan Tata cara 
Perpajakan sebaga!mana telah beber.lpa kaU dlubah terakhlr dengan Undang~Undang Nomor 28 Tahun 
2007 (Lembaran Negara R.epubllk: Indonesia Tahun 200? Nomor 169, TI!Hnbaban Lembaran Negara 
RepubUk Indonesla Nomor 4797); 

4. Peratur.m Menter! Keuangan Nomor 66/PMK.03/2008 tentaog Tata Cara Penyampa!an atau Pembetulan 
Surat Pembe.rltahuan, dan Persyaratan Wajlb Pajak yang Oapat Dlberlkan Pe-nghapusan Sanks! 
Admln!strasl Oalam Rangka Penerapan Pasal37A Undang~Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagalmana Telah Beberapa Kall Dlubah Terakhlr Oengan 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 sebagalmana tefah dlubah dengan Peratur.ln Menter! Keuangan 
Namor 12/PMi<-03/2009; 

5. Peraturan Dlrektur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2{)08 tentang Tata Cara Penyampalan, 
Pengadmlnlstrasran, :serta Penghapusan Sanks! AdmlnlstraS! Sehubungan Oengan Penyampalan Surat 
Pemberitalluan Tahunan Pajak Penghasllan Wajib Pajak Orang Prlbadl Untuk Tahun Pajak 2007 dan 
Sebelumnya dan Sehubungan De.ngan Pembetulan Surat Pemberltahuan Tahutlan Pajak Penghasuan 
Wajlb Pajak Orang Prtbadl atau Wajib Pajak Badan Untuk rahun Pajak Sebelum Tahuo Pajak 2007 
sebagalmana te!ah dlubah <lengan Peraturan Direktur Jendera! Pajak Nomor 30/PJ/2008; 

MEMUTUSKAN : 
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Menetapkan : 

PERATIJRAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR )ENOERAL 
PAJAK NOMOR '2.7/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINJSTAASIAN, SERTA I'ENGHAPUSAN 
SANKSI ADM!NISTRASI SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAJAN SUAAT PEMBERITAHUAN TAHUNM~ PAJAK 
PENGHASitAN WAJ18 PAJAK ORANG PRIBADI UNTUK TAHUN PAJAK 2007 f>AN SEBELUMNYAT DAN SEHUBUNGAN 
DENGAN PENBETUlAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRiBADI 
ATAU WAJIB PAJAK BADAN UNTUK TAHUN PAJAK SEBELUM TAHUN PAJAK 2G07, 

Pasal1 

Beberapa kE:otentuan dalam Pernturan D!rektur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 tentang Tata Cara 
Penyampaian, PengadmlnlstraSian, serta Penghapusan Sanks! Admlnlstrasl Sehubungan Dengan Penyampalan 
Surat Pemberftahuan Tahunan Pajak Penghasllan Wajib Pajak Orang Prlbadl Untuk Tahun Pajak 2!lil7 dan 
Sebe!umnya dan Sehubungan Dengan Pembetu!an Surat Pembelitahuan Tahunan Pajak Penghas!lan Wajib Pajak 
Orang Prlbad! atau Wajlb Pajak aadan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun Pajak 2007 sebagalmana telah dfubatl 
dengan Peraturan Direktur Jendera! Pajak Nomor 30/PJ/2008, dlubah :tebaga! berikut : 

L Ketentuan Pasa! 1 ayat {2) dan ayat (3) d!ubah, sehlngga Pasall betbunyl sebaga! ber!kut : 

(1) 

(2) 

(3) 

~Pasal1 

Wajlb Pajak orang prlbadl yang secara sukarela mendaftarkan d!ri untuk memperoleh Nomor 
Pokok Waj!b Pajak dalam tahun 2008 dan menyampa!kan Surat Pembefftahuan Tahunan Waj!b 
Pajak Orang Prlbadl untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelunmya, dlberlkan penghapusan sanksl 
admfn!strasl berupa bunga atas pajal< yang Udak atau kurang dibayar. 
Wajlb Pajak yang sebe!um tanggal 11anuari 2008 telah meml!lkl Nomor Pokok Wajib Pajak dan 
dalam jangka waktu SEjak tanggall Januart 2006 sampal dengan 28 Februarl 2009 
menyampalkan pembetulan : 
a. Surat Pemberltahoan Tahunan Pajak Penghas:!lan Wajib Pajak Orang Plibadl sebelum 

Tahun -Pajak 2007; at:au 
b. Surat Pemtterltahuan Tahunan Pajak P~nghasUan WaJib Pajak Badan sebelum Tahun 

Pajak 2007. 
yang mengaklbatkan pajak yang maslh harus dlbayar menjadl !ebih besar, dlberlkan­
penghapusan sanksJ admlnlstrasl berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekuraogan 
pembayaran pa;lak. 
Pembetulan Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Pengbasllan yang dlber!kan penghapusan 
sanks! admlnlstrasl berupa bunga atas keter!ambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak 
sebagalmana dimaksud pada ayat (2) ada!ah pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 
Penghasl!an yang d!sampa!kan pertama kall dalam jangka waktu sejak tangga! 1 Januarl 2008 
sampal dengan tan9gal28 Februar12009.n 

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah, sehlngga Pasal 2 berbunyl sebagal berllrut : 

~Pasal 2 

(1) Wajib Pajak yang sebelum tangga! 1 Januar1200S te!ah memlllld Nomor Pokok Wajlb Pajak dan 
sampal dengan 31 Desember 2008 be1um menyampaikan Surat Pemberttahuan Tahurnm Pajak 
Penghas!lan sebelum Tahun Pajak 2007, dapat menyampalkan Surat Pemberltahuan Tahunan 
Pajak Penghasllan sebelum Tatum Pajak 2007, 

(2} Surat PemberU:ahuan Tahunan Pi#-jak Penghas1!an sebelum Tahun Pajak 2007 sebagalmana 
dimakSud pada ayat (1) yang dlsampalkan setelah tangga! 31 Desember 2008 sampal dengan 
tanggal 28 Februari 2009 dlperlakukan sebagal pembetulan Surat Pemberltahun Tahunan Pajak 
P.enghaslllln sebe!um Tahun Pajak 2007 sebagalmana d!maksud dalam Pasal1 ayat (2)." 

3. Ketentuan Pasal 5 ayat {1)_ dlubah, sehlngga PasaiS berbunyl sebagal belikut: 

"Pasal s 

{1) Wafib Pajak yang membetu!kan Surat Pemberltahuan sebagalmana dlmak.Sud dalam Pasal 1 
ayat {2) dan dlbertkan penghapusan sanl<sl admlnlstrasl adalah Wajlb Pajak Orang Prlbadl atau 
Wajlb Pajak b-adan yang memenuhl persyaratan : 
a. te!ah mem!llk! Nomor Pokok Wajlb Pajak sebelum tanggall Januari 2008; 
b, terhadap Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasl!an yang dlbetu!kan belum 
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diterbltkan surat ketetapan pajak; 
c. terhadap Surat P.emberitahtJan Tahunan Pajak Penghasllan yang dlbetulkan be!um 

dllakukan pemeriksaan atau dalam hal sedang dilakukan pemeriksaan, Pemerlksaan 
Pajak belum menyampalkan Surat Pernberltahuan Hasll Pemerlksaan; 

d. telah dJiakukan Pemerlksaan Bukti Permulaan, tetapt Pemerlksaan Buktl Perrnulaao 
tersebut tldak dllanjutkan dengan tlndakan penyldlkan karena tldak dltemukan adanya 
&uktl Permulaan tentang tlndak pldana dl bldang P'erpajakan; 

e. tidak sedaog dl!akukan Pemerlksaan Buktl Pe:rmulaan, penyldlka:n, penuntutan1 atau 
pemerlk.saan d! pengadllan atas tlndak pldana di bldang perpajakan; 

f. menyampalkan pembetulan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasllan Tahun 
Pajak :2:006 sebelumnya paling lambat tanggal 28 Februali :.:'009; dan 

g. melunasl scluruh pajak yang kurang dlbayar yang tlmbul sebagal aklbat darl 
penyampalan pembetulan Surat Pemberltahuan "fahunan Pajak Penghasllan 
sebagalmana dlmaksud pada huruf f, sebe!um pembetulan Surat Pember!tahuan Tahunan 
Pajak Penghasllan disampa!kan. 

(2) Dalam hal Surat Pemberitahuan Tahunan PaJak Penghastlan yang dlbetutkan menyatakan leblh 
bayar, pembetulan Surat Pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasllan dlanggap sebagai 
pentabutao atas permohonan pengemballan kefeblhan pembay&ran paJak yang terCantum 
dalam Sura:t Pember1tahuan Tahunan PaJak Penghasllan yang dtbetulkan." 

4. Ketentuan Pasal 12 dlubah~ sell!ngga Pasal 12 berbunyl sebagaf bertkut : 

"Pasal 12 

(1) Waj!b Pajak orang prlbadl yang merriperoleh Nomor Pokok Wajlb Pajak se~r<il sukarela dalam 
tahun iOOB dan telah menyampalkan Surat pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasllan 'Tahun 
Pajak 2007 dan sebelumnya setelah tanggal 31 Desember 2007 sampal dengan tanggal 30 Junl 
2008, dapat menyampalkan pembetulan Surat Pember!tahuan Tahunan Pajak Penghasllan 
Tahun Pajak 2007 dan sebelurnnya datam rangka Pasal 37A Undang~Undang KUP satu ka!r 
setelah tanggal 30 Junl 2000 sampal dengan tang:gal 28 Februarl ;(009. 

(2) Wajib Pajak yang telah m~mlllkl Nomor Pokok Waj[b PaJak sebelum tanggall Januarr 200S dan 
telah menyampalkan Surat pemberltahuan Tahunan Pajak Penghasnan atau pembetulan Surat 
Pembetltahuan Tahunan Pajak Penghasllan sebelum Tahun Pajak 2007 setclah tanggal 31 
Desember 2007 sam~l dengan tanggal 30 Junl 20081 dapat menyampalkan pembetulan Surat 
Pemberltahuan Tahumm Pajak Penghasilan sehelum Tahun Pajak 2007 dalam rangka Pasal 
37A Undang-Undang KUP satu kall sete!ah tanggal 30 Junl 2008 sampal dengan tangga! 28 
Februarl 2009. 

Pasalll 

Peratvran IJlrektur Jenderal Pajak in! mula! berlaku sejak tangga! dltetapkan dan mempunyal daya !aku surut 
terhltung sejak tanggall Januarf 2009. 

Agar setiap orang mengetahulnya, memertntahkao pengumurnan f'eraturan Direktur Jenderal Pajak lni dengan 
penempatannya dalam Belita Negara Republik Indonesia. 

Dltetapkan dl Jakarta 
Pada tanggal23 Februarl 2.009 
DIREKTUR JENDEAAl PAlAK 

ttd. 

DARMIN NASUTION 
NIP 130605098 
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